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Corporate Governance

Perseroan melakukan
transformasi tata kelola demi
meningkatkan transparansi.
Berbagai perbaikan dilakukan,
termasuk perubahan komposisi
Dewan Komisaris dan Direksi
yang memiliki pengalaman
tinggi di sektor-sektor yang
relevan dengan Perseroan.
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The Company commenced
governance transformation to
increase transparency. Several
improvements were made,
including changes to the
composition of the Board of
Commissioners and Board of
Directors with strong experience in
relevant sectors with the Company.
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KOMITMEN PERSEROAN
erseroan memiliki komitmen tinggi untuk
menerapkan GCG secara konsisten dan terus
berupaya untuk memperbaharui struktur,
kebijakan dan proses usahanya untuk mencapai
tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2019, Perseroan memulai Program
transformasi yang mencakup upaya peningkatan atas
pelaksanaan tata kelola Perseroan. Perubahan di dalam
komposisi Dewan Komisaris dan Direksi menunjukan
tekad Perseroan untuk meningkatkan transparansi dan
tata kelola secara keseluruhan.

Komitmen Perseroan terhadap GCG juga dapat di

lihat dari peningkatan peran Komite-komite di bawah
Dewan Komisaris yang secara proaktif dan bertanggung
jawab membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas
pengawasannya untuk menghasilkan peningkatan kualitas
tata kelola di seluruh organisasi dalam Perseroan.

Tata kelola perusahaan juga diperkuat melalui pelaporan
rutin Direksi kepada Dewan Komisaris, perbaikan proses
perencanaan tahunan, kerangka pengambilan keputusan
yang lebih akuntabel, peningkatan pada tugas Komite-
komite di bawah Dewan Komisaris dan penyempurnaan
struktur pengambilan keputusan. Program perbaikan ini
akan terus ditingkatkan pada tahun 2020.

DASAR HUKUM

Penerapan praktik GCG Perseroan mengatur hubungan

antara manajemen dengan pemangku kepentingan,

serta pemegang saham. Secara keseluruhan, praktik GCG

Perseroan berlandaskan pada:

a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

b. Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG)

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

d. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI)

COMPANY’'S COMMITMENT

The Company has strong a commitment in implementing
GCG consistently and continue to upgrade its structure,
policies, business processes to achieve better governance.

In 2019, The Company commmenced a Transformation
Program which includes material improvements to the
Governance Framework. The significant changes to the
composition of the Board of Commissioners and Board
of Directors are testament to the Company's intention to

increase transparency and improve overall governance.

The Company’s commitment on Corporate Governance
could also be observed from the enhancement to

the operation of the Committees under the Board of
Commissioners who proactively and responsibly assisted
the Board of Commmissioners conducting their supervisory
functions to contribute to an improved level of governance
in the entire Group.

Corporate governance was also improved through regular
reporting by the Board of Directors to the Board of
Commissioners, an improved annual planning process,
and a more accountable decision making framework,
enhancements to the operations of the Board Committees
and improvements to the decision making structure. These
improvements will progress further in 2020.

LEGAL BASIS

GCG practice regulates the relations between
management stakeholders, and shareholders. Generally,
the Company’s GCG practice is implemented under these
laws:

a. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company

b. General Guidelines of Good Corporate Governance
issued by National Comitee of Governance Policy/KNKG

c. Regulations of the Financial Services Authority (OJK),
and
d. Regulations of Indonesia Stock Exchange (IDX)

23]

Lippo Karawaci - 2019 Annual Report




Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

Profil Perusahaan
Company Profile

Tinjauan Operasional
Operational Review

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN TATA KELOLA

PERUSAHAAN

Praktik GCG Perseroan turut memenuhi dan mematuhi

5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan dari KNKG, yang

dikenal dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas,

Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kesetaraan, seperti

yang dijelaskan berikut ini:

1. Transparansi: Perseroan menyediakan keterbukaan
dan ketersediaan informasi yang jelas kepada
pemegang saham dan para pemangku kepentingan.
Dalam mewujudkan prinsip transparansi, Perseroan
melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menyajikan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan,
informasi bagi investor, serta informasi material
atau relevan lainnya dalam situs Perseroan guna
memudahkan para pemegang saham, pemangku
kepentingan, serta publik untuk mengakses data-
data terkait perkembangan Perseroan.

b. Melakukan proses pengambilan keputusan
Pemegang Saham melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) setelah memenuhi
persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan terkait.

c. Melakukan proses pengambilan keputusan Dewan
Komisaris dan Direksi melalui mekanisme rapat
rutin Dewan Komisaris dan Direksi.

d. Menyampaikan informasi material dan siaran pers
di situs Perseroan, situs IDX dan/atau surat kabar
nasional.

e. Menyelenggarakan Paparan Publik maupun
Investor/Analys Gatherting untuk menyampaikan
perkembangan perseroan.

f. Mengungkapkan kebijakan yang diterapkan oleh
Perseroan di dalam situs Perseroan.

2. Akuntabilitas: Prinsip ini menunjukkan bentuk
tanggung jawab Perseroan terhadap pemegang
saham dan pemangku kepentingan terkait objektivitas,
strategi, dan pencapaian Perseroan untuk menjaga
konsistensi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
Dalam menerapkan prinsip ini, Perseroan melakukan
hal-hal berikut ini:

a. Menyajikan laporan atas kegiatan usaha dan
keputusan Perseroan, khususnya dalam administrasi
keuangan kepada Dewan Komisaris, Pemegang
Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Mengungkapkan tujuan-tujuan yang belum
berhasil dicapai beserta dengan alasannya.

c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
telah dipercayakan serta mempertanggungj
awabkan kegiatannya dengan transparan secara
rutin.

2354

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The Company’'s GCG practice also complies with the 5 (five)
principles of KNKG called TARIF, which are Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness,
as detailed below:

1. Transparency: The Company provides openness and
access to its shareholders and stakeholders for clear
information. The Company undertakes the following
actions to implement this principle:

a. Provides and publishes Financial Statements,
Annual Report, investor information, and other
relevant or material information in Company's
website to ease the Shareholders, stakeholders as
well as public to access and get data regarding
Company's updates.

b. Processes any resolutions of the Shareholders
through holding of a General Meeting of
Shareholders that complied with the Company’s
Article of Association and other related regulations.

c. Decision-making process of the Board of
Commissioners and the Board of Directors were
conducted through regular meetings of the Boards.

d. Discloses material information and Press Releases
on the Company's website, IDX website and/or
through national newspapers.

e. Holds a Public Expose or Investor/Analys Gathering
to convey updates of the Company.

f. Discloses implemented policies by the Company on
its website.

2. Accountability: This principle is to show the Company's
responsibility toward its shareholders, stakeholders
related to the Company’s objectivities, strategies, and
achievements to maintain its consistency in performing
the duties and obligations. In implementing this
principle, The Company has executed the following:

a. Provides business activities and the Company’s
decision reports, especially in financial
administration to the Board of Commmisioner, the
shareholders, and other stakeholders.

b. Discloses yet to achieve objectives and reasons.

c. Carry out mandated and responsibilities and
regularly report the updates transparantly.
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d. Mempertanggungjawabkan laporan atas kegiatan d. Provides business activities reports and obtains
usahanya dan mendapat pengesahan atas Laporan approval for Annual Report through General
Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Meetings of Shareholders.

(RUPS).

e. Mempersilakan auditor eksternal melakukan e. Engaged an external auditor’s to conduct
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan assessments of the Company's financial statements
dan mendapat opini dari auditor independen yaitu and obtained unqualified opinion.

Wajar Tanpa Pengecualian.
f.  Menerapkan sistem penilaian Key Performance f.  Implements Key Performance Indicators (KPI) and

Indicator (KPIl) dan memperkenalkan Objective Key
Results (‘(OKR’) untuk para karyawan agar mampu
memaksimalkan potensi dan kinerja masing-
masing.

3. Tanggung Jawab: Fokus prinsip ini pada kepatuhan

terhadap perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan. Hal-hal yang diterapkan
oleh Perseroan guna menjunjung prinsip ini adalah:

introduced Objective Key Results as an assessment
system for all employees in order to maximize their
potentials and performance.

Responsibility: This principle focuses on performing

applicable provisions and regulations as well as

performing the Company's responsibility to society and

environment. In order to implement this principle, the

Company’s conducts several activities, such as:

a. Menata dan menaati Anggaran Dasar, Struktur a. Maintaining and adhering to the Articles of
GCG, Kebijakan CSR, dan Kode Etik Association, GCG Structure, CSR Policy, and the
Code of Conduct.
b. Mensyaratkan seluruh karyawan dan Manajemen b. Requiring a signature of all employees and
untuk menandatangani pernyataan tunduk kepada Management on the compliance statement for the
Kode Etik Perseroan yang telah ditetapkan dalam Company’s Code of Conduct.
pelaksanaan tugasnya.
c. Berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan c. Contributing to the community and environment

sekitar kantor dan kegiatan usaha Perseroan
dengan mengadakan program-program tanggung
jawab sosial.

in the surrounding areas of the Company'’s office
and business activities by conducting various social
activities and CSR programs.
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4. Kemandirian: Prinsip ini menunjuk kepada tindakan
Perseroan dalam mengatur usahanya secara
independen dan profesional tanpa adanya benturan
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak-
pihak luar yang bertentangan dengan hukum dan
peraturan. Hal ini menunjukkan setiap keputusan
yang dibuat oleh Perseroan bersifat objektif dengan
mempertimbangkan berbagai aspek tetapi bebas dari
tekanan pihak ketiga. Untuk itu, Perseroan melakukan
beberapa hal seperti di bawah ini:

a. Masing-masing organ Perseroan yaitu RUPS,
Dewan Komisaris, komite di bawah Dewan
Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa
adanya intervensi dan dominasi dari pihak lain.
Masing-masing Komisaris Independen, masing-
masing anggota Komite Audit memberikan
pernyataan independensi sebelum diangkat.

b. Pemegang Saham telah melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk
peran pengawasan dan Direksi untuk melakukan
pengelolaan Perseroan secara profesional dan
Independen.

c. Perseroan telah menerapkan dan terus
meningkatkan praktik GCG.

5. Keadilan: Perseroan berlaku adil, setara dan wajar
terhadap seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena
itu, Perseroan menerapkan beberapa hal berikut:

a. Selalu memberikan kesempatan yang sama dalam
pemungutan suara pada saat RUPS.

b. Perseroan memberikan kesempatan yang
sama kepada pemangku kepentingan dengan
memberikan pelatihan, seminar, ataupun lokakarya
bagi semua tingkat karyawan.

c. Perseroan telah dan akan terus berupaya untuk
selalu memberikan perlakuan yang adil dan
proporsional kepada seluruh mitra kerja.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN GCG

Dalam praktik GCG, Perseroan berpedoman pada
kebijakan tata kelola perusahaan yang di dalamnya
mencakup pula pedoman-pedoman pokok pengelolaan
Perseroan yang saling berkesinambungan dan terintegrasi
dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1.  Anggaran Dasar Perusahaan

2. Peraturan Perusahaan

3. Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Direksi

Pedoman Kerja Komite Audit

Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi
Pedoman Kerja Audit Internal

™o a0 0 T

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
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4. Independency: this principle refers to the Company’s
action in managing its business independently and
professionally without any conflict of interest and
external influences or pressure which violate applicable
laws and regulations. This is to show that every decision
made by the Company is objective by considering
various aspects yet without any threats from third

parties. Therefore, the Company conducts the following:

a. Each organ of the Company, namely: the GMS, the
Board of Commissioners, Committees under the
Board of Commissioners and the Board of Directors
perform their functions and duties without any
intervention and dominance by third parties. Each
Independent Commissioner and each member
of Audit Committee provides an independency
statement before their respective appointment.

b. The shareholders have deligated part of its
authorities to the Board of Commmissioners for
supervisory roles and the Board of Directors
to manage the Company professionally and
independently.

c. The Company has implemented and kept
elaborating the GCG practice.

5. Fairness: The Company applies fair and equal behavior
toward all stakeholders. Therefore, the Company has
implemented the following:

a. Consistently provides an equal opportunity in voting
process in the GMS.

b. Provides an equal opportunity to employees by
providing training, seminar and workshop to all

levels.

c. Applies an equal and proportional behavior toward
all partners.

GCG GUIDELINES AND POLICIES

Within GCG practice, the Company is subject to GCG
policies which include integrated and perpetual guidelines
for corporate management to the GCG Principles, which
are:

1. The Company’s Articles of Association
. The Company’s Regulation
3. Work Guidelines/Charters
The Board of Commmissioners Charter
The Board of Directors Charter
Audit Committee Charter
Nomination & Remuneration Committee Charter
Internal Audit Charter
Corporate Secretary Charter

o0 Q0 oo
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4. Kode Etik Perseroan
5. Whistleblowing System
6. Tata Nilai dan Budaya Perseroan

PERSEROAN
The Company

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration
Committee

®e0cccccccccccccccccccccce

Direksi
Board of Directors

Hubungan Investor

5 eccccccccceSoccccccne
Investor Relation

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Hubungan Pengawasan dan Tanggung Jawab
eesssesesee Control Relations and Responsibilty

......... Hubungan Support | Support Relations
— Diangkat oleh RUPS | Appointed by GMS

PEMEGANG SAHAM

Perseroan tidak memiliki klasifikasi saham, hanya

memiliki 1jenis saham. Hak yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang saham adalah setara untuk hal-hal
sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dan memberikan suara pada saat pemungutan suara
dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan,
baik itu setuju, tidak setuju, ataupun abstain.

2. Memiliki kesempatan untuk mengajukan mata
acara untuk RUPS dengan mengikuti ketentuan
yang ditetapkan Perseroan, yakni diajukan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan
RUPS.

3. Berhak memberikan kuasa kepada pihak lain apabila
Pemegang Saham berhalangan hadir dalam RUPS.

4. Dapat mengakses mata acara RUPS yaitu 21 hari
sebelum RUPS dilaksanakan.

4. The Company's Code of Conduct
5. Whistleblowing System
6. Company Values and Corporate Culture

PIHAK PEMANGKU
KEPENTINGAN
Stakeholders

Auditor Independen
Independent Auditor

Bank
Bank

Investor
Investor
cool Karyawan
Employees
Lembaga Pemeringkat
Rating Institution
Mitra
Partners

Komite Audit
Audit Committee

Otoritas Terkait
Related Authority
Pelanggan
Customers

Pemasok
Suppliers

Audit Internal

Internal Audit

Pemegang Obligasi
Bondholders

Pemegang Saham
Shareholders

Pihak Pemangku
Kepentingan Lainnya
Other Stakeholders

SHAREHOLDERS

There is no share classification in the Company, it only has
one type of stock. Each shareholder has an equal rights for
the following:

1. Attending in the GMS and casting a vote, whether to
vote for, against or abstain from voting in the GMS.

2. Having opportunity to propose an agenda for the GMS
pursuant to the applicable regulations, which is to
inform the Company at least 7 (seven) days prior to the
GMS invitation.

3. Hasaright to appoint a Proxy to represent him at the
GMS if the respective shareholder is not available to
attend the GMS.

4. Having access to obtain GMS agendas at least 21
(twenty-one) days prior to the set date.
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5. Memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

Hak dan kewajiban Pemegang Saham diatur secara jelas
dan rinci pada Anggaran Dasar Perseroan yang dapat
diakses melalui situs resmi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris seperti yang ditentukan dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar
Perseroan. Melalui RUPS, pemegang saham dapat
menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat
dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
Perseroan, sepanjang berhubungan dengan mata

acara rapat, tidak bertentangan dengan kepentingan
Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan
pada kepentingan usaha Perseroan.

Wewenang RUPS

RUPS Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti
anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti
anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan serta tugas Dewan
Komisaris dan Direksi sesuai peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar.

4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba
bersih Perseroan.

5. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan
tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan
Komisaris Perseroan.

6. Menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk melakukan audit keuangan
Perseroan.

7. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dengan mengacu kepada peraturan perundangan
yang berlaku.

8. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka
dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
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5. Having opportunity to ask question(s) in every
discussion on each agenda item in the GMS.

The Company’s Articles of Association regulates details of
rights and obligations of the shareholders, and this can be
accessed through the Company’s official website.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
The GMS is the Company’'s main organ that has the
authorities beyond the Board of Commissioners or Board
of Directors pursuant to the Company Law and/or Article of
Association of the Company. In the GMS, the shareholders
are allowed to use their rights to make a statement and
receive explanation related to the Company’s updates,
subject to its relevance to the GMS agenda items, and

as long as it does not contradict with the interests of

the Company and in accordance with the Articles of
Association and provisions of applicable laws. Resolutions
of the GMS shall be based on the business interest of the
Company.

Authority of the GMS

The Company’s GMS has authority to:

1. Appoint, discharge, and/or replace a member of the
Board of Directors by considering recommendations of
Nomination and Remuneration Committee.

2. Appoint, discharge, and/or replace a member of
the Board of Commissioners after considering
recommmendations of the Nomination and
Remuneration Committee.

3. Approve the Annual Report including ratifying the
financial statement as well as tasks of the Board of
Commissioners and Board of Directors under the
applicable laws and/or the Articles of Association.

4. Approve the use of the Company’s net profit.

5. Approve compensation and other remuneration for the
Directors and the Board of Commissioners.
6. Assign an independent public accountant firm to

conduct a financial audit of the Company.

7. Approve amendments of the Articles of Association,
referring to the applicable laws and regulations.

8. Make decisions through fair, open, and accountable
process.



Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Tata Kelola
Perusahaan
Corporate Governance Report

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Report

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST) 2019

ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (AGMS) 2019

Pada 2019, Perseroan mengadakan 1 (satu) Rapat Umum
Pemegang Saham, yaitu RUPST untuk Tahun Buku 2018
pada tanggal 18 April 2019. Proses penyelenggaraan RUPS
dilaksanakan berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan mengacu

pada Anggaran Dasar Perseroan.

RUPST 2019 dihadiri oleh 20.257.003.534 saham atau
89,957% dari 22.771.585.119 saham yang merupakan seluruh
saham yang berhak suara sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan. Tahap Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019
untuk Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

25 Februari 2019
4 Maret 2019

12 Maret 2019

27 Maret 2019

The Company convened 1 (one) General Shareholders
Meeting which is AGMS in 2019, for the 2018 fiscal year, on
April 18, 2019. The process to conduct the AGMS is subject
to the OJK Regulation No.32 /POJK.04/2014 regarding the
Planning and Holding General Meeting of Shareholders of

Public Limited Companies, and the Articles of Association.

The 2019 AGMS was attended by shareholders representing
20,257,003,534 shares or 88.957% of 22,771,585,119 shares
with voting rights as issued by the Company. Below is the
process in establishing the 2019 AGMS for the 2018 fiscal

year:

18 April 2019

18 April 2019

PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN PEMANGGILAN RINGKASAN RISALAH RUPS
RUPST RUPST RUPST RISALAH RUPST - Risalah RUPS
25 Februari 2019 dan Pengumuman Pemanggilan melalui Ringkasan Risalah disampaikan

4 Maret 2019

AGMS
ANNOUNCEMENT
February 25,2019 and

melalui iklan di
harian Investor
Daily, situs BEI dan
situs Perseroan.
Penyampaian bukti

iklan di harian
Investor Daily, situs
BEI, situs Perseroan .
Penyampaian bukti
iklan ke OJK melalui

RUPST disampaikan
melalui surat ke OJK
No. 202/LK-COS/
1V/2019

melalui surat
kepada OJK No.
283/LK-COS/V/2019

March 4, 2019 iklan ke OJK melalui surat No. 102/LK-COS/ RUPS SUMMARY OF MINUTES OF THE
surat No. 071/LK-COS/ 111/2019 RESOLUTION OF AGMS

Pemberitahuan 11/2019 TAHUNAN THE AGMS - The minutes of

RUPST disampaikan AGMS INVITATION 2019 PT LIPPO The summary of the AGMS was

melalui surat ke OJK
No. 048/LK-COS/

AGMS
NOTIFICATION

The Invitation is
published via an

KARAWACI

resolutions of the
AGM was submitted

submitted by a
letter to OJK No.

111/2019 dan No. 059/ The Notification is announcement TBK in a letter to OJK No. 283/LK-COS/V/2019
LK-COS/111/2019 published via an in Investor Daily 202/LK-COS/IV/2019

announcement newspaper, on 18 April 2019.
The AGMS in Investor Daily IDX website

announcement was

newspaper, IDX

and Company

THE AGMS

sent to OJK in a letter website and website. copy of S 2019 OF Pengumuman

No. 048/LK-COS/ Company website. announcement was PT LIPPO disampaikan melalui
111/2019 and No. 059/ Copy of the submitted to OJK web BEI dan web
LK-COS/III/2019 announcement with a letter No. 102/ KARAWACI Perseroan. Iklan Hasil

was submitted to
OJKin a letter No.
071/LK-COS/111/2019

LK-COS/111/2019

TBK

Lippo Karawaci - 2019 Annual Report

RUPST diterbitkan
pada tanggal 22
April 2019 dan
Penyampaian bukti
iklan melalui surat ke
OIK No. 215/LK-COS/
1V/2019.

The summary of
resolution of the
AGMS is published
on IDX website and
Company website.
Announcement

of AGM result in
newspaper was
published on 22 April
20219 and a Copy of
announcement was
submitted to OJK
with a letter to OJK
No. 215/LK-COS/
1V/2019
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1. Pengumuman RUPST pada 12 Maret 2019:

a.

Pengumuman disampaikan paling lambat H-14 dari
Pemanggilan RUPST.

Pengumuman penyelenggaraan RUPST dilakukan
melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia dan berperedaran
nasional, yaitu harian Investor Daily, serta diunggah
pada situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs
Perseroan (www.lippokarawaci.co.id), yang terbit
pada 12 Maret 2019 dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, serta Penyampaian bukti iklan
Pengumuman melalui surat ke OJK No. 071/LK-COS/
111/2019.

2. Pemanggilan RUPST pada 27 Maret 2019:

a.

Pemanggilan ini disampaikan paling lambat H-21
dari RUPS.

Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk
menghadiri RUPS juga dilakukan melalui
pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional,
yaitu harian Investor Daily, serta diunggah pada
situs BEI, dan situs Perseroan (www.lippokarawaci.
co.id), yang terbit pada 27 Maret 2019 dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Penyampaian bukti
iklan Pemanggilan ke OJK melalui surat No. 102/LK-
COS/I11/2019.

3. Penyelenggaran RUPST pada 18 April 2019:

a.

RUPST diselenggarakan pada 18 April 2019 dimulai
pada pukul 10:39 WIB dan selesai pukul 12:14 WIB
bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, Ruang
Mezzanine Ballroom, Jalan Prajurit KKO Usman dan
Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat.

RUPST dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga
selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan
surat keputusan Dewan Komisaris No. 101/SKKOM/
LK-COS/111/2019 tanggal 27 Maret 2019.

Rapat tersebut diawali dengan penyampaian Tata
Tertib Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau
kuasanya selama mengikuti Rapat berjalan, baik
untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau
usulan pada setiap mata acara rapat. Setelah semua
pertanyaan ditanggapi, selanjutnya pemungutan
suara dilakukan dengan menggunakan surat suara
dan hanya pemegang saham yang sah yang berhak
mengeluarkan suara. Setiap satu saham mewakili
satu suara pemegang saham.

Perseroan menunjuk Notaris Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta
sebagai pihak independen dalam melakukan
perhitungan dan/ atau memvalidasi suara serta
akan mencatat jalannya RUPST dan membuat Akta
Notaris.

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

1. Notification of the AGMS published on March 12, 2019:

a.

the Notifiation shall be published at least 14
(fourteen) days prior to Invitation of the AGCMS
The Notification of the 2019 AGMS for 2019 fiscal
year, was published on March 12, 2019, in an
advertisement in 1 (one) of Indonesian national
newspaper, which is the Investor Daily, as well as
IDX website and the Company'’s official website
(Wwww. lippokarawaci.co.id), both in English and
Indonesian, and also to submit proof of Notification
Advertisement through Letter No. 071/LK-COS/
111/2019 to OJK.

2. Invitation to the AGMS published on March 27, 2019:

a.

This announcement shall be published at least 21
(twenty-one) days prior to the date of AGMS.

The Invitation to invite the shareholders to attend
the AGMS was published on March 27,2019, in an
advertisement in 1 (one) of Indonesian national
newspaper, the Investor Daily, as well as IDX
website and the Company’s official website (www.
lippokarawaci.co.id), both in English and Indonesian.
Submission proof of Announcement advertisement
through Letter No. 102/LK-COS/I11/201 9 to OIK.

3. The Company's AGMS held on April 18, 2019:

a.

The AGMS held on April 18, 2019 at Mezzanine
Ballroom, Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prajurit
KKO Usman and Harun No.44-48, Gambir, Central
Jakarta, which commenced at 10.39 a.m (Western
Indonesian Time) and closed at 12.14 p.m (Western
Indonesian Time).

The AGMS was chaired by Mr. Theo L. Sambuaga
as President Commissioner based on the decision
of the Board of Commissioners No. 101/SKKOM/LK-
COS/111/2019 dated March 27, 2019.

The AGMS started by declaring rules of the AGMS
to the shareholders and/or their representatives,
either to convey questions/ perception, and/or
input for each agenda of the ACMS. After all the
guestions were responded to, the voting process
was conducted using a ballot from only eligible
shareholders. Every 1 (one) share represents 1 (one)

vote.

The Company appointed Notary Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn,, a notary in
Jakarta, as an independent party in counting and/or
validating the votes and minuted the GMS and draw
a notarial deed of the GMS.
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e. Pihak yang menghadiri RUPST 2019:
Pemegang saham 1 88,957%

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris . Theo L. Sambuaga

- Komisaris Independen

Direksi:

- Presiden Direktur

. Sutiyoso

. Ketut Budi Wijaya
- Wakil Presiden Direktur : Hendra Sidin
- Direktur . Marshal Martinus
- Direktur . Wijaya Subekti
- Direktur Independen . Alwi Sjaaf
Komite Nominasi dan Remunerasi:
Sutiyoso (ketua)
Theo L. Slambuaga
(anggota)
Komite Audit : Lim Kuang Tak
(anggota)
Raymond Liu (anggota)
4. Ringkasan Risalah RUPST:

a. Ringkasan Risalah RUPST dipublikasi setelah RUPS
melalui IDXNet dengan surat No.202/LK-COS/
IV/2019 tanggal 18 April 2019 di ikuti dengan iklan
pengumuman pada Harian Investor Daily yang
terbit pada 22 April 2019.

b. lklan Keputusan Hasil RUPST dipublikasikan melalui
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan
berpedaran nasional, yaitu harian Investor Daily,
serta diunggah ke situs BEI, dan situs Perseroan
serentak pada 22 April 2019 serta penyampaian
bukti iklan ke OJK melalui surat No.205/LK-COS/
IV/2019 tanggal 22 April 2019.

5. Penerbitan Risalah RUPST

a. Risalah RUPST harus disampaikan paling lambat
H+30 dari RUPST.

b. Disampaikan kepada OJK melalui surat No. 283/LK-
COS/V/2018 tanggal 17 Mei 2019

The AGMS 2019 was attended by:
Shareholders . 88.957%
Board of Commissioners:

- President Commissioner : Theo L. Sambuaga
- Independent Commissioner : Sutiyoso
Board of Directors:

- President Director . Ketut Budi Wijaya
: Hendra Sidin

: Marshal Martinus
. Wijaya Subekti

. Alwi Sjaaf

Nomination and Remuneration Committee:

- Vice President Director
- Director

- Director

- Independent Director

Sutiyoso (chairman)
Theo L. Sambuaga
(member)
Audit Committee : Lim Kuang Tak
(member)

Raymond Liu (member)

4. Summary of resolutions of the AGMS:

a.

The summary was published in IDXNet right after
the AGMS through Letter No. 202/LK-COS/IV/2019
dated 18 April 2019, followed by announcement in the
Investor Daily newspaper issued on 22 April 2019.

The summary of resolutions of the AGMS was
published on April 22,2019 in an Indonesian national
newspaper, the Investor Daily, as well as IDX
website and the Company'’s official website, and
also through Letter No. OJK 205/LK-COS/IV/2019
dated April 22, 2019 submitted to OJK.

5. Issuance of resolution of the AGMS:

a.

@
i LIPPO

The resolution shall be published at the latest 30
(thirty) days after the date of the AGMS

Sent to OJK via Letter No.283/LK-COS/V/2018 dated
May 17, 2019.

mAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHU
LIPPO KARAWACI:Tbk

HDTEL’ARYADUTAJAMHTA J8"ARRIL 2019 40
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Keputusan dan Realisasi RUPST 2019 2019 AGMS Resolution and Realization
Mata Acara Rapat Pertama Regllsag First Agenda
Realization
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Telah direalisasikan 1. Approve and ratify the Company’s Annual Report
Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pada 2019. regarding the condition and running of the
kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain Has been implemented Company'’s business activities, which included the
memuat Laporan Keuangan Konsolidasian in 2019. Consolidated Financial Statements of the Company

Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
di mana di dalamnya termasuk laporan kegiatan
usaha yang merupakan turunan dari kegiatan
usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris;

and Subsidiaries for the financial year ended 31
December 2018, including reports on business
activities derived from main business activities of
the Company and the Board of Commissioners’
Supervisory Task Report;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan 2. Approve and ratify the Consolidated Financial

Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian,
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit
oleh Saptoto Agustomo dari Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
opini “wajar tanpa modifikasian”, sebagaimana
ternyata pada Laporan Akuntan Publik Nomor
00097/2.1030/AU.1/03/0499-2/1/111/2019 tanggal 1
Maret 2019;

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab 3.

sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018 (acquit et de
charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut termasuk tindakan-tindakan yang
berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan
turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan
sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019.

Statements of the Company and its Subsidiaries
consisting of Consolidated Financial Position
Statements as at 31 December 2018 and
Consolidated Statements of Profit and Loss and
Other Comprehensive Income, Consolidated
Changes in Equity Reports and Consolidated Cash
Flow Statements for the year ended that date

that have been audited by Saptoto Agustomo
from Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Public Accountants with a “reasonable without
modification” opinion, as evidenced in the Report
of the Public Accountant Number 00097/2.1030/
AU.1/03/0499-2/1/111/2019 dated 1 March 2019;
Provide full release of responsibility to all

members of the Board of Directors and Board

of Commissioners of the Company for the
management and supervision actions that has
been carried out for the financial year ended 31
December 2018 (acquit et de charge), insofar

as their actions include related actions with
business activities which are related to the main
business activities of the Company reflected in the
Consolidated Financial Statements of the Company
and the Company’s Annual Report for the financial
year ended 31 December 2019.

Second Agenda

Mata Acara Rapat Kedua Rea}llsa_5|
Realization
1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Telah direalisasikan 1.
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; pada 2019.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Has been implemented 2.
Rp1.000.000.000,- (satu milliar Rupiah) untuk in 2019..

disisinkan sebagai dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal
23 Anggaran Dasar Perseroan;

3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan 3.

setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar

Rp 694.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh
empat miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba
Ditahan Perseroan.

Approve to not distribute dividends for the financial
year ended 31 December 2018;

Approve setting a fund of Rp 1 billion to be set aside
as a reserve fund as referred to in Article 70 of the
Company Law and Article 23 of the Company's
Articles of Association;

Agree that the remaining net profit of the
Company after deducting dividends and reserve
funds, namely Rp694 Billion (six hundred ninety
four billion Rupiah) will be recorded as retained
earnings of the Company.

Third Agenda

: Realisasi
Mata Acara Rapat Ketiga Realization
1. Menunjuk Akuntan Publik Saptoto Agustomo Telah direalisasikan 1.
dengan Nomor Izin Akuntan Publik No. AP 0499 pada 2019.
dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Has been implemented
Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit in 2019..

atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo
Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2019;

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 2.

dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik (KAP) tersebut serta menetapkan
KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

Appoint AP Saptoto Agustomo with Public
Accountant License Number No. AP 0499 and

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and
Partners to conduct audit of the Consolidated
Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk and
Subsidiaries for the year ended December 31, 2019;

Gives authority to the Board of Commissioners
and/or the Board of Directors of the Company
to determine the wage and other requirements
for the KAP and determine the replacement
KAP in the case where the appointed KAP is, for
any reason, unable to complete the audit of the
Company'’s Financial Statements in 2019.
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Fourth Agenda

. Menerima pengunduran diri Bapak Theo L.
Sambuaga dari jabatannya selaku Presiden
Komisaris Perseroan, Bapak Agum Gumelar, Bapak
Farid Harianto dan Bapak Sutiyoso dari jabatan
masing-masing selaku Komisaris Independen serta
memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab
dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;

. Mengangkat Bapak John A. Prasetio selaku
Presiden Komisaris Independen, Bapak Anangga
W. Roosdiono selaku Komisaris Independen, Bapak
Stephen Riady, Bapak Kin Chan dan Bapak George
Raymond Zage Il masing-masing selaku Komisaris,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2027;

. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat serta
memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab
dari jabatannya masing-masing, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;

. Mengangkat kembali Bapak Ketut Budi Wijaya
selaku Presiden Direktur, Bapak Marshal
Martinus Tissadharma dan Bapak Alwi R. Sjaaf
masing-masing selaku Direktur Perseroan serta
mengangkat Bapak John Riady dan Bapak Surya
Tatang masing-masing selaku Direktur, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.

. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menentukan besarnya honorarium/gaji, tunjangan,
insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

. Memberi kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
dalam akta Notaris tersendiri dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Telah direalisasikan 1.

pada 2019.
Has been implemented
in 2019.

Perubahan susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi telah dinyatakan

dalam Akta Perubahan 2.

susunan Dewan

Komisaris dan Direksi
telah dinyatakan dalam
Berita Acara RUPST No.
42 tanggal 18 April 2019
yang dibuat oleh Notaris

Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito.

Changes in the
composition of the Board
of Commissioners and
Board of Directors have

been stated in the Deed 4

of Amendment to the
composition of the Board
of Commissioners and
Board of Directors and
have been stated in the
minutes AGMS No. 42
date 18 April 2019 made
by Notary Ir. Nanette

Cahyanie Handari Adi 5.

Warsito.

Accept the resignation of Mr. Theo L. Sambuaga,
Mr. Agum Gumelar, Mr. Farid Harianto and

Mr. Sutiyoso from their respective positions

as President Commmissioner and Independent
Commissioners and release them of their duties
and responsibilities from their respective positions,
starting from the closing of this Meeting;

Appoint Mr. John A. Prasetio as Independent
President Commissioner, Mr. Anangga W.
Roosdiono as Independent Commissioner, Mr.
Stephen Riady, Mr. Kin Chan, and Mr. George
Raymond Zage lll respectively as Commmissioner,
starting from the closing of this Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027;

. Respectfully dismiss all members of the Company's

Board of Directors as of the closing of the Meeting
and release them of their duties and responsibilities
from their respective positions, starting from the
closing of this Meeting;

. Appoint Mr. John Riady and Mr. Surya Tatang

as Directors, reappoint Mr. Ketut Budi Wijaya as
President Director, Mr. Alwi R. Sjaaf and Mr. Marshal
Martinus Tissadharma as Directors of the Company.
Thus the composition of the Company’s Board of
Commissioners and Directors as of the closing the
Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders held in 2021.

Approve the authorization of the Company’s
Nomination and Remuneration Committee to
determine the amount of honorarium/salary,
allowances, incentives and/or other remuneration
for members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company.

. Giving the power of substitution to the Board of

Directors of the Company to restate the Meeting's
decision on its own Notary deed and then notify
the changes in the composition of the Company’s
Board of Commissioners and Directors to the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia/

Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan In connection with the dismissal and appointment of the

pengurus Perseroan, dengan demikian susunan Dewan Company’s management, thus the composition of the
Komisaris dan Direktur Perseroan terhitung sejak Board of Commissioners and Directors of the Company
ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum as of the closing of this Meeting until the closing of the
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada

tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

Annual General Meeting of Shareholders held in 2021

becomes as follows:

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris Independen :John A. Prasetio

BOARD OF COMMISSIONERS
Independent President Commissioner : John A. Prasetio

Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono

Komisaris : Stephen Riady Commissioner : Stephen Riady

Komisaris :Kin Chan Commissioner :Kin Chan

Komisaris : George Raymond Zage Il Commissioner : George Raymond Zage Il
DIREKSI DIRECTORS

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya President Director : Ketut Budi Wijaya

Direktur :John Riady Director :John Riady

Direktur :Surya Tatang Director :Surya Tatang

Direktur : Marshal Martinus Tissadharma Director : Marshal Martinus Tissadharma

Direktur :Alwi R. Sjaaf Director : Alwi R.Sjaaf
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1

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat T menjadi:

“Modal Dasar Perseroan sebesar Rp
9.200.000.000.000,- (sembilan triliun dua ratus
miliar Rupiah) terbagi atas 92.000.000.000
(sembilan puluh dua miliar) saham masing-masing
saham bernilai nominal Rp 100,-/saham.”

3. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 3 menjadi :

“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk masa jabatan 1

(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham yang
mengangkat anggota Direksi tersebut sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan yang kedua setelah tanggal
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut
sewaktu-waktu”.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
Rapat yang memutuskan pemberhentiannya,
kecuali apabila tanggal pemberhentiannya
ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.”

4. Menyetujui Pasal 18 ayat 5 menjadi:

“Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh

Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa
jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

yang mengangkat anggota Dewan Komisaris
tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah
tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
Rapat yang memutuskan pemberhentiannya,
kecuali apabila tanggal pemberhentiannya
ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.”

5. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 5 menjadi;

Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen
sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran luas nasional , dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal.

6. Menyetujui untuk menyusun dan menyatakan

kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
sehubungan dengan perubahan sebagaimana
disebutkan sebelumnya.

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk
menyusun dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/
atau perubahan dalam perubahan Anggaran
Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang.

Realisasi
Realization

Telah direalisasikan
pada 2019.
Has been implemented
in 2019.

Perubahan Pasal
3 Anggaran Dasar
Perseroan telah
dinyatakan dalam Berita
Acara RUPST No.42
tanggal 18 April 2019
yang dibuat oleh Notaris
Ir. Nannette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H

Changes to Article 3 of
the Company’s Articles
of Association have been
stated in the Deed of
AGM’s Minutes No.42
dated April 18, 2019
made by Notary Notaris
Ir. Nannette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H

1

2.

Fifth Agenda

Approve changes to Article 3 of the Company's
Articles of Association.

Approve the amendment to Article 4 paragraph 1to
be the following:

“The Company’s authorized capital amounts to Rp.
9,200,000,000,000.00 (nine trillion two hundred
million billion Rupiah) divided into 92,000,000,000
(ninety two billion) shares each with a nominal
value of Rp 100.00 (one hundred rupiah) per share.”

. Approve the changes to Article 15 paragraph 3 to be

the following:

“Members of the Board of Directors are appointed
by the General Meeting of Shareholders for the
period of 1 (one) term from the closing of the
General Meeting of Shareholders that appoints

the member of the Board of Directors until the
closing of the second annual General Meeting of
Shareholders after their appointment date, without
any prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss the members of the Board
of Directors at any time.

Such termination is valid from the closing of the
Meeting which decides the termination, except if
the date of dismissal is determined otherwise by
the General Meeting of Shareholders.”

Approve the changes to Article 18 paragraph 5 to be
the following:

“Members of the Board of Commissioners are
appointed by the General Meeting of Shareholders
for the period of 1 (one) term, starting from the
closing of the General Meeting of Shareholders
that appoints the members of the Board of
Commissioners until the closing of the second
Annual General Meeting of Shareholders after their
appointment date, without prejudice to the right

of the General Meeting of Shareholders to dismiss
the members of the Board of Commissioners at any
time.

Such termination is valid from the closing of the
Meeting which decides the termination, except if
the date of dismissal is determined otherwise by
the General Meeting of Shareholders.”

. Approve the changes to Article 22 paragraph 5 to

be the following:

“ Notification of dividends and temporary dividends
isannounced at least in 1 (one) Indonesian
language daily newspaper with wide national
circulation, with due observance of laws and
regulations in the Capital Market sector.”

. Approve to compile and restate all the provisions in

the Articles of Association in connection with the
changes as mentioned previously.

. Giving power and authority to the Directors of the

Company with the power of substitution to take

all necessary actions relating to the decision of

the agenda of this Meeting, including compiling
and restating all Articles of Association in a Notary
Deed and submitting it to the competent authority
to obtain approval and/or receipt notification

of amendment to the Articles of Association,

do everything deemed necessary and useful

for this purpose with none being excluded,
including to make additions and or changes to the
amendments to the Articles of Association required
by the authorized agency.
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Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para
Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-
banyaknya 48.000.000.000 (empat puluh delapan
miliar) saham biasa atas nama dengan nilai
nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal

10 November 1995 tentang Pasar Modal.

. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/
atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan
Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Modal, dengan cara meningkatkan Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai
dengan hasil Penawaran Umum Terbatas IV.

. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh
tindakan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan PUT IV, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:

i. menentukan kepastian jumlah saham yang
dikeluarkan dalam rangka PUT IV,

ii. menentukan rasio-rasio pemegang saham yang
berhak atas HMETD;

iii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka
PUT IV;

iv. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham
yang berhak atas HMETD;

V. menentukan Jadwal PUT IV,

vi. menandatangani dokumen-dokumen yang

diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk akta-

akta Notaris berikut perubahan-perubahannya

dan/atau penambahan-penambahannya;

mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam

penitipan kolektif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

viii.mencatatkan saham tambahan Perseroan pada
Bursa Efek dalam rangka PUT IV;

ix. melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan PUT IV, tanpa
ada suatu tindakan pun yang dikecualikan,
kesemuanya dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal.

Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada

Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Vii.

. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan

yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas IV kepada
Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak
terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan
informasi termasuk prospektus awal, prospektus
dan prospektus ringkas.

. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan dan/
atau diputuskan dalam rapat ini, serta menyatakan
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Realisasi
Realization

Telah selesai seluruhnya
pada tahun 2019.
Completely executed in
2019.

Peningkatan modal
setelah Penawaran
Umum Terbatas IV telah
dinyatakan dalam akta
nomor 37 tanggal 18
Juli 2019 yang dibuat
oleh Notaris Ir. Nannette
Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H.

Increase of capital after
Right Issue IV is stated
in deed No.37 dated July
18, 2019 made by Notary
Notaris Ir. Nannette
Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H

Sixth Agenda

. Approve the Company'’s plan to conduct a Limited

Public Offering IV (PUT IV) to Shareholders

by issuing Pre-emptive Rights as much as
48,000,000,000 ordinary shares in the name
with a nominal value of Rp100 per share offered
in accordance with POJK 32/2015 which is an
implementation of Law of the Republic of
Indonesia No. 8 of 1995 dated November 10, 1995
concerning Capital Market.

. Approve changes to the Company'’s Articles of

Association in connection with decisions taken
and/or approved in the agenda of the Meeting,
including but not limited to amendments to
Article 4 paragraph 2 of the Company'’s Articles of
Association concerning Capital, by increasing the
Company's Issued Capital and Paid-up Capital in
accordance with the results of the PUT IV.

. Gives power and authority to the Board of Directors

of the Company to carry out every and all actions
relating to matters relating to PUT IV, including but
not limited to:

i. determine with certainty the number of shares
issued in relation to PUT IV,

ii. determine the ratio of shareholders entitled to
the Rights Issue;

iii. determine the launching price in relation to PUT
1V;

iv. determine the date of the Register of
Shareholders entitled to Rights Issue;

v. determine the Schedule of PUT IV,

vi. sign the documents required in the framework
of PUT IV, including Notary deeds and their
amendments and/or additions;

vii

. register the Company’s shares in collective
safekeeping in accordance with the applicable
laws and regulations;

viii.register additional shares of the Company in the

Stock Exchange in the framework of PUT IV;

ix. do all and every action that is needed in

connection with PUT IV, without any action

being excluded, all of them by taking into
account the provisions of the applicable laws
and regulations and applicable regulations in
the Capital Market.

. Approve the recording of all New Shares on the
Indonesia Stock Exchange in accordance with the
applicable laws and regulations.

. Ratify and approve measures that have been and

will be carried out by the Board of Commissioners
and/or the Board of Directors of the Company in
the context of PUT IV to the Shareholders, including
but not limited to making and/or delivering
information including initial prospectuses,
prospectuses and concise prospectuses.

. Amend the Company's Articles of Association in

connection with matters discussed and/or decided
at this Meeting, and restate the entire Articles of
Association of the Company.
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Mata Acara Rapat Keenam

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal
yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam
seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian
atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat
tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang,
mengajukan permhonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan
termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut
kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya
pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan serta melakukan
pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.

Realisasi
Realization

Sixth Agenda

7. Giving power and authority to the Board of

Directors of the Company both individually and
jointly with the right of substitution to carry

out all actions needed in the context of the
implementation, effectiveness and/or legitimacy
of matters submitted and/or decided in the entire
agenda of the Meeting, including but not limited to
restating part or all of the decisions in the Meeting
agenda in a notary deed, making or requesting

all the deeds, letters and documents required,
present before the authorities/parties, submitting
requests to parties/an authorized official to obtain
approval including the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia or report such
matter to the competent authorities/parties and
to make amendments and/or additions in any
form necessary to obtain approval or receipt of
the report, to submit and sign all requests and
other documents, to choose a place of domicile
and to carry out other actions that may be needed
and to register and announce as referred to in

the applicable laws and regulations one thing or
another without being excluded.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2018

1

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain
memuat Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,
di mana di dalamnya termasuk laporan kegiatan
usaha yang merupakan turunan dari kegiatan
usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris;

. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Laba
Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa
modifikasian (unqualified opinién) sebagaimana
ternyata dari laporannya No. R/274.ACA/sat.1/2018
tanggal 4 April 2018;

. Memberikan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 (acquit et de charge),
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan
dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017.

2018 AGMS Resolution and Realization

Realisasi
Realization

Telah direalisasikan
pada 2018.
Has been implemented
in 2018.

1

First Agenda

Has approved and ratified the Company's Annual
Report on its position and ongoing business
activities, including the consolidated financial
statement of the Company and its subsidiaries

for the financial year ended on December 31, 2017,
which also covers the Company’s business activities
report derived from its main business activities and
also report of supervisory duties of the Board of
Commissioners;

. Has approved and ratified the consolidated

financial statement of the Company and its
subsidiaries, consisting of Consolidated Statement
of Comprehensive Profit and Loss, Statement

of Change in Equity and Consolidated Cashflow
Report as of December 31, 2017 as audited by Public
Accountant Firm, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Partner with unqualified opinién as declared in
its report No. R/274.AGA/sat.1/2018 dated April 4,
2018;

. Has granted a release and discharge (Acquit et de

charge) to all members of the Board of Directors
and Board of Commmissioners for their respective
management and supervisory actions during the
financial year ended on December 31, 2017 (acquit
et de charge), provided those actions including the
actions related to the business activities derived
from the Company’'s main business activities are
reflected in the Consolidated Financial Statements
and Annual Report of the Company for the year
ended on December 31, 2017.
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Mata Acara Rapat Kedua

Realisasi

Second Agenda

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang
seluruhnya berjumlah Rp61.484.000.000 (enam
puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat
juta Rupiah), atau Rp2,7 per saham atau sekitar 10%
dari Laba Bersih Setelah Pajak;

2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk
disisinkan sebagai dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23
Anggaran Dasar Perseroan;

3. Menyetujui bahwa sisa Laba Bersih Perseroan setelah
dikurangi dividen dan dana cadangan yaitu sebesar
Rp551.688.000.000 (lima ratus lima puluh satu miliar
enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) akan
dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan;

4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan

melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Memberikan kuasa dan wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal

sehubungan dengan pembagian dividen tunai;

6. Menyetujui jadwal pelaksanaan pembagian dividen
tunai sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi:
213Juni 2018
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 22
Juni 2018
Cum dividen tunai di Pasar Tunai: 26 Juni 2018
Ex dividen tunai di Pasar Tunai: 27 Juni 2018
Recording date yang berhak atas dividen: 26 Juni
2018
Pembayaran dividen tunai: 6 Juli 2018

o

Realization

Dividen telah
didistribusikan
kepada pemegang
saham pada tanggal
6 Juli 2018
Dividend has been
distributed to
shareholders in 6 July
2018

1. Has approved distribution of final cash dividend
aggregate in amount of Rp61,484,000,000 (sixty-one
billion four hundred eighty-four million Rupiah), or
Rp2,7 per share, or 10% of the Net Profit before Tax;

2. Has approved and determined amount of reserve
fund at Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) under
the Article 70 in Act No.40 year 2007 regarding
Limited Company, as well as Article 23 of the Article of
Association;

3. Has approved the remaining Net Profit after
deducting the total dividend and reserve fund of
Rp551,688,000,000 (five hundred fivety-one billion six
hundred eighy-eight million Rupiah) to be recorded
as the Company'’s Retained Earnings;

4. Has approved cash dividend payment by
implementing tax deduction under the applicable
tax provisions;

5. Has granted power and authority to the Company’s
Board of Directors to execute any procedure needed
in distributing the cash dividend,;

6. Has approved the payment schedule of the
distribution of the cash dividend, as follows:
SCHEDULE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

Cash Cum dividend in Regular and Negotiation
Market: June 21,2018

Cash Ex dividend in Regular and Negotiation
Market: June 22, 2018

Cash Cum dividend in Cash Market: June 26, 2018
Cash Ex dividen in Cash Market: June 27, 2018
Recording Date: June 26, 2018

Cash dividend payment: July 6, 2018

Mata Acara Rapat Ketiga

Realisasi
Realization

Third Agenda

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan

Publik Terdaftar untuk mengaudit buku Perseroan

untuk tahun buku 2018 berdasarkan rekomendasi

Komite Audit dengan kriteria antara lain sebagai

berikut:

1. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
memiliki kredibilitas serta track record yang baik;

2. Merupakan anggota Kantor Akuntan Publik
Internasional ternama, dan termasuk dalam
peringkat 10 besar dunia;

3. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan
besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun
perusahaan terbuka.

Telah direalisasikan
sesuai rekomendasi
Komite Audit tanggal
7 Januari 2019.
Has been
implemented
according to
recommmendations of
the Audit Committee
dated January 7, 2019.

Providing authority to the Company's Board of

Commissioners to appoint and assign registered public

accountant firm according to Audit Committee’s

recommendation to audit the Company’s book for 2018

fiscal year, based on the following criteria:

1. Registered in OJK and has a good credibility as well
as good record of achievements;

2. Member of reputable International Public Accountant
Firm, and also one of the top 10 in world ranking;

3. Having adequate experience in auditing credible
public companies, local companies, or multinational
companies.

Mata Acara Rapat Keempat Re?"sa.s' Fourth Agenda
Realization

1. Menerima pengunduran diri Bapak Chan Perubahan susunan Dewan Komisaris 1. Accept resignation of Mr. Chan Chee
Chee Meng dari jabatannya sebagai dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Meng from his position as Director of the
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Perubahan susunan Dewan Komisaris Companye effective from the close of the
ditutupnya RUPST; dan Direksi telah dinyatakan dalam AGM;

2. Mengangkat Bapak Hendra Sidin sebagai Berita Acara RUPST No. 14 tanggal 5Juni 2. To appoint and determine Mr. Hendra Sidin
Wakil Presiden Direktur dan Bapak Marshal 2018 yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette and Mr. Marshal Martinus Tissadharma,
Martinus Tissadharma sebagai Direktur. Cahyanie Handari Adi Warsito. who will act respectively as Vice President

Changes in the composition of the Director and Director.

Board of Commissioners and Board of
Directors have been stated in the Deed
of Amendment to the composition of
the Board of Commissioners and Board
of Directors and have been stated in the
minutes AGMS No. 14 date 5 June 2018
made by Notary Ir. Nanette Cahyanie

Handari Adi Warsito.
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DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang
bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan GCG
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris
bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban
Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan
dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja
Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur
penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan
Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap
akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan
Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Landasan Hukum

Mengacu pada Piagam Dewan Komisaris, anggota Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan
memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor

40 tahun 2007 (UUPT), POJK No. 33 /POJK.04/2014, dan
Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal anggota Dewan
Komisaris mengundurkan diri maka pengunduran

diri tersebut wajib diputuskan oleh RUPS dengan
memperhatikan ketiga landasan hukum tersebut.

Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi

dan Remunerasi. Komite ini dibentuk dengan tujuan
membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya
melalui nominasi dan merekomendasikan remunerasi
untuk Dewan Komisaris.

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris
sebagai berikut:
1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan

rekomendasi kandidat calon anggota Dewan Komisaris.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi selanjutnya
menominasikan calon anggota Dewan Komisaris
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada
RUPS untuk selanjutnya diangkat sebagai anggota
Dewan Komisaris.
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BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the organ which has the

duty and collective responsibility to supervise and advise
the Board of Directors and to ensure that Company has
implemented GCG at all organizational levels or hierarchy.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is
responsible to the GMS. BOC accountability to the GMS is
a manifestation of supervisory accountability for corporate
management in the implementation of the principles of
good corporate governance. The Board of Commmissioners's
performance is evaluated based on performance
assessments elements, arranged independently by the
Board of Commissioners. Assessment is carried out at

each end of the closing. The Board of Commissioners’
performance evaluation results are presented in the GMS.

Legal Basis

Pursuant to the Charter of the Board of Commissioners,

a member of the Board of Commissioners shall be
appointed and discharged by the GMS in accordance
with the Law No. 40 year 2007, POJK No0.33/POJK.04/2014,
and Company'’s Article of Association. If member of the
Board of Commissioners resigns, the resignation must be
decided by the GMS taking into account the three legal
foundations.

Appointment, termination and/or replacement of
members of the Board of Commissioners to the GMS shall
consider recommendation from the Nomination and
Remuneration Committee. The committee is formed to
assist the Board of Commissioners in task implementation
through nomination and recommmending remuneration for
the Board of Commissioners.

The appointment procedures of members of the Board of

Commissioners as follows:

1. Remuneration and Nomination Committee provided
recommmendation of candidate member of the Board of
Commissioners.

2. Furthermore, Remuneration and Nomination
Committee provided the candidate member of the
Board of Commissioners to be appointed by the GMS.
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Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan

selama menjabat wajib memenuhi ketentuan-ketentuan

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan;

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i. Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;

ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS;

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang
memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran
dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk
memberikan Laporan Tahunan dan/atau
Laporan Keuangan kepada OJK.

e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan

f.  Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris tanggal 26
Februari 2016, Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang
Presiden Komisaris, seorang Wakil Presiden Komisaris
(jika diangkat), dan seorang Komisaris. Dalam hal Dewan
Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di
antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen
wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
seluruh anggota Dewan Komisaris. Kedudukan masing-
masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden
Komisaris adalah setara.

Board of Commissioners Criteria
Members of the Board of Commissioners shall meet
following requirements at the appointment as well
as during the term of office as stipulated in existing
regulations:
1. Have a good character, morals and integrity;
2. Proficient in doing legal acts;
3. During 5 (five) years before the appointment and
during term of duty:
a. Not declared bankrupt;
b. Not been a member of Board of Directors and/or a
member of Board of Commissioners that is declared
guilty causing a company to be declared bankrupt;

c. Not been convicted because of crimes that harmed
state’s financial and/or is related with financial
sector;

d. Not been a member of Board of Directors and/or a
member of Board of Commissioners that while in
the term of duty:

i. Do not holdan AGM;

ii. Accountability as a member of the Board
of Directors and/or member of the Board of
Commissioners is not accepted by GMS or do not
give any accountability as a member of the Board
of Directors and/or a member of the Board of
Commissioners to the GMS;

iii. Causing a licensed company which has an
agreement, or registered to OJK not to fulfill the
requirement to submit Annual Report and/or
financial report to OJK.

e. Have a commitment to follow the regulations; and

f.  Have knowledge and/or expertise in the field
needed by the Company.

Board of Commissioners Composition

According to the Board of Commmissioners Charter

dated on February 26, 2016, the Board of Commmissioners
must at least consist of 3 (three) Commissioners, which
consist of a President Commissioner, a Vice President
Commissioner and a Commissioner. In term of, the Board
of Commmissioners consists of 2 (two) members, 1 (one) of
these members shall be an Independent Commissioner.
In addition, if the Board of Commmissioners consist of
more than 2 (two) members so the total of Independent
Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of total
number of the members. The Position of each member,

including the President Commissioner, is equal.
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Berdasarkan RUPST 5 Juni 2018, susunan Dewan Komisaris

Perseroan per tanggal 1Januari 2019 hingga 18 April 2019
adalah:

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen : Agum Gumelar
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Sutiyoso
Berdasarkan RUPST 18 April 2019, sejak ditutupnya RUPST
tersebut, susunan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal
18 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah:

Presiden Komisaris Independen :

John A. Prasetio

Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Komisaris : Stephen Riady
Komisaris :Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage Il

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan
tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk
masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan
ditutupnya RUPS tahunan yang kedua setelah tanggal
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Berdasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam

Dewan Komisaris, Presiden Komisaris memiliki tugas

sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris

2. Memastikan setiap anggota Dewan Komisaris dapat
menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan
kepada informasi yang cukup

3. Mengusulkan untuk diadakannya rapat Dewan
Komisaris

4, Memimpin RUPS

5. Memimpin rapat Dewan Komisaris

6. Memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

7. Memastikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
dan Rapat Komite-komite di bawahnya terlaksana,
termasuk perihal ketertiban Risalah Rapat

8. Menerima Laporan kinerja dan pelaksanaan strategi
operasional Perseroan.
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According to resolution of AGMS dated June 5, 2018
below is the composition of the Company’s Board of
Commissioners for period Januari 1, 2019 to April 18, 2019:
President Commissioner : Theo L. Sambuaga
Independent Commissioner : Agum Gumelar
Independent Commissioner : Farid Harianto

Independent Commissioner : Sutiyoso

According to resolution of AGMS dated April 18, 2019, below
is the changed composition of the Company’s Board of
Commissioners for period April 18, 2019 to December 31, 2019:
Independent President Commissioner:
John A. Prasetio
Independent Commissioner : Anangga W. Roosdiono
Commissioner : Stephen Riady
:Kin Chan
: George Raymond Zage Il

Commissioner
Commissioner

Term of Office of Board of Commissioners

Members of the Board of Commmissioners are appointed
for certain term of office under the Articles of Association
and can be reappointed. Members of the Board of
Commissioners are appointed for 1 (one) tenure which
starts from the close of the appointing GMS until the
close of second GMS after the appointment date, without
limiting the rights of the CMS to discharge members at

any time.

Duties and Responsibilities of President Commissioner
Commissioner In accordance to the Articles of Association
of the Company and the Charter of the Board of
Commissioners, the President Commissioner is obliged to:
1. Coordinate all activities of the Board of Commissioners
2. Ensure that each member of the Board is able to
express opinions based on sufficient information

3. Propose to hold a Board of Commissioners’ meeting

Chair a GMS
Chair meetings of the Board of Commissioners

o v A

Chair meetings of the Board of Commmissioners with the

Board of Directors

7. Ensure that implementation of the Board of
Commissioners’ meetings including meetings of its
committees are conducted properly and minuted

8. Receive the Company's performance report and

implementation of the operational strategy.
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Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris, tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib:

a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan
Perusahaan oleh Direksi pada umumnya, baik
mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan
dan memberikan nasihat kepada Direksi.

b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan
kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau
berdasarkan keputusan RUPS; dan

c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perusahaan dan keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud angka 1, Dewan Komisaris wajib
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan
tanggung jawab sebagaimana angka 1 dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara independen.

5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan
pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap
kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.

6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui
rencana kerja Perseroan.

7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong
usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.

8. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk
Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite
yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara
efektif.

10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada
kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap
akhir tahun buku.

1. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

12. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris atau seorang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu

Duties & Responsibilities of Board of Commissioners

In accordance to the charter of the Board of
Commissioners, duties and responsibilities of the Board of
Commissioners are as follows:

1. The Board of Commmissioners is obliged to:

a. Conduct a supervision on the Company’s
management by the Board of Directors in general,
both the Company or its business as well as provide
advices to the Board of Directors.

b. Perform duties that are specifically given under
the Articles of Association, the legislation, and/or
resolution of GMS; and

c. Perform duties, responsibilities and authority in
accordance to the Articles of Association and also

resolution of GMS.

N

In implementing the supervision referred to point

1, the Board of Commissioners shall direct, monitor

and evaluate the implementation of the Company’s

strategic policies.

3. Commissioners must execute their duties and
responsibilities as mentioned in point 1 with good
intention, full of responsibility and prudence.

4. Commissioners are obliged to perform their duties and
responsibilities independently.

5. Commissioners are obliged to implement and ensure

the performance of Management Risk and the GCG

Principles in every business activities of the Company

for every level in organization.

6. Commissioners shall evaluate and approve the
Company's work plan.

7. Commissioners are obliged to facilitate and encourage
business development of the Company.

8. To support the effectives of performing duties and
responsibilities, the Board of Commissioners shall
establish an Audit Committee and other committees
under applicable regulaitons.

9. The Board of Commissioners shall ensure the
performance of the committees underneath to perform
their duties effectively.

10. The Board of Commissioners is obliged to evaluate the
performance of each commmittee that assists the Board
in conducting its duties and responsibilities every fiscal
year end.

1. For certain conditions, the Board of Commissioners
is obliged to conduct an AGM and/or other GMS
according to its authority as stipulated in laws and the
Article of Association.

12. The GMS is chaired by President Commissioner or
a member of the Board of Commissioners who is
appointed by the Board itself. If all members are absent
or unavailable, it is not necessary to prove to any third
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dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada
Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Melakukan pengambilan keputusan dengan tidak
meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan
kepengurusan Perseroan.

3. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain
yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Meminta penyelenggaraan RUPS.

5. Memberhentikan untuk sementara seorang atau
lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,
Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan
RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi
yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna
membela diri. Mekanisme mengenai pelaksanaan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas
diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu.

8. Wewenang sebagaimana point 4 ditetapkan
berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

9. Mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan
perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

10. Melakukan permintaan data, informasi dan/atau
laporan perusahaan yang disampaikan melalui
Sekretaris Perusahaan.
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party, then the GMS shall be chaired by a member of
the Board of Directors who is appointed by the Board of
Directors. If all members are absent or unavailable, then
the GMS shall be chaired by the shareholders who are
present in the GMS who are appointed from and by the
participants of the GMS.

Authorities of Board of Commissioners

The Board of Commissioners has authorities as follows:

1. To approve and assist the Board of Directors in taking
legal actions as regulated in the Articles of Association.

2. To make decisions without disregarding the Board
of Directors' responsibilities on the Company's
management.

3. To enter buildings and yards or other places owned
by the Company collectively or individually any time
during working hours with a right to examine every
book, letter and other evidence; also to examine and
compare with actual cash condition, and have a right to
comprehend every activity performed by the Board of

Directors.

May request to convene an GMS.

5. To temporarily terminate one or more member (s) of
the Board of Commmissioners due to violation of the
Articles of Association and/or the applicable laws and
regulations. The termination and its reason must be
notified to the concerned individual.

6. Within 90 (ninety) days after the temporary
termination, the Board of Commissioners is obliged
to hold a GMS in order to decide whether to extend
the termination or to reappoint for the same role, in
which the concerned individual is allowed to attend
the meeting in attempt to defend him/herself. The
mechanism of the GMS follows point (3) as also
stipulated in the Articles of Association.

7. To take action to manage the Company under certain

conditions for certain period of time.

8. The authority mentioned in point 4 is regulated under
Articles of Association.

9. To have authority to access all data, information and/or
the Company'’s reports which required performing their
duties and responsibilities.

10. To request all data, information and/or the Company’s
reports, conveyed through the Corporate Secretary.
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Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 24 Peraturan OJK No.33/POJK.03/2014,
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan
sebagai anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) Emiten
atau Perusahaan Publik lain, dan anggota Dewan
Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan
Publik lain. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak
merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada
4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota
Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling
banyak 5 (lima) komite di perusahaan dan perusahaan
publik lain di mana yang bersangkutan juga menjabat
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Rangkap jabatan ini hanya dapat dilakukan selama tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
lainnya. Apabila terdapat undang-undang lain yang
mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda
dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat yang
berlaku.

Berikut adalah daftar Dewan Komisaris Perseroan beserta
dengan keterangan rangkap jabatan masing-masing:

Jabatan Di Perseroan

Concurrent Position of Board of Commissioners
According to Regulations of the Financial Services Authority
(OIK) No.33/POIK.03/2014, commissioners are allowed to
have concurrent positions as directors in not more than 2
(two) other listed or public companies, and commissioners
in not more than 2 (two) other listed or public companies.
If the members of the Company’s Board of Commissioners
do not have concurrent position as director in any other
companies, then the members are allowed to have
concurrent position as commissioners in at most in 4

(four) other listed or public companies. In addition, every
member of the Company’s Board of Commmissioners is
allowed to have concurrent position in at most 5 (five)
positions in committees in other companies or public
companies, where the members also serve as a member
of Board of Commissioners or Board of Directors. This
concurrent position can only be executed as long as it does
not contradict with other prevailing laws and regulations.
If there are other laws that regulate other provisions of

the concurrent position which are different from OJK

regulations, the more stringent regulations apply.

The below table lists concurrent positions of the Company's
Board of Commissioners:

Jabatan Di Perusahaan/Lembaga

Position In The Company

John A. Prasetio Presiden Komisaris Independen

Independent President Commissioner

Position In Companies/Institutions

Komisaris Independen PT Global Mediacom
Tok.

Independent Commissioner of PT Global
Mediacom Tbk.

Anangga W. Roosdiono Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris independen PT Saratoga Investama
SedayaTbk , Komisaris PT Semen Cibinong Tbk.
Independent Commissioner of PT Saratoga
Investama Sedaya Tbk, Commissioner of PT
Semen Cibinong Tbk.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris
Perseroan memiliki dua komite di bawah Dewan Komisaris
yaitu Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Selama 2019, penilaian kinerja Komite tersebut dilakukan
oleh Dewan Komisaris mengacu pada prinsip-prinsip

GCG dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris menilai
bahwa kedua komite tersebut telah melakukan peran
mereka secara proaktif dan bertanggung jawab, yang
menghasilkan peningkatkan kualitas tata kelola di seluruh
organisasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Audit

Kriteria penilaian Komite Audit di bawah Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut:

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan Piagam Komite Audit, Anggaran
Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang

Performance Evaluation Committee under the
Board of Commissioners

There are 2 (two) committees under the Board of
Commissioners, which are: Audit Committee, and
Nomination and Remuneration Committee. In 2019,
the Board of Commissioners assessed performance of
each committee in accordance to the GCG Principles
and the Company’s objectives, in which the Board of
Commissioners declared that both committees have
performed their roles in a proactive and responsible
manner, contributing to an improved level of governance,

for the entire Group.

Audit Committee Performance Evaluation Criteria

The evaluation criteria for the Audit Committee under the
Board of Commissioners are as follows:

The Audit Committee carries out its duties, responsibilities
and authority in accordance with the Audit Committee

Charter, the Company'’s Articles of Association, applicable
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berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan
Remunerasi

Kriteria penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi di
bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas,
tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi, Anggaran Dasar
Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Piagam Dewan Komisaris yang telah

diimplementasikan secara efektif sejak 26 Februari 2016

dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT).

2. POIJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. POIJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat.

5. POIJK No. 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

6. Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris dibuat untuk membantu Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal dan transparan sesuai dengan
perundangan yang berlaku sehingga dapat lebih baik
dalam mengawasi kinerja Direksi dalam menjalankan
pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain

itu, Piagam ini membantu Dewan Komisaris untuk
meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik.

Piagam Dewan Komisaris telah ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi,
ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam
Dewan Komisaris, maka akan berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
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laws and regulations, and/or based on the decision of the

General Meeting of Shareholders.

Nomination and Remuneration Committee Performance
Evaluation Criteria

The evaluation criteria for the Nomination and
Remuneration Committee under the Board of
Commissioners are as follows:

The Nomination and Remuneration Committee carries out
its duties, responsibilities and authority in accordance with
the Nomination and Remuneration Committee Charter,
the Company’s Articles of Association, applicable laws and
regulations, and / or based on the decision of the General
Meeting of Shareholders.

Board of Commissioners Charter

The Company has in place the Board of Commmissioners
Charter effective on February 26, 2016, which was prepared
pursuant to:

1. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company.

2. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board
of Directors and Board of Commissioners emiten or
Public Company.

3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding
Nomination and Remuneration Committee emiten or
Public Company.

4. IDX Regulation No. I-A recording the Registration of
Shares and Equity also Shares Issued by the Listed
Company.

5. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding
Establishment and Implementation Guidance of Audit
Committee.

6. The Articles of Association of the Company.

The Board of Commissioners charter was made to assist
the Board of Commmissioners in executing its duties and
responsibilities optimally and transparently under the
applicable laws and regulations in controlling performance
of the Board of Directors so that the Company'’s
purposesand objectives can be achieved in the interest

of the Company. The Charter also serves as a guidelines
for the Board of Commmissioners to escalate the quality of

implementation of GCG Principles.

The charter has been signed by all Commissioners;
therefore, it must be adhered to and adopt by
Commissioners. In the event of any violation to the Charter,
then provisions as stipulated in the Articles of Association,

Capital Market laws and regulations will apply.
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris Tahun 2019

Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Dewan

Komisaris selama tahun 2019 mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

1. Mengawal rencana transformasi strategis Perseroan
yang dimulai sejak tahun 2019.

2. Mengawasi dan mendorong Direksi untuk mencapai
target-target kerja yang telah disetujui.

3. Mengawasi Komite Audit dalam berkoordinasi dengan
audit eksternal, audit internal, serta pelaporannya.

4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja
Direksi dan komite di bawahnya melalui rapat
reguler yang diadakan di sepanjang tahun 2019 guna
memastikan pihak-pihak terkait menjalankan tugasnya
secara efektif.

5. Menyetujui aksi korporasi Perseroan untuk dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk penawaran umum
terbatas iv dan beberapa divestasi aset antara lain
kepemilikan dalam perusahaan yang memiliki rumah
sakit di Myanmar, kepemilikan unit First Real Estate
Investment Trust.

6. Sebagai bagian dari Program Transformasi, Dewan
Komisaris, melalui Audit Komite, telah melakukan
penelaahan atas Neraca, khususnya atas penilaian aset,
provisi dan hutang. Berdasarkan hasil penelaahan
tersebut, Perseroan telah melakukan penyesuaian satu
kali.

Performance of Duties and Responsibilities of

Board of Commissioners in 2019

Below are the list of duties and responsibilities conducted
by the Board of Commissioners in 2019:

1. Oversaw the Company’s strategic transformation plan
which started in 20719.

2. Supervise the Board of Directors to deliver on its pre-
approved targets.

3. Supervised Audit Committee to coordinate with
external audit, internal audit, including its reports.

4. Periodically evaluated performance of the Board
of Directors and committees under the Board of
Commissioners through regular meetings, to ensure

those parties performed duties well and effectively.

5. Approved corporate actions to be executed under the
applicable laws and regulations including rights issue,
and several asset divestment including divestment of
the Company's ownership in a company that owned
hospital in Myanmar, penjualan unit dalam First Real
Estate Investment Trust.

6. As part of the Transformation Program, the Board
of Commissioners, through the Audit Committee,
completed a review of the Balance Sheet, in particular
asset valuations, provisions and liabilities. As a result,
the Company processed some one off adjustments.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS | Training for the Board of Commissioners

JOHN A PRASETIO PRESIDEN KOMISARIS INDEPENDEN | Independent President Commissioner

TANGGAL JENIS KEGIATAN TEMPAT PENYELENGGARA
Date Name of Training Venue Organizer

16-17 September 2019  Harnessing Frontier Technologies; Hotel Borobudur CSIS Glogal
September16-17,2019  Redesigning National, Regional and
Global Architecture
2 3 Desember 2019 Advancing Sustainable Financing Jakarta SDIP
December 3, 2019 through Capital Markets and Insurance
Growth Conference
3 3 Desember 2019 Indonesia in the Midst of World Trade Jakarta

December 3, 2019 Uncertainly

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris Independen
Pengangkatan Komisaris Independen wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners’ Criteria

Appointment of Independent Commissioners shall follow

the below criteria:

a. Not a person who works for the Company or has
authority and responsibility to plan, lead, control or
supervise the Company's business activities within
the last 6 (six) months, unless for reappointment as an
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dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen
Perseroan pada periode berikutnya;

b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak
langsung pada Perseroan;

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan,

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau
pemegang usaha utama Perseroan; dan

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua)
periode berturut-turut. Komisaris Independen yang telah
menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang
Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
independen sesuai Pasal 25 POJK No. 33/POJK.04/2014.
Apabila Komisaris Independen menjabat sebagai Kepala
Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat
diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu)
periode masa jabatan audit berikutnya.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Independent Commissioner of the Company for the

next period;

b. Does not have any direct or indirect shares of the
Company;

c. Does not have any affiliation with the Company,
members of the Board of Directors, and members of
the Board of Commmissioners or the Company’s major
shareholders; and

d. Does not have any direct or indirect business
relationship with the Company’s activities.

Tenure

Tenure for the Independent Commissioner is

at most 2 (two) consecutive periods. An Independent
Commissioner who has served for 2 (two) periods may
be reappointed in the following period insofar the
Independent Commissioner makes an independency
statement in accordance with Article 25 of POJK 33/2014.
If the Independent Commissiner serves as head of Audit
Committee, then the Independent Commissioner can
only be reappointed as an Audit Committee for 1 (one)
upcoming period.

Independency Statement of Independent

Commissioners

John Ana ngga W.

Bukan orang yang bekerja atau memiliki
otoritas dan bertanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan
atau mengawasi aktivitas PT Lippo Karawaci
Tbk dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum diangkat, kecuali untuk
penunjukan kembali sebagai Komisaris

Not a person who works for the Company or
has authority and responsibility to plan, lead,
control or supervise over the Company’s
business activities within the last 6 (six)
months prior to the appointment, unless
for reappointment as an Independent
Commissioner of the Company for the next

Independen Perseroan untuk periode period;

berikutnya;

Tidak memiliki, secara langsung maupun Vv vV Does not have any direct or indirect shares
tidak langsung, saham PT Lippo Karawaci of PT Lippo Karawaci Tbk;

Tbk.;

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan V v Does not have any affiliation with PT Lippo

PT Lippo Karawaci Tbk, anggota Dewan
Komisaris, Direksi ataupun pemegang
saham mayoritas Perseroan;

Karawaci Tbk, members of the Board of
Directors, and members of the Board of
Commissioners or the Company’s major
shareholders;

Tidak memiliki hubungan bisnis, langsung V
maupun tidak langsung, terkait dengan
aktivitas bisnis PT Lippo Karawaci Tbk.

V Does not have any direct or indirect business
relationship related to business activities of
PT Lippo Karawaci Tbk.

Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mengikuti perkembangan
terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri
properti, dan sektor terkait lainnya serta terus
meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan
Perseroan, di antaranya melalui pertemuan, seminar,
kunjungan kerja, dan workshop.

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

Training of Board of Commissioners

All Commissioners should keep abreast of the latest
updates in economics, finance, property industry, and
other related sectors and to continuously improve personal
ability to the interest of the Company’s improvement by

attending seminars, professional visits and workshop.
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Jenis Kegiatan

Type of Activity

Waktu
Period

Penyelenggara
Organizer

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 dan
Arahan Presiden RI

11 Januari 2019

Ritz Carlton — Pacific Place,

1 The 2019 Financial Services Industry Annual Meeting OJK
and Directions from the President of the Republic of JanuaryTi, 2019 Jakarta
Indonesia
S . 24 Januari 2019 Bursa Efek Indonesia
2. Cybersecurity in Digital 4.0 Ecosystem January 24, 2019 Indonesia Stock Exchange BEI
Diskusi Ekonomi dan Politik 2019 14 Maret 2019 .
s Economic and Political Discussion 2019 March 14, 2019 Main Hall BEI KSEI
Seminar Nasional Interaktif Pasar Modal
2019:Perekonomian Indonesia berbasis Digital guna
4 melihat Strategi Investasi di Pasar Modal 6 April 2019 IDEA
’ National Seminar 2019 of Capital Market Interactive: April 6,2019
Indonesia’s Digital Based Economy to Perceive
Investment Strategies in the Capital Market
Harnessing Frontier Technologies; Redesigning 16-17 September 2019
5 National, Regional and Global Architecture September 16-17, 2019 Hotel Borobudur CSIS Glogal
6 Advancing Sustainable Financing through Capital 3 Desember 2019 SDIp

Markets and Insurance Growth Conference

December 3, 2019

7. Indonesia in the Midst of World Trade Uncertainly

3 Desember 2019
December 3, 2019

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan menyelenggarakan program orientasi bagi
anggota Dewan Komisaris baru dengan memberikan

on- boarding pack yang berisikan penjelasan visi, misi
dan budaya Perseroan, kode etik, struktur organisasi, lini
bisnis Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan
Komisaris. Hal ini bertujuan agar setiap anggota Dewan
Komisaris mampu memahami Perseroan lebih baik dalam
waktu yang singkat sehingga dapat segera melaksanakan
tugasnya dengan baik. Selain itu, diharapkan melalui
program orientasi ini para anggota Dewan Komisaris
dapat saling mengenal sehingga dapat terjalin kerja sama
sebagai suatu tim yang sinergis.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan pada POJK No. 34/
POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi, di mana Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi
atas KPI dari Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan
penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan
sekali setiap tahunnya.

Kriteria dan Skor Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung
jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Dewan
Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Orientation Program for New Commissioner

The Company has an organized orientation program for
new Commissioners by providing an on-boarding package
which contains: the Company’s vision, mission and culture,
business lines, also charter of the Board of Commissioners.
This package will assist new Commissioners to have

better understanding in a short period so that they are
able to immediately start executing their duties and
responsibilities. Meanwhile, this program will aim at
building an effective relationship among members of the
Board of Commissioners so that each of them can work

together properly as a synergic team.

Performance Assessment of Board of Commissioners
The policy of performance assessment of Commissioners
and Directors are based on OJK Regulation No. 34/
POJK.04/2014 regarding Nomination Committee, in which
the Company’s Nomination and Remuneration Company
will conduct assessment on KPI of the Boards. The
assessment is conducted once in every year.

Criteria and Score of Board of Commissioners’

Performance Assessment

Here are the criteria for assessing performance of the

Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners shall implement its duties,
responsibilities and authorities under the Charter of
Board of Commissioners, the Articles of Association, the
applicable laws and regulations, and/or resolution of a
GMS.
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2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
jalannya pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan.

3. Dewan Komisaris menyelenggarakan dan menghadiri
Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Komisaris memantau dan memastikan
penerapan GCG secara berkesinambungan.

5. Dewan Komisaris memiliki Komite-Komite yang bekerja
secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung
jawab penuh atas pengelolaan usaha perusahaan untuk
kepentingan dan tujuan, serta mewakili Perseroan. Direksi
juga mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

Berdasarkan Piagam Direksi, anggota Direksi diangkat
dan diberhentikan oleh RUPS. Usulan pengangkatan,
pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan
rekomendasi kandidat calon anggota Direksi.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi selanjutnya
menominasikan calon anggota Direksi kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk
diangkat sebagai anggota Direksi.

Kriteria Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam

Direksi, anggota Direksi harus memenuhi persyaratan

umum sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan
selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit;

b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan;

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

2. The Board of Commmissioners shall conduct supervision
on management of the Company’s business activities.

3. The Board of Commmissioners shall organize and attend
the Board of Commissioners’ regular meetings under
the prevailing laws.

4. The Board of Commissioners shall monitor and ensure
continuous implementation of GCG.

5. The Board of Commissioners shall established
committees which will work properly and effectively to
fulfill the applicable provisions.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the organ of the Company who

is fully responsible for managing the company’s business
for its interests and purposes and represents the Company.
The Directors also represent the Company both inside and
outside the Court, in accordance with the provisions of the
Articles of Association and applicable regulations.

Legal Reference

According to the Charter of Board of Directors, a

member of the Board of Directors shall be appointed and
discharged by GMS. Recommendation to GMS regarding
appointment, termination and/or replacement of members
of the Board of Directors shall consider recommendation

from Nomination and Remuneration Committee.

The procedures of appointment of member of the Board of

Directors as follows:

1.  Remuneration and Nomination Committee provided
the recoommendation of candidate of member of the
Board of Directors.

2. Furthermore, Remuneration and Nomination
Committee provided the candidate member of the
Board of Directors to be appointed by the GMS.

Board of Directors Criteria
According to the Articles of Association, members of
the Board of Directors shall meet the following general
requirements:
1. Have a good character, moral and integrity;
2. Proficient in conducting legal acts;
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during
term of office:
a. Not been declared bankrupt;
b. Not been a member of Board of Directors and/or a
member of Board of Commmissioners that is declared
guilty causing a company to be declared bankrupt;

c. Not been convicted because of crimes that harmed
state’s finances and/or is related with financial
sector;
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d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau d. Not been a member of Board of Directors and/or a
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: member of Board of Commmissioners that while in

the term of duty:

i. Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan; i. Did not hold an AGM;

ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota ii. Accountability as a member of the Board
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris of Directors and/or member of the Board of
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah Commissioners is not accepted by GMS or do
tidak memberikan pertanggungjawaban not give any accountability as a member of
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota the Board of Directors and/or a member of the
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan Board of Commmissioners to the GMS; and

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang iii. Causing a licensed company which has an
memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran agreement, or registered to OJK not to fulfill the
dari OJK tidak memenuhi kewajiban untuk requirement to submit Annual Report and/or
memberikan laporan tahunan dan/atau laporan financial report to the OJK.
keuangan kepada OJK.

e. Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan e. Have a commitment to follow the regulations; and

perundang-undangan; dan
f.  Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang f. Have knowledge and/or expertise in the sectors
yang dibutuhkan Perseroan. needed by the Company.
Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi Duties and Responsibilities of Each Member of Board of
Directors
Jabatan | Position Ruang Lingkup Tugas Duties and Responsibilities
Ketut Budi Presiden Direktur . Mengkoordinasikan, mengarahkan, 1. Coordinates, directs, controls, oversees
Wijaya President Director mengendalikan, mengawasi, dan and evaluates the plans of corporates and
mengevaluasi rencana korporasi dan Unit Business Units to ensure compliance with
Bisnis, agar seluruh kegiatan berjalan the Company'’s vision, mission, strategy,
sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan, policy, and culture
dan budaya Perseroan yang ditetapkan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan 2. Coordinates the Company's management
pengurusan Perseroan, pelaksanaan tugas process, implementation of operational
operasional khususnya di bidang audit duties especially internal audit,
internal, komunikasi dan kesekretariatan communication and secretarial of the
Perseroan, serta proses manajemen risiko Company, and risk management process
3. Bertanggung jawab secara keseluruhan 3. Responsible for the entire duties and

atas tugas dan wewenang Direksi, di mana authorities of the Board of Directors,
salah satunya adalah untuk menyelaraskan including to align internal ideas and
seluruh gagasan dan inisiatif internal initiatives of the Company and to ensure
Perseroan serta memastikan terjadinya improvement of the performance and in
peningkatan kinerja Perseroan dan achieving business goals of the Company

tercapainya sasaran usaha
4. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat 4. Convenes and leads the Board of Directors

Direksi secara periodik sesuai ketetapan Meeting periodically according to the
Direksi atau rapat-rapat lain apabila decree of the Board of Directors or other
dipandang perlu oleh Dewan Komisaris meetings if deemed necessary by the
Board of Commissioners.
John Riady Direktur/ 1. Menentukan strategi dan mengarahkan 1. Set strategies and assigns all policies that
Chief Executive seluruh kebijakan agar sejalan dengan have been set by the Company
Officer strategi yang sudah ditetapkan
Director/ 2. Mengambil berbagai keputusan strategis 2. Makes strategic decisions to positively
Chief Executive yang berdampak baik bagi sustainabilitas impact the Company’s sustainability based
Officer Perseroan berdasarkan hasil analisis data on the analysis of facts and data to increase
dan fakta demi meningkatkan kompetensi the Company's main competency and
utama dan keunggulan kompetitif competitive edge
Preseroan
3. Memimpin fungsi-fungsi penting 3. lead the key functions including planning,
Perseroan termasuk perencanaan, governance, investor relations and project
governance, hubungan investor dan management office.

project management office.
4. memimpin manajemen untuk focus dalam 4. lead the management to focus in achieving

mencapai tujuan rencana transformasi the objectives of the transformation
dan meningkatkan implementasi good plan and to aim for a higher level of
governance dalam proses perencanaan implementing good corporate governance
maupun eksekusi rencana kerja dan proses from the planning process, execution of
pengambilan keputusan. plan as well as decision making process.

5. Menentukan strategi untuk ekspansi, 5. Contributes in activities of expansion,
seperti investasi, akuisisi, aksi korporasi, dan including investment, acquisition,
lainnya corporate actions, etc
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Jabatan | Position Ruang Lingkup Tugas Duties and Responsibilities

Surya Tatang Direktur/ Merencanakan, mengkoordinasi, Plans, coordinates, directs, controls,
Chief Financial mengarahkan, mengendalikan, superwses, and evaluates operational tasks
Officer mengawasi, dan mengevaluasi for aspects including finance, insurance,
Director/ pelaksanaan tugas operasional bidang budget and funding of the Company
Chief Financial keuangan, anggaran dan pendanaan bagi
Officer Perseroan
2. Merencanakan, mencari dan memastikan . Plans, collects, and ensures funding for the
ketersediaan dana untuk pengembangan development of the Company according to
Perseroan sesuai dengan rencana strategis the strategic plan of the Company
Perseroan
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi unit . Coordinates and evaluates business units
kerja dan perusahaan anak yang berada di and subsidiaries under Finance & Treasury
bidang Finance & Treasury
4. Mengontrol, koordinasi dan evaluasi asset . Controls, coordinates and evaluates the
management. Company’s asset management
Marshal Martinus  Direktur/ 1. Bertanggung jawab atas strategi dan . Responsible for strategy and development
Tissadharma Chief Business pengembangan rencana Perseroan dalam of the Company'’s plan related to marketing
Operations Officer melaksanakan hal-hal yang berhubungan and trading to encourage growth of
Director/ dengan pertumbuhan unit usaha demi business to achieve commercial goals
Chief Business mencapai tujuan komersial
Operations Officer 2. Merencanakan, mengkoordinasi, . Plans, coordinates, controls, supervises,
mengendalikan, mengawasi dan and evaluates operational tasks to improve
mengevaluasi pelaksanaan tugas efficiencies and productivities of business
operasional untuk meningkatkan efisiensi units
dan produktivitas unit usaha
3. Menetapkan pedoman dan mekanisme . Set guidelines and work mechanisms for
kerja seluruh departemen, divisi, maupun all departments, divisions, and business
Unit Bisnis untuk terus dikembangkan units with continuous development and
dan dievaluasi guna kelancaran seluruh evaluation for the Company’s operational
operasional Perseroan sustainability
4. Melakukan penataan dan pengawasan . Governs and supervises the entire
terhadap seluruh aktivitas guna operational activities of the Company to
mengupayakan pencapaian target yang reach the target set for the Company’s
ditetapkan dalam rangka mencapai development
kemajuan bisnis Perseroan
5. Mengkoordinasikan, mengarahkan, . Coordinates, directs, controls, supervises,
mengendalikan, mengawasi, dan and evaluates daily operational tasks and
mengevaluasi pelaksanaan tugas the performance of executives of the
operasional harian dan kinerja para pejabat Business Units
eksekutif di Unit Bisnis
Alwi R. Sjaaf Direktur/ 1. Merencanakan, mengkoordinasi, . Plans, coordinates, directs, supervises,
Chief Development mengarahkan, mengawasi dan and evaluates the preparation and the
Officer mengevaluasi penyusunan dan implementation of budget and longterm
Director/ pelaksanaan Rencana Kerja serta strategi strategy of the Company
Chief Development jangka panjang Perseroan
Officer 2. Mengendalikan, mengkoordinasi, . Controls, coordinates, and evaluates
serta mengevaluasi pelaksanaan tugas tasks related to project constructions,
operasional di bidang, pembangunan development, feasibility studies, and
proyek-proyek, pengembangan, studi growth activities of the Company
kelayakan, dan aktivitas pertumbuhan
Perseroan
3. Memberikan putusan sesuai dengan . Produces decisions according to the scope
lingkup kewenangannya dalam bidang of authority
Pengembangan Properti
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam . Supervises policy implementation in the
lingkup Pengembangan Perseroan scope of the development of the Company
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan . Coordinates and directs the establishment

penyusunan strategi operasional
Perseroan, konsolidasi komunikasi dan
program-program untuk peningkatan
kualitas layanan kepada customer, investor
serta daya kompetitif Perseroan di pasar
property

of the Company’s operational strategy,
consolidation of communication and
programs to improve the service quality
to customers, investors as well as the
competitiveness of the Company in the
property market
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Wewenang Direksi

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di

luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
sebaliknya; serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai pengurusan maupun kepemilikan. Namun,
kewenangan Direksi dibatasi untuk melakukan hal-hal di
bawah ini:

1. Hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan ,tidak termasuk menarik uang dari kredit-
kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan
menjalankan kegiatan usaha Perseroan

b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan
hak atas barang tak bergerak milik Perseroan
kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya

c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun
juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan

d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan
penyertaan modal dalam perusahaan lain

e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang dengan nilai sampai dengan
lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam satu tahun buku dalam satu atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu
sama lain.

2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan RUPS:

a. Melakukan transaksi material atau transaksi
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan di bidang pasar modal

b. Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang
seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh jumlah
kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku,
kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
Perseroan.

c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

d. Melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pembubaran, atau likuidasi
Perseroan.

Authorities of Board of Directors

The Board of Directors has the rights to represent the
Company in and out of court regarding any conditions

in which bind the Company with other parties and vice
versa; and also perform all actions, both regarding the
management and ownership. However, the authorities are
limited by the following:

1. Require approval of Board of Commissioners to:

a. Borrow or lend money on behalf of the Company
(excluding to withdraw money from open credits,
and for the Company'’s business activities)

b. Purchase/sell or acquire/release the rights
on tangible assets of the Company except in
conducting business activities.

c. Collateralize/guarantee any tangible assets of the
Company.

d. Conduct or release equity investment in other
companies;

e. Transfer; release rights or making debt collateral
with a value more than 50% of the Company’s total
net assests in one financial year in one or several
single transactions or related to one another.

2. Need approval of GMS:

a. To conduct material transaction of Conflict
of Interest transaction under capital market
regulations.

b. Transfer; release rights or making debt collateral
with a value more than 50% of the Company’s total
net assests in one financial year in one or several
single transactions or related to one another, except
for conducting the Company’s business activities.

c. Toconduct amendment of the Articles of
Association.

d. To perform merger, consolidation, acquisition,
dissolution or liquidation of the Company.
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Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan
1 (satu) periode dari terhitung ditutupnya RUPS yang
mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya
RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan
mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-
waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah
berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Direksi

Berdasarkan Piagam Direksi, pengurusan Perseroan oleh
Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota Direktur,
yang meliputi seorang Presiden Direktur, seorang Wakil
Presiden Direktur (jika diangkat) dan seorang Direktur.

Berdasarkan keputusan RUPST pada 5 Juni 2018, susunan

Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST tersebut adalah

sebagai berikut:
Ketut Budi Wijaya
Hendra Sidin

: Presiden Direktur
: Wakil Presiden Direktur

Tjokro Libianto : Direktur
Marshal Martinus : Direktur
Richard H. Setiadi : Direktur
Wijaya Subekti : Direktur

Alwi R. Sjaaf : Direktur Independen
Berdasarkan keputusan RUPST pada 18 April 2019, sejak
ditutupnya RUPST tersebut, susunan Direksi Perseroan
adalah:

Ketut Budi Wijaya :Presiden Direktur

John Riady : Direktur
Surya Tatang : Direktur
Marshal Martinus : Direktur
Alwi R. Sjaaf : Direktur

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai Peraturan OJK No.33/POJK.03/2014,Anggota Direksi
dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling
banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain.
Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya.
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Tenure

Directors are appointed by the GMS for 1 (one) period
started from the close of the GMS until close of third

GMS after the appointment date, without limiting the

right of the GMS to discharge members at any time.
Directors whose tenure has expired may be reappointed by
considering provisions of the Articles of Association and the

applicable laws and regulations.

Composition of Board of Directors

According to the charter of Board of Directors, the
Company shall be managed by the Board of Directors
which consists of at least 3 (three) members: a President
Director, Vice President Director (if any) and Director.

According to resolution of AGMS dated June 5, 2018 below
is the list of composition of the Board of Directors since the
closing of the AGMS 2018:
Ketut Budi Wijaya
Hendra Sidin

: President Director
: Vice President Director

Tjokro Libianto : Director
Marshal Martinus : Director
Richard H. Setiadi : Director
Wijaya Subekti : Director

Alwi R. Sjaaf :Independent Director
According to resolution of AGMS dated April 18, 2019 below
is the composition of the Board of Directors since the
closing of the AGMS 2019:

Ketut Budi Wijaya :President Director

John Riady : Director
Surya Tatang : Director
Marshal Martinus : Director
Alwi R. Sjaaf : Director

Concurrent Position of the Board of Directors
According to Regulations of the Financial Services
Authority (OJK) No.33/POJK.03/2014, Each Director may
hold concurrent positions as directors in at most in 1 (one)
other public company. This concurrent position can be

executed insofar it does not contradict to other regulations.
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Apabila anggota Direksi tidak merangkap jabatan

sebagai anggota Direksi, anggota Direksi tersebut dapat
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan
Publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi
anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di
perusahaan dan perusahaan publik lain di mana yang
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan ini
hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan lainnya. Apabila terdapat
undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap
jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang
lebih ketat yang berlaku.

If the members of the Company’s Board of Directors do
not have concurrent position as director in any other
companies, then the members are allowed to have
concurrent position as commissioners in at most in 4
(four) other listed or public companies. In addition, every
member of the Company’s Board of Commissioners is
allowed to have concurrent position in at most 5 (five)
positions in committees in other companies or public
companies, where the members also serve as a member
of Board of Commissioners or Board of Directors. This
concurrent position can only be executed as long as it does
not contradict with other prevailing laws and regulations.
If there are other laws that regulate other provisions of
the concurrent position which are different from OJK

regulations, the more stringent regulations apply.

Nama Jabatan di Perseroan Jabatan di Perusahaan Lain
Name Position in the Company Position in Other Listed Companies

Presiden Direktur
President Director

Ketut Budi Wijaya

Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk, Komisaris PT Gowa
Makassar Tourism Development Tbk (GMTD)

President Director of PT Siloam International Hospitals Tbk, Commissioner of
PT Gowa Makassar Tourism Development Thk (GMTD)

John Riady Direktur Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk.
Director President Commissioner of PT Siloam International Hospitals Tbk.

Surya Tatang Direktur Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain
Director Does not have any concurrent position in other companies

Marshal Martinus Direktur Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain
Director Does not have any concurrent position in other companies

Alwi R. Sjaaf Direktur Tidak merangkap jabatan lain di perusahaan tercatat lain
Director Does not have any concurrent position in other companies

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang telah efektif

sejak 23 Februari 2016 dan mengacu pada:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

4. Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Direksi disusun sebagai pedoman kerja bagi
Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh
tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya

Charter of Board of Directors

The Company set the charter of Board of Directors effective
on February 23, 2016 by referring to:

1. Law No. 40 year 2007 regarding Limited Company

2. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board
of Directors and Board of Commissioners emiten or
Public Company (POJK 33/2014)

3. IDX Regulation No. I-A recording the Registration
of Shares and Equity also Shares Issued by a Listed
Company.

4. The Company's Articles of Association

The charter aims to provide guidelines for the Board of
Directors in conducting its duties and responsibilities
with transparency, full responsibilities, independency and
fairness in order to achieve the Company's objectives and
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mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang
diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam

ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara
anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-
masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab,
dan wewenang dengan optimal dan efektif.

Piagam Direksi telah ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh
seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi pelanggaran
atas Piagam Direksi, maka akan berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun
2019

Selama 2019, tugas dan tanggung jawab yang
dilaksanakan Direksi mencakup kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:

1. Menyelenggarakan RUPST pada 18 April 2019

2. Mengadakan Rapat Direksi.

3. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan
Komisaris.

4. Memastikan agar Perseroan berjalan sesuai dengan
praktik GCG.

5. Membuat strategi bisnis dalam pengelolaan Perseroan
dan anak-anak perusahaannya.

add value as expected by interested parties. In addition,
this Charter will provide a clear relationship among
members of the Board of Directors and the Company's
other organs so that each party shall perform duties,
responsibilities and authorities optimally and effectively.

The charter has been signed by all Directors; therefore,

it must be obeyed and implemented by all Directors. In

the event of any violation to the Charter, provisions as
stipulated in the Articles of Association, Capital Market laws
and regulations will apply.

Performance of Duties and Responsibilities of Board of
Directors in 2019

In 2019, the Board of Directors’ duties and responsibilities
covered the following matters:

1. Organized the AGM on April 18, 2019

2. Organized Board of Directors' regular meetings every
week in a month.

3. Organized joint meetings with the Board of
Commissioners.

4. Ensured the Company's management runs in line with
the GCG Practices.

5. Provided business strategy in managing the Company
and its subsidiaries.

PELATIHAN DIREKSI | Training for the Board of Directors

KETUT BUDI WIJAYA PRESIDEN DIREKTUR | President Director

TANGGAL JENIS KEGIATAN TEMPAT PENYELENGGARA
Date Name of Training Venue Organizer

15 Juni 2019
June 15, 2019

LK 2H 2019 Workshop/Planning

Oval room, IKG Lippo Village PT Lippo Karawaci Tbk

2 11 September 2019 10" Annual SID Directors Conference

September 11, 2019

Suntec Singapore Convention
& Exhibition, Singapore

Singapore Institute of Director
(SID)

3 16 September 2019
September 16, 2019

Forum Dialog Dewan Gubernur Bank
Indonesia dengan CEO Korporasi

Begawan Lounge, Radius Bank Indonesia
Prawiro Tower, 3t floor, Bank

Indonesia, Jakarta

4 17 Oktober 2019
October 17, 2019

Dialog 100 Ekonomi bersama Wakil
Presiden M. Jusuf Kalla

West Java Ballroom, Hotel
Westin, JI. Rasuna Said,
Jakarta

Institute for Development of
Economics and Finance (INDEF)

5 31 Oktober 2019
October 31,2019

CEO Networking 2019 dalam rangka
peringatan HUT Pasar Modal ke 42

Grand Ballroom the Ritz
Carlton, Pacific Place 4 floor,
Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Self Regulatory Organizations
(SRO)

6 28 & 29 November
2019
November 28 & 29,
2019

Siloam Hospitals CEO Forum

Ballroom SHLV T1th floor,
Siloam Hospital Lippo Village,
Jakarta

Siloam Hospital Lippo Village

7 27 November 2019
November 27, 2019

Seminar Musyawarah Nasional Real
Estate Indonesia XVI 2019

Intercontinental Hotel 6"
floor, JI. Metro Pondok Indah
Kav. IV, Jakarta

Real Estate Indonesia (REI)
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Penilaian Kerja Direksi

Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan pada POJK No. 34/
POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi, di mana Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi
atas KPI (Key Performance Indicators) dari Direksi dan
Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan
Komisaris dan Direksi dilakukan sekali setiap tahunnya.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup aspek-aspek
berikut:
1. Finansial (45%)
a) Persentase pencapaian pendapatan, EBITDA dan
efisiensi (perbandingan dengan anggaran).
2. Pelanggan (20%)
a. Peningkatan kepuasan pelanggan
b. Memastikan parameter untuk mengukur, sistem
untuk memantau dan memberi umpan balik
berjalan dengan baik.
3. Proses Internal (20%)
a. Memperbaiki sistem & proses untuk meningkatkan
produktivitas .
b. Proses operasional yang baik, seperti hasil audit
serta penyelesaian dan tindak lanjutnya .
4. Sumber Daya Manusia (15%)
a. Perkembangan & pertumbuhan potensi.
b. Partisipasi aktif dalam inisiatif perubahan kultur
sebagaimana diarahkan Dewan Komisaris.

Penilaian bagi KPI Direksi

Kinerja Direksi dievaluasi baik secara individual

maupun kolektif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Penilaian atas kinerja anggota Direksi dilakukan dengan
mempertimbangkan risalah rapat, presentasi di RUPS,
kinerja Perseroan seperti yang disajikan dalam Laporan
Tahunan dan kriteria lainnya.

Performance Assessment of Board of Directors

The policy of performance assessment for Directors

and Commissioners is based on OJK Regulation No. 34/
POJK.04/2014 regarding Nomination Committee, in which
the Company’s Nomination and Remuneration Company
will conduct assessment on KPI of the Boards. The
assessment is conducted once in every year.

Assessment Criteria of Performance of Board of
Directors

Performance assessment criteria of the Board of Directors
includes the aspects described below:

Financial (45%)

a. Percentage of Revenue Attainment, EBITDA and

—

efficiency (against budget)
2. Customer (20%)
a. Improvement in customer satisfaction level
b. Ensure the parameter to measure and system to

oversee and give feedback are properly run.

3. Internal Process (20%)
a. Renew system and process to improve productivity

b. A good operational process, such as: audit report
and its closure and follow-up
4, Human Resources (15%)
a. Potential growth and development
b. Actively participated in initiating culture change as
approved by the Board of Commisioners.

KPI Assessment of Board of Directors

The performance of the Board of Directors is evaluated
individually and collectively by the GMS. This assessment
considers meeting resolutions, presentations at GMS, the
Company's performance as provided in Annual Report, and
other criteria.
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KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi
Dewan Komisaris

Perseroan mendasarkan prosedur remunerasi Dewan
Komisaris Perseroan pada Undang-Undang Perseroan
Terbatas Pasal 11 ayat 13 Akta No. 28 Tahun 2015, yang
menyatakan bahwa gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya
(jika ada) untuk para anggota Dewan Komisaris dari waktu
ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, dalam menjalankan fungsinya oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan
melalui RUPS, yang akan memberikan persetujuan

dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen dan jumlah
nominal per komponen remunerasi anggota Dewan
Komisaris terdiri dari:

a. Gaji;

b. Honorarium;

c. Insentif dan/atau;

d. Tunjangan tetap dan/atau variabel

Pada 2019, jumlah kotor remunerasi yang diberikan kepada
anggota Dewan Komisaris adalah sebesar Rp4.290.922.413.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi
Direksi

Prosedur pengusulan hingga penetapan remunerasi bagi
Direksi ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
berdasarkan kompleksitas tanggung jawab dan kinerja
Direktur yang bersangkutan.

Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam
Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen remunerasi
anggota Direksi terdiri dari:

a. Gaji;

b. Insentif dan/atau;
c. Tunjangan tetap dan/atau variabel
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REMUNERATION POLICY OF BOARD OF
COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration Determination Procedure of Board

of Commissioners

The Company’'s Board of Commmissioners remuneration
procedure refers to Article 11 para (13) of company Law,
Deed No0.28 year 2015 which stated salary, honorarium

and other allowances (if any) for members of the Board of
Commissioners shall be stipulated by the GMS from time
to time, and its authorities can be delegated to the Board
of Commmissioners, under assistance of the Nomination and
Remuneration Committee.

The GMS will provide approval in the stipulation of
remuneration of the Board of Commissioners, then the
GMS will grant authority to the Board of Commissioners
to determine total remuneration for each member, with
consideration upon the Nomination and Remuneration

recommendation.

Remuneration Structure of Board of Commissioners
According to the Articles of Association and charter of the
Nomination and Remuneration Committee, component
and total amount per remuneration component of Board
of Commissioners, consist of:

a. Salary;

b. Honorarium;

c. Incentive and/or;

d

Fixed and/or variable allowances.

In 2019, the gross amount of the Board of Commissioners’
remuneration is Rp4,290,922,413.

Remuneration Determination Procedure of Board of
Directors

Nomination and determination procedure of remuneration
of the Board of Directors is determined by the Nomination
and Remuneration Committee based on complexity level
of its responsibilities and performance.

Remuneration Structure of Board of Directors
According to the Articles of Association and charter of the
Nomination and Remuneration Committee, component
and total amount per remuneration component of the
Board of Directors, consist of:

a. Salary;

b. Incentive and/or;

c. Fixed and/or variable allowances
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Pada 2019, jumlah kotor remunerasi yang diberikan kepada
anggota Direksi adalah sebesar Rp31.064.187.244.

Hubungan antara Remunerasi dan Kinerja Perseroan
Besaran remunerasi anggota Direksi disusun berdasarkan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi
yang dikaitkan dengan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan
kegiatan usaha Perseroan dan yang sejenis dan sama
skalanya dalam industrinya;

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota
Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan
kinerja Perseroan;

3. Target kinerja dan kinerja masing-masing anggota
Direksi; dan

4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap
dan variabel.

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI RAPAT DEWAN
KOMISARIS BERSAMA DENGAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang
1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap
perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua)
orang Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan
rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali
setiap 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris menentukan
jadwal Rapat Komisaris untuk periode 1 (satu) tahun
sebelum memasuki tahun buku tersebut, dan dapat
disesuaikan apabila diperlukan.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan
Komisaris yang hadir. Rapat Dewan Komisaris adalah sah
dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya
apabila lebih dari 12 (satu per dua) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan
Komisaris

Selama 2019, telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam)

rapat Dewan Komisaris—I1 (satu) rapat sebelum RUPST 18
April 2019 dan 5 (lima) setelah RUPST, dengan frekuensi
kehadiran dari masing- masing Komisaris sebagai berikut:

In 2019, the gross amount of the Board of Directors’
remuneration is Rp31,064,187,244.

Remuneration vs the Company’s Performance

The Board of Directors’ remuneration is formulated in

accordance to each member’s duties, responsibilities and

authorities as related to:

1. The applicable remuneration under the Company's
business activities and its peers with the same
industrial scale;

2. Duties, responsibilities, and authorities of each member
of the Board of Directors as related to the Company’s
achievements and performance;

3. Performance target and actual performance of each
member of the Board of Directors; and

4. Allowance balance between fixed and variable.

POLICY AND FREQUENCY MEETINGS OF
BOARD OF COMMISSIONERS WITH BOARD OF
DIRECTORS

Board of Commissioners Meeting Policy

The Board of Commmissioners must organize a meeting

at least once every 2 (two) months, except when deemed
necessary by the President Commissioner or by at

least 2 (two) Commissioners or by resolution of a Board

of Directors meeting. The Board of Commissioners is
obliged to organize regular meetings with the Board of
Directors at least once every 4 (four) months. The Board
of Commmissioners determines the meeting schedule for a
year prior to the next financial year, and can be adjusted if

necessary.

Meetings of the Board of Commissioners are chaired by
the President Commissioner; if the President is absent

or unavailable, which does not need to be proven to

a third party, then the meeting will be chaired by an
individual appointed by and from the members of the
Board of Commmissioners who is present. The Board of
Commissioners meeting is valid and has the right to
make enforceable decisions if more than one-half of total
members of the Board of Commmissioners are present or

represented at the meeting.

Frequency and Attendence of Board of Commissioners
Meetings

In 2019, there were 6 (six) meetings of Board of
Commissioners—I1 (one) meeting before the ACMS 18
April 2019 and 5 (five) after the ACMS, with attendance
frequency of each member, detailed as follows:
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(Sebelum RUPST tanggal 18 April 2019) | (Before GMS April 18, 2019)

Nama 28 Febr
Name February

uari 2019 Jumlah Kehadiran
28, 2019 Total Attendance
v 1

% Kehadiran
% Attendance

Theo L Sambuaga 100
Farid Harianto vV 1 100
Agum Gumelar - - -

Sutiyoso vV 1 100

(Setelah RUPST tanggal 18 April 2019) | (After GMS April 18, 2019)

21

: 24 Oktober Total
23 Mei 2019 | 43uli20n9 | 227412019 2019 November | kehadiran % kehadiran
Mei 23,2019 | July 4, 2019 Y £, October 24, Total % Attendance
20 2019 Noveoes Attendance
21,2019

John A Prasetio Vi Vi \V W Vi 5 100
Anangga W V - \ W V 4 80
Roosdiono
Stephen Riady vV V V - vV 4 80
George Raymond V Vi V v vV 5 100
Zage lll
Kin Chan vV - \ - V 3 60

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal Rapat Peserta Rapat

Agenda of Board of Commissioners’ Meetings

Agenda Rapat

Date Participants Agenda Meeting
28 February 2019 BOC dan BOD Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2018
February 28, 2019 BOC and BOD Approval of Financial Statements year 2018
29 April 2019 BOC dan BOD Pencapaian Kuartal 12019
April 29,2019 BOC and BOD Financial Performance of Q1 in 2019
25 Juli 2019 BOC dan BOD Pencapaian Semester 12019
July 25, 2019 BOC and BOD Financial Performance of First Semester in 2019
22 Agustus 2019 BOC dan BOD Laporan perkembangan usaha Perseroan
August 22, 2019 BOC and BOD Company business development report
24 Oktober 2019 BOC dan BOD Pencapaian Kuartal I11 2019
October 24,2019 BOC and BOD Financial Performance of Q3 in 2019
21 November 2019 BOC dan BOD Perencanaan Anggaran
November 21, 2019 BOC and BOD Preliminary Budget

Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2019

Perseroan telah mengumumkan jadwal Rapat Dewan
Komisaris pada awal tahun buku 2019 guna memudahkan
para Komisaris dan Direksi dalam menyesuaikan agenda
kerjanya.

Kebijakan Rapat Direksi

Direksi Perseroan mengadakan rapat Direksi secara berkala
1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat dapat dilakukan
setiap waktu, apabila dipandang perlu oleh seorang atau
lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis
dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
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Schedule of 2019 Board of Commissioners’ Meetings
The Company has announced the schedule for the Board
of Commissioners Meetings at the beginning of the fiscal
year 2019 to facilitate the Commissioners and Directors

adjusting their work agendas.

Board of Directors Meetings Policy

The Board of Directors shall organize regular meetings
once every month. Ameeting may be held at any time by
request of one or more Directors, by written request from
one or more member(s) of the Board of Commmissioners, or
by written from one or more shareholders who altogether
represent 1/10 (one-tenth) or more of the total of all the
voting shares. The Board of Directors also shall organize a
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dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib joint meeting with the Board of Commmissioners regularly at

mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara least once every 4 (four) months. Every policy and strategic
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) decision shall be decided through a Board of Directors
bulan. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib meeting.

diputuskan melalui Rapat Direksi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi Frequency and Attendence of Board of Directors
Meetings

Sepanjang 2019, Rapat Direksi secara rutin sesuai dengan In 2019, meetings were conducted routinely according
jadwal rapat yang sudah disepakati sejak awal tahun buku to the determined schedule made early in the year. Any
berjalan. Jika terdapat pembatalan rapat dari yang telah cancellation will be notified by the Corporate Secretary
dijadwalkan, Sekretaris Perusahaan akan memberitahukan 1day prior to the schedule. The Board of Directors
masing-masing anggota Direksi 1 hari sebelumnya. Selama conducted 20 meetings in 2019, and below is a table of
tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 20 kali rapat frequency and attendance percentage of each Director:
Direksi dengan frekuensi kehadiran dari masing-masing

Direktur, sebagai berikut:

INETesF] Jumlah Rapat Total Kehadiran % Kehadiran

Name Total Meetings Total Attendance % Attendance
Ketut Budi Wijaya 20 18 90%
John Riady** n 1l 100%
Marshall Martinus 20 18 90%
Hendra Sidin* 9 9 100%
Tjokro Libianto* 9 5 56%
Richard Setiadi* 9 9 100%
Wijaya Subekti* 9 9 100%
Alwi Sjaaf 20 15 75%
Surya Tatang** n n 100%

*) Beliau efektif menjabat di Perseroan selama tahun 2019, mulai 1 Januari hingga 18 April 2019
He effectively served in the Company in year 2019, from January 1 until April 18,2019
**)Beliau diangkat sebagai Direktur dalam RUPST 18 April 2019 | He was appointed as Director at the AGM on April 18, 2019

Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda Rapat
Date Participant Agenda

8 Januari 2019
January 8, 2019

Ketut Budi Wijaya
Hendra Sidin
Tjokro Libianto
Marshall Martinus
Alwi R. Sjaaf
Wijaya Subekti
Richard H. Setiadi

Business Plan.

. Public Expose 2019

. Updates on the internal restructuring
. Projects

. Others

ONWNN—

15 Januari 2019
January 15, 2019

Hendra Sidin
Tjokro Libianto
Marshall Martinus
Richard H. Setiadi
Wijaya Subekti

Business Plan

. Audit of Financial Performance’18
Updates on Divestments

. Organization

Governance

. Hospitals update

. Projects update

Others

ONOUA NN

22 Januari 2019
January 22,2019

Ketut Budi Wijaya
Hendra Sidin
Tjokro Libianto
Marshall Martinus
Richard H Setiadi
Wijaya Subekti

Business Plan

. Audit of Financial Performance’18
. Updates on Divestment

. Organization and HR

. Projects update

. IR Update

. Issues

NO U ANWN -
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Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Peserta Rapat Agenda Rapat

Date Participant Agenda
29 Januari 2019 Ketut Budi Wijaya 1. LK Roadmap
January 29, 2019 Hendra Sidin 2. Organization
Tjokro Libianto 3. Budget 2019
Marshall Martinus 4. Others
Richard Setiadi
Alwi R. Sjaaf
Wijaya Subekti
06 Februari 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Projects
February 6,2019 Hendra Sidin 2. Sales
Richard Setiadi 3. Operation
Wijaya Subekti 4. |T System
Alwi R. Sjaaf 5. Organization
6. Others
12 Februari 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Marketing and Sales
February 12, 2019 Hendra Sidin 2. Projects
Marshall Martinus 3. Operation
Richard Setiadi 4. Finance
Wijaya Subekti 5. IT System
6. Organization
7. Others
19 Februari 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales
February 19, 2019 Hendra Sidin 2. Operations
Tjokro Libianto 3. Projects
Marshall Martinus 4. Finance
Richard Setiadi 5. IT System
Alwi R. Sjaaf 6. Others
Wijaya Subekti
05 Maret 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales
March 5, 2019 Hendra Sidin 2. Operations
Marshall Martinus 3. Projects
Richard Setiadi 4. Finance
Wijaya Subekti 5. HR
Alwi R. Sjaaf 6. Others
04 April 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update
April 4,2019 Hendra Sidin 2. Projects
Marshall Martinus 3. Operation
Richard Setiadi 4. |IT and System
Wijaya Subekti 5. Finance
Alwi R. Sjaaf 6. HR
7. Others
23 April 2019 John Riady 1. Sales Update
April 23,2019 Alwi R. Sjaaf 2. Projects
Marshall Martinus 3. Others
Surya Tatang
07 Mei 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update
May 7, 2019 John Riady 2. Projects
Alwi R. Sjaaf 3. Finance Update
Marshall Martinus 4. Others
Surya Tatang
21 Mei 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update
May 21, 2019 John Riady 2. Finance Update
Surya Tatang 3. Others
Marshall Martinus
Alwi R. Sjaaf
18 Juni 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Project Update
June 18,2019 John Riady 2. Finance Update
Surya Tatang 3. Others
Marshall Martinus
Alwi R. Sjaaf

28 Juni 2019
June 28, 2019

Ketut Budi Wijaya
John Riady
Surya Tatang

. Budget 2019 Discussion
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Agenda Rapat Direksi | Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat

Peserta Rapat

Agenda Rapat

Date Participant Agenda

02 Juli 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update

July 2,2019 John Riady 2. Budget 2019
Marshall Martinus 3. Right Issue Update
Surya Tatang 4. Projects Update

23 Juli 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update

July 23,2019 John Riady 2. Projects Update
Surya Tatang 3. Operation
Marshall Martinus 4. Right Issue Update
Alwi R. Sjaaf 5. Others

13 Agustus 2019 Ketut Budi Wijaya 1. Sales Update

August 13, 2019 John Riady 2. Finance Update

Surya Tatang
Marshall Martinus

3. Others

14 Oktober 2019
October 14, 2019

Ketut Budi Wijaya
John Riady

Surya Tatang
Marshall Martinus

. 3Q 2019 Highlights

15 November 2019
November 15, 2019

Ketut Budi Wijaya
John Riady

Surya Tatang
Marshall Martinus

. Preliminary Budget

11 Desember 2019
December 11, 2019

Ketut Budi Wijaya
John Riady

Surya Tatang
Marshall Martinus

. Final Budget

Jadwal Rapat Direksi 2020

Rapat Direksi pada 2020 dijadwalkan untuk diadakan

setiap bulan sekali.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan

Dewan Komisaris dan Direksi

Selama 2019, Direksi mengadakan 6 (enam) kali rapat
gabungan dengan Dewan Komisaris, dengan rincian

sebagai berikut:

2020 Meeting Schedule of Board of Directors
The Board of Directors’ meeting for 2020 has been

scheduled once a month.

Frequency and Attendance of Joint Meetings of the

Board of Commissioners and Directors

In 2019, the Board of Directors conducted 6 (six) joint

meetings with the Board of Commissioners, with detail of

frequency and attendance as follows:

% Kehadiran

Nama Jabatan Jumlah Rapat Total Kehadiran
Name Position Total Meetings Total Attendance

Dewan Komisaris | Board of Commisioners

% Attendance

Theo L Sambuaga* Presiden Komisaris 1 1 100
President Commissioner
Farid Harianto* Komisaris Independen 1 1 100
Independent Commissioner
Agum Gumelar* Komisaris | Commissioner 1 1 100
Sutiyoso* Komisaris | Commissioner 1 1 100
John A Prasetio Presiden Komisaris Independen 5 5 100
Independent President
Commissioner
Anangga W Roosdiono Komisaris | Commissioner 5 4 80
Stephen Riady Komisaris | Commissioner 5 4 80
George Raymond Zage lll  Komisaris | Commmissioner 5 5 100
Kin Chan Komisaris | Commissioner 5 3 60
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Jabatan

Position

Jumlah Rapat
Total Meetings

Kehadiran
6 Attendance

Total Kehadiran
Total Attendance

Direksi | Board of Directors

Ketut Budi Wijaya Presiden Direktur 19 17 89,5
President Director

John Riady *¥) Direktur | Director 8 7 87,5

Marshal Martinus Direktur | Director 19 17 89,5

Hendra Sidin * Direktur | Director n n 100

Tjokro Libianto * Direktur | Director 1l 5 455

Richard Setiadi * Direktur | Director n m 100

Wijaya Subekti * Direktur | Director n 10 90,1

Alwi R. Sjaaf Direktur Independen 19 15 789
Independent Director

Surya Tatang *¥) Direktur | Director 8 7 87,5

*) Beliau efektif menjabat di Perseroan di tahun 2019, dari 1 Januari 2019 hingga 18 April 2019
He effectively served as Director in year 2019, from January 12019 until April 18, 2019
**) Efektif menjabat di Perseroan sejak 18 April 2019 | Effectively served as Director as of April 18, 2019

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Directors and Commissioners Joint Meetings
Agenda

Tanggal Rapat | Date Agenda Rapat | Agenda

28 February 2019 | February 28, 2019

Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2018 | Approval of Financial Statements Year 2018

29 April 2019 | April 29, 2019

Pencapaian Kuartal 12019 | Financial Performmance of Q1in 2019

25 Juli 2019 | July 25, 2019

Pencapaian Semester 12019 | Financial Performance of First Semester in 2019

22 Agustus 2019 | August 22, 2019

Laporan Perkembangan Usaha Perseroan | Company Business Development Report

24 Oktober 2019 | October 24, 2019

Pencapaian Kuartal 111 2019 | Financial Performance of Q3 in 2019

21 November 2019 | November 21, 2019

Perencanaan Anggaran | Preliminary Budget

KEBIJAKAN ATAS KEBERAGAMAN KOMPOSISI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih
objektif dan berimbang karena keputusan diambil dengan
memperhatikan berbagai sudut pandang.

Perseroan; dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris
dan Direksi; mempertimbangkan kompetensi kandidat
dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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DIVERSITY POLICY OF COMPOSITION OF
BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS
The diversity composition of the Board of Commmissioners
and the Board of Directors will stimulate more objective
and balanced decision as those are taken by considering
various perspectives.

The Company has not yet prepared and set such written
provisions regarding the diversity composition of the
Boards in selecting and appointing members of the
Boards, the Company is still considering diversity factors
and competency of the candidates by referring to the

applicable laws and regulations.



Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Tata Kelola
Perusahaan
Corporate Governance Report

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Report

Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan The diversity of composition of the Company’s Board of

Direksi Perseroan hingga 31 Desember 2019, tercatat Commissioners and Directors as of December 31, 2019, is

sebagai berikut: listed as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Latar Belakang

Nama Posisi (VISES Pendidikan Pengalaman Keahlian
Name Position Age Education Experience Expertise
Background
John A Prasetio Presiden Komisaris 69 Sarjana Ekonomi Duta Besar untuk Ekonomi, Manajemen,
Korea Selatan, Anggota Bisnis dan Organisasi/
President Bachelor of KNKG, Anggota Dewan Birokrat
Commissioner Economics Penasehat KADIN
Indonesia, Direksi/ Economy, Management,
Komisaris berbagai Business and
perusahaan Multinasional Organization
& Nasional
Ambassador to South
Korea, KNKG Member,
KADIN Indonesia
Advisory Board Member,
Directors/Commissioners
of various Multinational &
National Companies
Anangga W Komisaris 75 Sarjana Hukum, Wakil Ketua Institute Hukum, Bisnis, dan
Roosdiono Independen Magister Hukum Arbiter Indonesia, Manajemen
Anggota KADIN
Commisioner Bachelor of Laws, Indonesia, Direksi/ Law, Business and
Independent Master of Law Komisaris perusahaan Management
nasional
Deputy Chairperson of
the Indonesian Arbitrator
Institute, Member
of KADIN Indonesia,
Directors/Commissioners
of the national
Stephen Riady Komisaris 60 Sarjana & Magister Direksi/Komisaris Administrasi Bisnis
Administrasi Bisnis perusahaan
Commissioner multinasional dan Business Administration
Bachelor & Masters nasional
in Business
Administration Directors/Commissioners
of multinational
companies and national
George Raymond Komisaris 50 Sarjana Sains, CPA Direksi/Komisaris Finance dan Investasi
Zage lll perusahaan
Commissioner Bachelor of Science, multinasional dan Finance and Investment
CPA nasional
Directors/Commissioners
of multinational and
national companies
Kin Chan Komisaris 54 Sarjana dan Magister  Direksi/Komisaris Administrasi Bisnis
Administrasi Bisnis perusahaan
Commisioner multinasional dan Business Administration
Bachelor and nasional

Masters in Business
Administration

Directors/Commissioners
of multinational
companies and national
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Direksi | Board of Directors

Latar Belakang

Nama Posisi Usia Pendidikan Pengalaman Keahlian
Name Position Age Education Experience Expertise
Background
Ketut Budi Wijaya Presiden Direktur 65 Sarjana Ekonomi Komisaris PT Jababeka Ekonomi dan Akuntansi
Tbk, Presiden Komisaris
President Director Bachelor of PT Siloam International Economics and
Economics Hospitals Tbk dan juga Accounting
PT Gowa Makassar
Tourism Development
Tbk
Commissioners of PT
Jababeka Tbk, President
Commissioner of PT
Siloam International
Hospitals Tbk and also
PT Gowa Makassar
Tourism Development
Tbk
John Riady Direktur 34 Sarjana Fllsafat Editor, Dosen, Direktur/ Politik, Ekonomi,
Politik dan Ekonomi, Komisaris perusahaan Administrasi Bisnis,
Director Magister Administrasi multinasional dan Pendidikan, Media
Bisnis, Juris Doctor nasional
Politics, Economics,
Bachelor of Editor, Lecturer, Business Administration,
Philosophy in Politics  Director/Commissioner Education, Media
and Economics, of multinational and
Masters in Business national companies
Administration, Juris
Doctor
Marshal Martinus Direktur 45 Sarjana Matematika Wakil Direktur Hukum, Bisnis, dan
Komputasi Management Property Manajemen
Director (2013) sebelum akhirnya
Bachelor of menjadi Direktur Law, Business and
Computational Eksekutif. Tahun 2017, Management
Mathematics menjabat sebagai CEO
Lippo Malls Indonesia.
Deputy Director of
Property Management
(2013) before finally
becoming Executive
Director (2013). In 2017, he
served as CEO of Lippo
Malls Indonesia.
Alwi R. Sjaaf Direktur 59 Arsitektur Direktur in PT Citatah Arsitektur
Independen Tbk, Presiden Direktur
Architecture PT Reformed Cultural Architecture
Director Center
Independent
Director in PT Citatah
Tbk, President Director
in PT Reformed Cultural
Center
Surya Tatang Direktur 43 Sarjana Sains Direktur/Komisaris Finance, Administrasi
perusahaan
Director Bachelor of Science multinasional dan Finance, Administration
nasional

Director/Commissioner
of multinational and
national companies
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HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan
Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lainnya, serta
Pemegang Saham Pengendali

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan afiliasi maupun keuangan dengan sesama
anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham
Pengendali.

AFFILIATE RELATION

Affiliate Relations among members of Board of
Commissioners with the Board of Directors, and

other members of the Board of Commissioners and
Controlling Shareholders

The majority of members of the Board of Commissioners
do not have any affiliations or financial relationships with
fellow members of the Board of Commissioners, Directors
and Controlling Shareholders.

Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Financial Dengan
Family Relationship with Financial Relationship with

Dewan
Komisaris
Board of
Commisioners

Direksi
Board of
Directors

Jabatan

Positon

Pemegang
Saham
Pengendali

Pemegang
Saham
Pengendali
Controlling
Shareholders

Dewan
Komisaris
Board of

Ceele Commisioners
Shareholders

Direksi
Board of
Directors

John A Presiden v v vV vV v v
Prasetio Komisaris

President

Commissioner
Anangga W  Komisaris v v vV v v v
Roosdiono Independen

Independent

Commissioner
Stephen Komisaris v v vV vV vV vV
Riady Commissioner
George Komisaris v v v v v v
Raymond Commissioner
Zage lll
Kin Chan Komisaris v v vV vV V vV

Commissioner

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Dewan
Komisaris, Anggota Direksi Lainnya, serta Pemegang
Saham

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
afiliasi maupun keuangan dengan sesama anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Pengendali.

Affiliate Relations among members of Board of
Directors with the Board of Commissioners and other
members of the Board of Directors and Shareholders
The majority of members of the Board of Directors

do not have affiliation or financial relationships with
fellow members of the Board of Directors, the Board of
Commissioners, and Controlling Shareholders.
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Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Financial Dengan
Family Relationship with Financial Relationship with

Dewan
Komisaris
Board of
Commisioners

Direksi
Board of
Directors

Jabatan
Positon

Pemegang

Pengendali

Conielline) Commisioners
Shareholders

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Yes No Yes \[e) G \[e) Yes [\[e) Yes [\[e) Yes \[e)
v v v v v vV

Pemegang
Saham
Pengendali
Controlling
Shareholders

Dewan
Komisaris
Board of

Direksi
Board of
Directors

Saham

Ketut Presiden
Budiwijaya Direktur
President
Director
John Riady Direktur v v v vV v v
Director
Marshal Direktur v vV vV v v v
Martinus Director
Alwi Sjaaf Direktur v vV vV v v v
Independen
Director
Independent
Surya Tatang  Direktur N v v vV v v
Director

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk
membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan
fungsinya, yakni mengawasi jalannya Perseroan khususnya
terkait dengan kualitas dari pelaporan keuangan
Perseroan. Fungsi utama Komite Audit adalah untuk
memantau, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan
audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam
menilai kecukupan pengendalian internal, dan pelaporan
keuangan, melakukan pengawasan atas penerapan
prinsip-prinsip akuntansi, kualifikasi dan independensi dari
auditor Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Komite Audit Perseroan dibentuk menurut Surat
Keputusan Dewan Komisaris No.178/SPDEKOM/ LK-COS/
IV/2019 tertanggal 18 April 2019. Selain itu Komite Audit
terbentuk sesuai dengan dasar-dasar hukum:

1.  Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-
00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Tentang
Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat.

2. POJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.
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AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is established by and responsible directly
to the Board of Commmissioners in order to assist the

Board in conducting its duties and functionsto supervise
the Company's management, especially quality of the
Company'’s Financial Statements. The main function of the
Audit Committee is to monitor, evaluate audit plans and
implementation; as well as follow up the audit results in
assessing the adequacy of internal control and financial
statements; supervise implementation of accounting
principles, qualification and independency of the
Company's auditors, and compliance to the applicable laws
and regulations.

Policy and Legal References

The Company's Audit Committee was established under

the Board of Commissioners Decision No.178/SPDEKOM/

LK-COS/IV/2019 dated April 18, 2019. Moreover, the Audit

Committee was also established under other legal

references as follows:

1. IDX Board Decision No. KEP-00001/BEI/01-2014 dated
January 20, 2014 regarding Law Number [-A on
Registration of Shares and Equity Securities in addition
to Shares Issued by the Listed Company.

2. OJK Regulation No. 55/ POJK.04/2015 dated
December 23, 2015 regading the Establishment and
Implementation Guidance of the Audit Committee.
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Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar
Perseroan. Anggota Komite Audit yang berasal dari
Komisaris Independen ditunjuk sebagai Ketua Komite

Audit.
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Profile of Audit Committee members as of December 31,

The Audit Committee shall at least consist of 3 (three)
members which include Independent Commissioner
and outside party of the Company. A member of Audit
Committee who is an Independent Commissioner is

appointed as Chairman of the Audit Committee.

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota
Position Chairman Member Member Member
Periode Jabatan 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

Position Period

Usia & Kewarganegaraan
Age & Citizenship

WNI, 69 tahun | year

WNA, 64 tahun | year

WNI, 62 tahun | year

WNI, 61 tahun | year

Riwayat Pendidikan
Educational background

Sarjana Ekonomi
Universitas Indonesia
tahun 1973

Bachelor of Economics,
University of Indonesia

Sarjana Studi Bisnis
(Finance and Accounting)
dari The Royal Melbourne
Institute of Technology
(RMIT), Australia, dan
juga lulusan diploma
Chartered Accounting
(Professional Audit),
Australia.

Bachelor of Business
Studies (Finance and
Accounting) from

The Royal Melbourne
Institute of Technology
(RMIT), Australia, and
also a graduate of the
Chartered Accounting
(Professional Audit)
diploma, Australia.

Sarjana Ekonomi
Universitas Indonesia.

Bachelor of Economics,
University of Indonesia

PhD di bidang Kimia
dari North Carolina
State University, Master
di bidang Kimia dari
West Virginia Institute
of Technology, Sarjana
Kimia dari National
Taiwan University

PhD in Chemistry from
North Carolina State
University, Masters in
Chemistry from West
Virginia Institute of
Technology, Bachelor of
Chemistry from National
Taiwan University
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Nama | Name

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis for
Appointment

John A. Prasetio

Berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
1V/2019 tanggal 18 April
2019; POJK No. 55/
POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang
Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.
Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia
No. KEP-O0001/BEI/01-
2014 tanggal 20 Januari
2014 Tentang Peraturan
No. I-A Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham
yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat.

Based on the Decree
of the Board of
Commissioners No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
IV/2019 tanggal 18
April 2019; POJK No.
55/POJK.04/2015

dated 23 December
2015 concerning

the Formation and
Guidelines for the
Implementation of
Audit Committee
Work. Decision of the
Directors of PT Bursa
Efek Indonesia No.
KEP-00001/BEI/01-2014
dated January 20, 2014

Regarding Regulation No.

I-A Listing Equity-Type
Shares and Securities
other than Shares Issued
by Listed Companies

Peter John Chambers

Berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris No.318/
SPDEKOM/ LK-COS/
VI1/2018 tanggal 12

Juni 2019; POJK No. 55/
POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang
Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.
Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia No.
KEP-00001/BEI/01-2014
tanggal 20 Januari 2014
Tentang Peraturan No.
|-A Pencatatan

Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham
yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat.

Based on the Decree
of the Board of
Commissioners No.318/
SPDEKOM/ LK-COS/
VI1/2018 tanggal 12
Juni 2019; POJK No.
55/POJK.04/2015

dated 23 December
2015 concerning

the Formation and
Guidelines for the
Implementation of
Audit Committee
Work. Decision of the
Directors of PT Bursa
Efek Indonesia No.
KEP-00001/BEI/01-2014
dated January 20, 2014
Regarding Regulation No.
I-A Listing Equity-Type
Shares and Securities
other than Shares Issued
by Listed Companies.

Lim Kwang Tak

Diangkat kembali
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris No. No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
1IV/2019 tanggal 18 April
2019; Keputusan Ketua
Bapepam No. KEP/643/
BL/2012 tanggal 7
Desember 2012 serta
Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia
(BEI) No. KEP-00001/
BEI/ 01-2014 tanggal 20
Januari 2014 Tentang
Peraturan No. I-A
Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham
yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat.

Based on the Decree

of the Board of
Commissioners No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
IV/2019 tanggal 18 April
2019 ; Decree of the
Chairman of Bapepam
No. KEP/643/BL/2012
dated 7 December 2012
and the Decree of the
Board of Directors of
the Indonesia Stock
Exchange (IDX) No.
KEP-00001/BEI/01-2014
dated January 20, 2014
Regarding Regulation
No. I-A Listing of Shares
and Equity Securities
other than Shares Issued
by Listed Company.

Raymond Liu

Diangkat kembali
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris No. No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
IV/2019 tanggal 18 April
2019; POJK No. 55/
POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang
Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.
Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia No.
KEP-00001/BEI/01-2014
tanggal 20 Januari 2014
Tentang Peraturan No.
|-A Pencatatan

Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas selain Saham
yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat.

Based on the Decree
of the Board of
Commissioners No.178/
SPDEKOM/ LK-COS/
IV/2019 tanggal 18

April 2019; POJK No.
55/POJK.04/2015

dated 23 December
2015 concerning

the Formation and
Guidelines for the
Implementation of
Audit Committee
Work. Decision of the
Directors of PT Bursa
Efek Indonesia No.
KEP-00001/BEI/01-2014
dated January 20, 2014
Regarding Regulation No.
I-A Listing Equity-Type
Shares and Securities
other than Shares Issued
by Listed Companies.

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Presiden Komisaris
Independen Bursa Efek
Indonesia, Komisaris
Independen PT Global
Mediacom Tbk.

President Independent
Commissioner of

the Indonesia Stock
Exchange, Independent
Commissioner of PT
Global Mediacom Tbk.

Advisor dan Komite
Audit, Remunerasi, dan
Risiko di Farallon Capital,
PT Agincourt, PT XL
Axiata, Indomines Pty
Ltd, Sapex Ltd dan Axiata
Malaysia Digital Services.
Selain itu, beliau juga
menjadi Ketua Komite
Keamanan Siber dan
anggota Komite Risiko
Axiata.

Advisor and

Audit Committee,
Remuneration and Risk
at Farallon Capital,

PT Agincourt, PT XL
Axiata, Indomines Pty
Ltd, Sapex Ltd and Axiata
Malaysia Digital Services.
In addition, he also serves
as Chair of the Cyber
Security Committee and
a member of the Axiata
Risk Committee.

Komisaris PT Trisula
Textile Industries,
Komisaris PT Mido
Indonesia, Komisaris

PT Trisula Internasional
Tbk, Komisaris dan Senior
Advisor PT Paramount
Enterprise, anggota
Komite Audit

PT Multipolar Tbk.

Commissioner of

PT Trisula Textile
Industries, Commissioner
of PT Mido Indonesia,
Commissioner of

PT Trisula Internasional
Tbk, Commissioner and
Senior Advisor of PT
Paramount Enterprise,
a member of the Audit
Committee of

PT Multipolar Tbk.
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Nama | Name John A. Prasetio Peter John Chambers Lim Kwang Tak Raymond Liu
Riwayat Pekerjaan Lihat profil Dewan Beliau berpengalaman Dia memulai karirnya di Dia mengawali karir
Job Experiences Komisaris halaman 80 lebih dari 25 Kantor Akuntan Publik profesionalnya sebagai
tahun melakukan dan Konsultan Touche Senior Research Scientist,
supervisi keuangan, Ross Management yang berfokus pada
telekomunikasi, dan Consultants Darmawan penelitian pengolahan
investasi. Selama & Co. Kemudian pada bubur kertas di
periode tersebut, ia tahun 1991 beliau telah International Paper,
telah menduduki menjabat beberapa New York, USA (1992
sejumlah posisi posisi Direktur atau -1996 ). Dia kemudian
penting di berbagai Komisaris di antaranya: bergabung dengan PT
perusahaan termasuk Direktur PT Trimex Indah Kiat Pulp & Paper
Coopers dan Lybrand, Sarana Trisula, Direktur sebagai R&D Manager
PT Excelcomindo PT Southern Cross Textile  (1996), sebelum akhirnya
Pratama, Rajawali Industry, Direktur ditunjuk sebagai
Corporation, Axiata dan Trisula Corporation Direktur Penjualan
Farallon Capital (sebagai Pte Ltd, Komisaris (1997) dan Komisaris
penasihat). PT Trisula Garmindo (2005). Dia juga pernah
Manufacturing, Komisaris  masuk jajaran Direksi
He has over 25 years of Utama PT Trimas Sarana dan Dewan Komisaris
experience in financial, Garment Industry, PT Tjiwi Kimia (2005
telecommunications Direktur Utama PT —2010). Dia juga pernah
and investment Trisula Textile Industries, menjadi Chief Executive
supervision. During Direktur PT Trisula Insan yang berpengalaman
this period, he held a Tiara, Direktur Utama PT mengelola manajemen
number of important Trimas Sarana Garment lebih dari 9 pabrik pulp
positions in various Industry. Pada tahun di di AS, Kanada, dan
companies including 2013, beliau ditunjuk Prancis.
Coopers and Lybrand, PT  sebagai Anggota Komite
Excelcomindo Pratama, Audit PT Siloam Hospitals He began his professional
Rajawali Corporation, International Tbk. career as a Senior
Axiata and Farallon Research Scientist,
Capital (as advisor He began his focusing on pulp
career at the Public processing research at
Accounting Firm and International Paper, New
Consultant Touche York, USA (1992-1996).
Ross Management He then joined PT Indah
Consultants Darmawan Kiat Pulp & Paper as R&D
& Co. Then in 1991 he Manager (1996), before
held several Director finally being appointed as
or Commissioner Sales Director (1997) and
positions including: Commissioner (2005).
Director of PT Trimex He has also been on the
Sarana Trisula, Director Board of Directors and
of PT Southern Cross Board of Commissioners
Textile Industry, Director of PT Tjiwi Kimia (2005-
Trisula Corporation Pte 2010). He has also been
Ltd, Commmissioner of the Chief Executive with
PT Trisula Garmindo experience managing the
Manufacturing, President  management of more
Commissioner of PT than 9 pulp mills in the
Trimas Sarana Garment US, Canada and France

Industry, President
Director of PT Trisula
Textile Industries, Director
of PT Trisula Insan Tiara,
President Director of PT
Trimas Sarana Garment
Industry. In 2013, he was
appointed as a Member
of the Audit Committee
of PT Siloam Hospitals
International Tbk.
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Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama
dari masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkat,
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode
berikutnya. Komisaris Independen yang menjabat sebagai
Ketua Komite Audit hanya dapat diangkat kembali sebagai
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite
Audit berikutnya. Anggota Komite Audit diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan wajib dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dimuat dalam
situs Bursa Efek dan/atau situs Perseroan.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi

kriteria independensi serta persyaratan yang ditetapkan

sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan
Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai
Publik atau pihak lain yang mempberi jasa asurans
atau non asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi
lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi
kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan
terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris,
kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi
anggota Komite Audit;

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak
langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite
Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa
hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut,
wajib mengalihkan kepada Pihak Lain;

4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris,
Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;

5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan;

6. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,
pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai
dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu
berkomunikasi dengan baik;
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Tenure

The tenure of members of the Audit Commmittee shall not
be longer than the tenure of the Board of Commissioners
as stipulated in the Articles of Association and members
may be reelected only for 1 (one) period. Independent
Commissioners who serve on the Audit Committee can
only be re-appointed on the Audit Committee for 1 (one)
period of the next term of office of the Audit Commmittee.
Members of Audit Committee are nominated and
terminated by the Board of Commissioners, and this has to
be reported to OJK and published on the IDX website and/
or the Company’s website.

Audit Committee Independency
All members of the Audit Commmittee have been appointed
under the independency criteria as follows:

1. Were not insiders of public accountant firm, law firm,
or other parties that provided audit, non-audit, and/or
other consultancy services to the Company within the
last 6 (six) months before appointment by the Board of
Commissioners;

2. Did not have authority and responsibility to lead,
plan, or control Company activities within the last
6 (six) months before appointment by the Board of
Commissioners, excluding serving as Independent

Commissioner;

3. Do not own any shares, directly or indirectly, in the
Company. If members have received shares as a
result of a legal event, they must transfer the shares
to another person no later than 6 (six) months after
obtaining those shares;

4. Do not have any affiliate/family relationship by marriage
and descent to the second degree, horizontally and
vertically, with the Commissioners, Directors, or the
Company’s majority shareholders;

5. Do not have direct or indirect business relationship with
the Company'’s business activities;

6. Have high integrity, capability, knowledge and
experience with adequate, and the ability to
communicate effectively;



Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Tata Kelola
Perusahaan

Corporate Governance Report

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Report

7. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari Anggota 7. At least one of the members must have education
Komite Audit yang berlatar pendidikan dan keahlian di background about Accountancy and Finance;
bidang akuntansi dan keuangan;

8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang 8. Have to comply to the Audit Committee’s code of
ditetapkan Perseroan; conduct as stipulated by the Company;

9. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus- 9. Willingly to improve their competency through
menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang education, training, and seminar that support the
menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit; functions as members of the Audit Committee;

10. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk 10. Are obliged to have knowledge to analyze and interpret

memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan
khususnya terkait layanan jasa ata kegiatan usaha
Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal dan bidang terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

the Company’s financial statements and business
activities, also audit process, risk management, and
regulations and laws in capital market or any other
sectors.

Duties and Responsibilities

Komite Audit bertindak secara independen dalam The Audit Committee acts independently in conducting

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni its duties and responsibilities, in which coordinating
dalam melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan untuk all activities to achieve the objectives and functions in
memenuhi tujuan dan fungsinya dalam memberikan providing advice to the Board of Commissioners on
pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap Laporan Financial Statement or other issues stated by the Board of

Keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Directors. Moreover, the Audit Commmittee also has other

kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit memiliki
tugas dan tanggung jawab untuk hal-hal yang disebutkan
sebagai berikut:

duties and responsibilities as mentioned below, to:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang a. Review the Company'’s financial information that will
akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, be released, such as: financial statements, financial
proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. projection, and other financial information;

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan b. Review the Company’s compliance to capital market
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya laws and regulation and other regulations that are
yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. related and in line with the Company'’s activities;

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi c. Provide independent opinion if there is disagreement
perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan between management and public accountant on
publik atas jasa yang diberikannya. theservices given;

d. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, d. Review independency, objectivity, scope of work, and
ruang lingkup penugasan, dan fee akuntan publik dan fee of public accountant and provide recommendation
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris to the Board of Commissioners regarding the
mengenai penunjukkan atau pemberhentian auditor appointment or dismissal of the external auditor;
eksternal.

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan e. Review the audit implementation of internal auditor

oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

and supervise follow up actions by the Board of
Directors on fact findings of internal audit;

y
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f.  Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan
manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum
dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau
risiko di bawah Dewan Komisaris.

g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada
Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan
proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.

i.  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
Perseroan sekaligus tidak menggunakan informasi
tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau
dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum
atau merugikan Perseroan.

Rapat Komite Audit

Dengan berdasar pada Piagam Komite Audit, Rapat

Komite Audit harus diadakan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan di bawah ini:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat
Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga)
hari sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat yang
telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.

3. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan
secara langsung atau dengan menggunakan surat,
surat elektronik, faksimili atau telepon.

4. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat
formal atau dengan video/telekonferensi.

5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit.
Apabila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh
anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
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f.  Review on the implementation activities of risk
management by the Board of Directors as long as
the risk management committee under the Board of
Commissioners has not yet been established;

g. Review and report to the Commissioners regarding any
complaint related to accounting process and financial
statement reporting of the Company;

h. Review and provide advice to the Board of
Commissioners related to possibilities of conflicts of
interest of the Company;

i. Keep confidentiality of documents, data, and
information of the Company as well as not using the
information to achieve personal interest or in any ways

that violatethe law or are detrimental to the Company.

Audit Committee Meetings

In accordance with the Audit Committee Charter, the

Committee's meetings shall be organized with provisions

as follows:

1. The Audit Committee shall organize regular meetings
at least 1 (one) time in 3 (three) months;

2. Notice for convening the Audit Committee meeting
must be submitted at least 3 (three) days before the
meeting is held, except for meetings that have been
scheduled since the previous meeting;

3. Audit Commmittee meeting notification can be made
directly or by using the mail, e-mail, facsimile or
telephone;

4. Audit Committee meetings can be implemented
through formal meetings or by video/ teleconference;

5. Audit Committee meetings are chaired by the
Chairman of the Audit Committee. If the Chairman is
unable to attend, the meeting shall be led by a member
of the Audit Committee appointed at the meeting;
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6. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila
dihadiri oleh lebih dari1/2 (satu per dua) jumlah
anggota Komite Audit.

7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

8. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam
risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan
pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selama 2019, Komite Audit Perseroan telah mengadakan
10 (sepuluh) kali rapat, dengan frekuensi dan tingkat
kehadiran sebagai berikut:

6. Audit Committee meetings can only be held if attended
by more than 1/2 (one half) the number of members of
the Audit Committee;

7. Audit Committee meeting resolutions are taken based
on consultation and consensus;

8. Each meeting of the Audit Committee shall be
recorded in minutes of the meeting, including if there
are dissenting opinions, which is signed by all members
of the Audit Committee present and is delivered to the
Board of Commissioners.

In 2019, the Audit Committee organized 10 (ten) meetings,
with frequency and member attendance detailed as

follows:

Rapat Internal | Internal Meetings

Name Position Total Meetings Attendence
John A. Prasetio ** Ketua | Chairman 9 100%
Peter John Chambers *** Anggota | Member 7 78%
Lim Kwang Tak Anggota | Member 9 90%
Raymond Liu Anggota | Member 9 90%
Farid Harianto* Ketua | Chairman 1 100%

* Bapak Farid Harianto di tahun 2019 menjabat dari tanggal 1Januari sampai dengan 18 April 2019
Mr. Farid Harianto in year 2019 served from January 1 until April 18, 2019

** Beliau mulai menjabat sejak tanggal 18 April 2019
He took office since April 18,2019

*** Beliau mulai menjabat sejak 4 Juli 2019
He took office since July 4, 2019

Piagam Komite Audit

Dengan tujuan kepatuhan pada Prinsip Tata Kelola
Perusahaan dan menjaga lingkup kinerja Komite Audit ini,
maka Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Audit
yang efektif diberlakukan sejak 26 Februari 2016. Piagam
tersebut telah diunggah pada situs resmi Perseroan,

dan dapat ditinjau secara berkala serta diperbaharui bila
dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap
memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku serta disetujui oleh Dewan Komisaris
Perseroan.

Audit Committee Charter

In terms of compliance to GCG principles, also to
maintain the Audit Commmittee’s performance, therefore,
the Company prepared and set a Charter of the Audit
Committee effectively published on February 26, 2016.
The Charter has been published on the Company’s official
website, so it can be reviewed periodically, and updated
when it is deemed necessary, refined by considering the
applicable provisions and regulations, with changes to be
approved by the Board of Commmissioners.
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Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit pada Tahun Buku
Pada 2019, Komite Audit telah menjalankan fungsinya
untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris
dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
terhadap hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan,
sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh
auditor eksternal dan internal serta kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/

POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi

PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07/2004 tanggal

19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh

Perusahaan Tercatat, serta POJK No.13/POJK.03/2017

tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK

No. 13/2017'), maka Komite Audit Perseroan telah

menyampaikan Laporan Komite Audit atas kegiatannya

yang diselenggarakan selama tahun 2019, sebagaimana
terangkum dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Dengan mengacu pada POJK No. 13/2017 Pasal 13
Komite Audit melakukan penelaahan antara lain atas
independensi dan objektivitas Akuntan Publik, Kantor
Akuntan Publik, ruang lingkup audit, metodologi
audit dan memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris dalam penunjukan Saptoto Agustomo dan
KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan (KAP
AAIMR) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.

2. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan Interim
untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret
2019 (Laporan Keuangan Q1 2019) bersama Internal
Auditor dan menyampaikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menerima dan
mengumumkan Laporan Keuangan Q1 2019.

3. Melakukan pembahasan dengan external auditor
mengenai ruang lingkup, temuan-temuan dan hasil
penelaahan auditor eksternal atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Tengah Tahunan Perseroan dan Entitas
anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2019 (Laporan Keuangan TH 2019) dan
untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30
September 2019 (Laporan Keuangan Q3 2019).
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Audit Committee Activities in the Financial Year

In 2019, the Audit Committee executed its duties well

to assist and facilitate the Board of Commissioners in
executing its supervisory tasks and functions on financial
information, internal control, and assessment effectiveness
for external and internal auditors, and compliance on the
applicable laws and regulations.

To comply with the requirements under OJK Regulation
No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and
Implementation Guidance of the Audit Committee and
IDX Board of Directors Decision No. KEP-305/BEJ/07/2004
dated July 19, 2004 regarding Recording of Equity-Based
Shares and Stocks in addition Stocks issued by Registered
Companies, and POJK No.13/POJK.03/2017 regarding the
Use of Public Accounting Services and Public Accounting
Firms in Financial Service Activities (POJK No. 13/2017"),
the Company’s Audit Commmittee has published the Audit
Committee Reports for its activities conducted in 2019, as

summarized below:

1. With reference to POJK No. 13/2017 Article 13 The
Audit Committee reviewed the independence and
objectivity of the Public Accountant, the Public
Accounting Firm, the scope of the audit, the audit
methodology and provided recommendations to the
Board of Commmissioners in the appointment of Saptoto
Agustomo and Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan (KAP AAIJMR) as the
Company's Public Accountant and Public Accounting
Firms that would audit of the Consolidated Financial
Statements of the Company and its Subsidiaries for the
year ended December 31, 2019.

2. Reviewed the Interim Financial Statements for the
3 (three) months ending March 31, 2019 (Q1 2019
Financial Report) with the Internal Auditor and
provided recommendations to the Company’s Board
of Commissioners to accept and announce Q12019
Financial Statements.

3. Discussed with external auditors regarding the scope,
key audit findings and results of external auditors
work relating to the limited review of the Company’s
Consolidated Financial Statements for 6 (six) months
ended on 30 June 2019 (1H 2019 Financial Statements)
and for 9 (nine) months ended September 30, 2019 (Q3
2019 Financial Report).
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4. Melakukan penelaahan atas aspek kualitatif dan
integritas pelaksanaan pembukuan, audit dan laporan.

5. Melakukan penelaahan atas proses pengelolaan usaha
dan risiko serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.

6. Melakukan pembahasan dan memberikan pengarahan
kepada Internal Auditor mengenai rencana kerja dan
fokus sasaran Internal Auditor, implementasi dan hasil
dari sistem pengendalian internal untuk periode tahun
2019 dan juga temuan hasil pemeriksaan Internal Auditor
di tahun 2019 dan prosedur tindak lanjut audit serta
kecukupan sistem pengendalian internal.

7. Melakukan pembahasan atas surat dari KAP AAJAMR
tentang pergantian Akuntan Publik/ audit partner in
charge dari Bapak Saptoto Agustomo menjadi Bapak
Tjun Tjun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris untuk menyetujui atas penggantian tersebut.

8. Melakukan pembahasan dengan external auditor
mengenai ruang lingkup, temuan-temuan penting
dan hasil kerja audit auditor eksternal atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas anak
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.

9. Dengan mengacu pada POJK No. 13/2017 pasal
14, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
('KAP AAJAMR') atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan melaporkan hasil evaluasi tersebut sesuai
dengan Laporan Komite Audit tanggal 15 Juni 2020.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem
Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh
Perseroan sudah berjalan dan memadai tercermin dari
efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pengendalian
Internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko,
kepatuhan, finansial, dan operasional kontrol.

4. Reviewed the qualitative aspect and integrity in
bookkeeping, audits and reports.

5. Reviewed the management process for business
and risk and compliance with applicable laws and
regulations.

6. Discussed with and provided guidance to the Internal
Auditor regarding Internal Audit work plan and focus,
implementation and results of the internal control
system for the 2019, also discussed on the internal audit
findings, and follow-up on audit procedures and the
adequacy of the internal control system.

7. Assessed and provide a recommendation to the
Board of Commissioners on the replacement of
the Company's Public Accountant from Mr Saptoto
Agustomo to Mr. Tjun Tjun by taking into consideration
the the letter from KAP AAJAMR.

8. Conducted discussions with external auditors regarding
the scope, key audit findings and results of external
auditors work relating to the audit of the Company’s
Consolidated Financial Statements of the Company and
its subsidiaries for the year ended December 31, 2019.

9. Pursuant to POJK No. 13/2017 Article 14, the Audit
Committee evaluates the implementation of providing
audit services by the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
and Partners Public Accountant Firm (‘KAP AAJAMR'),
with Public Accountant Saptoto Agustomo for the
Company'’s Financial Statements for the year ended
on 31 December 2019 and reported according to Audit
Committee Report dated 15 Juni 2020

Audit Committee Statement on Effectiveness of Internal
Controlling System and Risk Management

The Internal Control System conducted by the Company

is considered as active and adequate, in which it is
reflected on the effectiveness of executing functions of
Internal Control, such as: internal audit, risk management,

compliance, financial, and operational control.
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KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk
membantu pelaksanaan fungsi dan tugas terkait

nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
agar berjalan secara objektif, efektif, dan efisien serta
meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung

jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi
Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris dan pembentukan komite
dituangkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.
179/SPDEKOM/LK-COS/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Kebijakan dan Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

mengacu pada:

1. POJK No0.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

2. POJK N0.34/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2015
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik.

Profil Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi hingga 31 Desember 2019

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling
kurang 3 (tiga) anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang
sebagai ketua. Anggota lainnya dapat berasal dari anggota
Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan
atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah
Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee

was established to assist in the duties of the Board

of Commmissioners in the objective, effective and
efficient supervision process of the implementation of
Nomination and Remuneration in order to enhance the
quality, competency, and responsibility of the Board of
Directors and Board of Commissioners to achieve the
vision of the Company. Nomination and Remuneration
Committee report to The Board of Commissioners and
the appointment of Nomination and Remuneration
Committee through the Board of Commioners’ Degree No.
179/SPDEKOM/LK-COS/IV/2019 dated April 18, 2019.

Policy and Legal Reference

The establishment of the Nomination and Remuneration

Committee refers to:

1. OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December
8, 2014 regarding the Board of Directors and Board of
Commissioners of a Public Company.

2. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December
23,2015 regarding the Nomination and Remuneration
Committee of Public Companies.

Profile of Nomination and Remuneration Committee as
of December 31, 2019

The Nomination and Remuneration Committee shall
consist of at least 3 (three) members, with provision that
one Independent Commissioner to become Chairman.
Other members may be members of the Board of
Commissioners, or outside parties or a person who is in
managerial position under the Board of Directors in the
Human Resources division.
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Anangga W Roosdiono

Jonathan L. Parapak

Jabatan Ketua Anggota Anggota
Position Chairman Member Member
Periode Jabatan 2019-2021 2019-2021 2019-2021
Position Period

USia & Kewarganegaraan WNI, 75 tahun WNI, 70 tahun WNI, 63 tahun

Age & Citizenship

75 years old, Indonesia

70 years old, Indonesia

63 years old, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Educational background

Sarjana Hukum dari Universitas
Indonesia, tahun 1966 dan
Magister Hukum dari Denver
University, AS, tahun 1980. Dan
mendapatkan gelar Doktor dalam
IImu Hukun dari Universitas Pelita
Harapan

Bachelor of Laws from the
University of Indonesia, 1966 and
Masters of Law from Denver
University, USA, 1980, Doctor

of Law from Pelita Harapan
University.

Sarjana Teknik dan Master
of Engineering Science dari
University of Tasmania, Australia

Bachelor of Engineering and
Master of Engineering Science
from the University of Tasmania,
Australia

Sarjana Teknik Sipil dari
Universitas Kristen Petra,
Surabaya, Indonesia (1982); dan
Master Bisnis Administrasi dari
San Diego University, California,
USA (1988).

Bachelor of Civil Engineering
from Petra Christian University,
Surabaya, Indonesia (1982); and
Master of Business Administration
from San Diego University,
California, USA (1988).

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis for
Appointment

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal
23 Desember 2015 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan

Regulation of the Financial
Services Authority No. 34/
POJK.04/2014 dated December 23,
2015 regarding the Establishment
and Implementation Guidance

of the Nomination and
Remuneration Committee of
Issuers or Public Companies

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal
23 Desember 2015 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan

Regulation of the Financial
Services Authority No. 34/
POJK.04/2014 dated December 23,
2015 regarding the Establishment
and Implementation Guidance

of the Nomination and
Remuneration Committee of
Issuers or Public Companies

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal
23 Desember 2015 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan

Regulation of the Financial
Services Authority No. 34/
POJK.04/2014 dated December 23,
2015 regarding the Establishment
and Implementation Guidance

of the Nomination and
Remuneration Committee of
Issuers or Public Companies

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Wakil Ketua Institute Arbiter
Indonesia, Anggota KADIN
Indonesia, Direksi/Komisaris
perusahaan nasional

Deputy Chair of the Indonesian
Arbitrator Institute, Member

of KADIN Indonesia, Directors
/ Commissioners of national
companies

Komisaris PT AsiaNet,

PT Broadband Multimedia, dan
Komisaris di beberapa perusahaan
Lippo Group, termasuk

PT Multipolar Tbk, PT Matahari
Putra Prima Tbk.

Commissioners of PT AsiaNet,
PT Broadband Multimedia, and
Commissioners at several Lippo
Group companies, including

PT Multipolar Tbk, PT Matahari
Putra Prima Tbk.
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Nama | Name

Jonathan L. Parapak

Ishak Kurniawan

Anangga W Roosdiono

Lihat profil Dewan Komisaris
halaman 81

Riwayat Pekerjaan
Job Experiences

Presiden Direktur PT Indosat,
Sekretaris Jenderal Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikas
(Deparpostel), Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).

President Director of

PT Indosat, Secretary General
of the Department of Tourism,
Post and Telecommunications
(Deparpostel), Member of the
People’s Consultative Assembly
(MPR).

Bergabung dengan Lippo
Karawaci sejak April 2008 sebagai
HR Director. Sebelumnya, beliau
telah 13 tahun berkecimpung

di dunia perbankan, dengan
mengawali karirnya sebagai
Senior Financial Analyst di
Household Finance Corporation,
Pomona, California, US. Kemudian
pada tahun 19917, beliau ditunjuk
sebagai asisten untuk Customer
Service Director, dan juga

pernah menjabat sebagai Head
of Operations Support pada
Citibank Indonesia (1991-1993),
hingga tahun 2008 beliau
menjabat sebagai Country Human
Resources Officer di Citibank
Indonesia. Beliau memulai karir di
bidang Human Resources sejak
tahun 1999.

Joined Lippo Karawaci since April
2008 as HR Director. Previously,
he had 13 years of experience in
banking, by starting his career

as a Senior Financial Analyst of
Household Finance Corporation,
Pomona, California, US. In 1991, he
was appointed as the assistant
for Customer Service Director,
and also served as the Head of
Operations Support at Citibank
Indonesia (1991-1993), until 2008
he served as Country Human
Resources Officer at Citibank
Indonesia. He started his career in
Human Resources since 1999.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan
Komisaris yang mengangkatnya. Anggota Komite diangkat
dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan
Komisaris. Penggantian anggota Komite yang bukan
berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak anggota tersebut dianggap tidak
dapat lagi melakukan tugasnya.

Independensi dan Persyarataan Keanggotaan

Dalam rangka menjamin kualitas kerja serta menjunjung

independensi dan objektivitas, maka Komite Nominasi

dan Remunerasi harus bebas dari segala macam
intervensi, baik dari pemegang saham maupun
pemangku kepentingan lainnya serta bebas dari benturan
kepentingan yang dapat mengganggu independesi
anggota komite. Anggota Komite Nominasi dan

Remunerasi Perseroan yang ditunjuk telah memenuhi

syarat independensi dengan kriteria sebagai berikut:

1.  Anggota lainnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi
(selain Ketua) adalah pihak yang menduduki jabatan
manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber
Daya Manusia.
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Terms of Office

The tenure of the Nomination and Remuneration

Committee members must not be longer than the tenure

of the Board of Commissioners as determined in the

Articles of Association. The replacement of a member of

the Nomination and Remuneration Committee who is not

from the Board of Commissioners, shall be done no later

than 60 (sixty) days from the time that the member can no

longer perform his duties.

Independency and Requirements of Nomination &

Remuneration Committee Members

To ensure professional quality and to uphold independency

and objectivity, the Nomination and Remuneration

Committee shall be free of any intervention, from either

the shareholders or other stakeholders as well as free of

any conflict of interest which might interfere with the

independency of the Committee members. The Company's

Nomination and Remuneration Committee members have

been appointed based on independence requirements

with the following criteria:

1. Most of the members of the Nomination and

Remuneration Committee (other than the Chairman)

must not be officers that are in managerial level under

the Board of Directors in division of Human Resources
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2. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan tidak
boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau
Pemegang Saham Utama Perseroan.

3. Anggota Komite harus memiliki pengalaman terkait
Nominasi dan/atau Remunerasi.

4. Anggota Komite tidak dapat merangkap sebagai
anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dalam rangka
membantu tugas Dewan Komisaris untuk meningkatkan
kualitas manajemen Perseroan melalui pengembangan
mekanisme nominasi dan remunerasi yang tepat
berdasarkan prestasi yang dicapai serta kontribusi
terhadap pertumbuhan Perseroan. Terkait dengan
fungsinya, komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam
proses Nominasi
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris

2. Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

3. Memberikan saran untuk peningkatan program
pengembangan kemampuan anggota Direksi/anggota
Dewan Komisaris.

4. Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:

a. Struktur Remunerasi;
b. Kebijakan Remunerasi;
c. Besaran atas Remunerasi.

6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian
kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima
masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris.

2. Members who are from outside of the Company must
not have any affiliation with the Company, Board of

Directors, Board of Commissioners or shareholders.

3. Members of the Nomination and Remuneration
Committee must have experience related to
Nomination and/or Remuneration.

4. Members of the Nomination and Remuneration
Committee must not be in concurrent position to other
Committees in the Company.

5. Members of the Board of Directors shall not be a
member of the Nomination and Remuneration
Committe

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee was

established to assist the Board of Comissioners in

increasing the Company’'s management quality Company
through development of an appropriate nomination and
remuneration mechanism according to its achievements
and contributions to the growth of the Company. In
addition to that, this Commmittee bears certain duties and
responsibilities as described below to:

1. Provide recoomnmendations to the Board of
Commissioners about:

a. Composition of members' position of the Board of
Directors and/or Board of Commissioners.

b. Policy and criteria required in the Nomination
process.

c. Performance Evaluation policy for all members
of the Boards of Directors and/or Board of
Commissioners.

2. Assist the Board of Commissioners in evaluating
performance of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners.

3. Provide suggestions to improve competency
development program for the member(s) of the Boards.

4. Nominate candidates with adequate qualification
to be promoted as a member of the Boards to be
recommended to the GMS.

5. Give recommendation to the Board of Commissioners
regarding:
a. Remuneration Structure;
b. Remuneration Policy;
c. Amount of Remuneration.

6. Assist the Board of Commissioners in evaluating
performance of the members of the Boards to
determine commmensurate remuneration.
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Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat
dilakukan bila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota
Komite dan salah satu dari mayoritas anggota Komite
merupakan Ketua Komite. Komite wajib mengadakan
rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali tiap 4 (empat)
bulan.

Sepanjang 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah

mengadakan Rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat
kehadiran sebagai berikut:

Rapat Internal | Internal Meetings

Nomination and Remuneration Committee meetings
can only be held ifattended by a majority of the total
number of members of the Nomination and Remuneration
Committee and one of the majority members is the
Chairman. Nomination and Remuneration Committee
meetings are regularly held at least once every 4 (four)
months.

During 2019, Nomination and Remuneration Committee
organized 5 (five) meetings, and below is the table of
attendance of the members:

Nama ‘ Jabatan Jumlah Rapat Internal Kehadiran

Name Position Total Meetings Attendence
Anangga W. Roosdiono Ketua | Chairman 4 100%
Jonathan L. Parapak Anggota | Member 4 100%
Ishak Kurniawan Anggota | Member 4 100%

Agenda Rapat | Meeting Agenda

Tanggal Rapat | Date Agenda Rapat | Meeting Agenda

11 Maret 2019
March 11, 2019

1. Memberikan rekomendasi calon anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS
tahunan

1

Provide recommendation for candidates to be
nominated as members of BOC and BOD in
the GMS.

26 Juni 2019
June 26, 2019

1. Mengkaji ulang Piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi

—

. Review Nomination and Remuneration

Committee Charter.

2. Kerangka upah dan tunjangan 2. Compensation and benefits frame work.
3. Organisasi induk 3. Organization of the holding.
4. Lain-lain 4. Others

26 September 2019
September 25, 2019

1. Mengkaji ulang Piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi
2. Organisasi Induk

—

. Review Nomination and Remuneration

Committee Charter.
Organization of the holding

28 November 2019
November 28, 2019

1. Kesesuaian kebijakan antara LPKR dan entitas
anak
2. Kebijakan utama Sumber Daya Manusia

—

. Conformity between LPKR policies and

subsidiaries
Key Policies of Human Resources

12 Desember 2019
December 12, 2019

1. Persetujuan risalah rapat sebelumnya

2. Kebijakan SDM

3. Kode Etik dan Whistleblowing

4. Learning and Development (L&D) Roadmap

AON

Approval of Previous Minutes of Meeting
HR Policies
Code of Conduct and Whistleblowing

. Learning and Development (L&D) Roadmap

288 Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019




Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Tata Kelola
Perusahaan

Corporate Governance Report

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Report

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi
telah melaksanakan program kerja yang secara umum
meliputi hal-hal sebagai berikut:
Terkait dengan Fungsi Nominasi
1. Menyelenggarakan rapat 5 (lima) kali dalam setahun.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris;

b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam
proses Nominasi bagi calon anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris; dan

c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai kebijakan utama sumber daya manusia dan
program pengembangan kemampuan manajerial.

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris agar dapat
disampaikan di dalam RUPS.

Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:

a. Struktur remunerasi;
b. Kebijakan remunerasi; dan
c. Kerangka remunerasi.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian
kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima
masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi and Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
efektif berlaku sejak 24 November 2015. Piagam ini
berfungsi sebagai pedoman kerja agar anggota Komite
dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara
efisien, efektif, transparan, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku serta peraturan dan ketentuan
OJK, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan
diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Report of Nomination and Remuneration Committee
Activities

In 2019, Nomination and Remuneration conducted its work
program, as generally described as follows:

Nomination Function:

1. Organized meetings 5 (five) times in a year.

2. Provided recommendations to the Board of
Commissioners regarding:

a. Composition of the roles of the members of
the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners

b. Policy and criteria that are needed in the
nomination process for the candidates of BOD and/
or BOC; and

c. Performance Evaluation Policy for the members of
the BOD and/or BOC.

3. Provided recommendations regarding key policies of
human resources and compentency Development
Managerial Program.

4. Provided recommendations for candidates who have
the requirements to be nominated as members of BOD
and/or BOC to the Board of Commissioners and to be
communicated in the GMS.

Remuneration Function:

1. Provided recommendation to the Board of
Commissioners regarding:

a. Remuneration Structure;
b. Remuneration Policy; and
c. Remuneration framework.

2. Assisted the Board of Commissioners in assessing
performance compared to remuneration of each
members of the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners;

Nomination and Remuneration Committee Charter
The Company has the Nomination and Remuneration
Committee Chartereffective as of November 24, 2015.

The Charter is a guideline so that the Nomination and
Remuneration Committee can perform its duties and
responsibilities efficiently, effectively, transparently,

in accordance with applicable laws so that it can be

accountable and accepted by interested parties.
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Piagam ini akan dikaji secara berkala setiap tahun dan
dilakukan penyempurnaan apabila dianggap perlu
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan
berdasarkan peraturan yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ibu Sri Mulyati Handoyo
sejak 4 Mei 2015 yang dinyatakan oleh Surat Keputusan
Direksi PT Lippo Karawaci Tbk No. 032/SK-DIR/COS-
LK/V/2015 tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan.

Dasar pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini merujuk
pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
Publik, dan juga Peraturan Pencatatan Bursa Efek
Indonesia No. 1.A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat. Sekretaris Perusahaan diangkat dan
diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Status, Fungsi dan Pendirian

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan berada di bawah
tanggung jawab Presiden Direktur. Fungsi Sekretaris
Perusahaan dilakukan oleh seorang individu atau unit
kerja. Unit kerja tersebut harus dipimpin oleh orang yang
bertanggung jawab.

Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh salah

seorang Direktur Perseroan atau pegawai lain yang
memenuhi syarat. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris
Perusahaan, Direksi harus menunjuk pengganti dalam
waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya
kekosongan tersebut. Selama kekosongan Sekretaris
Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris
Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi
atau individu yang ditunjuk sementara untuk menjadi
Sekretaris Perusahaan menunjuk persyaratan Sekretaris
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
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The Nomination and Remuneration Commmittee Charter
conforms to the provisions of Regulation and is assessed
once every year in order to enhance the needs and
development of the Company based on applicable.

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary Basis of Appointment

Mrs. Sri Mulyati Handoyo has served as Corporate Secretary
effectively since May 4, 2015, stipulated by the Board

of Directors Decision No. 032/SK-DIR/COS-LK/V/2015
regarding change of the Corporate Secretary.

Appointment of the Corporate Secretary refers to OJK
Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated December 8, 2014
regarding Corporate Secretary of Public Companies, and
also IDX Regulation No. 1.A regarding Listing of Shares

and Equity Securities other than Shares Issued by a Public
Listed Company. The Corporate Secretary can be appointed

and terminated according to decision of Board of Directors.

Status, Function and Establishment

In the organization structure, the Corporate Secretary is
under responsibility of a President Director. The function of
the Corporate Secretary is conducted by an individual or a
working unit. The working unit shall be led by a responsible
individual.

The position of Corporate Secretary can be concurrently
held by a Director of the Company or even an employee
who fulfills the requirements. In terms of a position of
Corporate Secretary being vacant, then the Board of
Directors must appoint a replacement within 60 (sixty)
days from the day the vacancy occurs. During the period
of the vacancy, the position of Corporate Secretary can

be concurrently held by a Director or the Company may
temporarily appoint a Corporate Secretary from among
members of the Board of Directors or Senior Management
while making every attempt to conform to OJK Regulation
No. 35/2014 dated December 8, 2014.
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Profil Sekretaris Perusahaan

Sri Muljati Handoyo saat ini berusia 51 tahun. Perseroan
menunjuknya sebagai Sekretaris Perusahaan pada tahun
2015 untuk menjadi penghubung atas nama Perseroan
dengan OJK, BEI dan lembaga pasar modal terkait lainnya.

Beliau memulai karirnya di Perusahaan Lippo pada tahun
1992 di Lippo Development (1994-1997), PT Hotel Prapatan
Tbk. (1997-2000), PT Link Net (2000-2002) dan PT Multipolar
Corporation Tbk. (2002-2005). Beliau juga pernah bekerja
untuk PT Titan Aneka Tambang (2006 hingga 2007)
sebagai General Manager Sumber Daya Manusia dan Head
Office Support. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, beliau
menjabat sebagai Assistant Vice President of Corporate
Service Division di PT Trikomsel Multimedia Tbk. Pada
tahun 2011 Beliau bergabung dengan PT Lippo Karawaci
Tbk dan ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 4
Mei 2015.

Beliau memperoleh Diploma Studi Bisnis dari William
Business College, Sydney Utara, Australia pada tahun 1992
dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada
tahun 1997.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah
dituangkan dalam Piagam Sekretaris perusahaan yang
telah ditetapkan pada 23 Februari 2016, yakni:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

Corporate Secretary Profile

Sri Muljati Handoyo
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Sri Muljati Handoyo is 51 years old. The Company
appointed her as Corporate Secretary in 2015 to be the
liaison on behalf of the Company with the OJK, IDX and

other related capital market institutions.

She began her career with Lippo in 1992 at Lippo
Development (1994-1997), PT Hotel Prapatan Tbk (1997-
2000), PT Link Net (2000-2002) and PT Multipolar
Corporation Tbk (2002-2005). She also worked for PT Titan
Aneka Tambang (2006 to 2007) as General Manager of
Human Resources and Head of Office Support. From 2008
to 2011, she worked at PT Trikomsel Multimedia Tbk as
Assistant Vice President of Corporate Service Division. In
2011 Sri joined PT Lippo Karawaci Tbk and was appointed as
Corporate Secretary in May 4,2015

She obtained a Diploma in Business Studies from
William Business College, North Sydney, Australia, 1992
and graduated from School of Economics of Universitas

Indonesia, in 1997.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary
Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are
stated in the Charter of the Corporate Secretary, effectively
stipulated on February 23, 2016, such as:

1. Following any updates of the capital market, especially
the applicable laws and regulations in the capital
market;

2. Providing advice to the Board of Directors and Board
of Commissioners on compliance with laws and with

regulation in the capital market;
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3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam 3. Assisting the Board of Directors and Board of

pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk: Commissioners in implementing Corporate
Governance, including:
a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, a. Disclosing information to the public, including
termasuk ketersediaan informasi dalam situs resmi information availability in the Company’s website.
Perseroan.
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa b. Submission of reports to the OJK in a timely
Keuangan secara tepat waktu manner.
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum c. Organising and documenting the GMS.
Pemegang Saham
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi d. Organising and documenting Board of Directors
dan/atau Dewan Komisaris and Board of Commmissioners meetings
e. Pelaksanaan program orientasi kepada Perusahaan e. Conducting orientation program for new Directors
untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris. and/or Commissioners.
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan 4. Acting as a liaison among the Company and its
dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku shareholders, the OJK, and other stakeholders.
kepentingan lainnya.
5. Mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan 5. Representing the Company in correspondence with the
otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang capital market authority according to authority given by
diberikan oleh Perseroan. the Company.
Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan Duties and Responsibilities Related to the Board of
Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris Commissioners and Board of Directors
dan Direksi

1. Membantu persiapan penyelenggaraan rapat Dewan 1. To assist the preparation of the meeting of the Board of

Komisaris, di antaranya dengan melakukan hal-hal di

bawah ini:

a. Membantu menyusun agenda rapat;

b. Menghubungi atau mengundang anggota
Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan
Komisaris;

c. Memastikan kehadiran anggota Dewan Komisaris
sehingga rapat mampu membuat keputusan yang
sah dan mengikat;

d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio visual
untuk kepentingan rapat Dewan Komisaris dan
memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris;

e. Mengingatkan Dewan Komisaris mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan Perusahaan, anggaran
dasar, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk masalah yang akan dibahas;

f.  Menyusun risalah rapat; dan

g. Memberikan saran mengenai hal-hal tata kelola
perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Membantu persiapan penyelenggaraan rapat

Komite Audit dan/atau rapat Komite Nominasi dan

Remunerasi, di antaranya dengan melakukan hal-hal di

bawah ini:

a. Membantu menyusun agenda rapat;

b. Menghubungi atau mengundang Komite Audit
dan manajemen terkait untuk pertemuan sesuai
dengan prosedur pemanggilan;
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2.

Commissioners, by doing the following things:

a. To assist defining agendas of the meeting;
Contacting or inviting members of the Board of
Commissioners to attend the meeting;

c. Ensuring the presence of members of the Board of
Commissioners so that the meeting will be able to
make a valid and binding decision;

d. Preparing materials, including audio-visual facilities
for the Board of Commmissioners meeting and
ensure the materials are accepted well by all the
members;

e. Toremind the Board of Commmissioners regarding
matters related to the Company, the Article of
Association, and applicable regulations for issues to
be discussed;

f.  To prepare Minutes of Meeting; and

g. To provide advices on matters of corporate
governance to the Board of Commissioners

To assist the preparation of the Audit Committee

meeting, including by doing the following:

a. To assist defining agendas of the meeting;
Contacting or inviting the Audit Committee and
relevant management to a meeting pursuant to
the invitation procedure;



Analisis dan Pembahasan Laporan Tata Kelola
Manajemen Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Laporan Keuangan

Management Discussion and Analysis Corporate Governance Report Corporate Social Responsibility Financial Report

c. Memastikan kehadiran peserta rapat Komite
Audit sehingga sehingga rapat mampu membuat
keputusan yang sah dan mengikat;

d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio
visual untuk kepentingan rapat Audit Komite dan
memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh
masing-masing peserta Rapat;

e. Menyusun risalah rapat Komite Audit; dan

f. Mendukung rencana dan pelaksanaan tata kelola
perusahaan.

3. Membantu Direksi mengadakan dan menyimpan
serta mengelola dan melaporkan Daftar Pemegang

Saham, dengan bekerja bersama Biro Administrasi Efek

Perusahaan antara lain dalam:

a. Administrasi;

b. Pencatatan saham;

c. Pemeliharaan daftar pemegang saham;

d. Pemeliharaan daftar khusus Direksi dan Komisaris;

e. Pemeliharaan daftar pemegang saham lebih dari
5% (lima persen). Sesuai peraturan yang berlaku.

4. Sekretaris Perusahaan dapat memberikan masukan
kepada Direksi terkait dengan tugas, tanggung jawab
dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan dan hukum serta peraturan yang berlaku
yang relevan dengan Perusahaan dan kegiatan usaha
Perusahaan.

5. Sekretaris Perusahaan harus menjaga agar Perseroan
dan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-
hari telah mematuhi standar tata kelola perusahaan
yang baik sesuai standar internasional.

6. Sekretaris Perusahaan beserta divisi lain yang relevan
memastikan agar kebijakan dan petunjuk Direksi
dikomunikasikan secara tepat dan baik kepada pihak-
pihak terkait di dalam maupun di luar Perseroan
Perusahaan termasuk para stakeholders.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan

Pemegang Saham

1. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), di antaranya dengan melakukan hal-hal di

bawah ini:

a. Persiapan logistik untuk konvensi dari RUPS dan
Laporan Tahunan;

b. Persiapan, distribusi pengumuman, pemanggilan
dan agenda mata acara RUPS, kuasa (pernyataan
penerima kuasa);

c. Persiapan tata tertib RUPS dan skenario untuk
ketua RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris lain;

c. Ensure the presence of members of the Audit
Committee so the meeting will be able to make a
valid and binding decision;

d. Preparing materials, including audio-visual facilities
for the Audit Committee meeting and ensure the
materials are accepted well by all the members;

e. To prepare Minutes of Meeting; and
f.  To support improvement plan on corporate
governance.

3. To assist the Board of Directors in making,
storing, maintaining, and reporting the Register
of Shareholders, by collaborating with the Shares
Registrar, to do the following:

a. Administration;

b. Listing of the shares;

c. Maintenance of a list of shareholders;

d. Maintenance of a special list of Directors and
Commissioners;

e. Maintenance of a list of shareholders of more than
5% (five percent). In accordance with applicable
regulations.

4. Corporate Secretary to provide input to the Board of
Directors related to the duties, responsibilities and
authority of the Board of Directors by the Articles of
Association and the laws and regulations relevant to

the Company and the Company'’s operations.

5. Corporate Secretary shall ensure that the Company
and the Board of Directors in conducting daily business
activities are in compliance with international standard
of good corporate governance.

6. Corporate Secretary and other divisions shall ensure
that policies and guidelines of the Board of Directors
are communicated precisely to relevant parties inside
and outside the Company, including the stakeholders

Duties and Responsibilities Related to the Shareholders

1. Corporate Secretary is responsible for the General
Meeting of Shareholders (GMS), including by doing the
following:

a. Logistic preparation for convention of CMS and
annual report;

b. Preparation, notification, announcement and
agenda of the GMS, power of attorney (proxy
statement);

c. Preparing the rules of the GMS as well as scenarios
for the chairman of GMS, Board of Directors, and
Board of Commissioners;
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d. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam
mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dari
pemegang saham dalam RUPS; dan

e. Mempersiapkan berita acara RUPS bekerjasama
dengan Notaris.

2. Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Investor

Relation bertanggung jawab atas proses penyusunan
dan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan, dengan
melakukan hal-hal di bawah ini:

a. Memastikan bahwa Laporan Tahunan memuat
informasi yang disyaratkan peraturan terkait.

b. Memastikan bahwa Laporan Tahunan disampaikan
secara tepat waktu kepada OJK dan tersedia untuk
pemegang saham paling lambat saat pemanggilan
untuk RUPS atau selambat-lambatnya 4 (empat)
bulan sejak akhir tahun fiskal (mana yang lebih
dulu); dan

c. Memastikan bahwa persetujuan atas Laporan
Tahunan masuk dalam agenda/ mata acara RUPS
Tahunan.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan

Kepatuhan

1

Sekretaris Perusahaan wajib untuk mempersiapkan
dan mengelola pernyataan pendaftaran dan
melaporkan ke pasar modal dan otoritas bursa dalam
rangka tindakan aksi korporasi Perseroan;

Sekretaris Perusahaan wajib untuk mengingatkan
Direksi dan Dewan Komisaris agar setiap pembelian
dan penjualan saham di Perseroan yang dilakukan
oleh Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk anggota
keluarga mereka untuk dicatat dalam daftar khusus
pemegang saham dan akan dilaporkan lebih lanjut
untuk OJK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Sekretaris Perusahaan wajib mengelola secara
komprehensif kebijakan Perusahaan terkait dengan
tata kelola perusahaan yang baik; dan

Sekretaris Perusahaan wajib untuk memenuhi
kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan di pasar modal.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan

Pemberian Informasi dan Hubungan dengan

Stakeholders Perusahaan Perseroan

1
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Hubungan Media dan Investor

Sekretaris Perusahaan memberi masukan kepada
Public Relations dan Investor Relations dalam
melakukan pengaturan mengenai metode dan proses
pemberian informasi/berita oleh Perseroan dan
prosedur komunikasi sehingga memberikan dampak
positif bagi Perseroan sekaligus mengakomodasi
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2.

d. Assisting the Board of Commmissioners and Board of
Directors in preparing answers to questions from
shareholders at the GMS; and

e. Preparing the minutes of the GMS together with the
notary

Corporate Secretary along with Investor Relation are

responsible for the preparation and submission of the

Annual Report, by doing the following:

a. Ensuring the Annual Report contains the
information required by the relevant regulations.

b. Ensuring the Annual Report is submitted in a timely
manner to the Financial Services Authority (FSA)
and available to shareholders no later than the
announcement for the AGM, or no later than 4 (four)
months after the end of the fiscal year (which ever
comes first); and

c. Ensuring the approval of the Annual Report is
including on the agenda of AGM.

Duties and Responsibilities Related to the Compliance

Corporate Secretary is required to prepare and manage
the registration statement and report to the capital
market and stock exchange authorities in the context
of corporate action measures;

Corporate Secretary shall remind the Board of Directors
and Board of Commissioners for every purchase and
sale shares in the Company done by the Board of
Directors and Board of Commissioners, including their
family members to be recorded in a special register of
shareholders and will be further reported to the FSA in
accordance with the applicable laws.

Corporate Secretary shall comprehensively manage

the Company'’s policies relating to good corporate
governance; and

Corporate Secretary is obliged to fulfill other obligations
as provided for in the legislation on the capital market.

Duties and Responsibilities Related to the Provision of

Information and Relationship to Stakeholders

Relationship between Media and Investor

Corporate Secretary to provide input to the Public
Relations and Investor Relations to make arrangement
regarding method and process of giving information/
news by the Company and communication procedure
so that it will give positive impact to the Company

as well as accomodate infomation needs for the
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kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan

sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal.

Informasi yang akan disampaikan kepada dari para
pemangku kepentingan (Stakeholders) meliputi:
a. Informasi tentang Perseroan

b. Informasi tentang kegiatan usaha Perseroan

c. Informasitentang kinerja keuangan; dan
d. Informasilainnya.

2. Sekretaris Perusahaan membantu Perseroan untuk
menjaga hubungan yang baik dengan instansi
Pemerintah, pasar modal dan asosiasi yang terkait
dengan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab sehubungan dengan

Kerahasiaan Informasi

1. Sekretaris Perusahaan sebagai pihak yang dianggap
memiliki banyak informasi atas rahasia Perseroan
wajib untuk setiap saat menjaga kerahasiaan informasi
tersebut dan selalu bertindak dengan bijaksana dalam
menyikapi informasi Perseroan. Sekretaris Perusahaan
dilarang untuk menggunakan atau menyalahgunakan
atau mengungkapkannya informasi rahasia kepada
pihak ketiga untuk kepentingan pribadinya.

2. Sekretaris Perusahaan harus senantiasa bertindak
dengan itikad baik dan menghindari konflik
kepentingan.

Program Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Guna meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan
dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya serta
mengikuti perkembangan peraturan pasar modal, berikut
adalah daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi

yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019:

stakeholders in accordance with applicable law in

capital market.

The information will be presented to the Stakeholders
including:
a. Information regarding the Company
b. Information regarding the business activities of the
Company

c. Information on financial performance; and
d. Other informations.

2. Corporate Secretary assists the Company to maintain a
good relationship with government institution, capital
markets and associations related to the Company.

Duties and Responsibilities Related to the

Confidentiality

1. Corporate Secretary is considered, as a party that
has a lot of confidential information of the Company,
is required to keep the confidentiality of those
information and always act wisely in addressing
the Company’s information. Corporate Secretary
is prohibited from using or abusing or disclosing
confidential information to third parties for their
personal use.

2. Corporate Secretary shall always act with good faith

and avoid the conflict of interest.

Corporate Secretary Training Program

To enhance the competency of the Company's Corporate
Secretary in conducting its functions and responsibilities as
well as following the updates of stock market regulations,
below is the list of training and competency development
programs participated in by the Corporate Secretary in
2019:

Daftar Seminar/Training Dihadiri Oleh Sekretaris Perusahaan
List of Seminars/Trainings Attended by Corporate Secretary

Tanggal Acara Seminar Penyelenggara
Date Training Organizer
1 20 Februari 2019 CEO Gathering 2019 - Optimalisasi Peran Sektor Keuangan untuk AEI
February 20, 2019 Pertumbuhan Ekonomi
CEO Gathering 2019 - Optimization of Financial Sector Role for Economic
Growth
2 11 Maret 2019 Next Step in Sustainability Reporting : How to Start and Common Technical BEI
March 11,2019 Issues in Reporting
3 14 Maret 2019 Diskusi Ekonomi dan Politik 2019 BEI
March 14, 2019 2019 Politics and Economics Discussion
4 28 Maret 2019 How to Report Gender Equality Water Occupational Health and Safety in BEI
March 28, 2019 Sustainability
5 25 April 2019 Business Reporting on the Sustainable Developments Goals BEI
April 25,2019
6 21 Agustus 2019 Kebijakan Investasi dan Ekonomi Pemerintah pasca Pemilihan Umum AEI
August 21, 2019 The Government’'s Economics and Investment Policy post-General Election
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No Tanggal Acara Seminar Penyelenggara
. Date Training Organizer
7 8 Oktober 2019 Seminar "Online Single Submission” BEI - ICSA
October 8, 2019 Seminar, with the theme “Online Single Submission”
8 12 November 2019 “Persiapan Indonesia dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global: BEI - ICSA

November 12, 2019 Menanti Gebrakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju”
“Indonesia’s Preparation in Facing Global Economic Turbulence: Awaiting

Actions from the Economics Team of Indonesia Forward Cabinet”

BEI = Bursa Efek Indonesia | IDX = Indonesian Stock Exchange
ICSA = Indonesian Corporate Secretary Association
AEI = Asosiasi Emiten Indonesia | Indonesian Association of Issuers

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary’s Implementation of Duties

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah

melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS’)

Menyelenggarakan 1 (satu) RUPS, yaitu RUPS Tahunan
pada tanggal 18 April 2019 (RUPST) dengan mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK') No. 32/ POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
(“POJK No. 32/2014").

Mengikuti ketentuan dalam POJK No. 32/2014, sebelum
RUPS, Perseroan melakukan:
a. RUPST

Pemberitahuan RUPST melalui surat No. 061/ LK-
COS/111/2019 pada tanggal 4 Maret 2019.
Pengumuman RUPST diiklankan pada tanggal
12 Maret 2019 di harian Investor Daily. Berhubung
tidak ada usulan dari pemegang saham untuk
agenda rapat, Perseroan menyampaikan
Pemanggilan Rapat dengan agenda
sebagaimana telah diberitahukan kepada OJK.
Pemanggilan RUPST pada tanggal 27 Maret
2019 di harian Investor Daily.

Pemanggilan RUPST juga mencantumkan
penjelasan atas setiap agenda mata acara
rapat untuk lebih memperjelas maksud mata
acara agenda tersebut sehingga memudahkan
Pemegang Saham dalam mempersiapkan
keputusan mereka.

Setelah pelaksanaan RUPST, Laporan Hasil
RUPST diumumkan melalui website BEI serta
Perseroan dan diiklankan pada tanggal 22 April
2019 di harian Investor Daily. Perseroan juga
memuat pengumuman, pemanggilan dan
hasil RUPST pada hari yang sama dengan hari
terbitnya iklan tersebut dalam 2 (dua) bahasa di
situs Perseroan www.lippokarawaci.co.id pada
bagian Shareholder Information.

PASTS Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

In 2019, the Corporate Secretary conducted the following

duties:

1. General Meeting of Shareholders (GMS)
Held 1 GMS, which was AGMS on April 18, 2019 according
to provisions under POJK No. 32/ POJK.04/2014
dated December 8, 2014 concerning Plan and

Implementation of General Meeting of Shareholders
(POJIK No0.32/2014).

In line with new provisions under POJK No0.32/2014,

prior to GMS, the Company should conduct:
a. AGMS

AGMS was informed through Letter No. 061/ LK-
COS/111/2019 on March 12, 2019

AGMS announcement was published on March
12,2019 in Investor Daily. As the Company
received no other recommendations from
shareholders with respect to meeting agenda,
the Company circulated the Meeting Invitation
and agenda as informed to OJK.

AGMS Invitation was published on March 27,
2019 in Investor Daily.

The AGMS invitation included explanation of
each meeting agenda to clearly explain purpose
of the agenda so that will ease the shareholders

in making decision.

After the AGMS, summary of the result of the
AGMS was disclosed through the website of

IDX and Company's and published on April
22,2019 in Investor Daily. The Company also
uploaded the announcement, invitation and the
resolution on the same day as the publication
on newspapers in 2 (two) languages in the
Company website www.lippokarawaci.co.id in
Shareholder Information menu.
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b. Laporan realisasi pelaksanaan hasil RUPST:

Mata acara1-

Mata acara 2 -

Mata acara 3 -

Mata acara 4 —

Telah dilaksanakan dan
mendapatkan persetujuan
pemegang saham dalam RUPST.
Keputusan pemegang saham untuk
tidak membagikan dividen & telah
diumumkan Perseroan melalui iklan
pada harian Investor Daily tanggal
22 April 2019 dan web IDX net dan
situs Perseroan pada tanggal 22
April 2019

Perubahan susunan Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi telah
dinyatakan dalam akta Pernyataan
Sebagian Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahun yang
dibuat oleh Notaris & PPAT Ir.
Nannete Cahyanie Handari Adi
Warsito, SH sesuai Akta No 42 yang
pemberitahuannya telah diterima
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, sesuai surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Lippo Karawaci Tbk
No. AHU- AH.01.03-0211348 tanggal
18 April 2019

Berdasarkan wewenang yang
dilimpahkan dalam RUPST dan
setelah mempertimbangkan
rekomendasi Komite Audit
tertanggal 10 April 2019, Dewan
Komisaris Perseroan telah menunjuk
Saptoto Agustomo dengan Nomor
Izin Akuntan Publik No. AP 0499
dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar dan Rekan, sebagai akuntan
publik yang melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas
Anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 sesuai Surat Keputusan Dewan
Komisaris tertanggal 11 April 2019.

2. Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite

Sekretaris Perusahaan telah mengkoordinasi

penyelenggaraan 19 kali Rapat Direksi, 6 kali Rapat

Dewan Komisaris, 10 kali Rapat Komite Audit dan 4 kali

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

selama tahun 2019.

b. Report of AGMS implementation:
Agenda 1- Executed and completed, and approved
by the shareholders in AGMS.

Agenda 2 - Shareholders decided not to share
dividens and the announcement was
published in Investor Daily on April
22,2019 and IDX website and the
Company'’s official website on April 22,
2019.

Agenda 3 - Changes to the composition of the
BOC and BOD was stated in a deed of
Partial Resolution of the AGMS No 42
written by Notary & PPAT Ir. Nannete
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH with
the letter of notification received by the
Minister of Law and Human Rights in
accordance with Receipt of Notification
of Data Changes of PT Lippo Karawaci
Tbk No. AHU- AH.01.03-0211348 dated
April 18, 2019

Agenda 4 - According to the authority granted
through AGMS and by considering
the recommmendation of Audit
Committee dated April 10, 2019 the
BOC appointed public accounting
firm Saptoto Agustomo with Public
Accountant License Number No.
AP 0499 and KAP Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Partner, as the public
accountant to audit Lippo Karawaci's
Consolidated Financial Statements and
its Subsidiaries for the fiscal year ended
on December 31, 2019 under the Board
Resolution Letter dated on April 11,2019.

Meeting of the Board of Directors, Commissioners and
Committees

In 2019, The Corporate Secretary coordinated 19 BOD
meetings, 6 BOC meetings, 10 Audit Committee
meetings and 4 Nomination & Remuneration

Committee meetings.
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Jadwal Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-
Komite telah diatur dan diinformasikan kepada Direksi,
Dewan Komisaris dan Komite terkait untuk periode
2020 dan akan disesuaikan kembali apabila diperlukan.

Kewajiban dan Kepatuhan Atas Peraturan Pasar Modal

Pelaksanaan kewajiban pelaporan yang telah dilakukan:

a. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan
sesuai Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 (“Peraturan
XK2"):

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak (audit) untuk periode 1tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2018, telah
disampaikan melalui surat tertulis kepada OJK
no: 062-0jk/LK-COS/INI/2019 dan PT Bursa Efek
Indonesia (“IDX") dengan no : 062-idx/LK-COS/
111/2019 tanggal 6 Maret 2019, dan juga melalui
OJK Net / IDXNet pada hari yang sama serta
diiklankan di hari yang sama pada surat kabar
Investor Daily. Perseroan telah mematuhi
Ketentuan Peraturan No. X.K.2 sehubungan
dengan pelaksanaan kewajiban ini.

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak (penelaahan terbatas) untuk
periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret
2019, telah disampaikan melalui surat tertulis
kepada OJK dan BEI tertanggal 30 April 2019
dan juga melalui Spe.OJK/ IDX.net pada tanggal
yang sama. Perseroan menyampaikan kepada
OJK dan BEI pemberitahuan melalui surat
No. 235/LK-COS/ IV/2019 tanggal 30 April 2019.
Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan
No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan
kewajiban

- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo -
Karawaci Tbk dan Entitas Anak Tengah
Tahunan (penelaahan terbatas) untuk periode
6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019,
Perseroan telah menyampaikan ke OJK dan BEI
melalui surat no: 409/LK-COS/VI1/2019 tertanggal
31 Juli 2019 bahwa terlambat menyampaikan
kewajiban ini karena adanya aksi korporasi anak
perusahaan.Sesuai dengan yang disampaikan
melalui surat pemberitahuan tertulis kepada
OJK dan BEI No. 460/LK-COS/VI11/2019
tertanggal 30 Agustus 2019 dan juga melalui
spe.OJK/ IDX.net pada tanggal yang sama.
Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan
No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan

kewajiban ini.
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Schedule of meetings of the Board of Directors,
Commissioners and Committees for 2020 has been
planned and informed to all members so that it may be

adjusted when necessary.

Duties and Compliance with Capital Market

Regulations

Obligatory reporting which had been conducted:

a. Periodic Financial Statements submitted under
BAPEPAM-LK Regulation No. X.K.2:

- The Company's consolidated Financial
Statements and its Subsidiaries (audited) for
one-year period ended on December 31, 2018,
submitted by written letter to OJK no: 062-ojk/
LK-COS/111/2019 and IDX no : 062-idx/LK-COS/
111/2019 dated March 6, 2019, as well as through
OJK Net and IDX Net on the same day and
advertised on the same day as well in Investor
Daily newspaper. The Company complied with

provisions in the Regulation No. X.K.2.

- The Company’s consolidated financial
statements and its Subsidiaries (unaudited) for
three-month period ended on March 31, 2019,
submitted through written letter to OJK and
IDX on April 30,2019 as well as in Spe.OJK/IDX.
net on the same day. The Company delayed
in submitting the obliged reports due to a
subsidiary’s corporate action, which also had
been informed through letter No. 235/LK-COS/
IV/2019 dated April 30, 2019. The Company
complied with provisions in the Regulation No.
X.K2.

- The mid-annual Consolidated Financial
Statements (limited review) of PT Lippo
Karawaci Tbk and Subsidiaries for the 6-month
period ended 30 June 2019 have been submitted
by the Company to OJK and IDX through letter
no: 409/LK-COS/VI1/2019 dated July 31 2019.
There was a delay in submitting this obligation
due to corporate action of its subsidiary, which
accordance with the written notification to
OJK and IDX No. 460/LK-COS/VIII/2019 dated 30
August 2019 and also through spe.OJK/IDX.net
on the same date. In this case, the Company has
complied with Regulation No. X.K.2 related to
the implementation of this obligation.
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- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo -
Karawaci Tbk dan Entitas Anak (penelaahan
terbatas) untuk periode 9 bulan yang berakhir
pada 30 September 2019, Perseroan telah
menyampaikan ke BEI melalui surat tertulis No.
542/LK-COS/ X/2019 tanggal 28 Oktober 2019
terlambat menyampaikan kewajiban ini karena
adanya rencana untuk melakukan penelaahan
terbatas oleh Akuntan Publik. Sesuai dengan
yang disampaikan melalui surat tertulis no.
583/LLK-COS/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
Perseroan telah mematuhi Ketentuan Peraturan

The Consolidated Financial Statements
(limited review) of PT Lippo Karawaci Tbk and
Subsidiaries for the 9-month period ended
September 30, 2019 have been submitted by
the Company to the IDX with a written letter
No. 542/LK-COS/X/2019 dated October 28, 2019.
There was a delay in submitting this obligation
due to a limited review conducted by the
Public Accountant. In accordance with the
written letter no. 583/LK-COS/XI/2019 dated 29
November 2019, the Company has complied
with Regulation No. X.K.2 with respect to

No. X.K.2 sehubungan dengan pelaksanaan
kewajiban.
b. Laporan Tahunan 2018 telah disampaikan sesuai

Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 pada tanggal

30 April 2018

c. Laporan Registrasi Saham bulanan disampaikan
secara regular setiap bulan kepada OJK dan IDX
melalui Spe.OJK/IDX.net.

d. Laporan Hutang dalam Bentuk Valas disampaikan
secara regular kepada OJK setiap bulan melaluiSpe.

OJK.
e. Laporan Keterbukaan Informasi yang telah
disampaikan sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi

carrying out obligations.

b. Annual Report 2018 had been submitted according to
POJK No.29/POJK.04/2016 on April 30, 2018.

c. Monthly Share Register report is regularly submitted to
OJK and IDX through spe.OJK/IDX.net

d. Monthly Debt in Foreign Exchange report is submitted

regularly every month to OJK via Spe.OJK.

e. Information disclosures are as follows:

Information disclosures

List of the Company’s Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

Tanggal No. Surat Tujuan
Date Letter No. Addressee

008/LK-
COS/1/2020

Direktur Penilaian
Keuangan
Perusahaan SJ OJK

9 Januari 2019

OIJK Director for
Service Sector

Perihal
Subject

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of January 2019.

Peraturan
Regulation

Surat OJK No.S-124/PM.23/2013

OJK Letter No.5-124/PM.23/2013

2 10 Januari 2019 007/LK-COS/I/  KEPPM OJK Laporan Informasi atau Fakta Material POJK No.31/POJK.04/2015
2019 Penjualan Rumah Sakit di Myanmar tentang Keterbukaan atas
oleh Anak Perusahaan Perseroan. Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
OJK's CMSEH Information Disclosure - the Sale POJK No.31/POJK.04/2015 on
of Hospital in Myanmar by LPKR's Disclosure of Information or
Subsidiary. Material Fact by Public Limited
Companies
3 13 Januari 2019 021/LK- KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
COS/1/2020 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk per tanggal 31 Desember 2018 Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's MSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders PT Lippo Karawaci Tbk on Regular Financial Statement
Director as of December 31,2018 Submission Requirement
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Daftar Korespondesi dan Keterbukaan Informasi dengan Otoritas Pasar Modal Tahun 2019

List of the Company'’s Disclosure Information and Correspondence with Capital Market Authority 2019

Tanggal
Date

\[o}

No. Surat
Letter No.

Tujuan
Addressee

Perihal
Subject

Peraturan
Regulation

4 16 Januari 2019 015/LK-COS/I/ KEPPM OJK Laporan Penunjukan Akuntan Publik  Peraturan Bapepam No.X.K1
2019 dan/atau Kantor Akuntan Publik yang tentang Keterbukaan Informasi
Memberikan Jasa Audit Informasi Yang Harus Segera Diumumkan
Keuangan Historis Tahunan pada Kepada Publik
PT Lippo Karawaci Tbk.
OJK's CMSEH Report on the Appointment of the Bapepam Regulation No.X.K.1
Public Accountant and/or Public on Information Disclosure to be
Accounting Firm that Provides the Immediately Announced to the
Annual Audit of Financial Information  Public
Services to PT Lippo Karawaci Tbk.
5 4 Februari 2019 026/LK-COS/ll/ KPP PP2 BEI Penjelasan atas Pemberitaan di Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

2019

IDX CAH Corporate

Valuation 2

Media Massa Perihal : “S&P Turunkan
Rating PT Lippo Karawaci Tbk
menjadi CCC+".

Explanation on News Article
Regarding: “S&P Lower PT Lippo
Karawaci Tbk Rating to CCC +".

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement

6 6 Februari 2019
2019

032/LK-COS/Il/

Direktur Penilaian
Keuangan

Perusahaan SJ OJK

OIJK Director
Service Sector

Konfirmasi Keterlambatan Laporan
Keuangan Tengah Tahunan PT Lippo
Karawaci Tbk untuk Tahun 2018.

Confirmation of the Delay in
submission of TH Financial Statement
2018.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2
on Regular Financial Statement
Submission Requirement

7 8 Februari 2019
2019

036/LK-COS/Il/

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

MSEH
IDX President
Director

Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek PT Lippo Karawaci
Tbk per tanggal 31 Januari 2019

Monthly Report: Registration of
Shareholders PT Lippo Karawaci Tbk
as of January 31,2019.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2
on Regular Financial Statement
Submission Requirement

8 8 Februari 2019
2019

037/LK-COS/Il/

Direktur Penilaian
Keuangan

Perusahaan SJ OJK

OJK Director for
Service Sector
Taxable Business

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of January 2019.

Surat OJK No.5-124/PM.23/2013

OJK Letter No.5-124/PM.23/2013

9 25 Februari 2019
2019

048/LK-COS/Il/

KEPPM OJK

OJK's CMSEH

Pemberitahuan Rencana RUPST PT
Lippo Karawaci Tbk.

Notification of Proposed AGMS
Schedule.

POJK No.32/POIK.04/2014
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka

POJK No0.32/POJK.04/2014

on the Planning and Holding
Implementation of General
Meeting of Shareholders of the
Public Company

10 26 Februari 2019
2019

049/LK-COS/II/

IDX Net ereporting

Penjualan Saham PT Lippo Karawaci
Tbk oleh Pemegang Saham Utama
PT Inti Anugerah Pratama (IAP).

Information Disclosure by Certain
Shareholders: IAP sale of PT Lippo
Karawaci Tbk shares.

POJK No.31/POIK.04/2015
tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

POJIK No0.31/POJK.04/2015 on
Disclosure of Information or
Material Fact by Public Company
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Date
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1l 26 Februari2019  050/LK-COS/Il/

2019

POJK No.31/POIK.04/2015
tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

IDX Net ereporting  Pembelian Saham PT Lippo Karawaci
Tbk oleh PT Primantara Utama

Sejahtera (PUS).

POJK No.31/POJK.04/2015 on
Disclosure of Information or

Information Disclosure by Certain
Shareholders: PUS acquisition of PT

Lippo Karawaci Tbk shares.

Material Fact by Public Company

12 4 Maret 2019 057/LK-COS/Ill/  KEPPM OJK Bukti Iklan Pengumuman RUPSTPT  POJK No.32/POJK.04/2014
2019 Lippo Karawaci Tbk tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
OJK's CMSEH Notification of Proposed AGMS POJK No0.32/POJK.04/2014
Schedule. on the Planning and Holding
Implementation of General
Meeting of Shareholders of the
Public Company
13 4 Maret 2019 059/LK-COS/Ill/  KEPPM | OJK Pemberitahuan Perubahan Jadwal POJIK No.32/POJK.04/2014
2019 Direktur Utama Pelaksanaan RUPST PT Lippo tentang Rencana dan
BEI Karawaci Tbk Tahun Buku 2018. Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka
OJK's CMSEH Notification of Changes to the POJK No.32/POJK.04/2014 on the
IDX President Schedule of AGMS. Planning and Implementation of
Director General Meeting of Shareholders
of the Public Company
14 4 Maret 2019 060/LK-COS/Ill/  Kepala Unit Permintaan Penjelasan Atas Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
2019 Evaluasi dan Pemberitaan di Media Massa tentang  BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Pemantauan Dugaan Kasus Suap Meikarta. Penyampaian Informasi
Emiten 2 PP2 BEI
IDX Head of Explanation of News Article IDX Regulation No.I-E Kep-306/
Corporate Regarding: Alleged Bribery Case. BEJ/07-2004 on Information
Monitoring and Submission Requirement
Evaluation Unit 2
PP2
15 4 Maret 2019 061/LK-COS/Ill/  IDX Net Pemberitahuan RUPST PT Lippo POJK No.32/POJIK.04/2014
2019 e-reporting Karawaci Tbk. tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka
Notice of Annual General Meeting of POJK No0.32/POJK.04/2014 on the
Shareholders of LPKT. Planning and Holding of Public
Limited Companies General
Meeting of Shareholders
16 6 Maret 2019 062/LK-COS/Ill/  KEPPM OJK Penyampaian Laporan Keuangan Peraturan Bapepam
2019 Direktur Utama Konsolidasian PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk untuk tahun yang berakhir pada Penyampaian Laporan
tanggal 31 Desember 2018. Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Submission of the Consolidated Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Financial Statements of PT Lippo on Regular Financial Statement
Director Karawaci Tbk for the year ended Submission Requirement
December 31, 2018.
17 6 Maret 2019 063/LK-COS/Ill/  KEPPMI| OJK Bukti Iklan Laporan Keuangan Peraturan Bapepam

2019

Direktur Utama
BEI

Konsolidasian PT Lippo Karawaci
Tbk untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018.

No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

OJK's CMSEH Submission of Copy of Published Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Summary Consolidated Financial on Regular Financial Statement
Director Statements of PT Lippo Karawaci Tbk  Submission Requirement

for the year ended December 31, 2018
in Newspaper.
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Perihal
Subject
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No. Surat ‘

18 6 Maret 2019 064/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
111/2019 Direktur Utama :“Laporan Keuangan Audit PT Lippo BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
BEI Karawaci Tbk 2018" Penyampaian Informasi
OJK's CMSEH Submission of Press Release titled : IDX Regulation No.l-E Kep-306/
IDX President “PT Lippo Karawaci Tbk Audited For BEJ/07-2004 on Information
Director the FY 2018 Financial Results". Submission Requirement
19 8 Maret 2019 066/LK-COS/Il/  KEPPMI OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
2019 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk. Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of February 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
20 8 Maret 2019 067/LK-COS/Ill/  Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawacl Tbk per 28 Februari 2019.
Jasa OJK
OIJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of February 2019.
Taxable Business
21 12 Maret 2019 071/LK-COS/Ill/  KEPPMI OJK Bukti Iklan Pengumuman POJK No.32/POJK.04/2014
2019 Pemberitahuan RUPST PT Lippo tentang Rencana dan
Karawaci Tbk . Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
OJK's CMSEH Submission of a copy of POIJK N0.32/POJK.04/2014 on the
Announcement of AGMS Plan. Planning and Implementation of
General Meeting of Shareholders
of the Public Company
22 12 Maret 2019 072/LK-COS/IIl/  KEPPM OJK Keterbukaan Informasi terkait POJK No.33/POJK.04/2014
2019 Direktur Utama Pengunduran Diri Anggota Komisaris  tentang Direksi dan Dewan
BEI PT Lippo Karawaci Tbk (“Perseroan”) Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik
OJK's CMSEH Information Disclosure on POJK No.33/POJK.04/2014
IDX President the Resignation of Board of on the Board of Directors
Director Commissioners. or Commissioners of Public
Company
23 12 Maret 2019 073/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Informasi atau Fakta Material POJK No.31/POJK.04/2015
111/2019 Penjualan Lippo Mall Puri. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
OJK's CMSEH Information Disclosure on the POJK No.31/POJK.04/2015 on
Proposed Sales of Lippo Mall Puri. Disclosure of Information or
Material Fact by Public Company
24 12 Maret 2019 074/LK-COS/ KEPPM OJK Keterbukaan Informasi Yang Perlu POJK No.38/POJIK.04/2014
111/2019 Direktur Utama Diketahui Publik Permohonan tentang Penambahan Modal
BEI Pencatatan Saham Penambahan Perusahaan Terbuka Tanpa
Modal Tanpa Hak Memesan Efek Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD). Terlebih Dahulu
OJK's CMSEHDX Information Disclosure to Request POJIK N0.38/POJK.04/2014

President Director

the Registration of Shares for Capital
Increase without Pre-Emptive Rights.

on Capital Injection of Public
Limited Companies without
Rights Issue
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25 12 Maret 2019 075/LK-COS/

11/2019

Tujuan
Addressee
KEPPPM OJK

Direktur Utama
BEI

Perihal
Subject

Penyampaian Press Release “Lippo
Karawaci Dapatkan Dana USD 1
Miliar untuk Memulai Transformasi
Strategis dan Umumkan Jajaran
Dewan Komisaris dan Direksi Baru.”

Peraturan
Regulation

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of Press Release titled IDX Regulation No.l-E Kep-306/
IDX President : “Lippo Karawaci Received USD 1 BEJ/07-2004 on Information
Director Billion in Funding to Start Strategic Submission Requirement
Transformation and Announce
New Board of Commissioners and
Directors.”
26 12 Maret 2019 076/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Pengumuman POJK No.31/POIK.04/2015

11/2019

Direktur Utama
BEI

Keterbukaan Informasi tentang
Bonds Tender.

tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

OJK's CMSEH Submission of Copy of POJK No.31/POJK.04/2015 on
IDX President Announcement of Bonds Tender. Disclosure of Information or
Director Material Fact by Public Limited
Companies
27 12 Maret 2019 077/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Informasi atau Fakta Material POJK No.31/POJK.04/2015

11/2019

Direktur Utama
BEI

Execution of ASSA.

tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

OJK's CMSEH Information Disclosure on the POJK No.31/POJK.04/2015 on
IDX President Execution of Advance Share Disclosure of Information or
Director Subscription Agreement (ASSA). Material Fact by Public Limited
Companies
28 12 Maret 2019 078/LK-COS/ KEPPM OJK Pemberitahuan Perubahan Waktu POJK No.32/POJK.04/2014

11/2019

Direktur Utama
BEI

dan Tempat Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Lippo Karawaci Tbk Tahun Buku
2018.

tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka

OJK's CMSEH Notification of Revision of Venue of POJK No0.32/POJK.04/2014 on the
IDX President AGCMS. Planning and Holding of Public
Director Limited Companies General
Meeting of Shareholders
29 12 Maret 2019 079/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Informasi atau Fakta Material POJK No.31/POJK.04/2015

11/2019

Direktur Utama
BEI

(Bonds Tender).

tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

OJK's CMSEH Information Disclosure on the Launch  POJK No.31/POJK.04/2015 on
IDX President of Bonds Tender. Disclosure of Information or
Director Material Fact by Public Limited
Companies
30 15 Maret 2019 081/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

11/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

: “Moodys Naikkan Prospek Peringkat
PT Lippo Karawaci Tbk menjadi
Stabil".

Submission of Press Release titled :
“Moody’s upgrades Lippo Karawaci's
ratings outlook to Stable; Validates
funding programme”.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
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31 20 Maret 2019 090/LK-COS/

11/2019

Tujuan
Addressee

Direktur Penilaian

Keuangan
Perusahaan OJK

OJK Director

Perihal
Subject

Tanggapan surat OJK No. S-323
Perihal Keterbukaan Informasi PT
Lippo Karawaci Tbk tanggal 12 Maret
2019.

Response to OJK letter No. S-323
inquiring Information Disclosure
dated 12 March 2019.

Peraturan
Regulation

POJK No.31/POIK.04/2015
tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

POJK No.31/POJK.04/2015 on
Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies

32 20 Maret 2019 091/LK-COS/

11/2019

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

Penyampaian Press Release berjudul
"PT Lippo Karawaci Tbk Ditempatkan
pada Rating Watch Positive oleh
Fitch.”

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President “PT Lippo Karawaci Tbk Placed on BEJ/07-2004 on Information
Director Positive Rating Watch by Fitch.” Submission Requirement

33 20 Maret 2019 092/LK-COS/ KEPPM OJK Permohonan Penundaan Pengalihan  POJK No.30/POJK.04/2017

111/2019

Direktur Utama
BEI

Treasury Stock.

tentang Pembelian Kembali
Saham Yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka

OJK's CMSEH Request for Extention Time of POIK No.30/POJIK.04/2017 on
IDX President Transfer Treasury Stocks. Share Buyback by Public Limited
Director Companies

34 21 Maret 2019 093/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

11/2019

Direktur Utama
BEI

:“PT Lippo Karawaci Tbk Cata
Langkah Awal Positif dalam Program
Pendanaan.”

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's Capital Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
MarketMSEH “Lippo Karawaci gains traction on BEJ/07-2004 on Information
IDX President funding programme; Pre-funding of Submission Requirement
Director USD280 million received.”

35 25 Maret 2019 N4/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Pengumuman Bonds POJK No.31/POIK.04/2015

11/2019

Direktur Utama
BEI

Tender.

tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

OJK's CMSEH Submission of Announcement of POJK No.31/POJK.04/2015 on
IDX President Tender Bonds. Disclosure of Information or
Director Material Fact by Public Limited
Companies
36 25 Maret 2019 15/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

11/2019

Direktur Utama
BEI

:“Para Pemegang Surat Utang
Menunjukkan Keyakinan Terhadap
Posisi Keuangan Lippo Karawaci.”

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of Press Release IDX Regulation No.I-E Kep-306/

IDX President titled : “Noteholders Demonstrate BEJ/07-2004 on Information

Director Confidence in Lippo Karawaci's Submission Requirement

Financial Position.”
37 27 Maret 2019 102/LK-COS/ KEPPM | OJK Bukti Iklan Pemanggilan RUPS T PT POJK N0.32/POJK.04/2014
111/2019 Lippo Karawaci Tbk. tentang Rencana dan

Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka

OJK's CMSEH Submission of a copy of Invitation to POJK N0.32/POJK.04/2014 on the

AGMS.

Planning and Holding of Public
Limited Companies General
Meeting of Shareholders
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38 27 Maret 2019 103/LK-COS/

11/2019

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

Penyampaian Laporan Tahunan 2018
PT Lippo Karawaci Tbk.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

OJK's CMSEH Submission of 2018 Annual Report. Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
39 27 Maret 2019 124/LK-COS/ IDX Net Pemanggilan RUPS T PT Lippo POJIK No.32/POJK.04/2014
111/2019 e-reporting Karawaci Tbk. tentang Rencana dan
SPE OJK Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
Invitation to Annual GMS. POJK No.32/POJK.04/2014 on the
Planning and Holding of Public
Limited Companies GMS
40 28 Maret 2019 131/LK-COS/ IDX Net Penyampaian Pengumuman Bonds POJK No.31/POIK.04/2015
111/2019 e-reporting Tender. tentang Keterbukaan atas
SPE OJK Informasi atau Fakta Material

Submission of Announcement of
Bonds Tender Result.

oleh Emiten atau Perusahaan
Publik

POJK No.31/POIK.04/2015 on
Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies

141/LK-COS/
1V/2019

41 2 April 2019

Deputy Komisioner
Pengawas Pasar
Modal OIK

OJK Deputy
Commissioner for
Capital Market
Supervision

Penjelasan terkait REIT.

Explanation regarding REITs.

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement

148/LK-COS/
1V/2019

42 8 April 2019

Direktur Penilaian
Keuangan
Perusahaan Sektor
Jasa OJK

OJK Director for
Service Sector
Taxable Business

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of March 2019.

Surat OJK No.5-124/PM.23/2013

OJK Letter No.5-124/PM.23/2013

149/LK-COS/
1V/2019

43 8 April 2019

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek PT Lippo Karawaci
Tbk.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of March 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
44 11 April 2019 158/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit POJK No.13/POJIK.03/2017
1IV/2019 PT Lippo Karawaci Tbk terhadap tentang Penggunaan Jasa
Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit. Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan
Jasa Keuangan
OJK's CMSEH Submission of Audit Committee POJK N0.13/POJIK.03/2017 on

Evaluation Report on the
Implementation of Audit Services.

the Employment of Public
Accountant and Public
Acountant Office in Financial
Service Activities
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45 11 April 2019 161/LK-COS/ KEPPM OJK Perubahan dan /atau Tambahan POIJK N0.32/POJK.04/2015
1IV/2019 Keterbukaan Informasi dalam tentang Penambahan Modal
rangka Penambahan Modal Dengan Perusahaan Terbuka Dengan
memberikan Hak Memesan Efek Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu PT Lippo Karawaci Terlebih Dahulu
Tbk.
OJK's CMSEH Changes and/or Additional POJK N0.32/POJK.04/2015
Information relating to the Right on Capital Injection of Public
Issue Plan. Limited Companies through
Right Issue
46 15 April 2019 167/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Perubahan dan/atau POJK No.32/POJK.04/2015
1IV/2019 Tambahan Kl kepada Para Pemegang tentang Penambahan Modal
Saham Dalam Rangka Penambahan Perusahaan Terbuka Dengan
Modal Dengan Memberikan Hak Memberikan Hak Memesan Efek
Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Terlebih Dahulu
Lippo Karawaci Tbk.
OJK's CMSEH Submission of Amendments and/or POJK No.32/POJK.04/2015
Additional Information Disclosure to on Capital Injection of Public
Shareholders in the Context of Capital Limited Companies through
Additions through Right Issue PT Right Issue
Lippo Karawaci Tbk.
47 18 April 2019 180/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
1IV/2019 Direktur Utama “Para Pemegang Saham Lippo BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
BEI Karawaci Menyetujui Right Issue dan ~ Penyampaian Informasi
Dewan Komisaris Baru.”
OJK's CMSEH “Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President "Lippo Karawaci Shareholders BEJ/07-2004 on Information
Director Approve Right Issue and New Board Submission Requirement
Members.”
48 18 April 2019 181/LK-COS/ Dewan Komisioner  Pernyataan Manajemen dalam Peraturan Bapepam
1IV/2019 OJK Bidang Akuntansi untuk Tahun- No.X.K.2 tentang Kewajiban
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Penyampaian Laporan
Desember 2018 dan 2017. Keuangan Berkala
OJK Board of Management Representation Letter Bapepam Regulation No.X.K.2
Commissioners For Financial Statement ending 31 on Regular Financial Statement
December 2018 and 2017. Submission Requirement
49 22 April 2019 202/LK-COS/ KEPPM OJK Hasil RUPS PT Lippo Karawaci Tbk. POJIK No.32/POJK.04/2014
1IV/2019 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
OJK's CMSEH Announcement of AGMS Results. POJK No.32/POJK.04/2014 on the
Planning and Holding of Public
Limited Companies GMS
50 22 April 2019 203/LK-COS/ KEPPMI OJK Laporan Kepemilikan Saham Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
1IV/2019 Perusahaan Terbuka. BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi
OJK's CMSEH Report on the Public Company IDX Regulation No.I-E Kep-306/
Shares’ Ownership. BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
51 22 April 2019 207/LK-COS/ KEPPM OJK Pengantar Pernyataan Pendaftaran POJK No0.32/POJK.04/2015
1IV/2019 dalam rangka Penawaran Umum tentang Penambahan Modal
Terbatas IV. Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
OJK's CMSEH Cover Letter of Submission of POJK N0.32/POJK.04/2015

Registration Statement of Right Issue
IV.

on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue
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213/LK-COS/
1V/2019

52 22 April 2019

No. Surat
Letter No.

Tujuan
Addressee

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

Perihal
Subject

Pengumuman Informasi Mengenai
Penawaran Umum Terbatas IV.

Peraturan
Regulation

POJK No.32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

OJK's CMSEH Information Disclosure relating to POJK No.32/POJK.04/2015
IDX President Right Issue. on Capital Injection of Public
Director Limited Companies through
Right Issue
53 22 April 2019 214/LK-COS/ KEPPM OJK Pembentukan Komte Audit PT Lippo ~ POJK No.55/POJK.04/2015

1V/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH IDX

President Director

Karawaci Tbk.

Notification on the Establishment of
the Audit Committee.

tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja KA

POJK No.55/POJK.04/2015 on the
Setup and Work Implementation
Guideline of AC

54 22 April 2019 215/LK-COS/ KEPPM OJK Bukti Pengumuman Ringkasan POJIK No.32/POJK.04/2014
1IV/2019 Risalah RUPST PT Lippo Karawaci Tbk. tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
OJK's CMSEH Submission of a Copy of POJK No0.32/POJK.04/2014 on the
Announcement relating to AGMS Planning and Holding of Public
results. Limited Companies GMS
55 23 April 2019 217/LK-COS/ KEPPM OJK Kepemilikan Saham Perseroan atas POJK No.31/POJK.04/2015
1IV/2019 nama John Riady. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
OJK's CMSEH Information Disclosure by Certain POJK No0.31/POJK.04/2015 on
Shareholders: John Riady's shares in Disclosure of Information or
PT Lippo Karawaci Tbk. Material Fact by Public Limited
Companies
56 25 April 2019 222/LK-COS/ KEPPM OJK Pengumuman Keterbukaan Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
1IV/2019 DiUt BEI Informasi kepada Para Pemegang BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Saham PT Lippo Karawaci Tbk. Penyampaian Informasi
OJK's CMSEH Information Disclosure to the IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President Shareholders of PT Lippo Karawaci BEJ/07-2004 on Information
Director Tbk. Submission Requirement
57 29 April 2019 227/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release Projek Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

1V/2019

Direktur Utama
BEI

Rumah Sakit Myanmar.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of Press Release of IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President Myanmar Hospital Project. BEJ/07-2004 on Information
Director Submission Requirement

58 30 April 2019 235/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Laporan Keuangan Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

1V/2019

Direktur Utama
BEI

Konsolidasian Kuartal | 2019
(Penelaahan Terbatas) PT Lippo
Karawaci Tbk.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of the Consolidated IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President Financial Statement (Limited Review) BEJ/07-2004 on Information
Director for the 1st Quarter of 2019 of PT Lippo  Submission Requirement
Karawaci Tbk.
59 30 April 2019 236/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

1V/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

“PT Lippo Karawaci Tbk Q12019 Catat
Peningkatan 12% Pendapatan dan
Posisi Neraca yang Kuat.”

Submission of Press Release titled:
“PT Lippo Karawaci Tbk Reports
1Q 2019 Results with 12% Increase
Revenue and stronger Balance
Sheet.”

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
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60 7 Mei 2019 247/LK- KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
COS/V/2019 Direktur Utama “Gateway Partners Ikuti Langkah BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
BEI George Raymond Zage Ill dan Penyampaian Informasi
Chow Tai Fook Investasi di PT Lippo
Karawaci Tbk.”
OJK's CMSEH Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President “Gateway Partners Joins George BEJ/07-2004 on Information
Director Raymond Zage Ill and Chow Tai Fook  Submission Requirement
in Investing in PT Lippo Karawaci
Tbk.”
61 7 Mei 2019 248/LK- Direktur PP2 Permintaan Penjelasan dan Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
COS/V/2019 Kepala Division Reminder atas Rencana BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
PP2 BEI Penambahan Modal Dengan Hak Penyampaian Informasi
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Director Corporate  Respond to IDX Request for IDX Regulation No.I-E Kep-306/
Assessment2 Explanation and Reminder of the BEJ/07-2004 on Information
DivisionHead Proposed Right Issue. Submission Requirement
Corporate
Assessment2 BEI
62 9 Mei 2019 251/LK- KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
COS/V/2019 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk. Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of April 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
63 9 Mei2019 252/LK- Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
COS/V/2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawaci Tbk.
Jasa OJK
OJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of April 2019.
64 10 Mei 2019 263/LK- KEPPM OJK Surat Pengantar dalam rangka POJK No.32/POJK.04/2015
COS/V/2019 Penawaran Umum Terbatas IV PT tentang Penambahan Modal
Lippo Karawaci Tbk. Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
OJK's CMSEH Cover Letter in regards to the Right POJK No.32/POJK.04/2015
Issue (PUT IV) of PT Lippo Karawaci on Capital Injection of Public
Tbk. Limited Companies through
Right Issue
65 10 Mei 2019 264/LK- KEPPM OJK Tambahan Informasi dalam rangka POJK No.32/POJK.04/2015
COS/V/2019 Penawaran Umum Terbatas IV PT tentang Penambahan Modal
Lippo Karawaci Tbk Tbk. Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
OJK's CMSEH Additional Information in the context ~ POJK No.32/POJK.04/2015
of the Right Issue (PUT IV) of PT Lippo  on Capital Injection of Public
Karawaci Tbk. Limited Companies through
Right Issue
66 10 Mei 2019 265/LK- KEPPM OJK Reissue Pernyataan Manajemen Peraturan Bapepam
COS/V/2019 dalam Bidang Akuntansi untuk No.X.K.2 tentang Kewajiban
Tahun-tahun yang berakhir tanggal Penyampaian Laporan
31 Desember 2018 dan 2017. Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Management Representation Letter Bapepam Regulation No.X.K.2

For Financial Statement ending 31
December 2018 and 2017.

on Regular Financial Statement
Submission Requirement
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67 17 Mei 2019 283/LK- KEPPM OJK Risalah RUPST PT Lippo Karawaci Tok. POJK N0.32/POJK.04/2014
COS/V/2019 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka
OJK's CMSEH Submission of Minutes of AGMS. POJK N0.32/POJK.04/2014 on the
Planning and Holding of Public
Limited Companies GMS
68 31 Mei 2019 307/LK- Dewan Komisioner  Surat Pernyataan Manajemen Bidang Peraturan Bapepam
COS/V/2019 OJK Akuntansi. No.X.K.2 tentang Kewajiban

OJK Board of
Commissioners

Management Representation Letter
For Financial Statement ending 31
December 2018 and 2017.

Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2
on Regular Financial Statement
Submission Requirement

69 10 Juni2019 310/LK-COS/

VI/2019

Direktur Penilaian
Keuangan
Perusahaan Sektor
Jasa OJK

OIJK Director for
Service Sector
Taxable Business

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of May 2019.

Surat OJK No.S-124/PM.23/2013

OJK Letter No.5-124/PM.23/2013

70 10 Juni 2019 311/LK-COS/

VI/2019

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek PT Lippo Karawaci
Tbk.

Monthly Report: Registration of
Shareholders as of May 2019.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2
on Regular Financial Statement
Submission Requirement

71 10 Juni 2019 312/LK-COS/

VI/2019

Dewan Komisioner
QOJK

OJK Board of
Commissioners

Surat Pernyataan Manajemen Bidang
Akuntansi.

Statement Letter from Management
in Accounting.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2
on Regular Financial Statement
Submission Requirement

72 10 Juni 2019 315/LK-COS/ KEPPM OJK Surat Pengantar Untuk Tambahan POJK No.32/POJK.04/2015
VI/2019 Informasi Reg. 3 Hak Memesan Efek tentang Penambahan Modal
Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
OJK's CMSEH Cover Letter for Updated Registration ~ POJK No.32/POJK.04/2015
Statement 3 Right Issue on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue
73 13 Juni 2019 321/LK-COS/ KEPPM OJK Penerbitan Kembali Laporan Peraturan Bapepam
VI1/2019 Keuangan KonsolidasianPT Lippo No.X.K.2 tentang Kewajiban
Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk  Penyampaian Laporan
Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Keuangan Berkala
Desember 2018 (Audit).
OJK's CMSEH Reissue of PT Lippo Karawaci Tok and  Bapepam Regulation No.X.K.2

Subsidiary's Consolidated Financial
Statement for the Year Ended 31
December 2018 (Audit).

on Regular Financial Statement
Submission Requirement
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No.

T4 14 Juni 2019

Tanggal

No. Surat

Letter No.

322/LK-COS/
VI/2019

Tujuan
Addressee

Direktur Utama
BEI

IDX President
Director

Perihal
Subject

Penyampaian Informasi Tambahan
dan/atau Perubahan atas
Pengumuman Informasi PUT IV PT
Lippo Karawaci Tbk.

Disclosure of Additional Information
and/or Changes Announcement of
Right Issue IV of PT Lippo Karawaci
Tbk.

Peraturan
Regulation

POJK No.32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

POJK N0.32/POJK.04/2015
on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue

75 14 Juni 2019

323/LK-COS/
VI/2019

Direktur Utama
BEI

IDX President

Penerbitan Kembali Laporan
Keuangan KonsolidasianPT Lippo
Karawaci Tbk dan Entitas Anak yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2019
(Tidak Diaudit).

Reissue of PT Lippo Karawaci Tbk and

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

Bapepam Regulation No.X.K.2

Director Subsidiary’s Consolidated S which on Regular Financial Statement
ended on 31 March 2019 (Unaudited). Submission Requirement
76 14 3Juni 2019 326/LK-COS/ KEPPM OJK Bukti Pengiriman Iklan Tambahan POJK No.32/POJK.04/2015

VI/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

Informasi Terkait PUT IV kepada
Publik via SPE OJK, IDX Net dan Web
Perseroan.

Proof of Submission of Advertisement
for Additional Information Related to
PUT IV to the Public via SPE OJK, IDX
Net and the Company's Website.

tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

POJK No.32/POJK.04/2015
on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue

77 17 Juni 2019

332/LK-COS/
VI/2019

Direktur Utama
BEI

IDX President

Permohonan Pencatatan Saham
Tambahan Laporan Keuangan ke IDX.

Application for Listing of Additional

Director Shares on IDX.
78 19 Juni 2019 341/LK-COS/ IDX Net Jadwal Hak Memesan Efek Terlebih POJK No.32/POJK.04/2015
VI/2019 e-reporting Dahulu PT Lippo Karawaci Tbk. tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Rights Issue Schedule of PT Lippo POJK No.32/POJK.04/2015
Karawaci Tbk. on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue
79 20 Juni 2019 343/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
VI/2019 “Laporan Keuangan Mendukung BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Insentif Pemerintah Tingkatkan Penyampaian Informasi
Kepemilikan Rumah dan Hunian
Terjangkau.”
OJK's CMSEH Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
“LK Supports Government Incentives BEJ/07-2004 on Information
to Increase Home Ownership and Submission Requirement
Affordable Housing.”
80 27 Juni 2019 354/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

VI/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

“Peletakan Batu Pertama Axia IIl”

Submission of Press Release
titled: “Lippo Karawaci Announces
Groundbreaking of AXIAA 111
Development in Cikarang”.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
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81 8 Juli 2019 373/LK-COS/

VI11/2019

No. Surat
Letter No.

Tujuan
Addressee

Direktur Penilaian

Keuangan

Perusahaan Sektor

Jasa OJK

OJK Director for
Service Sector
Taxable Business

Perihal
Subject

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of June 2019.

Peraturan
Regulation

Surat OJK No.S-124/PM.23/2013

OIJK Letter No.S-124/PM.23/2013

82  81Juli2019 374/LK-COS/

VI11/2019

KEPPM OJK
Direktur Utama
BEI

Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek PT Lippo Karawaci
Tbk.

Peraturan Bapepam
No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala

OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of June 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement

83 9 Juli 2019 378/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Kepemilikan Atas Setiap Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

VI11/2019

Direktur Utama
BEI

Perubahan Kepemilikan Saham
Perusahaan Terbuka

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Disclosure of Changes in Ownership IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President in a Listed Company (PT Lippo BEJ/07-2004 on Information
Director Karawaci Tbk in LPCK) Submission Requirement

84 16 Juli 2019 384/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

VI11/2019

Direktur Utama
BEI

berjudul : “PT Lippo Karawaci Tbk
Berhasil Selesaikan Penawaran
Umum Terbatasnya, Memperoleh
Dukungan Signifikan dalam Rencana
Perubahannya.”

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President “PT Lippo Karawaci Tbk Successfully BEJ/07-2004 on Information
Director Completes its Right Issue, Gaining Submission Requirement
Significant Traction in Turnaround
Plan”.
85 16 Juli 2019 385/LK-COS/ KEPPM OJK Pengangkatan Anggota Komite Audit POJK No.55/POJK.04/2015
VII/2019 PT Lippo Karawaci Tbk. tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit
OJK's CMSEH Appointment of additional members ~ POJK No.55/POJK.04/2015 on the
to the Audit Committee of PT Lippo Setup and Work Implementation
Karawaci Tbk. Guideline of Audit Committee
86 16 Juli 2019 386/LK-COS/ KEPPM OJK Pengiriman Prospektus PUT IV PT POJIK No.32/POJK.04/2015
VII/2019 Lippo Karawaci Tbk. tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
OJK's CMSEH Submission of PT Lippo Karawaci Tbk  POJK No0.32/POJK.04/2015
IV Prospectus. on Capital Injection of Public
Limited Companies through
Right Issue
87  19Juli2019 393/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Kepemilikan Saham POJIK No0.31/POJK.04/2015
VII1/2019 Pengurus. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
OJK's CMSEH Disclosure of PT Lippo Karawaci Tbk POJK No.31/POJK.04/2015 on

Share Ownership by Comissioner or
Director.

Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies
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88 19 Juli 2019 396/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
VII1/2019 1 “Fitch menaikkan satu tingkat BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
peringkat PT Lippo Karawaci Tbk Penyampaian Informasi
ke ‘B-' dengan prospek stabil;
Peningkatan kedua setelah S&P
Global minggu lalu.”
OJK's CMSEH Submission of Press Release titled: IDX Regulation No.l-E Kep-306/
“Fitch upgrades PT Lippo Karawaci BEJ/07-2004 on Information
Tbk by one notch to ‘B-' Rating and Submission Requirement
Stable outlook; Second upgrade
following S&P’s last week.”
89  31Juli2019 406/LK-COS/ Form E-012 IDX Net  Laporan Kepemilikan Saham PT Inti POJK No.31/POIK.04/2015
VI1/2019 & SPE OJK Anugrah Pratama. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
Disclosure of Changes in Ownership POJK No.31/POJK.04/2015 on
by PT Inti Anugrah Pratama. Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies
90  31Juli2019 407/LK-COS/ Form E-012 IDX Net  Laporan Kepemilikan Saham POJK No.31/POIK.04/2015
VI1/2019 & SPE OJK PT Primantara Utama Sejahtera. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
Disclosure of Changes in Ownership POJK No.31/POJK.04/2015 on
by PT Primantara Utama Sejahtera. Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies
91 31 Juli 2019 408/LK-COS/ Form E-O12 IDX Net Laporan Kepemilikan Saham Sierra POJK No.31/POIK.04/2015
VI1/2019 & SPE OJK Inc. tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik
Disclosure of Changes in Ownership POJK No.31/POJK.04/2015 on
by Sierra Inc. Disclosure of Information or
Material Fact by Public Limited
Companies
92 313Juli 2019 409/LK-COS/ KEPPM OJK Pemberitahuan Rencana Audit atas Peraturan Bapepam
VI1/2019 Direktur Utama Laporan Keuangan Tengah Tahunan.  No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Notification of Limited Review on the = Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President 1t Half 2019 Financial Statement. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
93 6 Agustus 2019 414/LK-COS/ Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
VII1/2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawaci Tbk.
Jasa OJK
OIJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of July 2019.
Taxable Business
94 6 Agustus 2019 415/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

VI11/2019

Direktur Utama
BEI

Pemegang Efek PT Lippo Karawaci
Tbk.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President Shareholders as of July 2019. BEJ/07-2004 on Information
Director Submission Requirement
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423/LK-COS/
VI11/2019

95 13 Agustus 2019

Kepala Division
PP2 BEI

IDX Division Head
for Corporate

Pemberitahuan Rencana Public
Expose PT Lippo Karawaci Tbk Live
20719.

Notice of Public Expose Live 2019 Plan
of PT Lippo Karawaci Tbk.

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information

Assessment2 Submission Requirement
96 13 Agustus 2019  431/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Laporan Akuntan POJK No.13/POJK.03/2017
VII/2019 Independen atas Penerapan tentang Penggunaan Jasa
Prosedur yang Disepakati Bersama Akuntan Publik dan Kantor
dalam rangka Penawaran Umum Akuntan Publik Dalam Kegiatan
Terbatas IV PT Lippo Karawaci Tbk. Jasa Keuangan
OJK's CMSEH Submission of Audit Report on the POJK No.13/POJK.03/2017 on

Exercise and Allotment of Right Issue
IV PT Lippo Karawaci Tbk.

the Employment of Public
Accountant and Public
Acountant Office in Financial
Service Activities

447/LK-COS/
VI11/2019

97 22 Agustus 2019

Kepala. Division
PP2 BEI

Penundaan Public Expose PT Lippo
Karawaci Tbk.

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Divisi Head Notice of Postpone Public Expose. IDX Regulation No.I-E Kep-306/
for Corporate BEJ/07-2004 on Information
Assessment2 Submission Requirement

98 30 August 2019 460/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian LKKT PT Lippo Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

VI11/2019

Direktur Utama
BEI

Karawaci Tbk untuk periode yang
berakhir tanggal 30 Juni 2019
(Penelaahan Terbatas).

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

OJK's CMSEH Submission of the Consolidated IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President Financial Statements of PT Lippo BEJ/07-2004 on Information
Director Karawaci Tbk for the period ended Submission Requirement
June 30, 2019 (limited review).
99 30 August 2019 461/LK-COS/ KEPPM OJK Bukti Iklan Laporan Keuangan Peraturan Bapepam

VII1/2019

Direktur Utama
BEI

Tengah Tahunan Konsolidasian PT
Lippo Karawaci Tbk untuk periode
yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019.

No.X.K.2 tentang Kewajiban
Penyampaian Laporan
KeuanganBerkala

OJK's CMSEH Submission of Copy of Announced Bapepam Regulation
IDX President Summary Consolidated Financial No.X.K.2 on Regular Financial
Director Statement of PT Lippo Karawaci Tbk StatementSubmission
for the period ended June 30, 2019 in Requirement
Newspaper.
100 30 August 2019 462/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release berjudul:  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

VII1/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

“PT Lippo Karawaci Tbk melaporkan
Kinerja Keuangan 1H19 dengan
Neraca yang lebih kuat dan posisi
Likuiditas yang lebih baik Pasca
dimulainya Penawaran Umum
Terbatas”.

Submission of press release titled:
“Lippo Karawaci Reports TH19 Results
With Stronger Balance Sheet And
Improved Liquidity Position Following
Commencement of Right Issue.”

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement

475/LK-COS/
1X/2019

101 9 September
2019

Direktur Penilaian

Keuangan

Perusahaan Sektor

Jasa OJK

OJK Director for
Service Sector
Taxable Business

Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing PT Lippo
Karawaci Tbk.

Monthly Report: Data on Foreign
Debt/Liabilities as of August 2019.

Surat OJK No.S-124/PM.23/2013

OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
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102 9 September 476/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
2019 1X/2019 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk. Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of August 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
103 16 September 482/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
2019 1X/2019 Direktur Utama berjudul: “PT Lippo Karawaci Tbk BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
BEI melengkapi perubahan Manajemen Penyampaian Informasi
dengan Penunjukan yang sudah
berpengalamanCOO.”
OJK's CMSEH Submission of press release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President “PT Lippo Karawaci Tbk completes BEJ/07-2004 on Information
Director management revamp with Submission Requirement
appointment of proven COO.”
104 20 September 493/LK-COS/ Direktur Penilaian Permintaan Penjelasan Atas Laporan  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
2019 1X/2019 Perusahaan Keuangan per 30 Juni 2019 BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Kepala Unit Penyampaian Informasi
Evaluasi dan
Pemantauan
Emiten 2 Penilaian
Perusahaan
Corporate Respond to IDX Request for IDX Regulation No.I-E Kep-306/
Assessment Explanation relating to Financial BEJ/07-2004 on Information
Director Statement of 30 June 2019. Submission Requirement
DivisionHead
for Corporate
Monitoring and
Evaluation 2 PP
105 07 Oktober 2019  511/LK- Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
COS/X/2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawaci Tbk
Jasa OJK
OJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.S-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of September
Business Financial ~ 2019.
Assessment
106 10 Oktober 2019  519/LK- KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
COS/X/2019 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk. Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of September 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
107 28 Oktober 2019  542/LK- Direktur Utama Pemberitahuan Rencana Penelaahan  Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
COS/X/2019 BEI Terbatas atas Laporan Keuangan Q3 BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
PT Lippo Karawaci Tbk untuk Periode  Penyampaian Informasi
yang berakhir pada tanggal 30
September 2019
IDX President Notification of a Limited Review Plan IDX Regulation No.I-E Kep-306/
Director for the Q3 Financial Statement of PT BEJ/07-2004 on Information
Lippo Karawaci Tbk for the Period Submission Requirement
ended 30 September 2019
108 29 Oktober 2019  545/LK- Direktur Penilaian Rencana Pengalihan Saham Tresuri POJK No.30/POJIK.04/2017
COS/X/2019 Keuangan tentang Pembelian Kembali

Perusahaan Sektor
Jasa OJK

OJK Director for
Service Sector BFA

Proposed Plan of Treasury Shares
Transfer

Saham Yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka

POJK N0.30/POJK.04/2017 on
Share Buyback by Public Limited
Companies
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109 31 Oktober 2019  550/LK- Ka. Dep Pengawas  Laporan Pengendali Perusahaan POJK No.9/POJK.04/2018
COS/X/2019 Pasar Modal 2B Terbuka tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka
Dep.Head for Report of the Controller of the Public ~ POJK No.9/POJK.04/2018 on
Capital Market Company the Takeover of Public Limited
Supervisory 2B Companies
10 6 November 556/LK-COS/ Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
2019 X1/2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawaci Tbk.
Jasa OJK
OJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.5-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of Oktober 20719.
Taxable Business
m 8 November 560/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
2019 X1/2019 Direktur Utama Pemegang Efek PPKR. No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of Oktober 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
n2 26 November 578/LK-COS/ Ka.Div Penilaian Tanggapan atas Reminder Peraturan BEI No.I-E Kep-306/
2019 X1/2019 Perusahaan 2 BEI Pelaksanaan Public Expose 2019 BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi
Division Head Response of Reminder Public Expose  IDX Regulation No.I-E Kep-306/
for Corporate 2019 BEJ/07-2004 on Information
Assessment 2 IDX Submission Requirement
N3 28 November 582/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
2019 X1/2019 Direktur Utama berjudul : “PT Lippo Karawaci BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
BEI Tbk Mengumumkan Kerjasama Penyampaian Informasi
Komprehensif dengan Softbank
Corp., Jepang untuk memberikan
solusi berbasis Teknologi “
OJK's CMSEH Submission of press release titled: IDX Regulation No.I-E Kep-306/
IDX President PT Lippo Karawaci Tok Announces BEJ/07-2004 on Information
Director Comprehensive Cooperation with Submission Requirement
Japan’s Sofbank Corp. on innovative
Tehnology based Solution
M4 29 November 583/LK-COS/ Direktur Utama Penyampaian Laporan Keuangan Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

2019

X1/2019

BEI

IDX President

Konsolidasian Kuartal 111 2019
(Penelaahan Terbatas) PT Lippo
Karawaci Tbk.

Submission of the Consolidated

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/

Director Financial Statement (Limited Review) BEJ/07-2004 on Information
for the 3rd Quarter of 2019 of PT Lippo Submission Requirement
Karawaci Tbk.
29 November 584/LK-COS/ KEPPM OJK Penyampaian Press Release Peraturan BEI No.I-E Kep-306/

2019

X1/2019

Direktur Utama
BEI

OJK's CMSEH
IDX President
Director

berjudul: “ PT Lippo Karawaci

Tbk menunjukkan traksi positif,
melaporkan Meningkat 11,3% menjadi
Rp8,27 Triliun Pasca Penyesuaian
Laba satu kali yang dibukukan pada 9
bulan 2019”

Submission of press release titled: “PT
Lippo Karawaci Tbk Show Positive
Traction, Reports 9 months 2019
results as Revenue increased by 11.3%
to Rp8.27 Trillion post adjustment for
one time Sale”.

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
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2 Desember
2019

587/LK-COS/
X1/2019

Direktur Utama
BEI

IDX President
Director

Public Expose PT Lippo Karawaci Tbk

Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement

16 9 Desember 597/LK-COS/ Direktur Penilaian  Laporan Data Hutang/Kewajiban Surat OJK No.S-124/PM.23/2013
2019 X1/2019 Keuangan dalam Valuta Asing PT Lippo
Perusahaan Sektor  Karawaci Tbk.
Jasa OJK
OJK Director for Monthly Report: Data on Foreign OJK Letter No.5-124/PM.23/2013
Service Sector Debt/Liabilities as of November 2019.
Taxable Business
n7 9 Desember 598/LK-COS/ KEPPM OJK Laporan Bulanan Registrasi Peraturan Bapepam
2019 X1/2019 Direktur Utama Pemegang Efek PT Lippo Karawaci No.X.K.2 tentang Kewajiban
BEI Tbk. Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala
OJK's CMSEH Monthly Report: Registration of Bapepam Regulation No.X.K.2
IDX President Shareholders as of November 2019. on Regular Financial Statement
Director Submission Requirement
n8 11 Desember 604/LK-COS/ Direktur Utama Penyampaian Materi Public Expose Peraturan BEI No.l-E Kep-306/
2019 XI1/2019 BEI PT Lippo Karawaci Tbk BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi
IDX President Submission of Public Expose Material  IDX Regulation No.l-E Kep-306/
Director BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement
19 11 Desember 605/LK-COS/ PIh. Direktur Klarifikasi permintaan penjelasan
2019 X11/2019 Penilaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan
Keuangan 30 Juni 2019 (‘LKTT 2019")
Perusahaan Sektor
Jasa
Acting Director Clarification on Mid-year Financial
for Service Sector Statement Review 30 June 2019
Taxable Business (‘'LKTT 2019’)
120 19 Desember 610/LK-COS/ Direktur Utama Laporan Pelaksanaan Public Expose Peraturan BEI No.l-E Kep-306/

2019

XI11/2019

BEI

IDX President
Director

PT Lippo Karawaci Tbk

PT Lippo Karawaci Tbk Public Expose
Implementation Report

BEJ/07-2004 tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi

IDX Regulation No.I-E Kep-306/
BEJ/07-2004 on Information
Submission Requirement

OJK = Otoritas Jasa Keuangan - BEI = Bursa Efek Indonesia - IDX = Indonesian Stock Exchange

Paparan Publik
Sekretaris Perusahaan bersama-sama dengan Investor

Public Expose

Corporate Secretary and Investor Relation organized a
Relation menyelenggarakan Paparan Publik /Public Public Expose on December 16, 2019 in Aryaduta Hotel
Expose pada tanggal 16 Desember 2019 di Aryaduta Hotel Lippo Village. The Public Expose report was submitted to
Lippo Village. Laporan hasil Paparan Publik /Public Expose IDX on December 19, 2019.

telah disampaikan kepada IDX tanggal 19 Desember 2019.
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Persiapan dan Pelaksanaan Aksi Korporasi

Divisi Sekretaris Perusahaan berpartisipasi aktif dalam

mendukung proyek-proyek korporasi Perseroan. Pada

tahun 2019, kami merupakan bagian dari tim kerja dalam:

- DiMaret 2019 pengumuman rencana transformasi
strategis untuk memperkuat neraca, memperbaiki
likuiditas, dan menghasilkan pendapatan melalui
investasi pada proyek-proyek utama yang sedang
berjalan.

- Pada April 2019, menyelesaikan penjualan kepemilikan
di dua perusahaan patungan layanan kesehatan di
Myanmar kepada dua anak usaha tidak langsung
dari OUE Lippo Healthcare Limited (“*OUELH") senilai
USDI19,5 juta.

- Pada Juni - Agustus 2019, proses melunasi fasilitas
pinjaman sindikasi UBS-DB senilai USD50 juta.

- Pada April - Juli 2019, persiapan penyampaian
pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas
(‘PUT') IV hingga diperolehnya pernyataan efektif dari
OJK dan selesainya pelaksanaan dan penjatahan PUT
IV dan menyiapkan akta peningkatan modal disetor
bersama notaris.

Siaran Pers

Keterbukaan informasi mengenai Perseroan juga tampak
melalui berbagai siaran pers yang dipublikasikan. Berikut
adalah siaran pers terkait Perseroan sepanjang 2019:

Preparation and Execution of Corporate Action

Corporate Secretary division actively participated in

supporting the Company’s corporate projects. In 2019, we

were part of a team in working on:

- In March 2019, the announcement of the strategic
transformation plan to strengthen balance sheet,
improve liquidity and generate returns through

investments in existing key projects.

- In April 2019 completion process of the sale of its
interests in two healthcare joint ventures in Myanmar
to two indirect wholly owned subsidiaries of OUE Lippo
Healthcare Limited (*OUELH"), for USD19.5 million.

- InJune - August 2019, process of fully repaid USD 50
mn UBS-DB syndicated loan.

- In April - July 2019 preparing the submission of
registration staenent of Rights Issue IV until obtaining
the effective letter fromm OJK and completion of
subscription exercise and allotment and preparing for

deed to increase the paid up capital with the notary.

Press Release
Information disclosures of the Company are supported
with the following list of press releases in 2019 as stated

below:

TANGGAL TOPIK
Date Topic

6 Maret 2019 Laporan Keuangan Audit LPKR 2018: Pendapatan Naik 18% Yoy Dan Ebitda Naik 42% Yoy

March 6, 2019 LPKR 2019 Audited Financial Statements: Revenue Increase 18% YoY and Ebitda Rise 42% YoY

12 Maret 2019 Lippo Karawaci Dapatkan Dana USD 1 Miliar untuk Memulai Transformasi Strategis

March 12, 2019 Lippo Karawaci Receives USD 1 Billion to Starting Strategic Transformation

15 Maret 2019 Moody’s Naikkan Prospek Peringkat Lippo Karawaci menjadi Stabil, S& P menjadi CreditWatch Positif.
March 15, 2019 Moody's Raised Prospect of Lippo Karawaci's Rating to Stable, S&P to Positive CreditWatch.

20 Maret 2019 Lippo Karawaci Ditempatkan Pada Rating Watch Positive oleh Fitch.

March 20, 2019 Lippo Karawaci Placed at Positive Watch Rating by Fitch.

21 Maret 2019 LPKR Catat Langkah Awal Positif dalam Program Pendanaan.

March 21, 2019 LPKR Records Positive Initial Steps in Funding Programs.

18 April 2019 Para Pemegang Saham Lippo Karawaci Menyetujui Right Issue dan Dewan Komisaris serta Direksi Baru
April 18, 2019 Lippo Karawaci's Shareholders Approve Right Issue and Board of Commmissioners and New Directors

29 April 2019 Lippo Karawaci Menyelesaikan Penjualan Rumah Sakit di Myanmar

April 29, 2019 Lippo Karawaci Completes Hospital Sale in Myanmar

30 April 2019 Laporan Keuangan Lippo Karawaci Q12019 Catat Peningkatan 12% Pendapatan Dan Posisi Neraca Yang Kuat
April 30,2019 Lippo Karawaci Q1 2019 Financial Report Record 12% Increase in Revenue and Strong Balance Sheet Position
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TANGGAL

Date

7 Mei 2019 Gateway Partners Ikuti Langkah George Raymond Zage IlIl Dan Chow Tai Fook Investasi di Lippo Karawaci
May 7, 2019 Gateway Partners Invest in Lippo Karawaci, Follow the Steps of George Raymond Zage Il and Chow Tai Fook
20 Juni 2019 Lippo Karawaci Mendukung Insentif Pemerintah Tingkatkan Kepemilikan Rumah dan Hunian Terjangkau.

June 20, 2019

Lippo Karawaci Supports Government Incentives to Increase Ownership of Affordable Homes and Residential
Properties.

27 Juni 2019
June 27,2019

Lippo Karawaci Mengumumkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Axia lii Di Cikarang
Lippo Karawaci Announces Ground Breaking of Axia Ill Construction in Cikarang

16 Juli 2019 Lippo Karawaci Berhasil Selesaikan Penawaran Umum Terbatasnya, Memperoleh Dukungan Signifikan Dalam
July 16,2019 Rencana Perubahannya
Lippo Karawaci Successfully Completed a Limited Public Offering, Gained Significant Support In the Amendment
Plan
19 Juli 2019 S&P Global Meningkatkan Peringkat Lippo Karawaci ke ‘B-' Dengan Prospek Stabil
July 19,2019 S&P Global Upgrade Lippo Karawaci's Rating to ‘B-" with a Stable Outlook
22 Juli 2019 Fitch Menaikkan Satu Tingkat Peringkat Lippo Karawaci ke ‘B-' Dengan Prospek Stabil; Peningkatan Kedua
July 22,2019 Setelah S&P Global Minggu Lalu
Fitch Raised Lippo Karawaci's Rating to ‘B-" with a Stable Outlook; the Second Increase After S&P Global's Last
Week
30 Agustus 2019 Lippo Karawaci Melaporkan Kinerja Keuangan TH19 Dengan Neraca Yang Lebih Kuat Dan Posisi Likuiditas Yang

August 30, 2019

Lebih Baik Pasca Dimulainya Penawaran Umum Terbatas Lippo Karawaci Reports 1TH19 Financial Performance
With A Stronger Balance Sheet and Better Liquidity Position After the Commmencement of Limited Public Offering

12 September 2019
September 12, 2019

Lippo St. Moritz Puri Bersama Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Resmikan Kegiatan Tanam 2.074
Pohon Pucuk Merah Di Lingkungan Apartemen St. Moritz Puri Jakarta Barat

Lippo St. Moritz Puri and the Indonesian Ministry of Environment & Forestry Officially Inaugurates 2,074 Planting of
pucuk Merah Trees in the Apartment St Environment Moritz Puri West Jakarta

16 September 2019
September 16, 2019

Lippo Karawaci Melengkapi Perubahan Manajemen Dengan Penunjukkan Chief Operating Officer Yang Sudah
Berpengalaman
Lippo Karawaci Completes Management Transformation by Appointing an Experience Chief Operating Officer

31 Oktober 2019
October 31,2019

Lippo Cikarang Melaporkan Pertumbuhan Normal Pendapatan, Meningkat Sebesar 5,8% Menjadi Rpl.060 Miliar Di
9 Bulan Pertama Tahun 2019
Lippo Cikarang Reports a Normal Revenue Growth, Increases 5.8% to Rp1,060 Billion in the First 9 Months of 2019

6 November 2019
November 6, 2019

Tenant Gathering Lippo Mall East Side
Lippo Mall East Side Tenant Gathering

7 November 2019
November 7, 2019

Grand Opening RSU Syubbanul Wathon: Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin Meresmikan Rumah Sakit Hasil
Kemitraan PBNU, Yayasan Syubbanul Wathon, dan Lippo Group

Grand Opening of Syubbanul Wathon Public Hospital: Indonesian Vice President K.H. Ma'ruf Amin Inaugurates
PBNU Partnership Hospital, Syubbanul Wathon Foundation, and Lippo Group

11 November 2019
November 11, 2019

Lippo Cikarang Serah Terima 508 Unit Apartemen Dengan Nilai Investasi Rp520 Miliar
Lippo Cikarang Hands Over 508 Apartment Units With an Investment Value of Rp 520 Billion

13 Novemver 2019
November 13, 2019

Lippo Cikarang Mengangkat M.C. Loh Seorang Pemimpin Real Estat Yang Sudah Berpengalaman Sebagai Chief
Executive Officer
Lippo Cikarang Appoints M.C. Loh A Real Estate Leader Experienced As Chief Executive Officer

27 November 2019
November 27, 2019

PT Lippo Karawaci Tbok Mengumumkan Kerjasama Komprehensif Dengan SoftBank Corp., Jepang Untuk
Memberikan Solusi Berbasis Teknologi Inovatif

PT Lippo Karawaci Tbk Announces Comprehensive Collaboration with SoftBank Corp., Japan to Provide Innovative
Technology-Based Solutions

29 November 2019
November 29, 2019

Lippo Karawaci Menunjukkan Traksi Positif, Melaporkan Hasil 9M2019 Dimana Pendapatan Meningkat 11,3%
Menjadi Rp 8,27 Triliun Pasca Penyesuaian Laba Satu Kali Yang Dibukukan Pada 9M2018

Lippo Karawaci Shows Positive Traction, Reports Results 9M2019 Where Revenues Increase 11.3% to Rp 8.27 Trillion
After Profit Adjustment Booked in 9M2018

318

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019



Analisis dan Pembahasan
Manajemen
Management Discussion and Analysis

Laporan Tata Kelola
Perusahaan

Corporate Governance Report

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan
Financial Report

HUBUNGAN INVESTOR

Manajemen dan Hubungan Investor (IR) Perseroan sangat
mementingkan hubungan baik dengan para investor lokal
maupun asing, analis, fund manager, bankir investasi,
pialang/broker, pemeringkat kredit, Kami senantiasa
memastikan untuk selalu memberitahukan kepada para
pemangku kepentingan kami tentang perkembangan
strategi bisnis, kinerja keuangan, dan operasional kami.

Perseroan memiliki bagian khusus mengenai IR dalam
situs resminya, di mana terdapat tersedia materi IR terkait
dengan hasil laporan keuangan kuartalan. Siaran Pers,
presentasi investor dan laporan keuangan secara kuartalan
maupun setahun penuh, semuanya tersedia dan dapat
diakses di situs resmi Perseroan. Selain itu, pengumuman
resmi dan Siaran Pers juga dikirimkan ke Bursa Efek
Indonesia (BEI), dicantumkan di situs resmi Perseroan
serta diterbitkan bagi para analis dan media dalam rangka
keterbukaan informasi.

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan akses

bagi para pemangku kepentingan atas informasi yang
komprehensif, tepat waktu, dan setara mengenai kegiatan
Perseroan sehingga memudahkan mereka dalam
membuat keputusan investasi. Perseroan memperlakukan
seluruh pemegang sahamnya secara adil dan merata,
serta menjaga agar para pemangku kepentingan lainnya
serta para analis di seluruh dunia mendapatkan informasi
yang memadai dan tepat waktu serta konsisten terkait
aksi korporasi, termasuk perubahan dalam Perseroan atau
kegiatan usahanya yang mungkin dapat mempengaruhi
harga atau nilai sahamnya secara material.

Divisi IR Perseroan juga mengadakan rapat one-on-

one dengan para analis riset untuk memastikan bahwa
mereka tetap mengikuti perkembangan keuangan dan
operasional bisnis Perseroan. Kami juga mengadakan
acara kunjungan ke proyek-proyek properti Perseroan bagi
para analis dan investor guna meningkatkan pengetahuan
mereka mengenai strategi bisnis dan operasional
Perseroan.

Perseroan mengadakan paparan publik setidaknya satu
kali dalam setahun untuk bertemu kembali dengan para
pemangku kepentingan. Untuk berkomunikasi secara
efektif dengan komunitas investasi, pada tahun 2019, IR
Perseroan mengadakan 154 pertemuan, dan banyak sekali
berkomunikasi melalui telepon dengan para analis dan
investor untuk membahas strategi bisnis serta operasional
dan kinerja keuangan Perseroan. Untuk memelihara, dan
mendiversifikasi basis pemegang saham, secara aktif tim
IR kami telah berpartisipasi dalam 28 konferensi lokal dan
internasional, di Asia, Eropa dan Amerika Serikat.

INVESTOR RELATIONS

The Company’'s management and Investor Relations

(IR) teams place great importance on building strong
relationships with local and foreign investors, analysts,
fund managers, investment bankers, brokers and

credit rating agencies.We continuously ensure all of our
stakeholders are updated of our business strategy, financial

performance and operations.

The Company has a dedicated IR section on our website
where we publish our IR materials related to the financial
results on a quarterly basis. Additionally, press releases,
investor presentations and quarterly and full year financial
reports are available on the corporate website. Official
announcements and press releases are filed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX), updated on our website
and issued to analysts and media for coverage.

The Company is committed to providing stakeholders with
comprehensive, timely and equal access to information
about our activities to enable each the opportunity to
make informed investment decisions. The Company treats
all of our shareholders fairly and equitably and strives to
maintain all of our shareholders, other stakeholders and
analysts around the world well informed of corporate
actions, including changes in the Company or its business
which could materially affect the price or value of our
shares, on a timely and consistent basis.

The Company’s IR holds regular one-on-one meetings
with research analysts to keep them abreast of our
financial performance and business operations. We also
have a site visit trip for analysts and investors covering

our Company to our property projects, to increase their
understanding of the Company’s business strategy and
operations.

The Company holds a public expose once a year to touch
base with its stakeholders. To communicate effectively with
the investment commmunity, in 2019, the Company'’s IR had
154 meetings, plus numerous phone calls with analysts and
investors to discuss our business strategies and operations,
as well as financial performance. To actively update,
maintain and grow our diversified and robust shareholder
base, our IR team attended 28 local and overseas

conferences, in Asia, Europe and the USA.
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Berikut adalah jadwal roadshow yang dilakukan oleh

Investor Relations pada 2019:

Below is the list of roadshow schedule attended by:

TANGGAL KEGIATAN JENIS KEGIATAN TEMPAT
Date Events Venue
Januari | January 15-16 Nomura Indonesia All Access 2019 Jakarta, Indonesia
Februari | February 25-27 J.P. Morgan 2019 Global Emerging Markets Corporate Conference Florida, USA
27 -28 Citi 16th Annual Asia Pacific Investor Conference 2019 Singapura | Singapore
Maret | March 25-28 22nd Credit Suisse Asian Investment Conference Hongkong
April | April 5 CLSA Lippo Karawaci Management Roadshow (11:30 - 17:00) Jakarta, Indonesia
10 BAML Indonesia Corporate Day Jakarta, Indonesia
10 Mandiri NDR Singapura | Singapore
Mei | May 09 -10 Maybank KE Invest Asia Conference Singapura | Singapore
15-17 UBS ASEAN Conference New York and San
Francisco, USA
20-24 HSBC NDR Boston, Chicago, Texas,
USA
29 - 31 BAML Emerging Markets Debt and Equity Conference Florida, USA
Juni | June 5-6 Deutsche Bank 23rd Annual European Leveraged Finance Conference London, UK
25 Euromoney 2nd Annual Asia Sustainable & Responsible Capital Markets Hongkong
Forum
26 Citi ASEAN C-Suite Investor Conference 2019 Singapura | Singapore
27 Citi Asia-Pacific Property Conference 2019 Hongkong
28 CIMB 13th Annual Indonesia Conference Bali, Indonesia
Agustus | August 5 HSBC NDR Singapura | Singapore
7 Citi Indonesia Investor Conference Jakarta, Indonesia
14 Credit Suisse 2019 Indonesia Conference Singapura | Singapore
September | 4-5 Citi's GEM Conference New York 2019 New York, USA
September
16 UBS Corporate Invitation: OneASEAN Conference 2019 Bangkok, Thailand
23-24 CLSA NDR Boston, New York, USA
25 J.P. Morgan Emerging Markets Credit Conference London, UK
26 -27 Citi NDR Stockholm, Sweden and
Toronto, Canada
Sep 30 - CLSA NDR UK and Europe
Oct1
November | 7 Nomura Asian High Yield Corporate Day 2019 Hong Kong
November
8 Maybank KE NDR Hong Kong
n-12 CLSANDR London, UK
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UNIT AUDIT INTERNAL

Dasar Hukum Penunjukan

Audit Internal dibentuk Perseroan berdasarkan POJK
No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal
bertanggung jawab kepada Presiden Direktur, diangkat
berdasarkan pada surat keputusan Direksi setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan pemenuhan persyaratan untuk
menjadi auditor internal sebagaimana diatur di dalam
Piagam Unit Audit Internal.

Profil Ketua Audit Internal

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Bapak Arthur meraih
gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran, Bandung pada tahun 1988.

Beliau juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
khusus bagi Kepala Satuan Pengawas Internal di Pusat
Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPAK) pada
tahun 2013 dan menyandang gelar Professional Internal
Audit.

Beliau memiliki karir profesional dalam bidang Tehnologi
Informasi, Akunting, dan Auditing dalam berbagai
perusahaan sebelum bergabung dengan salah satu

anak usaha Perseroan PT Artha Sarana Prima sebagai VP
Security Guard pada tahun 1999. Beliau menjabat sebagai
Direktur PT Lippo Karawaci Tbk dari 2000 hingga 2003.
Setelah itu, beliau menjabat berbagai posisi penting di
Perseroan dan anak- anak usahanya.

Struktur dan Komposisi Audit Internal

Pada 2019, Unit Audit Internal Perseroan memiliki
18 anggota yang berdedikasi penuh dan kompeten
dalam bidangnya. Unit Audit Internal bertanggung

INTERNAL AUDIT UNIT

Legal Basis of Appointment

The Internal Audit unit was established by the Company
based on OJK Regulation No.56/POJK.04/2015 dated
December 23, 2015 regarding Establishment and
Guidelines of the Internal Audit Unit Charter. Head of the
Internal Audit Unit is responsible to the President Director,
appointed based on the Board of Directors’ decision after
obtaining the approval of the Board of Commmissioners by
considering the fulfillment of the requirements to become
an internal auditor as stipulated in the Internal Audit Unit
Charter.

Profile of Head of Internal Audit

Arthur F. Kalesaran
Ketua Audit Internal
Head of Corporate Internal Audit

He is an Indonesian citizen, 55 years old. Mr. Kalesaran
graduated from University Padjadjaran, Bandung in 1988

with Accounting degree majoring in Economics.

He attended special education and training for Head
of Internal Audit Unit at the Center for Development of
Accounting and Finance (PPAK) in 2013 and he also holds

the Internal Audit Professional certification.

He had professional careers in IT, Accounting, and Auditing
in several companies prior to joining as VP Security in
Company subsidiary PT Artha Sarna Prima in 1999. Later,
he served as Director of PT Lippo Karawaci Tbk from
2000-2003. Subsequently he served in key positions in the
Company and its subsidiaries.

Structure and Composition of Internal Audit

In 2019, the Company'’s Internal Audit consisted of 18 fully
dedicated and competent members. This unit is directly
responsible to the President Director and provides reports
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jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam
melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada
Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite
Audit).

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit
Audit Internal. Setiap pengangkatan, penggantian atau
pemberhentian Kepala Unit Audit Internal diberitahukan
secara tertulis kepada OJK.

related to its duties to the Board of Commissioners
(through the Audit Committee) as well as to the President

Director.

An auditor, member of the Internal Audit is responsible
directly to the head of the Internal Audit. Every
appointment, replacement or termination of the head of
Internal Audit Unit shall be immediately notified to the
OJK.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Structure and Status

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

PRESIDEN DIREKTUR

President Drector

INTERNAL AUDIT
Internal Audit

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal bertugas untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan
Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan
dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal
dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan
Perseroan.

2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal
tahunan.

3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektivitas semua
fungsi manajemen dalam Perseroan.

4. Menilai efektivitas sistem pengendalian intern,
termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur,
pedoman dan limit-limit yang telah ditetapkan.

5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas akurasi
dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada
manajemen.

6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan
perlakukan akuntansi yang digunakan dan menguji
ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi
yang telah ditetapkan.

7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan
melakukan current audit, audit reguler maupun audit
khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus
didukung oleh auditor yang independen, kompeten
dan profesional.
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Internal Audit Unit Structure and Status

Duties and Responsibilities

Internal Audit performs the following duties to:

1. Assist the President Director and Board of
Commissioners, especially the Audit Commmittee
appointed by the Board of Commissioners in
monitoring and evaluating the implementation of
internal control and risk management to be in line with
the Company’s policies.

2. Develop and implement an annual plan of Internal
Audit.

3. Review independency, efficiency, and effectiveness of
all management functions in the Company.

4. Assess the effectiveness of the internal control
system, including compliance to policies, procedures,
guidelines and limits that have been set.

5. Assess the reporting system as well as assess the
accuracy and timeliness of reporting to management.

6. Assess the feasibility and fairness of accounting
guidelines and treatment used and test compliance
with the accounting policies and guidelines that have
been established.

7. Conduct internal audits effectively by doing Current
Audits, Regular Audits or Special Audits. Those internal
audit activities are supported by the independent,
competent, and professional auditors.
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8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara
langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan
Komisaris (melalui Komite Audit).

9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi
dan efektivitas di bidang keuangan, akuntasi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran,
teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang
objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua
tingkat manajemen.

1. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan
tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

12. Bekerja sama dengan Komite Audit.

13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu
kegiatan Audit Internal yang dilakukan.

14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi
penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya
yang merugikan Perseroan.

Selain itu, Unit Audit Internal juga bertanggung jawab

dalam:

1. Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel
ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan
persetujuan Komite Audit.

2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah
disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh
Presiden Direktur dan Komite Audit.

3. Mempertahankan personil audit yang profesional
dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman
yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

4. Menyampaikan laporan berkala dan ringkasan kegiatan
audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

5. Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya
dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam

Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sejak 23
Februari 2016. Perseroan membentuk Divisi Audit Internal
untuk membantu menjalankan fungsi pemeriksaan dan
memberikan penilaian secara independen dan objektif
terhadap efektivitas manajemen risiko, pengendalian
internal serta kepatuhan atas proses tata kelola
perusahaan dari setiap unit kerja dan proses harian.

Piagam Audit Internal telah diumumkan di dalam situs
Perseroan. Piagam Audit Internal dapat ditinjau secara
berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk
lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

8. Results of audit findings are reported directly to the
President Director and the Board of Commissioners
(through the Audit Committee).

9. Perform inspection and assessment of the efficiency
and effectiveness of finance accounting, operations,
human resources, marketing, information technology
and other activities.

10. Provide improvement advice and information
objectively regarding activities examined at all levels of
management.

1. Monitor, analyze and report implementation of
following-up actions that have been suggested.

12. Work closely with the Audit Committee.

13. Develop programs to evaluate the quality of internal
audits carried out.

14. To investigate if there are indications of fraud,
embezzlement or other indications adverse to the
Company.

Moreover, Internal Audit is responsible for the following, to:

1. Submit a flexible annual audit plan to the Audit
Committee to be reviewed and approved.

2. Execute the annual audit plan that has been approved
including special duties requested by the President
Director and the Audit Committee.

3. Maintain professional auditor members whose
knowledge, skills and experience are sufficient to
perform duties.

4. Submit periodic reports, a summary of audits to the
President Director and the Audit Committee.

5. Assist investigations on suspected significant
irregularities in the Company and submit the audit
results to the President Director and Audit Committee.

Internal Audit Charter

The Company set the Internal Audit Charter effective as
of February 23, 2016. The function of the Internal Audit
Division is to assist the Company in managing the audit
functions and Internal Audit provides independent

and objective assessment of the effectiveness of risk
management, internal control and compliance to the
corporate governance process of each work unit and daily

process.

The Internal Audit Charter is published on the Company's
website. The Internal Audit Charter may be reviewed
periodically, or updated when it is deemed necessary for
a more refined considering applicable provisions and

regulations as approved by the Board of Commmissioners.
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Pelaksanaan Kegiatan Unit Audit Internal

Selama 2019, Unit Audit Internal telah melakukan
pemeriksaan di 105 lokasi usaha Perseroan dan
menerbitkan 217 laporan hasil pemeriksaan. Seluruh
laporan yang merangkum semua temuan hasil audit telah
disampaikan kepada tiap manajemen unit usaha dan telah
dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi audit.

Berdasarkan hasil temuan yang terangkum dalam laporan
kepada Manajemen Perseroan, beberapa hal yang akan
terus dikembangkan oleh Perseroan adalah:

1. Peningkatan kualitas pengendalian internal untuk
mencegah bahaya kebakaran, terkait dengan peralatan
dan perlengkapan pencegahan bencana dan peralatan
pemadam kebakaran.

2. Peningkatan kepatuhan pada peraturan, perizinan
dan perundang-undangan yang berlaku, terutama
pemantauan atas izin-izin Perseroan serta kepatuhan
terhadap peraturan perundangan lainnya.

3. Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan
dan pencatatan keuangan untuk meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan.

4. Meningkatkan ketaatan pada Peraturan Perusahaan
serta SOP yang berlaku.

Pemeriksaan internal yang dilakukan meliputi penelaahan
atas laporan keuangan konsolidasian kuartalan dan
tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Atas penelaahan laporan keuangan tersebut, tidak
terdapat temuan material yang terjadi di dalam Perseroan.

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Saptoto
Agustomo telah ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 18 April

2019 (‘RUPST 2019') untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan
Entitas Anak.

RUPST 2019 juga memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut
serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang
ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019.

Perseroan telah menerima surat dari KAP AAJAMR No.
225119/SAT/1114 sehubungan dengan penggantian akuntan
yang sedang diberi tugas mengaudit Perseroan.

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

Audit Internal Activities

In 2019, Internal Audit examined 105 locations of the
Company's business and provided 217 audit result. All
reports summarized all audit findings and were submitted
to each management business unit with the following-up
actions according to the audit recommmendations.

In accordance to the summarized findings in the reports to

the Company’s Management, there are several issues to be

developed:

1. Improving the quality of internal control to prevent fire
hazards, related to disaster prevention equipment and
fire fighting equipment.

2. Improving compliance to the applicable regulations,
licensing and legislation, especially monitoring of the
Company'’s permits as well as the compliance to other
regulations.

3. Improving supervision on financial management and
records to improve accountability and transparency of
the financial management.

4. Improving compliance to the Company's regulations as
well as applicable SOPs.

Those Internal examinations include the Company’s
quarterly and annual consolidated financial statements
ended on December 31, 2019.

Based on the examinations on financial statements, there
was no material finding in the Company.

PUBLIC ACCOUNTANT

Independent Public Accountant (KAP), Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Partner and Public Accountant Saptoto
Agustomo was appointed by the AGMS held on 18 April
2019 (‘AGMS 2019’) to perform an audit on Consolidated
Financial Statements of PT Lippo Karawaci Tbk and its

Subsidiaries.

AGMS 2019 also gave authority to the Board of
Commissioners and/or the Board of Directors of the
Company to determine the wage and other requirements
for the KAP and determine the replacement KAP in the
case where the appointed KAP is, for any reason, unable to
complete the audit of the Company's Financial Statements
in 2019

The Company has received a letter from KAP AAJAMR No.
225119/SAT/1114 related to replacement of the accountant
who has given the task of auditing the Company.
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Dewan Komisaris berdasarkan wewenang yang diberikan
RUPST 2019 telah memutuskan untuk menyetujui
rekomendasi penggantian Akuntan Publik dari Bapak
Saptoto Agustomo menjadi Bapak Tjun Tjun yang diajukan
Komite Audit Perseroan sesuai surat dari KAP Amir Abadi
Jusuf, Aryanto Mawar dan Rekan.

Perseroan telah melaporkan perubahan Akuntan Publik
ke OJK sesuai surat No. 194/LK-COS/V/2020 tanggal 27 Mei
2020.

KAP yang ditunjuk tersebut tidak memberikan jasa

lain selain audit atas buku Perseroan. Total biaya audit
yang diberikan kepada KAP selama 2019 adalah sebesar
Rp2,2miliar.

Berikut adalah nama KAP dan Akuntan Publik yang
melakukan audit laporan keuangan tahunan Perseroan
selama 5 tahun terakhir:

The Company has received a letter from KAP AAJAMR No...
The Board of Commmissioners as authorized by the AGMS
2019, resolved to approve the recommendation of the Audit
Committee to replace the Public Accountant from Mr.
Saptoto Agustomo to Mr. Tjun Tjun considering the letter
from Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto
Mawar and Partner.

The Company has reported the change of Public
Accountant to OJK by letter No. 194/LK-COS/V/2020 dated
27 May 2020.

The appointed KAP did not provide any other services than
the general audit of the Company’s books. Total fee for

auditing during 2019 was Rp2.2 billion.

Following is the list of KAP and auditor's name who
conducted audit activities on the Company'’s financial

statement for the last 5 (five) years.

Tahun KAP Nama Auditor
Year IAP Auditor's Name

2015 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Didik Wahyudiyanto
IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

2016 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Didik Wahyudiyanto
IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

2017 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Saptoto Agustomo
IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

2018 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Saptoto Agustomo
IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

2019 KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Tjun Tjun

IAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko yang efektif merupakan salah satu

hal terpenting bagi keberhasilan Perseroan agar dapat

mencapai keseimbangan antara risiko yang diambil atas

keputusan bisnis dan tingkat keuntungan yang dihasilkan.

Tujuan dari manajemen risiko dapat dicapai dengan

penerapan kerangka manajemen risiko yang sehat, terdiri

dari:

1. Kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk
berbagai area risiko yang dihadapi Perseroan seperti
Risiko yang memiliki pengaruh signifikan, Risiko yang
bersifat material serta Risiko Umum.

2. Struktur organisasi yang tepat dengan definisi peran
dan tanggung jawab yang jelas pada berbagai jenjang
jabatan.

3. Proses manajemen risiko yang memadai, pemantauan
risiko dan proses pengendalian risiko.

4. Infrastruktur yang memadai untuk berjalannya
perseroan, seperti sistem Teknologi Informasi dan
Sumber Daya Manusia.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Effective risk management is one of the most important
things for the success of the Company in order to achieve
a balance between the risks taken on business decisions
and the level of profit generated. The objectives of risk
management can be achieved by implementing a sound

risk management framework, consisting of:

1. Comprehensive risk management policies for various
risk areas faced by the company such as Risks that have
significant influence, Risks that are material in nature
and General Risks.

2. Appropriate organizational structure with clear
definitions of roles and responsibilities at various levels
of position.

3. Adequate risk management processes, risk monitoring
and risk control processes.

4. Adequate infrastructure for the operation of the
company, such as the Information Technology and
Human Resources system.
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Perseroan menyadari bahwa pengelolaan risiko wajib
dilakukan secara aktif dalam rangka mengurangi dampak
dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena
itu, Perseroan mengelola dan memitigasi risiko dengan
berbagai instrumen seperti lindung nilai keuangan dan
asuransi.

Pada tahun 2019, Perseroan tetap terus mempertahankan
strategi pengelolaan risiko yang telah terbukti efektif
diterapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan
juga aktif mengevaluasi seluruh faktor-faktor risiko

yang telah diindentifikasi. Perseroan berupaya untuk
menyeimbangkan risiko tersebut sehingga pada akhirnya
dapat mencapai kinerja yang lebih solid sebagai hasil
upaya usaha Perseroan.

Penjabaran Risiko yang Dihadapi Perseroan
Berikut ini adalah penjabaran risiko yang potensial
dihadapi oleh Perseroan dan berbagai cara mitigasinya:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan
Sejalan dengan kompleksitas industri properti yang
terus bertambah dan juga ukuran aset Perseroan
yang semakin bertambah, risiko yang dihadapi
juga semakin kompleks. Perseroan senantiasa
mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul
dalam menjalankan keseluruhan roda bisnisnya, baik
yang dapat dikendalikan secara internal maupun risiko
yang di luar kendali Perseroan. Risiko yang bersifat
internal akan coba dikendalikan dan diminimalkan
keberadaannya oleh Perseroan dengan penerapan
prinsip kehati-hatian. Risiko yang bersifat eksternal
sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama
potensinya dan dampaknya bagi Perseroan. Salah
satu risiko eksternal dan juga utama adalah risiko
dari fluktuasi pasar properti yang selama beberapa
tahun terakhir berdampak langsung pada hasil usaha
Perseroan.

Risiko Fluktuasi Pasar Properti

Industri real estat di Indonesia mengalami siklus dan
terkait erat dengan perubahan kondisi makro ekonomi
nasional. Setiap perubahan pada inflasi, tingkat suku
bunga acuan, pertumbuhan ekonomi nasional, nilai
tukar akan berdampak pada kemampuan Perseroan
untuk mendapatkan pendanaan dengan suku bunga
yang mendukung serta permintaan terhadap produk
properti Perseroan.

Fluktuasi kegiatan dan kondisi pasar properti dapat
mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha, prospek
pertumbuhan dan kondisi keuangan Perseroan. Setiap
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The Company realizes that risk management must be
carried out actively in order to reduce the impact of various
risks that may arise. Therefore, the Company manages and
mitigates risks with various instruments such as financial

hedges and insurance.

In 2019, the Company will continue to maintain a risk
management strategy that has been proven effective in
the previous year. In addition, the Company also actively
evaluates all identified risk factors. The Company strives to
balance these risks so that in the end it can achieve more
solid performance as a result of the Company’s business
efforts.

Description Of Risk Faced By The Company
The following is a description of the potential risks faced by
the Company and various ways of mitigation:

A. Main Risks That Have Significant Effects
In line with the increasing complexity of the property
industry and the size of the Company'’s assets, the risks
faced are also increasingly complex. The Company
always anticipates various risks that may arise in
running its entire business wheels, both those that can
be controlled internally and risks that are beyond the
Company'’s control. Internal risks will try to be controlled
and minimized by the Company by applying the
precautionary principle. External risks must be carefully
identified as far as their potential and impact on the
Company. One of the main external and also risks is
the risk of fluctuations in the property market which
in the last few years has had a direct impact on the
Company's operating results.

Risk of Fluctuation in The Property Market

Real estate industry in Indonesia experiencing

cycles and changes due to national macro economic
condition. Every change in inflation, benchmark
interest rate, national economic growth, exchange
rates influences the Company to obtain funding with
effective interest rates and which affects demand for
the Company’s property products.

The fluctuation of property marketactivities and
conditions may negatively affect business activities,

growth prospects and financial conditions of the
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perlambatan pertumbuhan pasar properti di Indonesia Company. Every halt of growth in Indonesia’s property

dapat berdampak pada menurunnya kegiatan ekspansi market may affect the Company’s expansion plan in
Perseroan pada bidang kawasan perumahan, properti residential areas, commercial property, retail and/or
komersial, ritel dan rumah sakit. hospitals.
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara B. Material Risk with Direct and Indirect Potential
Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Influence to the Company’s Business Results and
Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Financial Condition
Perseroan

i. Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Properti i. Risks related to the Property Business

1.

Risiko Meningkatnya Kompetisi di Pasar Properti
Indonesia

Properti yang dikembangkan Perseroan di masa
yang akan datang akan menghadapi kompetisi
dari pengembang lainnya dalam hal lokasi,
fasilitas, infrastruktur pendukung, pelayanan
dan harga. Meningkatnya kompetisi antara
pengembang properti dapat meningkatkan
harga akuisisi lahan serta mengakibatkan
kelebihan pasokan properti yang dapat
mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

1.

Risk of Increase Competition in Indonesia’s
Property Market

The property developed by the Company

in future will face competition from other
developers in terms of location, facilities,
supporting infrastructure, service and price.
The competition increase among property
developers might increase acquired land

price and also cause overstock properties and
eventually will affect the Company’s profitability.

2. Risiko pada Investasi dan Aksi Korporasi 2. Risk on Investment and Corporate Action of the
Perseroan Company
Perseroan memiliki berbagai bidang usaha The Company has several businesses managed
yang dikelola oleh anak usaha. Usaha Perseroan by its subsidiaries. The businesses are: property,
meliputi Properti Business, Bisnis Healthcare, healthcare, retail, hotel, portfolio management
Bisnis Ritel, Bisnis Perhotelan, Bisnis Portfolio and township management. The Company’s
Management dan Bisnis Tata Kelola Kota financial performance depends on the
Mandiri. Performa keuangan Perseroan akan performance of its subsidiaries which will
bergantung pada performa anak usaha yang be consolidated to the Company’s financial
akan dikonsolidasikan pada laporan keuangan statement.
Perseroan.
Perseroan juga secara aktif melakukan berbagai Moreover, the Company’s also actively
investasi kepada proyek pengembangan conducts various investments in new property
baru properti, oleh karena itu Perseroan juga development projects; thus, the Company's
melakukan berbagai aksi korporasi. Tidak ada also carries out several corporate actions. Yet,
jaminan bahwa setiap tindakan investasi dan there is no guarantee that every investment and
aksi korporasi akan selalu menguntungkan. corporate action will be beneficial.

3. Risiko Ketersediaan dan Tingkat Suku Bunga 3. Risk of Availability and Interest Rate of Funding

Pendanaan bagi Calon Pembeli Properti
Perseroan

Perubahan tingkat suku bunga acuan adalah
salah satu hal penting bagi tingkat penjualan
Perseroan di mana sebagian pembeli
melakukan pembelian dengan cara Kredit
Pemilikan Rumah maupun Kredit Pemilikan
Apartemen. Keputusan Bank Indonesia pada
Oktober 2019 untuk menurunkan suku bunga
acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen
akan berdampak positif bagi tingkat penjualan.
Pada dasarnya, tingkat suku bunga acuan

for Potential Purchasers

Changes in the benchmark interest rate is one
of the important things for the Company's
sales level where some buyers make purchases
by means of Housing Loans and Apartment
Ownership Loans. Bank Indonesia’s decision in
October 2019 to reduce the benchmark interest
rate by 25 basis points to 5 percent will have a
positive impact on sales levels. Basically, the
benchmark interest rate is correlated with the

inflation rate. If the Government manages to
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berkorelasi dengan tingkat inflasi. Apabila
Pemerintah berhasil mempertahankan inflasi di
level yang rendah, maka suku bunga perbankan
juga memiliki kecenderungan tetap berada di
level yang rendah.

Risiko Tidak Diperolehnya Semua Izin untuk
Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan
Masing-masing unit bisnis Perseroan
memerlukan izin-izin untuk menjalankan
kegiatan usahanya saat ini. Apabila Perseroan
gagal memperoleh izin yang diperlukan maka
terdapat risiko adanya sanksi dari Pemerintah
yang berupa penutupan, denda atau hukuman
kurungan.

Risiko Konstruksi pada Tahap Pembangunan
Properti Baru

Konstruksi pengembangan baru memiliki

risiko tertentu, seperti kurangnya pasokan
bahan baku atau tenaga kerja yang berkualitas,
masalah teknis, lingkungan atau geologis.
Pemogokan, litigasi, cuaca, banjir atau kenaikan
biaya yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat
berakibat pada keterlambatan penyelesaian
proyek dan meningkatnya biaya.

Risiko Terlambat atau Tidak Selesainya Suatu
Proyek yang Sedang Berlangsung Maupun
Proyek yang Masih dalam Tahap Perencanaan
Kesuksesan Perseroan dan kinerja keuangannya
tergantung pada kemampuan Perseroan
dalam mengidentifikasi, mengembangkan,
memasarkan dan menjual proyek-proyek dan
kemampuan Perseroan memadukan sumber
pendanaan dengan kebutuhan dana yang tepat
waktu. Kegiatan pembangunan yang dilakukan
Perseroan mengandung berbagai risiko
konstruksi, termasuk risiko keterlambatan dalam
memperoleh izin yang diperlukan, ketersediaan
bahan baku, kenaikan biaya konstruksi, bencana
alam, dan ketergantungan pada kontraktor
pihak ketiga, serta risiko turunnya permintaan
pasar selama proyek dalam pembangunan.
Risiko Ketergantungan kepada Para Kontraktor
Perseroan menunjuk kontraktor pihak

ketiga untuk mengerjakan proyek urban
development, residensial dan ritel, yang antara
lain terdiri dari pekerjaan konstruksi, pilling

dan pondasi, pembangunan dan instalasi,
dekorasi interior, instalasi pendingin ruangan,
elevator, taman dan landscaping. Sebagian
besar perjanjian dengan kontraktor berupa
pembayaran dalam jumlah tetap, namun
apabila biaya kontraktor melebihi jumlah yang
telah ditetapkan, umumnya kontraktor dapat

maintain inflation at a low level, the banking
interest rate also tends to remain at a low level.

Risk of Failure in Obtaining All Permits

Each business unit of the Company requires
permits to execute its current business activities.
If the Company fails to obtain those permits,
there may be risks of government sanctions in

the form of closing, fine, or legal restrictions.

Risk on New Property Construction

New construction developments have certain
risks, such as: lack of raw material supply

or qualified workforce, technical issues,
environment and geological problems. In
addition, walkouts, litigation, weather, floods or
unanticipatable increased may result delay in

project completion and additional costs.

Risks of Late or Dicontinuation of On-going
Projects or Planning-phase Projects

The Company'’s success and its financial
performance depend on its ability in identifying,
developing, marketing and selling those
projects; as well as the Company's ability to
combine funding source with the timely needs.
The Company's development activities contain
various construction risks, including risk of delay
in obtaining necessary permits, availability of
raw materials, increases in construction costs,
natural disasters, and dependence on thirdparty
contractors, and the risk of falling market

demand during construction projects.

Risk of Dependence to Contractors

The Company appoints third-party contractors
to work on urban development, residential

and retail projects which include construction
piling and foundation work, construction

and installation, interior and decoration, air
conditioning installations, elevators, parks and
landscaping. Most of agreements with those
contractors are in the form of payment in a fixed
amount, but if the contractors’ fees exceed the
prescribed amount, generally the contractor can
renegotiate with the Company to increase the
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melakukan negosiasi kembali dengan Perseroan
untuk kenaikan pembayaran, dan Perseroan
harus menanggung tambahan biaya ini agar
memungkinkan proyek dapat diselesaikan
oleh kontraktor. Di samping itu terdapat

juga risiko bahwa kontraktor mengalami
kesulitan keuangan atau hal lainnya, yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
menyelesaikan pekerjaan, sehingga berakibat
pada terjadinya keterlambatan penyelesaian
proyek atau terjadinya tambahan biaya yang
harus ditanggung Perseroan.

Risiko Usaha yang Tidak Dapat Dikendalikan
Terdapat beberapa risiko usaha yang tidak
dapat dikendalikan seperti kebakaran, banjir,
teroris dan bencana gempa. Perseroan
mengelola risiko ini dengan melindungi aset-
aset Perseroan melalui asuransi. Namun masih
ada kemungkinan ada faktor risiko baru yang
belum diindentifikasi pada saat ini, faktor risiko
tersebut dapat dianalisa dan dilindungi oleh
asuransi dikemudian hari.

ii. Risiko Terkait dengan Bisnis Healthcare

1.

Risiko Perubahan Teknologi yang Sangat Cepat
Terkait Peralatan Rumah Sakit

Rumah sakit Perseroan menggunakan
peralatan yang canggih dan mahal. Sering

kali peralatan rumah sakit perlu di-upgrade
karena inovasi yang sangat cepat sehingga
peralatan yang dimiliki berpotensi menjadi
usang atau tidak dapat memenuhi permintaan
pasien. Apabila Perseroan tidak mengikuti
perkembangan teknologi peralatan rumah sakit,
dokter maupun pasien berpotensi beralih ke
rumah sakit lain yang menyediakan peralatan
yang lebih canggih.

Risiko Tidak Dapat Menarik atau
Mempertahankan Dokter dan Tenaga Medis
Lokal

Kegiatan operasional rumah sakit Perseroan
sangat tergantung pada kemampuan dan
keahlian para dokter dan tenaga medis

lokal yang bekerja di rumah sakit Perseroan.
Perseroan bersaing ketat dengan rumah sakit
lain terutama yang berdekatan dengan lokasi
rumah sakit Perseroan dalam hal merekrut
dan mempertahankan para dokter dan tenaga
medis lainnya. Dari segi peraturan, rumah sakit
belum diperbolehkan untuk memperkerjakan
tenaga dokter dan tenaga medis dari luar negeri
yang belum memiliki surat Izin praktik dari
Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

payment, and the Company might have to bear
these additional costs to complete the project.
Besides, there is also risk that those contractors
may have financial difficulties or other matters,
which can affect their ability to complete the
work, resulting delays in project completion or
additional costs.

Uncontrolled Business Risk

There are several business risks that are
uncontrolled or unpredictable, such as: fire,
floods, terrorists and earthquake disasters. The
Company manages those risks by protecting its
assets with insurance. However, there are still
possibilities of new risk factors which have not
been identified yet; these risk factors must be

analyzed and prevented by insurance in future.

ii. Risks related to the Healthcare Business

1.

Risk on Fast Change of Technology in Hospitals’
Equipment

The Company'’s hospitals utilize sophisticated
and expensive equipment. In fact, those
equipments need to be upgraded quite

often due to fast changes in innovations and
technology, which caused the equipment
owned by our hospitals to become obsolete

or unable to meet patient demands. If the
Company is not aware and does not keep up
with new developments of hospital equipment,
doctors, or nurses, then patients will potentially
get treatment in other hospitals which provide
more sophisticated equipment.

Risk of Inability to Recruit and Maintain Doctors
and Local Medical Staff

Operation the Company’s hospitals are very
dependent on the ability and expertise of
doctors and local medical staff. Thus, the
Company competes with other hospitals,
especially those adjacent to our locations in
terms of recruiting and retaining doctors and
other medical staff. According to regulations,
hospitals in Indonesia are not yet allowed to
employ any doctors and medical staff from
abroad who do not have a practice license
from the Minister of Health of the Republic of

Indonesia.
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3. Risiko Terjadinya Tuduhan Malpraktek, Kelalaian 3. Risk of Malpractice Allegations, Negligence and

dan Tuntutan Hukum Lainnya pada Rumah
Sakit Perseroan

Rumah sakit Perseroan menghadapi risiko klaim
dari segi medis dan legal dan/atau tindakan dari
pihak yang berwenang sehubungan dengan
pelayanan kesehatan yang diberikan rumah
sakit Perseroan. Munculnya klaim tersebut
dapat mengganggu reputasi rumah sakit dan/
atau dokter yang dimiliki Perseroan.

Risiko Pembayaran yang Tidak Tepat Waktu

dari Asuransi Kesehatan Swasta, Asuransi yang
Disponsori Pemerintah, Klien Korporasi dan
Klien Perorangan

Risiko penagihan piutang terjadi apabila para
penjamin kesehatan swasta dan pemerintah
(termasuk BPJS), serta klien korporasi ataupun
pasien perseorangan gagal untuk membayar
Perseroan secara tepat waktu dan secara penuh
atas layanan yang diberikan oleh Perseroan.
Ada kemungkinan bahwa asuransi kesehatan
dan klien korporasi dapat mengubah rencana
polis dan pertanggungannya dalam waktu
sedemikian rupa sehingga layanan yang
diberikan oleh Perseroan kepada pasien

tidak lagi tertanggung. Selain itu, pasien
perseorangan yang tidak memiliki asuransi
kesehatan mungkin tidak mampu membayar
biaya secara penuh atas layanan yang mereka
terima.

Jika Perseroan tidak menerima pembayaran
secara tepat waktu dan secara penuh dari
asuransi kesehatan swasta, asuransi yang
disponsori pemerintah (termasuk BPJS), klien
korporasi maupun pasien perseorangan, maka
hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak
negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil usaha dan prospek usaha
Perseroan.

Risiko Persaingan dari Rumah Sakit Lain
Industri perawatan kesehatan sangat kompetitif.
Umumnya, rumah sakit lain yang terdapat di
daerah setempat menyediakan layanan yang
sama dengan yang ditawarkan oleh rumah
sakit Perseroan. Di lokasi tertentu, Perseroan
bersaing dengan rumah sakit milik pemerintah
dan rumah sakit swasta lain. Selanjutnya,

di beberapa lokasi, rumah sakit Perseroan
menghadapi persaingan dari rumah sakit di luar
Indonesia, termasuk rumah sakit di Singapura
dan Malaysia yang dapat memberikan layanan
yang lebih kompleks. Beberapa dari para

Other Law Conviction to the Company’s Hospital
The Company’s hospitals may face the risk of
medical claims and legal and/or actions from
the authorities related to health service provided
by the hospitals. Those claims can disrupt
reputation of the hospitals and/or doctors.

Risk of Late Payment from Private Health
Insurance, Insurance Sponsored by Government,
Corporate and Individual Clients

The risk of accounts receivable collection
occurs when health insurance providers, both
private and public (including BPJS), as well as
corporate clients or individual patients fail to
make payments in full amount to the Company
in a timely manner. It is a possibility for health
insurance and corporate clients to change their
insurance policy in a period that makes services
provided by the Company no longer covered.
Moreover, there are individual patients who
may no longer able to pay in full for the service
period.

If the Company does not receive payments on
time in full amount from private insurance,
public insurance (including BPJS), corporate
clients and individual patient, it will cause

a negative impact to the business activity,
financial condition, and business results and

business prospects of the Company.

Competition Risk from Other Hospitals

The healthcare industry is a very competitive
industry. Generally, most other hospitals near
to the locations of the Company's hospitals also
provide similar services. In certain locations, our
hospitals compete with both public and private
hospitals. Furthermore, in several locations, our
hospitals also compete with other hospitals
out from Indonesia, i.e Singapore and Malaysia
which are well known as credible hospitals

and which provide more complex services.
There are hospitals which are more established
have better financial resources and own more
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pesaing ini mungkin sudah lebih mapan dan
memiliki sumber daya finansial, personil dan
sumber daya lain yang lebih besar dibanding
rumah sakit Perseroan dan mungkin mencari
peluang untuk mendirikan fasilitasnya di
Indonesia. Selain itu, di lokasi di mana rumah
sakit Perseroan menjadi penyedia dominan
atau satu-satunya penyedia layanan perawatan
kesehatan di wilayah tersebut, pasien atau
dokter mungkin mendukung rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lainnya di kota-kota atau
wilayah sekitarnya.

Beberapa pesaing Perseroan juga memiliki
rencana untuk memperluas jaringan rumah
sakit mereka, yang dapat menimbulkan tekanan
harga dan perekrutan pada Perseroan. Jika
Perseroan terpaksa menurunkan harga layanan
Perseroan atau tidak mampu untuk menarik
pasien dan para dokter serta tenaga profesional
kesehatan lain ke rumah sakit Perseroan, maka
pada akhirnya hal ini dapat berdampak negatif
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan,
hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.
Risiko Pencemaran Lingkungan dalam
Pengoperasian Rumah Sakit Perseroan
Kegiatan operasional Perseroan menggunakan
bahan-bahan, proses atau instalasi tertentu
yang diatur oleh peraturan mengenai
lingkungan atau memerlukan izin tertentu.
Bahan-bahan tersebut termasuk limbah medis
atau bahan beracun lainnya, di mana sesuai
dengan peraturan Pemerintah mengenai
lingkungan, Perseroan harus mengamankan
limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari
lingkungan atau membahayakan masyarakat.
Kelalaian tenaga kerja Perseroan dalam
mengamankan limbah ini dapat berakibat
Perseroan diharuskan membayar denda atau
kerugian yang diakibatkan terhadap manusia,
sumber alam atau properti di sekitarnya.

Risiko Munculnya Faktor-Faktor Eksternal yang
Dapat Mempengaruhi Bisnis Unit Healthcare
Perseroan

Bisnis unit Healthcare Perseroan dipengaruhi
oleh faktor-faktor yang umumnya dihadapi oleh
industri healthcare. Perseroan berpendapat
bahwa tantangan yang dihadapi dalam industri
healthcare adalah memberikan pelayanan
berkualitas kepada pasien dan kemampuan
mengendalikan biaya.

sophisticated systems and medical equipment,
including larger numbers of human resources
and staff. In addition, our doctors or other
medical staff also have to serve patients in other
hospitals out of town or regions surrounding our
main or dominant location of the hospitals.

Some of the Company’s competitors also have
plans to expand their hospital network, which
may lead to price and recruitment pressures

on the Company’s hospitals. If the Company

is forced to reduce the service price, in other
words, cannot attract more patients, doctors and
other health experts, at the end, these factors
will harm the Company's business activities,
financial condition, results of operations and its
prospects.

Environment Pollution Risk in Operation of the
Company's Hospitals

Most operations of hospitals require certain
materials, processes and installations which

are subject to environtment regulations. The
Company is obliged to secure waste of the

use of materials, toxic materials in accordance
with government regulation regarding the
environment in order to prevent pollution and
not endanger the community. The negligence
of the Company’s workforce in managing those
wastes can cause the Company to pay a fine or
losses of community support, natural resources

or property in the vicinity.

Risk of Emerging External Factors that Affect the
Company's Healthcare Business

This healthcare business is influenced by
general factors faced by healthcare industry.
The Company believes that the challenge faced
in the healthcare industry is to provide quality
services to patients and the ability to control
costs.
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Di samping itu, bisnis unit Healthcare
dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi
industri healthcare seperti (i) perkembangan
teknologi dan farmasi yang mengurangi
kebutuhan untuk pelayanan kesehatan, (ii)
perubahan demografi dan (iii) perubahan
dalam proses distribusi pelayanan kesehatan
atau faktor lain yang dapat meningkatkan biaya
pelayanan kesehatan.

Jumlah pasien dan pendapatan yang dihasilkan
dari fasilitas medis Perseroan dipengaruhi oleh
faktor ekonomi dan siklus yang diakibatkan
oleh sejumlah faktor seperti (i) jumlah angka
pengangguran, (ii) kondisi cuaca dan siklus
musim penyakit, (iii) kompetisi, (iv) faktor lain
seperti keputusan pasien untuk menjalani
perawatan medis tertentu.

iii. Risiko Terkait dengan Bisnis Retail

1.
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Risiko Terjadinya Krisis di Bisnis Industri Ritel di
Indonesia

Secara historis, Perseroan mengembangkan
proyek ritel dan komersialnya berdasarkan pola
strata-titled. Beberapa tahun terakhir ini dan
untuk waktu yang akan datang, Perseroan akan
mengembangkan properti ritel dan komersial
berdasarkan pola sewa, di mana Perseroan
tetap memiliki hak atas tanah dan properti yang
dikembangkan, dan kemudian menyewakan
ruang ritel dan komersial kepada penyewa.
Kinerja keuangan Perseroan sangat berkaitan
erat dengan kondisi ekonomi dan industri
properti di Indonesia, khususnya untuk sektor
ritel. Permintaan atas ruang ritel selama ini
sangat dipengaruhi oleh hal seperti pelemahan
kondisi ekonomi nasional, regional maupun
lokal; menurunnya kondisi keuangan perseroan
ritel besar; konsolidasi di sektor ritel Indonesia;
berlebihnya pasokan ruang ritel di beberapa
wilayah regional di Indonesia; meningkatnya
pola belanja melalui katalog atau internet,

dan juga beralihnya para penyewa yang
menempati ruang ritel ke metode penjualan
melalui internet atau e-commerce; perubahan
peraturan perpajakan; dan perubahan peraturan
Pemerintah.

Risiko Kehilangan Anchor Tenant

Setiap pusat perbelanjaan Perseroan memiliki
anchor tenant. Kemampuan Perseroan untuk
menjual dan menyewakan ruangan di pusat
perbelanjaan Perseroan akan berkurang apabila
Perseroan kehilangan anchor tenant.
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In addition, the healthcare is influenced by
other factors, such as: (i) technological and
pharmaceutical developments that reduce
needs of health service, (ii) demographical
changes, (iii) health service distribution changes
or other factors that can increase healthcare

service costs.

The number of patients and income

generated by the Company’s medical facilities
are influenced by economic and cycle

factors caused by several factors, such as: (i)
unemployment, (ii) weather condition and
disease cycles, (iii) competition, (iv) other factors
like patients’ decisions to undergo certain
medical treatment.

iii. Risks related to the Retail Business

1.

Risk of Business Crisis in Retail Industry in
Indonesia

Historically, the Company developed its retail
and commercial projects based on the strata-
titled model. However, in the past few years and
the future, the Company will develop retail and
commercial properties based on lease models,
in which the Company retains rights to land

and property developed, then rents its space to
tenants. The Company’s financial performance is
very related to economic and property industry
conditions in Indonesia especially in the retail
sector. The demand for retail space has been
significantly influenced by things such as
weakening national, regional and local economic
conditions; declining financial conditions of
large retail companies; consolidation in the retail
sector in Indonesia; overstock of retail space in
several regions in Indonesia; increase shopping
patterns through catalogue or the internet; as
well as swift change of tenants who occupy retail
space to e-commerce or internet selling basis;
the change of tax regulations and government
regulations.

Risk of Losing Anchor Tenants

Each of the Company’s shopping center has
anchor tenants. If the Company losses its Anchor
Tenants, then the Company’s ability to sell and
rent retail space in the shopping centers will be

reduced as well.
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3. Risiko Kehilangan Tenant
Selain Anchor Tenant, pusat perbelanjaan
Perseroan memiliki berbagai macam Tenant
dari banyak sektor usaha. Pada beberapa
tahun terakhir, terjadi perubahan pola belanja
masyarakat dari yang sebelumnya datang ke
pusat perbelanjaan menjadi sebagian beralih ke
pemesanan secara online atau digital. Perseroan
menyadari adanya risiko beberapa tenant
maupun sektor usaha yang sudah terdisrupsi
oleh pola pembelanjaan baru ini. Oleh karena
itu Perseroan telah secara aktif melakukan
pemilihan tenant yang tidak terpengaruh
terhadap disrupsi ini seperti sektor makanan
dan minuman yang saat ini menunjukan tren
terus meningkat.
iv. Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Industri
Perhotelan dan Hiburan
Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi industri
perhotelan dan berada di luar kontrol Perseroan,
dapat berdampak negatif terhadap bisnis unit
Hospitality and Leisure Perseroan. Faktor-faktor
tersebut meliputi ancaman terorisme, munculnya
wabah penyakit menular, kenaikan harga tiket
pesawat dan biaya lainnya atau faktor lain yang
mengurangi jumlah wisatawan; meningkatnya
kompetisi dari hotel lain yang dapat mengurangi
tingkat okupansi dan pendapatan; meningkatnya
biaya akibat inflasi, kenaikan gaji karyawan atau
biaya lainnya; kondisi yang tidak menguntungkan
di luar negeri yang dapat mengurangi keinginan
untuk berlibur atau perjalanan bisnis, dan juga
kondisi perekonomian nasional atau daerah tempat
hotel Perseroan beroperasi; perubahan peraturan
Pemerintah yang dapat mempengaruhi berlakunya
izin yang dibutuhkan untuk mengoperasikan hotel
Perseroan; dan dampak negatif akibat krisis di
industri perhotelan.
V. Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Portfolio
Management
Perseroan saat ini mengelola 2 REITs, yaitu First REIT
dan LMIRT. Sebagian dari pendapatan dihasilkan
dari management fee kedua REITs tersebut.
Selain itu, strategi daur ulang kapital Perseroan
sangat terkait dengan kemampuan REITs dalam
menerbitkan saham baru dan pendanaan melalui
utang. Prospek Perseroan sebagian bergantung
kepada kemampuan Perseroan menjual aset
kepada First REIT dan LMIRT. Hasil penjualan aset
tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk
terus mengembangkan bisnis Perseroan.

3. Risk of Losing Tenants
In addition to Anchor Tenant, the Company's
shopping center has a variety of Tenants from
many business sectors. In recent years, there
has been a change in the pattern of public
spending from those who previously came to
the shopping center to some who switched to
ordering online or digital. The Company is aware
of the risks of several tenants as well as the
business sector that have been distracted by this
new spending pattern. Therefore, the Company
has actively selected tenants which are not
affected by this disruption, such as the food and
beverage sector, which is currently showing an

increasing trend.

iv. Risks related to the Hotel Industry

Number of risk factors of the hospitality industry
and beyond the Company's control may cause
negative effect to the Company's Hospitality

and Leisure business. Those factors are: threat of
terrorism, the emergence of an infectious disease,
increase in airline ticket price and other costs

that might reduce number of tourists; increased
competition with other hotels which potentially
reduce occupancy and income levels; increase costs
due to inflation, increase in employee salaries or
other costs; disadvantageous conditions abroad
which can decrease desire for vacations or business
trips, as well as the national economic conditions

or the area where our hotels operates; change

in government regulations that could affect the
permits needed to operate the hotels; and the
negative impact of a crisis in the hospitality industry.

Risks related to Portfolio Management

The Company currently manages 2 REITs, such

as: First REIT and LMIRT. Part of the revenue is
generated from the management fees of both
REITs. In addition, the Company's capital recycling
strategy is very related to the ability of REITs in new
shares issuance and debt funding. Partially, the
Company's prospects depend on its ability to sell
assets to the First REIT and LMIRT. The proceeds
will be used to continue developing the Company's
business.
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Risiko yang Umumnya Dihadapi oleh Tata Kelola
Kota Mandiri

Perseroan berkomitmen memberikan layanan
setelah penjualan yang berkelanjutkan pada unit
properti yang dijual. Perseroan melalui anak usaha
mengelola beberapa kota mandiri, mixed used
development serta tata kelola air limbah dan air
bersih. Tata kelola kota mandiri ini bergantung
terhadap perubahan peraturan pemerintah baik
nasional maupun regional. Perseroan telah secara
aktif mengelola risiko dengan penerapan prosedur
standar operasi yang ketat serta perlindungan
asuransi. Dalam hal tata kelola limbah dan air
bersih, Perseroan secara aktif terus meningkatkan
kualitas layanan agar dapat terus menyediakan

air bersih yang ramah lingkungan kepada
penghuninya.

C. Risiko Umum
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Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal
yang lazim dalam dinamika perekonomian
global. Perekonomian suatu negara memiliki
kecenderungan tren siklikal, di mana ada masa
pertumbuhan tinggi dan penurunan ekonomi.
Krisis ekonomi Asia pada pertengahan tahun 1997
membawa Indonesia mengalami depresiasi nilai
mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan,
tingkat bunga yang tinggi, gejolak sosial dan
perubahan kondisi politik yang luar biasa. Krisis
ekonomi 1997 menyebabkan banyak perseroan
Indonesia yang mengalami gagal bayar pada
saat jatuh tempo. Kondisi ini berdampak negatif
terhadap tingkat kepercayaan investor, kreditur
dan pada akhirnya berdampak pada iklim usaha
di Indonesia. Dari tahun 1999 sampai 2002,
Indonesia memasuki masa resesi dengan tingkat
pertumbuhan yang relatif rendah.

Krisis ekonomi global yang berawal pada tahun
2008 menciptakan suatu periode di mana terjadi
kekurangan ketersediaan kredit, penurunan
penanaman modal asing langsung, kegagalan
pada institusi keuangan global, penurunan nilai
pasar saham global, perlambatan ekonomi global
dan jatuhnya permintaan berbagai komoditas.
Pada beberapa tahun terakhir, negara maju seperti
Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni
Eropa mengalami penurunan peringkat kredit.
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Vi.

Risks related to Township Development

The Company is committed to providing continuous
after sale services for its sold property units.
Through its subsidiaries, the Company manages
several townships, mixed-use developments

and waste and clean water management. This
township management depends on the change of
government regulation either national or regional.
In addition, the Company actively manages the risks
by implementing stringent SOPs and protecting
with insurance. In the matter of waste management
and clean water, the Company also actively
improves quality of the service to keep providing

clean water to the environment and residents.

C. General Risk

Macro and Global Economic Conditions

Changes in economic conditions are a common
matter in the dynamics of the global economy. The
economy of a country tends to have a cyclical trend,
where there is a period of economic high growth
and decline. The Asian economic crisis in mid 1997
caused Indonesia to suffer a currency depreciation,
significant GDP decline, high interest rates, social
turmoil and extraordinary changes in political
conditions. The 1997 crisis caused many companies
in Indonesia to experience default on debt maturity.
This condition affects negatively on confidence level
of investors, creditors and ultimately affects the
business climate in Indonesia. From 1999 to 2002,
Indonesia entered a recession with a relatively low

growth rate.

The global economic crisis began in 2008, creating
a period with credit shortage, decline in direct
foreign capital investments, failure of global
economic institutions, decline of global stock
market, slowdown of global economy and falling
demand for various commodities. In recent year,
the developed countries like US, England and other
countries in EU also suffered a decline in credit
ratings.
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Kondisi ekonomi global yang kurang baik sejak
tahun 2008 tidak terlalu mempengaruhi makro
ekonomi Indonesia. Namun tidak ada jaminan
bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan

terus pada kondisi meningkat. Penurunan
perkonomian Indonesia maupun global akan
berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga
dan inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan
masyarakat (disposable income). Kejadian ini dapat
berpengaruh negatif terhadap bisnis dan hasil
usaha Perseroan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan terpapar risiko fluktuasi Rupiah terhadap
mata uang asing seperti USD. Laba atau rugi selisih
kurs akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
Untuk keperluan persiapan laporan keuangan
konsolidasi, akun-akun dalam laporan keuangan
anak perseroan Perseroan yang berdomisili di

luar negeri harus dikonversi ke Rupiah, sehingga
akan terdapat selisih kurs. Nilai tukar Rupiah

yang berfluktuasi terhadap mata uang asing,
mengakibatkan implikasi negatif pada kondisi
keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari
nilai tukar mata uang asing dan ekspektasi ke depan
dari pasar sehingga dapat mengambil langkah-
langkah dalam memitigasi risiko yang mungkin
timbul dari pergerakan nilai tukar. Perseroan juga
aktif melakukan analisis sensitivitas baik pada
pelemahan maupun penguatan mata uang Rupiah
pada dampaknya terhadap laba Perseroan.

Risiko Tidak Tersedianya Pendanaan

Perseroan membutuhkan pendanaan eksternal
untuk membiayai modal kerja atau belanja modal
untuk ekspansi usaha. Kemampuan Perseroan
untuk memperoleh pendanaan dan biaya dari
dana akan tergantung pada kondisi ekonomi dan
pasar modal, tingkat suku bunga, ketersediaan
dana dari bank atau kreditur lainnya, kebijakan
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam
penyaluran kredit ke sektor properti dan faktor-
faktor lainnya.

Risiko Perubahan Peraturan di Dalam Negeri
Perseroan berkomitmen untuk mentaati semua
peraturan perundangan-undangan, peraturan
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku di
Republik Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan
sangat bergantung pada peraturan Pemerintah,
dan membutuhkan persetujuan dan perizinan

The disadvantageous global economic conditions
since 2008 did not significantly affect Indonesia’s
macro economy. Though, there is no guarantee
that Indonesia’'s economy will be continuously
improving. The decrease of Indonesia's and/or

the global economy will have an impact on the
increase of interest rates and inflation which also
affects disposable income. This event can negatively
affect the business and results of the Company’s
operations.

Risk of Currency Exchange Rate

The Company experiencedfluctuation of Rupiah to
USD exchange rate. This resulting profit and loss
from these discrepancies will be reflected in the
Company'’s net profit. In preparing consolidated
financial statements, accounts in financial
statements of the Company’s subsidiaries domiciled
abroad must be converted to Rupiah, so that there
will be acurrency exchange difference. The Rupiah
exchange rate which fluctuates against foreign
currencies may have negative implications on the
financial condition and results of the Company’s
operations.

The Company closely monitors fluctuations in
foreign exchange rates and future expectations of
the market so that it can take steps to mitigate risks
that may arise from exchange rate movements. The
Company is also active in conducting sensitivity
analysis both in the weakening and strengthening
Rupiah in its impact on the Company's profit

Risk of Unavailability Funding

Normally, the Company requires external funding
to finance working capital or capital expenditure
for its business expansion. The Company’s ability to
obtain funding and costs will depend on economic
conditions and capital markets, interest rates,
availability of funds from banks or other creditors,
regulation of Bank Indonesia and OJK regarding
credit distribution to the property sector and other
factors.

Risk of Domestic Regulation Change

The Company is committed to complying

with all laws and regulations, central and local
government laws that prevail in the Republic of
Indonesia. The Company’s business is dependent
on governmentregulations, as it requires approval
and permission from the government. Changes

and updates of the government would have
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Vii.

dari Pemerintah. Perubahan dan penambahan
peraturan Pemerintah dapat berdampak negatif
pada harga dan kemampuan Perseroan dalam
mengembangkan usahanya.

Risiko Perubahan Peraturan Pada Negara Lain di
mana Persero Juga Beroperasi

Perseroan juga memiliki kewajiban untuk menaati
peraturan perundangan di mana bisnis anak usaha
beroperasi di luar negeri. Melalui LMIRT dan First
REIT, Perseroan mengoperasikan bisnis manajemen
aset di bawah jurisdiksi negara Singapura.
Perseroan telah secara aktif beradaptasi terhadap
segala perubahan peraturan yang berlaku.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana Perseroan akan
mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan,
klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi
liabilitas kontraktual mereka. Perseroan mengelola
risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah
risiko yang dapat diterima untuk masing-masing
pelanggan dan bersikap lebih selektif dalam
pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya
bank-bank dan institusi keuangan ternama dan
yang berpredikat baik yang dipilih.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga terutama karena adanya
pinjaman dengan suku bunga mengambang.
Perseroan mengelola risiko suku bunga melalui
kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap
dan mengambang yang tepat dan pengawasan
terhadap dampak pergerakan suku bunga

untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap

Perseroan.

viii. Risiko Likuiditas
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Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus
kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka
pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran
jangka pendek. Perseroan mengelola risiko
likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara
kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen
Perseroan untuk operasi normal Perseroan, secara
rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas
aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan
liabilitas keuangan.

Perseroan secara berkala mengevaluasi proyeksi
arus kas aktual untuk memastikan ketersediaan
dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan
pembayaran dari hutang yang akan jatuh tempo.
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adverse effects to pricing and ability to develop the

Company's business.

Risk of Overseas Regulation Changes where the
Company Operates

The Company is obliged to compy with laws and
regulations of countries where its subsidiaries
operate. Through LMIRT and First REIT, the
Company operates management asset business
under the jurisdiction of Singapore. The Company
actively updates and adaptes to the changes of
regulations.

i. Credit Risk

Credit Risk is the risk when the company

suffers losses arising from customers, clients or
counterparties who fail to meet their contractual
obligations. The Company manages credit risk by
setting limits on the amount of risk acceptable for
each customer and being selective in choosing
banks and financial institutions, by only choosing

the reputable ones.

ii. Interest Rate Risk

Interest rate risk arises primarily due to loans with
floating interest rates. The Company manages
interest rate risk through a combination of

fixed and floating interest rate loans, along with
consistent monitoring on the impact of interest rate
movements to minimize the negative impact to the
Company.

viii. Liquidity Risk

This is the risk arising when the Company’s cash
flow position shows that its short-term earnings
are not enough to cover short-term expenses. The
Company manages its liquidity risk by maintaining
an adequate level of cash and cash equivalents to
cover its commitments in normal operations and
continuously evaluates projected and actual cash
flows, factoring in the maturity dates of its financial
assets and liabilities.

The Company regularly evaluates the actual cash
flow projection to ensure the availability of funds
to meet operational needs and payment of due
liabilities.
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ix. Risiko Harga

Xi.

Xii.

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen
keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.
Perseroan memiliki risiko harga terutama karena
investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok
tersedia untuk dijual. Perseroan mengelola risiko
harga dengan secara rutin melakukan evaluasi
terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas
investasinya, serta selalu memantau perkembangan
pasar global.

Risiko Ketergantungan Kepada Pemerintah Daerah
dalam Perpanjangan Perjanjian-Perjanjian Tertentu
yang Dimiliki Perseroan

Kelangsungan dari beberapa perjanjian yang
dimiliki oleh Perseroan akan bergantung pada izin
perpanjangan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah. Misalnya, Perseroan mengoperasikan
Aryaduta Hotel Pekanbaru berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama No. 55 tanggal 17 September 1993
(Perjanjian Build, Operate, Transfer/BOT), antara
Perseroan dan Pemerintah Daerah. Perjanjian

BOT tersebut memberikan Perseroan hak untuk
membangun dan mengoperasikan hotel tersebut
namun tidak memberikan hak atas tanah. Masa
berlaku Perjanjian BOT adalah 25 tahun dengan
pilihan untuk perpanjangan selama 10 tahun,
namun tidak ada jaminan bahwa Pemerintah
Daerah akan menyetujui perpanjangan Perjanjian
BOT tersebut.

Risiko Kegagalan Teknologi Informasi

Kinerja sistem dan teknologi informasi Perseroan
sangat penting bagi operasi bisnis Perseroan.
Kegagalan sistem yang menyebabkan gangguan
dalam layanan atau ketersediaan sistem Perseroan
dapat mempengaruhi operasional atau pendapatan
Perseroan. Meskipun Perseroan telah menerapkan
upaya perlindungan dan keamanan jaringan,
server Perseroan rentan terhadap virus komputer,
pembobolan dan gangguan serupa dari peretasan
atau gangguan yang tidak sah. Terjadinya salah
satu peristiwa ini dapat mengakibatkan interupsi,
penundaan, kehilangan atau kerusakan data, yang
semuanya dapat memiliki efek merugikan material
terhadap posisi keuangan dan hasil usaha dan
merugikan reputasi bisnis Perseroan.

Risiko Pengeluaran Biaya Tambahan Sehubungan
Dengan Masalah Lingkungan

Perseroan tunduk kepada hukum dan peraturan
yang mengatur lingkungan hidup, yang antara lain
mewajibkan pemilik real estat untuk memeriksa
dan membersihkan limbah berbahaya dalam
lahan properti. Sesuai peraturan, pemilik properti
harus menanggung biaya pembersihan limbah

ix. Price Risk

Xi.

Xii.

This is the risk of fluctuations in the value of
financial instruments as a result of changes in
market prices. The Company is exposed to price
risk as it owns investments classified as Available
for-Sale financial assets. The Company manages
this risk by regularly evaluating the financial
performance and market price of its investments
while continuously monitoring global market
developments.

Risk of Dependence on Regional Government
related to the Extension of Certain Agreements of
the Company

Renewing the Company’'s Agreements The
continuity of several agreements held by the
Company will depend on renewal permits granted
by Regional Governments. For example, the
Company operates Aryaduta Hotel Pekanbaru
according to the Cooperation Agreement No.55
dated September 17,1993 (the BOT) between the
Company and the Regional Government. The BOT
agreement grants right to the Company to build
and operate the hotel, but has no right on the land.
The validity period of the BOT agreement is for

25 years with an option for extention of 10 years,
however, there is no guarantee that the regional
government will approve the extention of the BOT

Agreement.

Risk of Information Technology Failure

The Company'’s information technology system

is very important for its business operations.
System failure can cause disruptions in services or
availability of the Company’s system may adversely
affect the Company's operations or revenue.
Although, the Company implements network
protection and security, its servers are vulnerable to
computer viruses, burglary and other disturbances
from hacking or unauthorized interference. The
occurrence of any of these issues can result in
interruption, delay, lost or damaged data and
eventually material damage to the Company's
business reputation.

Risk of Additional Expenses related to
Environmental Problems

The Company complies with laws and regulations
that regulate the environment, which oblige real
estate owners to inspect and clean up hazardous
waste on the property. In accordance with
regulations, property owners must bear costs

of cleaning toxic waste. If there was negligence
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beracun, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan
dengan itu kemungkinan akan signifikan. Apabila
ada kelalaian dari pemilik properti sehubungan
dengan hal tersebut maka dapat mengakibatkan
dikenakannya denda atau sanksi lainnya. Perseroan
telah menyiapkan berbagai antisipasi strategis
untuk mengurangi dampak risiko-risiko tersebut di
atas terhadap kinerja maupun kelangsungan hidup
Perseroan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistim Manajemen Risiko
Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk semua
anak usaha dan Perseroan induk melalui beberapa
mekanisme, seperti aplikasi pada operasional usaha kajian
rutin dan implementasi indikator kinerja utama.

Setiap unit bisnis terlibat secara aktif dalam mengelola
risiko, sehingga risiko tertentu dapat dimitigasi. Budaya
risiko selalu ditekankan sehingga akan menjadi bagian
yang terintegrasi dari semua aspek usaha Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal berfungsi untuk menjaga
kepatuhan dan keteraturan Perseroan dalam menerapkan
praktik GCG secara keseluruhan. Sistem pengendalian
internal diterapkan di seluruh level organisasi dan jabatan.
Seluruh anggota perusahaan diharapkan mampu
menerapkan prinsip preventif (pencegahan kondisi

yang tidak diinginkan), detektif (pendeteksian dan
perbaikan kelemahan) dan direktif (pengupayaan hal yang
diinginkan) dalam kegiatan sehari-hari.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Dalam rangka melaksanakan sistem pengendalian
internal sehubungan dengan pelaksanaan manajemen
risiko, Perseroan membentuk Satuan Audit Internal yang
bertugas untuk memastikan implementasi manajemen
risiko di seluruh unit.

Hingga saat ini, Perseroan telah menerapkan kegiatan
pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka
yang diakui secara internasional, yakni COSO ERM
Framework (Internal Environment, Objective Settting,
Event Identification, Risk Assessment, Risk Response,
Control Activities, Information & Communication and
Monitoring).

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal bertujuan untuk
mendapatkan kepastian dalam menjaga dan
mengamankan aset Perseroan, menjamin tersedianya
laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian
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from the property owner related to this matter,
it will cause them to pay fine or other sanctions.
The Company has prepared various strategic
anticipations to reduce the impact of the
above-mentioned risk toward performance and
sustainability of the Company.

Review of Risk Management System Effectiveness

The Company implements risk management in all its
subsidiaries and head office through several mechanisms,
such as: application to routine business operation reviews
and implementation of Key Performance Indicators.

Every business unit is actively involved in managing risk, to
the point where those certain risks can be mitigated. The
culture of risk management is always emphasized so that it
will be integrated into all business aspects of the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control system has a function to maintain the
Company’s compliance and orderliness in implementing
GCG practices. The Internal Control system is applied to
all organizational levels and positions. All members of
the Company are expected to be able to act preventively
(avoiding unwanted conditions), detect (detection and
correction of weaknesses), and direct (efforts to set goals)
in their daily activities.

Appropriation of International Control System with
COSO

For the purpose of implementing the internal control
system related to implementation of risk management,
the Company established Internal Audit with the duty of
ensuring the implementation of risk management in all
units.

Until now, the Company has implemented internal control
activities that refer to the internationally recognized
framework, called COSO ERM (Internal Environment,
Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment,
Risk Response, Control Activities, Information &

Communication and Monitoring).

Evaluation of Internal Control System Effectiveness
The Internal control system aims to obtain the security

of the Company'’s assets; ensuring the availability of
accurate reporting; improving compliance with applicable
regulations; reducing the impact of financial losses or
irregularities including fraud and violation of prudential
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keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan

(fraud) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta

meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan

efisiensi biaya. Secara berkala, Perseroan melakukan

evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal

untuk memastikan dipatuhinya seluruh peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh

kegiatan operasional, terutama bila terdapat peraturan

baru.

KASUS DAN PERKARA PENTING

Pada 2019, Perseroan menghadapi beberapa kasus dan

perkara penting sebagai berikut:

Perkara
Cases

Penggugat | Plaintiff:
GMTD

Tergugat | Defendant:
Najmiah Muin dan/and
Fatimah Kalla

Status Terakhir Perkara
Latest Status of the Case

Masih dalam proses Peninjauan
Kembali di Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Still under Judicial Review Process in
the Supreme Court of the Republic of
Indonesia

aspects; and improving organizational effectiveness

and cost efficiency. The Company periodically evaluates

the effectiveness of internal control systems to ensure

compliance with all applicable regulations and laws in all

operational activities, especially if there is new regulation.

CASE AND LITIGATION

In 2019, the Company deal with several important cases,

which detailed as follows:

Putusan Terakhir
Latest Decision

GMTD dinyatakan kalah di tingkat
kasasi di Mahkamah Agung

GMTD lost the case by cassation in
Supreme Court.

Objek Perkara
Object of the Case

Tanah Seluas 60.000 m?

Land of 60,000 sqm .

Penggugat | Plaintiff:
GMTD

Tergugat | Defendant:
John Tandiary

Masih dalam melakukan upaya
hukum pidana dengan tujuan akan
digunakan untuk melakukan upaya
hukum peninjauan kembali

Still under conducting a criminal
lawsuit with the intention of being
used to conduct a judicial review

GMTD dinyatakan kalah di tingkat
kasasi di Mahkamah Agung

GMTD lost the case by cassation in
Supreme Court.

Tanah Seluas 68.929 m?

Land of 68,929 sgm

Penggugat | Plaintiff:
GMTD

Tergugat | Defendant:
Tajuddin Molla

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Repubilic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 84.141 m?

Land of 84,141 sqm

Penggugat | Plaintiff:
GMTD

Tergugat | Defendant:

H Najmiah Muin, Muhyina
Muin, Muh. Nur Majmul Muin,
Bobby Sunardi Edward, Lenny
Setiono, Daeng Bombong,
BPN Kota Makassar

Masih dalam upaya hukum
peninjauan kembali Il di Mahkamah
Agung Republik Indonesia

Still under to conduct a judicial review
II'in Supreme Court of the Republic of
Indonesia.

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah pada peninjauan
kembali di Mahkamah Agung

GMTD lost the case by judical review
in Supreme Court.

Tanah Seluas 21.023 m?

Land of 21,023 sgm

Penggugat | Plaintiff:
GMTD

Tergugat | Defendant:
Kantor Pertanahan kota
Makassar

Land Office of Makassar

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD telah dinyatakan kalah di
tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara

GMTD has lost the case in Makassar
State Administrative High Court.

Tanah Seluas 4.691 m?

Land of 4,691 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Mutiara Dg Ngintang

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 12.700 m?

Land of 12,700 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Hj Diana Chaeruddin

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam upaya hukum
peninjauan kembali Il di Mahkamah
Agung Republik Indonesia

Still under a judicial review Il in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia.

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah di peninjauan
kembali di Mahkamah Agung
Republik Indonesia

GMTD lost the case by judicial review
in Supreme Court of the Republic of
Indonesia.

Tanah Seluas 19.995 m?

Land of 19,995 sgm
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Perkara
Cases

Penggugat | Plaintiff:
Drs H. Andi Mappaturung

Tergugat | Defendant:
GMTD

Status Terakhir Perkara
Latest Status of the Case

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

Putusan Terakhir
Latest Decision

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD lost the case in High Court of
Makassar.

Objek Perkara
Object of the Case

Tanah Seluas 10.358 m?

Land of 10,358 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Siti Aminah

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam upaya hukum
peninjauan kembali Il di Mahkamah
Agung Republik Indonesia

Still under a judicial review Il in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia.

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah di tingkat
Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung

GMTD lost the case by judicial review
in Supreme Court.

Tanah Seluas 7.613 m?

Land of 7,613 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Kartini

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar

Tanah Seluas 40.040 m?

Land of 40,040 sqm

Penggugat | Plaintiff:
Junaid Dg Sanre

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam upaya hukum proses
pemeriksaan di Pengadilan Tinggi
Makassar

Still under review in High Court of
Makassar.

GMTD dinyatakan menang di
Pengadilan Negeri Makassar

GMTD won the case in Makassar
District Court.

Tanah Seluas 19.288 m?

Land of 19,288 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Mariama Dg Bau

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD lost the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 20.000 m?

Land of 20,000 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Andi Mappaturung

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 20.134 m?

Land of 20,134 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Josef Lirungan

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 2117 m?

Land of 2,117 sgm

Penggugat | Plaintiff:

Chiandra Th dan / and Cicilia

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 9.173 m?

Land of 9,173 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Abdul Karim Dg Sirua

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses Banding di
Pengadilan Tinggi Makassar

Still under appeal process in High
Court of Makassar

Tanah Seluas 49.550 m?

Land of 49,550 sgm

Penggugat | Plaintiff:
Sona Dg Selo

Tergugat | Defendant:
GMTD

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

GMTD dalam perkara tersebut
dinyatakan menang di tingkat
Pengadilan Tinggi Makassar

GMTD won the case in High Court of
Makassar.

Tanah Seluas 60.000 m?

Land of 60,000 sgm
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Status Terakhir Perkara
Latest Status of the Case

Kasasi telah selesai diproses di
Mahkamah Agung Republik

Sarkinah Binti H. Kiman, Indonesia
Dedeh Marwati Binti H.
Kiman, Emar Martinah Binti
H. Kiman, H3J. Icih Binti H.
Bahrudin, H. Engkos Binti H.

Bahrudin, HJ. Nesih

Cassation has processed in Supreme
Court of Republic of Indonesia

Tergugat | Defendant:
LPCK

Putusan Terakhir
Latest Decision

Objek Perkara
Object of the Case

LPCK dalam perkara tersebut Tanah Seluas 38.770 m?
dinyatakan kalah di tingkat
Mahkamah Agung Land of 38,770 sgm

LPCK lost the case in Supreme Court

Berencana untuk melakukan
upaya hukum peninjauan kembali
ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Penggugat | Plaintiff:

Udi Bin Uji, H. Karna Alias

H. Samin Bin Karim, Tatang
Suganda Bin Rohadli, Titin
Kartika Binti Rohadi, Ade
Handri Bin Rohadi, Linda Wati
Binti Rohadi, Euis Sutari Binti
Rohadi, Purnamasari Binti
Rohadi, Nining Hasanah Binti
Rohadi, Karyati Sri Muningsih
Binti Rohadi, Nurlela Sari
Binti Rohadi, Undar Prayoga
Alias Jusup N. Bin Rohadi,
Euis Marlina Binti H. Acep,
Enyang Yonita Binti H. Acep,
Nuri Binti H. Acep, dan/ and
Suharto Bin H. Acep

Plan to conduct judicial review to
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

Masih dalam proses kasasi di
Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Still under cassation process in
Supreme Court of the Republic of
Indonesia

Tergugat | Defendant:
LPCK

LPCK dalam perkara tersebut Tanah Seluas 36.320 m?
dinyatakan kalah ditingkat
Mahkamah Agung Land of 36,320 sgm

LPCK lost the case in Supreme Court  Tanah Seluas 15.620 m?
LPCK dalam perkara tersebut
dinyatakan kalah di Pengadilan
Tinggi Jawa Barat

Land of 15.620 sgm

LPCK lost the case in West Java High
Court

Sejak tanggal 15 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan
Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa
orang atas dugaan suap terkait pengajuan perijinan
proyek Meikarta yang dimiliki oleh PT Mahkota Sentosa
Utama (MSU), entitas asosiasi. Sampai dengan tanggal
persetujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian
interim, kasus ini telah memasuki tahap persidangan di
pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri
Bandung. Manajemen PT Lippo Cikarang Tbk (LC), entitas
anak, sedang melakukan evaluasi atas hasil persidangan
dan penyelesaian kasus ini dan belum dapat mengambil
kesimpulan serta terdapat ketidakpastian atas potensi
dampak hukum yang mungkin dapat ditimbulkan dari
proses pemeriksaan kasus ini terhadap LC dan MSU,
entitas asosiasi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi
dan data mengenai Perseroan melalui situs resmi
Perseroan yang tersedia dalam dua bahasa yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris, melalui Laporan Tahunan
yang diterbitkan setiap tahun, melalui Laporan Keuangan
Perseroan, pemberitaan melalui media massa, mailing list,
serta produk-produk pemasaran Perseroan. Selain itu, para
pemangku kepentingan dapat melayangkan permintaan
informasi melalui surat tertulis dengan mengirimkannya
kepada:

Since October 15, 2018, the Corruption Eradication
Commission has examined several person for alleged
bribery related to the submission of permits for the
Meikarta’'s project that owned by PT Mahkota Sentosa
Utama (MSU), an associate. Until the date of approval

for the issuance of the interim consolidated financial
statements, this case has entered the trial phase in
Bandung Corruption Court. PT Lippo Cikarang Tbk

(LC)'s management still evaluate the results of the trial
and adjudication of this case and is not able to have a
conclusion and there is uncertainties on the potential law
suit that might arised from the investigation of the case to
LC and MSU, an associate.

COMPANY'’S INFORMATION AND DATA ACCESS
All Stakeholders are able to access information and data
about the Company through the Company’s official
website available in two languages, Indonesian and
English; by its Annual Reports, Financial Statements, Media
Coverage, Mailing List, Bulletin, and Marketing Products of
the Company. Moreover, stakeholders are able to request
for information through written letter with address below:
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Sekretaris Perusahaan

PT Lippo Karawaci Tbk

Menara Matahari Lt. 22 JI. Boulevard Palem Raya No. 7,
Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Banten — Indonesia

Tel.: +62 21 2566 9000

Fax.: +62 21 2566 9098

Email : corsec@lippokarawaci.co.id

KODE ETIK

Pokok Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku secara universal bagi seluruh

karyawan Perseroan yang terlibat dalam hubungan kerja

langsung baik karyawan tetap maupun kontrak, termasuk

Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan Kode Etik

mencakup beberapa pokok nilai yaitu:

1. Integritas dan benturan kepentingan

2. Kepatuhan terhadap peraturan atau perundang-
undangan (internal dan ekstemal)

3. Pertanggungjawaban sebagai karyawan
Menghargai sesama karyawan dan pedoman dalam
berhubungan karyawan lain, perusahaan, pelanggan,
pihak ketiga seperti pemasok/vendor/konsultan,
pesaing, dan lainnya.

Tujuan kebijakan Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Perseroan dalam memahami
dan melaksanakan kepatuhan peraturan-peraturan
dan nilai-nilai etika yang berlaku umum.

2. Merupakan pedoman pelaksanaan norma-
norma dasar, sikap dan tindakan karyawan dalam
menjalankan tugas serta pengambilan keputusan
dalam mencerminkan citra dan nama baik Perseroan.

3. Memberikan pemahaman kepatutan dalam menjalin
hubungan dan memastikan kesamaan serta
konsistensi sikap maupun tindakan karyawan dalam
implementasi pekerjaan sehari-hari.

4. Memastikan adanya keseragaman dan konsistensi
sikap maupun tindakan dalam implementasi pekerjaan
sehari-hari.

Isi Kode Etik
Kode etik karyawan berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Hubungan dengan sesama karyawan yang terdiri dari:
a. Kerja sama antar karyawan, baik hubungan antar
sesama karyawan atau rekan kerja; hubungan
dengan bawahan; hubungan dengan atasan;
b. Keadilan perlakuan dan objektivitas keputusan
Larangan pelecehan dan intimidasi
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Corporate Secretary

PT Lippo Karawaci Tbk

7 Boulevard Palem Raya #22-00 Menara Matahari Lippo
Lippo Karawaci, Tangerang 15811

Banten — Indonesia

Tel.: +62 21 2566 9000

Fax.: +62 21 2566 9098

Email : corsec@lippokarawaci.co.id

CODE OF CONDUCT

Scope of Code of Conduct

The Code of Conduct applies for all employees who are
related to either work relations with a permanent or
contract status, including the Board of Commmissioners and
Board of Directors. The scope of Code of Conduct includes:

1. Integrity and conflict of interest

2. Compliance to laws and regulations (internal and
extemal)

3. Accountability as employees

4. Respect to other employees and guidelines in
relationships among other employees, companies,
customers, also third parties such as: suppliers/
vendors/ consultants, competitors, and others.

Purpose of the Code of Conduct are as follows:
1. Be a guideline for the Company in understanding and
complying with the applicable laws and ethics value.

2. Be aguideline in implementing fundamental norms,
employee behavior in executing duties and making
decisionsin representing the good image and
reputation of the Company.

3. Provide an understanding about appropriateness in
developing relationships and to ensure employees’
consistent behavior in their daily work.

4. Ensure consistency in behavior in implementing daily
work.

Code of Conduct Content
The content of the Code of Conduct is as follows:
1. Relations with Other Employees:

a. Coorperation among employees, such as relations
between employees or work colleagues, relations
with subordinates; relations with supervisions;

b. Fair treatement and decision objectivity;

c. Prohibition of harassment and intimidation
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2. Hubungan dengan Perseroan yang terdiri dari:
Status kepegawaian

Benturan kepentingan

Disiplin waktu kerja

Penampilan dan cara berpakaian
Lingkungan dan keselamatan kerja

Akses informasi

Investasi pribadi

Q@ 0 a0 T o

Media, publikasi, penampilan di muka umum
i. Aktivitas di luar Perseroan
j. Aktivitas politik
Penanganan informasi
|. Perlindungan hak cipta
3. Hubungan dengan pelanggan
a. Penjualan dan pengiklanan produk

b. Penerimaan dan pemberian hadiah, bingkisan, dan/

atau pemberian lainnya
c. Larangan atas tindakan penyuapan
4. Hubungan dengan pemasok (supplier), vendor
(rekanan), termasuk outsourcing dan konsultan
a. Evaluasi yang objektif dalam pengadaan
perlengkapan dan peralatan Perseroan
b. Larangan penerimaan kompensasi dari pemasok

(supplier), vendor (rekanan termasuk outsourcing),

dan konsultan

c. Kepatuhan Pemasok (supplier), vendor (rekanan
termasuk outsourcing) dan konsultan terhadap
kode etik

d. Konsultasi dan lobi dengan pemasok (supplier),
vendor (rekanan termasuk outsourcing) dan
konsultan

5. Hubungan dengan pesaing (kompetitor)

Hubungan dengan regulator

a. Kerja sama dengan regulator

b. Kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan

c. Kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan
fraud

d. Pembayaran pajak dan retribusi resmi

7. Hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya

a. Kebijakan anti monopoli dan perlindungan
konsumen

b. Tanggung jawab sosial Perseroan

c. Donasi

d. Lingkungan hidup

8. Pelaporan atas pelanggaran atau potensi pelanggaran

Sosialisasi dan Upaya Penegakan Kode Etik
Perseroan memberikan buku kode etik bagi seluruh
karyawan sebagai pedoman tata cara berperilaku
sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan. Seluruh
karyawan perlu mempelajari dan memahami dengan

sungguh-sungguh isi buku Kode Etik, yang selanjutnya

2. Relations with the Company:

a. Employment Status
Conflict of Interest
Working time Discipline
Appearance and Dress Code
Occupational Environment and Safety
Information Access

Personal Investment

S@ 0 a0 o

Media, publication, public appearance

Activity outside the Company
j. Political Activity
k. Information Handling
I.  Copyright Protection
3. Relations with Customers:
a. Product selling and advertising
b. Accepting and offering packages and/or other gifts

c. Prohibition on bribery
4. Relations with suppliers, vendors, including outsourcing
and consultants:

a. Objective evaluation in procurement of corporate
equipment and tools;

b. Prohibition of accepting compensation from
suppliers, vendors including, out-sourcing, and
consultants,

c. Adherence of suppliers, vendors including

outsourcing and consultant to the Code of Conduct;

d. Consultation and lobby with suppliers, vendors
including out-sourcing and consultants.

5. Relations with Competitors
6. Relations with Regulators
a. Cooperation with regulators
b. Compliance to provisions/ regulations
c. Policy of anti-money laundering and fraud
prevention;
d. Tax payment and official payments

7. Relations with other Stakeholders:

o

Policy of anti-monopoly and consumer protection;
b. Corporate Social Responsibility;

c. Donations;

d. TheEnvironment

8. Reporting on breaches or potential breaches

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Code of conduct booklet is distributed to all employees
as a guideline for daily behavior in conducting jobs.
Employees need to read thoroughly and comprehend the
whole content of this Code of Conduct. At the end of this
booklet, employees must sign in the last part of this book
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membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan
komitmen pada formulir persetujuan yang terdapat di
bagian akhir buku. Pernyataan komitmen karyawan
kemudian didokumentasikan. Supervisor atau pejabat
yang ditunjuk wajib memberikan penjelasan kepada
karyawan bilamana dibutuhkan serta berkewajiban
memberikan contoh dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-
hari (led by example).

Setiap akhir tahun bersamaan dengan penilaian prestasi,
setiap pejabat pimpinan unit wajib mendiskusikan kembali
kebijakan etika yang berlaku kepada seluruh bawahannya
dan kemudian bersama-sama membubuhkan kembali
tanda tangan pemyataan komitmen di lembar
persetujuan. Perubahan isi Kode Etik akan diinformasikan
kepada seluruh karyawan dan karyawan diminta ulang
untuk memberikan pernyataan komitmen pada lembar
yang disediakan.

Penyebarluasan Kode Etik

Seluruh Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris,
Direksi dan karyawan harus mematuhi Kode Etik untuk
memastikan terlaksananya hubungan yang wajar dan
seimbang dengan seluruh pemangku kepentingan.
Perseroan melakukan sosialisasi kode etik melalui Buku
Kode Etik dan evaluasi akhir tahun. Untuk diketahui

oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan,
informasi mengenai Kode Etik tersedia di Situs Perseroan,
dalam menu Investor Relations & Governance.

Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Sepanjang 2019, tidak terdapat kasus pelanggaran besar
Kode Etik di Perseroan, sehingga tidak ada sanksi berat
yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada karyawannya.

INISIASI ANTI GRATIFIKASI

Perseroan memberlakukan inisiasi anti gratifikasi di
seluruh level organisasi. Ketentuan anti gratifikasi diatur
dan dicantumkan dalam Kode Etik Perseroan yang
ditetapkan sejak 8 Mei 2015, serta diunggah ke situs resmi
Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan memo
internal No. 004/IM/HR/VI/2016 pada 10 Juni 2016 dan
dipublikasikan kembali melalui memo internal No. 001/
IM/ HR/11/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan
kepada seluruh karyawan, termasuk jajaran Direksi,
Komisaris, dan anggota keluarganya. Dengan melihat
pentingnya keberadaan Kode Etik yang menjadi pedoman
Utama bagi seluruh karyawan dalam bertindak, Perseroan
memperbaharui Kode Etik pada tanggal 21 Januari 2019
dan pengkiniannya diunggah ke situs resmi Perseroan,
termasuk Perseroan terus senantiasa melakukan sosialisasi
kepada karyawan melalui media elektronik.
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to show their commitment. This employee's commitment
statement is stored in the employee'’s personnel file.
Supervisors or the appointed officer is obliged to provide
explanation to employees and also require to perform
examples in daily work implementation, to lead by
example.

At the end of every year, along with performance
evaluation, each unit leader is obliged to re-discuss this
applicable ethics policy and then both parties sign their
commitment at the approval form. Amendment to the
content of this Code of Conduct will be informed to all
employees and they shall sign again to provide their
commitment to the amendment.

Code of Conduct Dissemination

The Board of Commissioners, committees under the board
of Commissioners, Board of Directors, and all employees
must comply with the Code of Conduct to ensure the

fair relationship with all stakeholders. The Company has
socialized the Code of Conduct through its booklet and
evaluated it by the end of the year. The Code of Conduct

is published on the Company'’s official website in order to
easily allow every party related to the Company's business
to understand this Code of Conduct.

Sanction of Code of Conduct Violation

In 2019, there was no violation of the Company’s Code of
Conduct, thus, there is no sanction issued by the Company
any employees.

ANTI-GRATUITY INITIATIVE

The Company enforces anti-gratuity initiatives at every
level of the organization. Provisions regarding anti-
gratuity are regulated under the Company’s Code of
Conduct stipulated on May 8, 2015, and also published on
the Company’s website. Moreover, the Company issued
Internal Memo No.004/IM/HR/V1/2016 dated June 10, 2016,
and republished with Internal Memo No. 001/IM/HR/11/2018
dated February 13, 2018, as effective for all employees,
including the Board of Directors, Board of Commissioners,
and their family members. In view of the importance of the
Code of Conduct as the main guidelines for all employees
in their interactions, the Company has updated its Code
of Conduct on January 21, 2019, which has been uploaded
on the Company’s official website, and continued to be

socialized to all employees through electronic media.
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Kebijakan anti gratifikasi menegaskan para karyawan,
Direksi, Dewan Komisaris dan anggota keluarganya yang
bernaung dalam PT Lippo Karawaci Tbk untuk tidak
meminta, menerima, ataupun menjanjikan hadiah baik
secara langsung maupun tidak langsung dari ataupun
kepada pihak ketiga atas dasar kerja sama yang telah,
sedang, dan/atau akan dilakukan. Hal ini bertujuan
untuk mencegah adanya potensi tindakan yang dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang
merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan
etika bisnis dan hukum yang berlaku.

Pengawasan Gratifikasi

Apabila dalam hal penerimaan hadiah tidak dapat
ditolak karena berkaitan dengan perayaan hari-hari raya
keagamaan, maka setiap bentuk penghargaan yang
diterima dengan nilai material wajib untuk disampaikan
dan dilaporkan kepada divisi SDM atau atasan langsung.
Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Pada 2019, Perseroan mencatat terdapat 6 kasus gratifikasi,
di mana seluruh gratifikasi tersebut telah diserahkan
kepada Perseroan dan oleh Perseroan diberikan kepada
pihak yang membutuhkan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing
System/WBS) Perseroan telah berjalan efektif sejak
Februari 2016. Sistem pelaporan pelanggaran dikeluarkan
untuk meningkatkan implementasi praktik terbaik di
bidang GCG di lingkungan Perseroan dan berlaku untuk
kepentingan internal perusahaan yang meliputi seluruh
karyawan dan manajemen.

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan salah satu
bentuk pengawasan melekat yang dibangun Perseroan
dalam menjalankan pengendalian secara internal yang
konsisten dan berkesinambungan, dengan melibatkan
seluruh anggota perusahaan untuk bersikap proaktif
dalam menjaga ketertiban. Dengan adanya sistem
pelaporan pelanggaran, seluruh anggota perusahaan
membantu menciptakan pelaksanaan kegiatan bisnis
berbasis prinsip GCG serta membantu Perseroan
memberantas segala pelanggaran ataupun potensi
pelanggaran.

Perseroan selalu mengevaluasi sistem ini dan akan
melakukan perbaikan apabila dirasa perlu.

This anti-gratuity policy asserts that all employees,
members of BOC and BOD, and their family members
refrain from asking, receiving, or promising gifts both
directly and indirectly from/to third parties in terms of work
agreements that have been done, ongoing, and/or about to
start. The purpose of this policy is to prevent the possibility
of actions that will affect the decision-making process that
may harm the Company’s interests, contradict its business

ethics and prevailing laws.

Gratification Control

If an unavoidable exchange gifts occur, such as in
celebrating religious holidays, then all forms of gifts/prizes
with material values must be reported to the HR division or
to the direct supervisor. Violations will be sanctioned under
the prevailing regulations.

In 2019, the Company recorded 6 gratification cases,
reflecting the effectiveness implementation of anti-gratuity
policy and its campaign through the internal memos from
the HR division of the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) policy has been
effective since February 2016. The WBS was introduced in
order to improve the implementation of GCG best practices
in the Company's environment and was also applicable to
the Company’s internal interests including all employees

and Management.

The Whistleblowing System is one of the inherent
supervision mechanisms developed by the Company in
performing consistent and continuous internal control
by involving all employees to be proactive in maintaining
orderliness. Through the Whistleblowing System, all
employees will assist to conduct business activities
based on GCG principles as well as assist the Company to
eradicate any violation or potential violation.

The Company always evaluates the system and will make
necessary changes if required.
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Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan membentuk sistem pelaporan pelanggaran

yang berfungsi untuk:

1. Membantu Pers eroan dalam meningkatkan
produktivitas kerja melalui pemberantasan segala
bentuk pelanggaran dan potensi pelanggaran.

2. Mengurangi potensi kerugian Perseroan melalui
pencegahan dini sebagai bentuk tindak lanjut
dari pelaporan melalui berbagai saluran pelaporan
pelanggaran.

3. Meningkatkan citra dan reputasi Perseroan yang
memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

4. Meningkatkan kemampuan Perseroan dalam
memenangi persaingan melalui pengelolaan
operasional perusahaan yang semakin efisien.

5. Menciptakan iklim yang semakin kondusif serta
mendorong seluruh karyawan untuk menyampaikan
pelaporan terkait hal-hal yang dapat menimbulkan
kerugian secara finansial maupun non finansial,
termasuk yang dapat merusak nilai-nilai dan citra
Perseroan.

6. Mempermudah manajemen untuk menangani secara
efektif segala bentuk laporan pelanggaran dan potensi
pelanggaran.

7. Melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan menjaga
keamanan informasi yang dilaporkan yang dikelola
dalam database khusus.

Setiap pelaporan pelanggaran harus ditempatkan
sebagai praktik dari GCG dan sistemn manajemen risiko.
Perseroan wajib menerima pelaporan pelanggaran dan
potensi pelanggaran dari pelapor. Prinsip laporan harus
mengandung itikad baik dan bukan suatu keluh kesah
pribadi atas kebijakan ataupun praktik manajemen
ataupun didasari niat buruk yang bersifat fitnah dan/
atau laporan palsu yang dapat menjatuhkan rekan kerja
ataupun mencemarkan nama baik/reputasi seseorang.

Pelapor dikelompokkan 2 (dua), yaitu dari kalangan
internal Perseroan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Senior
Eksekutif, dan seluruh karyawan; serta kalangan eksternal
yakni rekan kerja, pemasok, pelanggan, konsultan, vendor,
outsourcing, masyarakat dan para pemangku kepentingan
lainnya.

Pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran harus
disampaikan secara tertulis dan wajib mencantumkan
identitas karyawan (untuk kalangan eksternal disertai
fotokopi KTP dan nomor telepon) serta mendeskripsikan
kronologi kejadian dan bila memungkinkan memberikan
bukti-bukti pendukung. Pelaporan yang disampaikan
tanpa identitas (anonim) ataupun surat kaleng tidak akan
ditindaklanjuti oleh Perseroan.
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Main Purpose of Whistleblowing System

The Whistleblowing System has the following functions:

1. Assisting the Company to improve work productivity by
eradication of any violations and potential violations.

2. Decreasing the Company'’s losses through early
prevention as a follow-up action of the reports through

various whistleblowing channels.

3. Building on the Company’s image and reputation of
having GCG.
4. Improving the Company’s ability in leading competition

by more efficient operational management.

5. Creating a more conducive climate and encouraging
all employees to report any suspicious matters which
might cause financial losses r potentially ruin the
Company'’s values or reputation.

6. Simplifying management to effectively handle all
violation and potential violation reports.

7. Protecting the confidentiality of identity of the
whistleblower and protecting security of its information

in special database.

Each report should be considered as the practice of
Good Corporate Governance and Risk Management. The
Company must receive violation reports and potential
violations from the Whistleblower. The report should
contain goodwill and not reflect a personal grievance on
any policies or management practices or based on bad
intentions, such as: defamatory and/or false statements
that may defame a co-worker/person.

Whistleblowers can be divided into 2 (two) groups, such
as: internal, including Board of Commissioners, Directors,
Senior Executives, and all employees; and external,
including the working partners, suppliers, customers,
consultants, vendors, outsourcing, commmunities and other
stakeholders.

Violation or potential violation reports must be submitted
in writing and include the identity of employees (for
external parties with copy of ID and phone number) and
describe the chronological occurrence and if it is possible
to also provide supporting evidence. Reports with no
identity (anonymous) or anonymous letters will not be

followed up by the Company.
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Beberapa jenis pelanggaran atau potensi pelanggaran

yang dapat dilaporkan adalah:

1. Korupsi, fraud, pencucian uang, insider dealing

2. Perbuatan yang melanggar hukum (termasuk
pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan
atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba,
pelecehan, perbuatan kriminal lainnya)

3. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau peraturan
perundang-undangan lainnya

4. Pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan, atau
nilai-nilai Perseroan atau pelanggaran norma-norma
kesopanan pada umumnya

5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan
kesehatan kerja atau membahayakan keamanan
Perseroan

6. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial
dan/atau non-finansial terhadap Perseroan ataupun
kerugian kepentingan Perseroan.

7. Pelanggaran segala kebijakan Perseroan, antara lain
namun tidak terbatas pada peraturan perusahaan,
kode etik perusahaan, kebijakan perusahaan,
Standar Operating Procedure (SOP) beserta petunjuk
pelaksanaannya.

8. Lainnya yang tidak mendukung terciptanya
pelaksanaan GCGC.

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan berbagai infrastruktur saluran

pelaporan pelanggaran yang dapat memudahkan pelapor

untuk menyampaikan laporan, yaitu melalui:

1. Surat tertulis kepada tim Whistleblowing, dengan cara
dikirimkan langsung atau melalui pos.

2. Surat elektronik di whistleblower@lippokarawaci.co.id

3. Situs Perseroan di www.lippokarawaci.co.id sub menu
Whistleblowing

Pelapor diharapkan dapat mengirimkan laporannya dalam
kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah kejadian
tersebut terjadi dan khusus untuk kasus-kasus fraud
paling lama 1 (satu) bulan setelah kejadian terjadi.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta
informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi
pelapor jika diperlukan untuk melakukan klarifikasi.

Perseroan menjamin keamanan informasi dan
perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor
atau perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan

Here are the following types of violations or potential
violations to be reported:

1. Corruption, fraud, money laundering, insider trading.
2. Violations to the law (including theft, violations against
other employees or superiors, extortion, drugs use,

harassment, other criminal acts).

3. Violations to tax regulations and other regulations.

4. Violation to the Company’s Code of Conduct, its values
or norms of decency in general.

5. Acts that endanger the health and safety or security of
the Company.

6. Acts that may cause financial losses and/or nonfinancial
lossess or other losses to the Company.

7. Violation to all policies of the Company, including
but not limited to the Company's regulation, Code of
Conduct, the Company’s policy, SOP and guidance in
conducting it.

8. Other actions which do not support the
implementation of GCGC.

Submission of Violation Reports
The company provides various Whistleblowing channels
that can facilitate the reporting, namely:

1. Written letter to Whistleblowing team, submitted either
directly or by mail.

2. Sending email to the whistleblower@lippokarawaci.
co.id

3. The Company’s official website in www.lippokarawaci.
co.id sub menu Whistleblowing.

The whistleblower is expected to submit the report, within
a maximum, 2 (two) months after the incident occurred,
and specifically for fraud cases a maximum of 1 (one)
month after the incident occurred.

Protection for Whistleblower

The Company guarantees the confidentiality of the
whistleblower’s identity as well as the information which
might be used to contact the Whistleblower if there is a
need for clarification.

The Company guarantees information security and
protection against retaliation from the reported subject

or companies, any threats of physical safety, psychological
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fisik, teror psikologis, keselamatan harta, perlindungan
hukum, keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan
kenaikan pangkat atau gaji, penurunan jabatan atau
pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau
diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan-catatan
yang merugikan dalam file karyawan.

Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran
Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi
atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan
anggota Direksi atau oleh tim Whistleblowing, maka
pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan
dapat menggunakan investigator independen ataupun
auditor independen. Apabila pelanggaran tersebut
dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris atau Tim
Whistleblowing, maka laporan tersebut disampaikan
kepada CEO Corporate, dan penanganan lebih lanjut
akan dilakukan oleh Direksi, serta bila diperlukan dapat
menggunakan investigator ataupun auditor independen.

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh karyawan, maka
laporan disampaikan ke Tim Whistleblowing. Selanjutnya,
Komite Whistleblowing akan memutuskan apakah laporan
tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan
yang layak ditindaklanjuti akan dilanjutkan dengan proses
investigasi oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau
auditor internal ataupun oleh HR Audit khusus untuk
kasus-kasus terkait sumber daya manusia.

Pihak Pengelola Pengaduan

Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai pengawas
atas efektivitas pelaksanaan penerapan sistem pelaporan
pelanggaran di perusahaan dan anak perusahaan.
Pemantauan pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran
dapat diserahkan kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelanggaran dikelola oleh tim Whistleblowing,

yang terdiri dari:

1.  Komite Whistleblowing
Komite Whistleblowing diketuai oleh Presiden Direktur
dan Talent Admin (HRG) Director Corporate yang
bertanggung jawab memastikan sistem pelaporan
pelanggaran dapat diimplementasikan di seluruh
perusahaan dan anak perusahaan. Ketua Komite
Whistleblowing dapat menunjuk anggota-anggota
komite termasuk penetapan fungsi dan tugas setiap
anggota serta masa keanggotaannya. Ketua komite
wajib memastikan seluruh pelaporan ditindaklanjuti
hingga selesai.
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terror, the safety of property, legal protection, job security,
pressure, delaying a promotion or an increase salary,
demotion or rank, unfair termination, harassment or

discrimination, and harmful records in the employees’ file.

Authority in Handling Violation Reports

In terms of violations committed by members of the

Board of Directors or the person who has a special
relationship with the members of the Board of Directors

or by the Whistleblowing Team, then violation or potential
violation reports must be submitted to the Board of
Commissioners and if necessary can use an independent
investigator or an independent auditor. If the violation was
committed by members of the Board of Commissioners or
Whistleblowing Team, the report must be submitted to the
CEO Corporate, where further handling shall be conducted
by the Board of Directors and if it is deemed necessary,
they may use independent investigator or independent

auditor as well.

Meanwhile, in terms of violations committed by employees,
then the report must be submitted to the Whistleblowing
Team. Furthermore, the Whistleblowing Team will

decide whether or not to follow up. The report follow up
investigation will be conducted by the Internal Control Unit
(SPI) or the internal auditor or by HR Special Audit for cases
related to human resources.

Complaint Manager Party

The Board of Commmissioners is responsible as supervisors
of the effectiveness of practices and implementation

of the Whistleblowing system in the Company and

its subsidiaries. Monitoring the implementation of
whistleblowing system may be submitted to the Board

Commissioners.

The violation reports are managed by the Whistleblowing

team, which consists of:

1. Whistleblowing Committee
Whistleblowing Committee is chaired by President
Director and Talent Admin (HRG) Director Corporate
who are responsible in ensuring this system can be
implemented in the Company and its subsidiaries.
The Head of the Committee may appoint members of
the committee including determine their functions,
individual assignments, and their tenure. The Head
of the Committee is obliged to ensure all reports are

followed up until solved.
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2. Penanggung Jawab Whistleblowing
Setiap tahunnya, Komite Whistleblowing menunjuk
anggota Direksi atau Senior Eksekutif secara
bergantian yang akan bertanggung jawab atas
pelaksanaan dan sosialisasi sistem pelaporan
pelanggaran pada unit bisnis di bawah koordinasinya.

3. Fasilitator
Setiap penanggung jawab unit binis yang ditunjuk
bertanggung jawab menetapkan setiap fasilitator pada
divisi unit kerja di bawah koordinasinya. Para fasilitator
mengupayakan agar budaya pelaporan pelanggaran
dapat membudaya pada divisi di bawah koordinasinya.

4. Unit Investigasi
Setiap pelaporan yang masuk wajib dikoordinasikan
oleh para fasilitator untuk disampaikan kepada
penanggung jawab terkait. Selanjutnya penanggung
jawab akan membahas setiap laporan dalam rapat
yang diselenggarakan oleh Komite Whistleblowing.
Rapat tersebut akan menentukan laporan-laporan
yang layak untuk ditindaklanjuti oleh unit investigasi.
Unit investigasi terdiri atas Satuan Pengawasan Intern
(SPI) dan dibantu oleh HR Audit khusus untuk kasus-
kasus terkait Sumber Daya Manusia. Unit investigasi
bertanggung jawab melakukan investigasi kasus yang
telah ditetapkan komite untuk mencari fakta, data,
serta proses-proses yang harus dilakukan oleh auditor
internal.

Jumlah Pengaduan
Pada 2019, Perseroan menerima 2 laporan pelanggaran
yang telah ditindaklanjuti ke divisi terkait.

Sanksi terhadap Pelaporan Pelanggaran

Perseroan akan memberikan sanksi kepada pelapor yang
mengirimkan laporan berupa fitnah atau laporan palsu.
Sanksi yang diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku
di perusahaan, dan Perseroan tidak akan memberikan
jaminan kerahasiaan maupun perlindungan kepada
pelapor yang menyalahgunakan sistem pelaporan
pelanggaran termasuk tuntutan pidana maupun
perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak
menyenangkan ataupun pencemaran nama baik.

Perseroan sangat melindungi kerahasiaan laporan

yang dilaporkan oleh pelapor, oleh karena itu jika Tim
Whitsleblowing terbukti membocorkan laporan maka
Perseroan akan menindak hal tersebut dengan tegas
dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

2. Whistleblowing Officer
Every year, the Whistleblowing Committee shall
appoint an alternating member of the Board of
Directors or Executive Senior who will be responsible for
the implementation and socialization of the system to
its business unit under their coordination.

3. Facilitator
Each appointed officer from a business unit shall
appoint a facilitator in each unit/division under its
coordination. All facilitators make serious efforts to
instill the whistleblowing system to each division.

4. Investigation Unit
Every incoming report must be coordinated by
facilitators to be conveyed to the relevant officer.
Then, the officer will discuss every report in a meeting
organized by the whistleblowing committee. The
meeting will determine which reports that shall be
followed up by the investigation unit. The Internal
Control Unit (SPI) together with HR special audit
investigates cases related to the human resources issue.
The Internal Control Unit is responsible to execute any
cases determined by the Committee to search for facts,
data including any process need to be done by the
internal auditor

Number of Reports
In 2019, the Company received 2 violation reports which

were directly followed up to the respective units.

Sanction for Violation Reporting

The Company will sanction any whistleblower who sends
a false or makes a slanderous report. The sanctions will
be according to regulation that applies in the Company,
and the Company will not guarantee the confidentiality
and protection to any Whistleblower abusing the

system including criminal prosecution as well as related
unpleasant acts or defamation.

The Company strongly protects the confidentiality of the
report which was reported by the whistleblower, therefore,
if the Whistleblowing Team is proved to have divulged the
reports, then the Company will take serious action against
it by giving sanctions under applicable regulations.
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PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERBUKA

Perseroan mendukung penerapan tata kelola perusahaan
terbuka dengan menerima dan menyerap rekomendasi-
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana tertuang dalam POJK No. 32/POJK.04/2015

tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang
disahkan pada 17 November 2015, sebagai berikut:

GUIDELINES OF GCG FOR PUBLIC COMPANIES
The Company consistently supports GCG for

public companies by accepting and referring all
recommendations stipulated by OJK Regulation No.32/
POJK.04/2015 regarding Guidelines of GCG for Public
Companies, effective on November 17, 2015, as follows:

REKOMENDASI DESKRIPSI
[\[eX : e
Recommendation Description

A Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak
Pemegang Saham
Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders’ Rights
Prinsip 1| Principle 1
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
Increase the Value of GMS

11 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik  Sudah dilaksanakan melalui Tata
secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Tertib RUPS
pemegang saham.
The Public Company has a technical procedure for voting both in an open and closed Complied through Rules of GMS
manner that upholds the independence and interests of the shareholders

1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam Sudah dilaksanakan melalui Risalah
RUPST. RUPS
All members of the Board of Directors and Board of Commmissioners of the Public Complied as informed in resolution
Company attend the AGMS of GMS

13 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 Sudah dilaksanakan dalam situs
(satu) tahun. Perseroan
Resolutions of the GMS are made available on the Public Company’s website for at least Complied — on the Company’s
one year website
Prinsip 2 | Principle 2
Meningkatkan Kualitas Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor
Enhancing the Quality of Communication with Shareholders or Investor

21 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham Sudah dilaksanakan dalam situs
atau investor. Perseroan

Belum dilaksanakan
The Public Company has a communications policy to deal with shareholders or investors Not yet Complied- on the Company’s
website

22 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan SudahBelum dilaksanakan dalam
pemegang saham atau investor dalam situs perusahaan. situs Perseroan
The Public Company discloses its communications policy to deal with shareholders or Not yet Complied- on the Company’s
investors on its website website

B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris
The Role of Board of Commissioners
Prinsip 3 | Principle 3
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Strengthening Membership and Composition of Board of Commmissioners

31 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Sudah dilaksanakan dalam Piagam
Terbuka. Dewan Komisaris
Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into Complied - BOC Charter
account the Public Company’s conditions

32 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian,  Sudah dilaksanakan dalam Piagam

pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Determination of the Board of Commissioners composition takes into account diversity in
expertise, knowledge, and experience required

Dewan Komisaris
Complied - BOC Charter
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REKOMENDASI
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DESKRIPSI

Prinsip 4 | Principle 4
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Enhancing Quality of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

Description

41 Dewan Komisaris dan mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk
menilai kinerja Dewan Komisaris.
The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance

Belum dilaksanakan

Not Yet Complied

4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris Belum dilaksanakan
diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
The Self-assessment policy to evaluate the Board of Commmissioners performance is Not Yet Complied
disclosed in the Public Company’s Annual Report
4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Belum dilaksanakan
Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of members of the Board Not Yet Complied
of Commissioners should they be involved in financial crimes
4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Belum dilaksanakan
menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
The Board of Commmissioners or Commmittee runs its function as Nomination and Not Yet Complied
Remuneration to assemble succession policy in the process of Nominatting members of
the Board of Directors
C Fungsi dan Peran Direksi
Function and Role of Board of Directors
Prinsip 5 | Principle 5
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
Strengthening Membership and Composition of Board of Directors
51 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka Sudah dilaksanakan dalam Anggaran
serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dasar Perseroan
Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Complied — the Articles of Association
Public Company’s conditions and effectiveness in decision making
52 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, Sudah dilaksanakan dalam Piagam
pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Direksi Pasal 6
Determination of the composition of Board of Directors consists of diversity in expertise, Complied - BOD Charter Article 6
knowledge, and experience required
53 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian Sudah dilaksanakan, dalam Profil
dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direksi di situs Perseroan dan
Laporan Tahunan
Members of the Board of Directors that are in charge in Accounting or Finance should Complied — BOD Profile in Website
have expertise and/or knowledge in Accounting and AR
Prinsip 6 | Principle 6
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Enhancing Quality of Duties and Responsibilities of Board of Directors
6.1 Direksi dan mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai Belum dilaksanakan
kinerja Direksi.
The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the Board of Directors Not Yet Complied
performance
6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan Belum dilaksanakan
melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
The self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in Not Yet Complied
the Public Company’'s Annual Report
6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat Diatur dalam AD dan Piagam Direksi
dalam kejahatan keuangan.
The Board of Directors has a policy regarding resignation of members of the Board of Governed in AoA and BOD Charter
Directors should they be involved in financial crimes
D Partisipasi Pemangku Kepentingan

Participation of the Stakeholders
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Prinsip 7 | Principle 7
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholders Participation

Description

71 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Sudah dilaksanakan, dalam Kode Etik
Perseroan bab 3.7
The Public Company has a policy to prevent insider trading Complied — Code of Conduct Point 3.7
72 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Sudah dilaksanakan, dalam Kode Etik
Perusahaan Bab 7.3
The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy Complied — Code of Conduct Point 7.3
73 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan
pemasok atau vendor.
The Public Company has a policy on the selection and enhancement of capacity of
suppliers or vendors
7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Belum dilaksanakan
The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors’ rights Not Yet Complied
75 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran. Sudah dilaksanakan, dalam situs
Perseroan
The Public Company has a whistleblowing system policy Complied - website
7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Belum dilaksanakan
Direksi dan karyawan.
The Public Company has a policy to provide long term incentive to the Board of Directors Not Yet Complied
and the employees
E Keterbukaan Informasi
Information Disclosure
Prinsip 8 | Principle 8
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Improving Information Disclosure
81 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas Sudah dilaksanakan
selain situs perusahaan sebagai media keterbukaan informasi.
The Public Company utilizes a wide range of information technology besides the website Complied
as its information disclosure media
82 kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain Belum dilaksanakan

pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
melalui pemegang saham utama dan pengendali.

The Public Company’s Annual Report discloses the ultimate recepient of profits based

on the Public Company’s share ownership of at least 5%, aside from the disclosure of the
ultimate recepient of profits based on the Public Company’s share ownership through the
majority shareholders and controlling shareholders

Not Yet Complied
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Perseroan terus berkontribusi The Company contributed in
pada penciptaan kualitas hidup creating a better life quality of the
masyarakat yang lebih baik dan ~ People and cleaner environment,
lingkungan yang lebih bersih, while prioritizing equality in

serta selalu mengedepankan running business activities.

kesetaraan dalam menjalankan
aktivitas bisnis.
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PRINSIP DAN KOMITMEN

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis,
Lippo Karawaci secara konsisten berupaya memberikan
kontribusi positif terhadap semua elemen yang terlibat

di dalam perjalanan usaha. Hal ini sejalan dengan
komitmen Perseroan untuk turut berperan aktif dalam
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam
mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik
dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kontribusi
positif tersebut antara lain bisa dilihat dari peran Perseroan
dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan
fasilitas kesehatan bagi para pekerja, serta menghormati
hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.

Dalam penciptaan lapangan pekerjaan, Perseroan
selalu mengedepankan kesetaraan dalam menjalankan
aktivitas bisnis. Tidak hanya soal gender, Perseroan juga
sangat menghindari tindakan diskriminatif, terutama
bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,
perempuan, anak, dan hak masyarakat adat. Perseroan
juga aktif memberikan bantuan berupa dana ataupun
barang untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi
dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), tidak
terkecuali yayasan dan/atau organisasi keagamaan.

KEBIJAKAN DAN PILAR PROGRAM CSR
PERSEROAN

Perseroan membagi kegiatan CSR ke dalam empat

pilar, yaitu (1) kelestarian alam dan lingkungan, (2)
ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, (3)
pengembangan sosial dan kemasyarakatan, (4) tanggung
jawab terhadap barang dan jasa yang dihasilkan serta
para konsumennya. Keempat pilar ini diharapkan dapat
memberi kontribusi signifikan bagi lingkungan dan
masyarakat.

PRINCIPLE AND COMMITMENT

In line with business development and growth, Lippo
Karawaci consistently aims to give positive contribution to
all elements involved in business operations. This is in line
with the Company’s commitment in taking active role in
fulfilling human rights, especially in creating a better life
quality of the people and cleaner environment. The positive
contribution can be seen in the Company’s role in creating
jobs, providing health facility for employees, and respecting
economic, social, and culture rights of the surrounding

communities.

In creating jobs, the Company always prioritizes equality
in running business activities. Not only in gender, the
Company also avoids discriminations, especially for the
vulnerable groups such as disabled people, women,
children, and indigenous people rights. The Company is
also active giving financial aids or goods to help activities
of organizations and Non-Profit Organizations (NGO), as

well as foundations and/or religious organizations.

POLICIES AND PILLARS OF COMPANY'S CSR
PROGRAM

The CSR programs of the Company are classified into 4
(four) pillars: (1) natural and environmental sustainability (2)
employment, health, and safety, (3) social and community
development, (4) responsibility for goods and services,

as well as consumers. These pillars are expected to give

significant contribution for the environment and people.
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DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 3 dari UU No.
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan
menyelenggarakan kegiatan CSR sendiri, melalui anak
usaha, atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang

memiliki visi dan misi serupa. Tujuannya agar semua pihak

yang terlibat dapat memanfatkan sumber daya kolektif
mereka untuk mencapai hasil maksimal.

REALISASI BIAYA

Di tahun 2019, Perseroan mengeluarkan Rp7,54 miliar
untuk seluruh program CSR di bidang lingkungan, K3,
sosial dan kemasyarakatan, serta hal-hal yang terkait
dengan konsumen.

TATA KELOLA

Kontribusi Perseroan untuk melakukan tanggung jawab
sosial, baik di bidang pelestarian lingkungan atapun
hak asasi manusia, dijalankan sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Sustainable
Development Goals/SDG (tujuan pembangunan
berkelanjutan). Perseroan melibatkan peran serta

358 Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

LEGAL REFERENCE

According to Article 1 Paragraph 3 of Law No. 40/2007
regarding Limited Liability Companies, the Company can
carry out its own CSR activity, or via subsidiaries, as well as
by collaborating with other parties which have the same
vision and mission. The purpose of this policy is to ensure
every involved party is able to utilize its collective resources

optimally in order to achieve maximum results.

COST REALIZATION

In 2019, the Company spent Rp7.54 billion on all CSR
programs carried out in environment, Health, Safety, and
Environment (HSE), social and community, and consumer

related sectors.

GOVERNANCE

The Company'’s contribution in social responsibility,

both in environmental preservation or human rights, is
implemented according to prevailing regulations and in
line with the Sustainable Development Goals (SDG). The
Company invites participation from the society, employees,
communities, and other stakeholders because its
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masyarakat, karyawan, komunitas, serta pemangku
kepentingan lainnya karena usahanya yang memiliki
dampak terhadap lingkungan dan kehidupan di
sekitarnya. Perseroan berupaya mencari masukan dari para
pemangku kepentingan agar usaha yang dilakukan bisa
memberikan manfaat.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP OPERASI YANG
ADIL

Perseroan berupaya menjalankan operasi yang adil dalam
bisnisnya. Dalam hal ini, kami memiliki kebijakan untuk
memastikan hak-hak konsumen terpenuhi, karyawan

dan para pekerja pihak ketiga dapat menjalankan tugas
dengan baik, dan adanya sebuah sistem Whistleblowing
untuk memastikan bisnis dilakukan secara transparan dan
adil.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA

Hak asasi manusia adalah sesuatu yang dipegang teguh
oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya. Hal ini
tertuang di dalam Kode Etik Perseroan. Kami menjalankan
tanggung jawab HAM di dalam Perseroan dengan tidak
memandang perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya
sebagai faktor yang menentukan kapabilitas seseorang. Di
luar Perseroan, kami melindungi hak asasi semua manusia
yang terlibat atau terkena dampak dari usaha yang
dilakukan. Berbagai kegiatan tanggung jawab sosial juga
mencakup kepedulian terhadap HAM, seperti kontribusi
yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN
Perseroan menyadari dampak yang disebabkan dari
adanya perubahan iklim, dari segi cuaca sampai

bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Hal itu

semakin memperkuat komitmen Perseroan sebagai
perusahaan yang ramah terhadap lingkungan hidup, yang
termanifestasi dari pembangunan proyek-proyek green
construction dan green building.

Selain itu, kontribusi Perseroan dalam bidang lingkungan
juga diwujudkan melalui berbagai program penghijauan.
Dengan melakukan penanaman ribuan pohon di tahun
2019, kami berharap langkah ini dapat membantu
pengurangan dampak negatif dari emisi karbon, serta
penyerapan air dalam bencana banjir.

Perseroan memiliki berbagai sertifikasi dan penghargaan
di bidang lingkungan. Kami menerima penghargaan
Indonesia Green Award 2019 dari La Tofi School of CSR
untuk pengurangan sampah plastik, penghematan air,
dan pengembangan keanekaragaman hayati. Aktivitas
CSR Perseroan juga menerima Sertifikasi Penghargaan
dari Kabupaten Bekasi dan Gubernur Jawa Barat.

businesses have impact to the surrounding environment
and lives. The Company asks for input from stakeholders to

ensure its businesses bring benefits.

RESPONSIBILITY TO FAIR OPERATIONS

The Company aims to run fair operations in doing business.
In this regard, we have policy to ensure the rights of
consumers are fulfilled, employees and third party workers
can perform their jobs well, and a whistleblowing system

exists to have a transparent and fair business.

RESPONSIBILITY TO HUMAN RIGHTS

Human rights are strictly upheld by the Company in doing
business. This is stated in the Company's Code of Conduct.
We implement responsibility to human rights in the
Company without factoring ethnicities, religions, races in
determining someone’s capability. Out of the Company, we
protect human rights of all people involved or affected by
our business. Many of our corporate responsibility activities
cover concern on human rights, such as contribution to the
disabled.

RESPONSIBILITY TO THE ENVIRONMENT

The Company realizes the impact caused by climate
change, from the weather and natural disaster occurring
recently. These have strengthened the Company’s
commitment to be friendly to the environment, as
manifested in the development of green construction and

green building projects.

Moreover, the Company’s contribution in environment

is materialized in various green programs. By planting
thousands of trees in 2019, we expect the steps can help
reduce the negative impact of carbon emission, as well as

absorbing water in floods.

The Company has many certifications and awards

in environment. We received the Indonesia Green
Award 2019 from La Tofi School of CSR for plastic waste
reduction, water saving, and biodiversity development.
The Company’s CSR activities also received Certification

of Appreciation from the Bekasi Regency and West Java
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Pada 2019, Perseroan menyelenggarakan berbagai

kegiatan sebagai berikut:

1. Lippo Village kembali bekerja sama dengan Dinas
Peternakan Tangerang untuk memberikan vaksinasi
rabies gratis terhadap hewan peliharaan milik para
penghuni.

2. Lippo St. Moritz Puri bersama Kementerian Lingkungan
Hidup & Kehutanan Rl melakukan penanaman pohon
sebanyak lebih dari 2.074 pohon guna mendukung

program penghijauan di wilayah Jakarta.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia,
memberlakukan kesetaraan gender dan kesetaraan
kesempatan kerja, serta kesehatan dan keselamatan
karyawannya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pada 2019, terkait dengan bidang ketenagakerjaan,
kesehatan, dan keselamatan kerja, Perseroan melakukan
kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1. Memastikan bahwa prosedur operasi standar
(Standard Operating Procedure/ SOP) telah diterapkan
dengan baik di setiap proyek.

2. Melakukan pengecekan dan pengujian secara berkala
pada sarana dan prasarana yang digunakan oleh
Perseroan, termasuk terhadap mesin-mesin produksi
dan pendukung pekerjaan.

3. Melakukan penggantian alat-alat kerja yang telah
sampai pada akhir masa pakainya.

4. Sebanyak 29 mal jaringan Lippo Karawaci mengadakan
pelatihan pemadaman api, evakuasi gempa bumi, dan

evakuasi menghadapi kerusuhan.
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In 2019, the Company implemented numerous activities as

follows:

1. Lippo Village cooperated with the Tangerang Animal
Husbandry Office to provide free rabies vaccinations to

residents’ pets.

2. The Lippo St. Moritz Puri collaborated with the
Indonesian Ministry of Environment & Forestry planted
more than 2074 trees to support the greening program

in the Jakarta area.

RESPONSIBILITY TO THE OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY

The Company prioritizes the fulfilment of human rights,
implementation of the equality of gender and work
opportunity, as well as health and safety of its employees,

in compliance toward all applicable laws and regulations.

In 2019, in terms of employment, health and safety, the
Company conducted the following activities:

1. Ensuring that the Standard Operating Procedures
(SOP) are implemented properly in every project in the
development stage

2. Periodically performing checks and tests on facilities
and infrastructure used by the Company, including

production machines and work support.

3. Renewing work equipment that had reached the
expiration period.

4. 29 malls under Lippo Karawaci holding fire drills,
earthquake evacuations, and social disturbance

evacuations.
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Ketenagakerjaan

Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk
bekerja, berkreasi, dan berkembang kepada semua orang
tanpa memandang perbedaan etnis, agama, ras, gender,
ataupun kelas sosial. Pemilihan dan pengangkatan calon
pekerja didasarkan atas hasil seleksi dan evaluasi melalui
mekanisme perekrutan, masa percobaan, dan orientasi
pekerja. Rotasi, mutasi serta promosi jabatan dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan yang
berimbang dan objektif.

Para karyawan memiliki hak untuk mendapat remunerasi
yang memadai. Perseroan telah menerapkan sistem
remunerasi normatif yang mengacu pada ketentuan
pemerintah di seluruh unit bisnis, di antaranya adalah
pemberian UMP/UMK sektoral, BPJS Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan (AK, AKK, JHT, JP), pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR), penerapan cuti besar, penetapan unsur
struktur dan skala upah. Selain itu, remunerasi para
karyawan juga diberikan secara kompetitif sesuai target
Perseroan di pasar tenaga kerja, berdasarkan survei pasar
yang dilakukan secara rutin.

Perseroan mendukung terciptanya rotasi kerja, baik

di dalam maupun antar unit kerja bahkan lintas Unit
Bisnis. Hal ini meningkatkan kompetensi karyawan

serta memperkuat risk awareness di berbagai unit kerja.
Perpindahan karyawan ini dilakukan di semua tingkatan.

Perseroan juga telah menerapkan sistem pengaduan
melalui kebijakan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing
System). Seluruh sistem pengaduan ini telah diatur

dalam Peraturan Perusahaan serta formulir pengaduan
masalah ketenagakerjaan yang terlampir dalam Kode

Etik Perusahaan. Perseroan memiliki e-mail hotline

yang menjadi alamat tempat bertanya serta pengaduan
bagi seluruh karyawan dengan nama Helpdesk HRD
(helpdeskhrd@lippokarawaci.co.id).

Kesehatan Kerja

Terkait kesehatan kerja, Perseroan memberikan manfaat
(benefit) tambahan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa,
di samping yang sudah diwajibkan yaitu BPJS Kesehatan,
serta pemberian Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK) bagi karyawan tetap.

Employment

The Company provides equal opportunities to work, create,
and develop to all employees regardless of ethnicity,
religion, race, gender, or even social status. The selection
and recruitment for workers are based on the selection and
evaluation through the recruitment mechanism, probation
period, and worker briefing. The rotation, mutation

and promotion are based on the results of balance and

objective employee performance evaluations.

Employees have the right to obtain adequate
remuneration. The Company has implemented

a normative remuneration system in all business

units referring to government regulations, such as
provisions of sectoral UMP/UMK, BPJS of Health, BPJS of
Employment (AK, AKK, JHT, JP), holiday allowances (THR),
implementation of long leave, determination of structure
and scale of wages. In addition, the remuneration of
employees is also given competitively according to the
Company'’s targets in labor market, regarding on regular
market surveys.

The Company supports work rotation both inside and
among business units, or even across business units. Its
purpose is to increase the competence of employees and
strengthen risk awareness in every business unit. The work
rotation is held in every level.

The Company also provides a whistleblowing system. This
complaint management system has been set out by the
Company's Regulation and labor issue complaint forms
stipulated in the Company’s Code of Conduct. The
Company provides hotline email, Helpdesk HRD
(helpdeskhrd@lippokarawaci.co.id), which functions to
address questions and complaints for all employees.

Health

In healthcare, the Company provides benefits of medical
insurance and life insurance, in addition to the compulsory
BPJS of Health, and Financial Institution Pension Funds

(FIPF/DPLK) for permanent employees.
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Berikut adalah data mengenai jumlah karyawan yang sakit,
ataupun meninggal dunia sepanjang tahun 2019:
Data Karyawan Meninggal: 20 orang
Data Karyawan Sakit:
- Jumlah hari izin sakit setahun: 39.988 hari
- Jumlah hari kerja/tahun: 243 hari
- Total hari kerja/tahun seluruh karyawan: : 3.886.785
hari
- Rata-rata jumlah karyawan sakit setahun kerja:
1,03%
- Persentase kehadiran: 98,97%

Keselamatan Kerja

Perseroan memberlakukan prosedur keselamatan kerja
yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja proyek ataupun
pengawas yang memantau lokasi proyek. Dengan ini,
pekerja mampu menghasilkan kinerja optimal serta
terhindar dari kerugian material dan imaterial. Prosedur
Keselamatan Kerja dibuat berdasarkan UU No. 1tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur Manajemen
dan para pekerja untuk melaksanakan kewajibannya
dalam menciptakan sistem kerja dan fasilitas serta
praktik kerja yang aman, memakai alat pelindung, tidak
menyalahgunakan atau merusak fasilitas apapun yang
telah disediakan.

Prosedur keselamatan kerja diterapkan pada semua
kegiatan pekerjaan, mencakup semua tindakan yang
diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko
terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan
pekerja, kontraktor, pengunjung, dan siapa saja yang
mungkin akan terpapar oleh operasi Perseroan. Seluruh
level organisasi Perseroan wajib mematuhi semua
peraturan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
Indonesia.

Dalam hubungan antara manajemen dan pekerja yang
berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3),
manajemen akan memastikan hal-hal sebagai berikut:
Tersedianya lingkungan kerja yang aman.
Tersedianya sistem kerja yang aman.
Tersedianya fasilitas untuk kesejahteraan pekerja.
Tersedianya informasi, instruksi, pelatihan, dan
pengawasan yang cukup diperlukan untuk
memastikan bahwa setiap pekerja aman dari cedera
dan risiko kesehatan.
Komitmen untuk berkonsultasi dan bekerja sama
dengan pekerja di semua hal yang berhubungan
dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di
tempat kerja.
Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui
manajemen K3 yang efektif.

Lippo Karawaci - Laporan Tahunan 2019

The following are data on the number of ilinesses and
fatality levels on employees throughout 2019:

Employee Fatalities: 20 persons

llInesses:

- Total days of sick leave a year: 39,988 days

- Total working days/year: 243 days

- Total employee working days/year: 3,886,785 days

- Average of sick employees in a working year: 1.03%
- Attendance percentage: 98.97%

Work Safety

The Company implements compulsory work safety
procedures for every worker and supervisor on project
areas. Hence, workers can have maximum performance
while avoiding material and immaterial losses. The Work
Safety Procedures are based on Law No. 1/1970 concerning
Work Safety, which regulates the management and all
workers to perform their duty in creating a safe working
system and facilities as well as working practices; wearing
protective gear, and not mishandling or destroying
provided facilities.

The work safety procedures are implemented in all
working activities, covering all actions needed to avoid or
minimize risks to health, safety and welfare of the workers,
contractors, visitors, and anyone who might be exposed

to the Company’s operations. All levels in the Company's
organization must comply with the Indonesian Health and

Safety Environment (HSE) regulations.

In the relationship between the management and workers
regarding to HSE aspects, the management will ensure the
matters described below:

Availability of safe working environments.

Availability of safe working systems

Availability of employee safety equipment.

Availability of information, instructions, training and

adequate supervision to promote employee safety and

reduce risk of injury.

Commitment to consult and cooperate with
employees on any matter related to health, safety, and
environment in the workplace.

Commitment to continuously improve performance
through effective HSE management.
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Sedangkan setiap pekerja memiliki kewajiban untuk:
Mematuhi praktik kerja yang aman, dengan maksud
untuk menghindari cedera pada diri sendiri, orang lain,
dan properti.

Menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan
orang lain.

Memakai alat pelindung diri dan pakaian kerja yang
ditetapkan.

Mematuhi arahan yang diberikan oleh manajemen
untuk kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
Tidak menyalahgunakan atau merusak apa pun yang
disediakan untuk kesehatan dan keselamatan
Melaporkan semua kecelakaan dan insiden terkait
pekerjaan segera, tidak peduli seberapa pun kecilnya.
Melaporkan semua potensi bahaya yang diketahui atau
yang diamati tidak peduli seberapa pun kecilnya.

Departemen K3 bernaung di bawah Divisi Project
Management yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa semua peraturan pemerintah terkait
K3 disosialisasikan dan diterapkan di seluruh area kerja
proyek Perseroan. Departemen ini berkewajiban untuk
bekerja sama dengan para kontraktor yang ditunjuk
untuk pengerjaan proyek, guna memastikan prosedur K3
yang diterapkan para kontraktor sejalan dengan apa yang
dilakukan Perseroan. Prosedur perundang-undangan

K3 dipublikasikan melalui portal internal Perseroan yang
dapat diakses oleh semua karyawan yang berkaitan
dengan proyek pembangunan.

Semua tanggung jawab yang dipenuhi Perseroan di
bidang ketenagakerjaan tersebut juga merupakan upaya
perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang
harmonis antara manajemen dan karyawan. Untuk
memastikan relasi yang terbentuk profesional dan
berkeadilan, Perseroan selalu berpegang dan berupaya
keras mematuhi regulasi dan ketentuan ketenagakerjaan
yang berlaku di Indonesia.

Program-program sosial yang dijalankan Perseroan
berpengaruh cukup besar terhadap kepuasan karyawan,
baik secara finansial maupun kenyamanan dalam
berkarya. Hal ini tercermin dari menurunya tingkat
pergantian karyawan (turnover) serta efisiensi anggaran
perusahaan untuk rekrutmen dan membayar uang pisah
(pesangon).

Meanwhile, every employee has the obligations to:
Obey safe working practices, with the purpose to avoid

injuries to themselves, other people, and property.

Maintain personal and other people’s health and safety.

Wear personal protective equipment and proper work
attire.

Obey the guidance given by management for HSE.

Avoid mishandling or destroying equipment provided
for health and safety

Report every work-related accident and incident as
soon as possible, no matter how insignificant.

Report every hazard potential known or examined no
matter how insignificant.

The HSE department is operating under the Project
Management Division which is responsible for ensuring
that every government regulation regarding HSE is
completely socialized and implemented for all Company’s
project working areas. This department is also responsible
to collaborate with appointed project contractors for
ensuring the contractors implement the same HSE
procedures with the Company. The HSE regulations and
procedures are published through the Company'’s internal
portal which is accessible for all employees related to
ongoing projects.

All responsibilities fulfilled by the Company in labour are
its ojective to maintain harmonious industrial relations
between the management and employees. To ensure the
relations are professional and fair, the Company should
adhere and uphold regulations and provisions in labour
applied in Indonesia.

Social programs implemented by the Company have

big effects to employees’ fulfilment, both in finance and
work comfort. This is reflected in the decline of employee
turnover and company budget efficiency for recruitment

and severance pay.
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DATA TINGKAT KECELAKAAN KERJA | Working Accident Rate

Jam Kerja Aman 1,980,000 5,030,441 Total Safe Man Hours
Total Recordable Injury Rate (TRIR) 3.03 o] Total Recordable Injury Rate (TRIR)
Lost Time Injury Frequency (LTIF) 0 0.45 Lost Time Injury Frequency (LTIF)

TANGGUNG JAWAB TERHADAP SOSIAL DAN
MASYARAKAT

Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan masyarakat
menjadi komitmen dan target Perseroan secara jangka
panjang. Perseroan memastikan bahwa produk dan
jasanya mampu memberikan dampak positif bagi
masyarakat, baik melalui kawasan hunian yang dibangun,
rumah sakit, sekolah serta fasilitas lainnya. Perseroan
juga berupaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga
kerja dalam proyek pembangunan dan pengembangan
propertinya.

Melalui jaringan rumah sakit Siloam Hospitals, Perseroan
terus meningkatkan jangkauan dan akses akan kesehatan,
sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam
menerima fasilitas kesehatan yang layak. Perseroan juga
secara berkala mengadakan seminar dan pemeriksaan
kesehatan untuk masyarakat sebagai bagian dari program
edukasi dan sosialisasi yang membangun.

Sepanjang 2019, Perseroan mengadakan berbagai
kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan
masyarakat, yaitu:

Pendidikan

1. PT Lippo Karawaci Tbk. menyumbang fasilitas
pendidikan berupa 47 unit komputer kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang.

2. Perseroan dan beberapa perusahaan yang terafiliasi
memberikan bantuan senilai Rp 1,5 miliar bagi
mahasiswa berprestasi di 10 Perguruan Tinggi Negeri
melalui Program Bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi
Lippo (BMBL).

3. PT Lippo Malls Indonesia, anak usaha Perseroan
memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada
1.000 anak di beberapa daerah di Indonesia, termasuk
daerah terpencil melalui Yayasan Pendidikan Pelita
Harapan (YPPH) dan Yayasan Pendidikan Harapan
Papua (YPHP).
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RESPONSIBILITY TO SOCIAL AND
COMMUNITIES

Contribution to social and society welfare is a long-term
commitment and target of the Company. The Company
ensures that its products and services will have positive
impact to the society, either through developed residential
areas, hospitals, schools and other facilities. The Company
also aims to increase employment rate in its property
development and projects.

Through Siloam Hospitals network, the Company
continues to increase access and reach in the health
sector, so the public finds it easier to get appropriate
health facilities. Periodically, the Company initiates health
seminars and checks for the cormmunities as part of a

constructive education and socialization program.

In 2019, the Company held several activities focusing on
social and people’s welfare:

Education

1. PT Lippo Karawaci Tbk. donated educational facilities
in form of 47 units of personal computers to Tangerang
District Education Office.

2. The Company and several affiliated companies
provided assistance worth Rpl.5 billion for outstanding
students in 10 State Universities through the Lippo
Achievement Student Assistance Program (BMBL).

3. PT Lippo Malls Indonesia, a subsidiary of the Company
provided educational scholarship assistance to 1,000
children in several regions in Indonesia including
remote areas through Pelita Harapan Education
Foundation (YPPH) and Papua Hope Education
Foundation (YPHP).
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Kegiatan Sosial

4.

10.

1.

Menyambut Tahun Baru Imlek 2019, Lippo Village
menampilkan tarian tradisional Barongsai, pertunjukan
Chinese Drums, wushu, dan lainnya pada Jumat, 1
Februari.

Untuk perayaaan Paskah, Lippo Village
menyelenggarakan Easter Eggstravaganza di Aryaduta
Country Club, pada Minggu, 21 April.

Town Management Lippo Village kembali bekerja sama
dengan Benton Junction mengadakan “Buka Puasa
Bersama” anak-anak yatim yang tinggal di sekitar area
Lippo Village, Jumat, 24 Mei.

Lippo Karawaci menyelenggarakan Festival Lippo
Village 2019, dengan tema Tribal Grandeur, yang
memfasilitasi penampilan Jember Fashion Carnaval
(JFC) di Lippo Village, pada Sabtu, 23 November.

Lippo Village menyelenggarakan Konser Symphony of
the Year untuk ketiga kalinya, yang berlangsung sejak
23 November hingga 14 Desember.

Town Management Lippo Village (TMD) Lippo
Karawaci bersama dengan beberapa perusahaan
terafiliasi, sekolah, unit retail dan komersial, penyewa
dan penghuni bersama-sama merayakan Hari
Kemerdekaan Indonesia ke-74 dengan melakukan
upacara pengibaran bendera Merah-Putih.

Perseroan melanjutkan pemberian bantuan berupa
dana ataupun barang untuk mendukung kegiatan-
kegiatan masjid, gereja, Posyandu dan Karang Taruna
di Desa Wadas, Margamulya dan Margakaya. Kegiatan-
kegiatan yang dibantu antara lain termasuk olahraga,
kesenian, pembangunan masjid atau mushola, dan
bantuan dalam menyalurkan hewan kurban.

Saat bulan Ramadhan, Perseroan juga mengadakan

buka puasa bersama dengan Dhuafa, yang dilanjutkan
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Social Activities

4.

Welcoming the Chinese New Year 2019, Lippo Village
featured the traditional Lion dance, Chinese Drums
performance, wushu and many more on Friday, 1
February.

Celebrating Easter, Lippo Village held Eggstravaganza
in Aryaduta Country Club, Sunday, April 21.

Lippo Village Town Management cooperated with
Benton Junction to hold an “Buka Puasa Bersama” with
orphans who lived around the Lippo Village area, Friday,
May 24.

Lippo Karawaci held the 2019 Lippo Village Festival,
with the theme of Tribal Grandeur, which facilitated the
appearance of Jember Fashion Carnaval (JFC) at Lippo
Village, Saturday, November 23.

Lippo Village held the third Symphony of the Year
Concert, which lasted from November 23 to December
14.

Town Management Lippo Village (TMD) Lippo Karawaci
with several affiliated companies, schools, retail and
commercial units, tenants and residents together
celebrated the 74th Indonesian Independence Day by
holding a Red-White flag raising ceremony.

. The Company continued providing financial aids

or goods to support activities of mosque, church,
Posyandu and Karang Taruna in Wadas Village,
Margamulya and Margakaya. The activities included
sports, arts, mosque or prayer room constructions, and

sacrificed animals donation.

In Ramadan, the Company held fast-breaking with the
poor, followed by giving 200 Eid parcels.
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dengan pemberian bingkisan Lebaran.

Perseroan juga aktif terlibat dalam perayaan hari besar
keagamaan, seperti Maulid, Isra Miraj, peringatan ulang
tahun Hari Santri, pembangunan madrasah, dan lain-
lain.

. Di bidang olahraga, Perseroan juga aktif

menylenggarakan turnamen, seperti kompetisi

sepakbola, dan lain sebagainya.

Kesehatan

14.

Aryaduta Country Club Lippo Village, bekerja sama
dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Tangerang
mengadakan kegiatan Donor Darah, pada Sabtu, 14
September, yang melibatkan lebih dari 100 pendonor
dan menghasilkan 80 kantong darah.

. Lippo Village kembali bekerja sama dengan Dinas

Peternakan Tangerang untuk memberikan vaksinasi
rabies gratis terhadap hewan peliharaan milik para
penghuni.

. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin meresmikan Rumah

Sakit Umum (RSU) Syubbanul Wathon, rumah sakit
kemitraan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),
Yayasan Syubbanul Wathon, dan Siloam Hospitals yang
berlokasi di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pada
Kamis, 7 November.

Perseroan juga melanjutkan program donor darah

di San Diego Hills yang rutin diselenggarakan 3 (tiga)
kali dalam setahun, dengan melibatkan karyawan

San Diego Hills, Matahari Karawang, serta Muspika
Telukjambe Barat dan Timur.

. Perseroan juga berkontribusi dalam pembangunan

madrasah, masjid, dan fasilitas keagamaan lain di

berbagai wilayah operasional Perseroan.

12.

13.

The Company is also active in the celebration of
religious holidays, such as Maulid, Isra Miraj, Islamic

Students Day, madrasa construction, etc.

In sports, the Company is also active in holding
tournaments, such as soccer etc.

Health
14. The Aryaduta Country Club Lippo Village collaborated

15.

16.

17.

18.

with the Indonesian Red Cross (PMI) Tangerang held

a Blood Donation activity, on Saturday, 14 September
2019, which involved more than 100 donors and
donating more than 80 bags of blood.

Lippo Village cooperated with the Tangerang Animal
Husbandry Office to provide free rabies vaccinations to
residents’ pets.

Vice President K.H. Ma'ruf Amin inaugurated the
Syubbanul Wathon General Hospital (RSU), the
partnership hospital of Nahdlatul Ulama Executive
Board (PBNU), the Syubbanul Wathon Foundation, and
Siloam Hospitals located in Tegalrejo, Magelang, Central
Java on Thursday , November 7.

The Company also continued blood donor program

in San Diego Hills regularly held 3 (three) times a year,
involving the employees of San Diego Hills, Matahari
Karawang, and Muspika Telukjambe Barat dan Timur.

The Company also contributed in the construction of
Islamic school, mosque, and other religious facilities in

its operational areas.
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Dukungan terhadap Pemerintah

19. Lippo Malls Indonesia menyediakan Mal Pelayanan
Publik (MPP) seluas 740 meter persegi di Lippo Plaza
Keboen Raya Bogor, guna memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam mengakses 145 jenis layanan
dan perizinan dari 14 instansi pemerintah.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN
Pelayanan terbaik untuk pelanggan merupakan prioritas
Lippo Karawaci. Untuk meningkatkan kepercayaan serta
memperoleh timbal balik atas kualitas produk serta
mengukur kepuasan pelanggan, Perseroan menerapkan
mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan.

Pada 2019, jenis keluhan yang disampaikan kepada
Perseroan dari seluruh township yang telah diselesaikan
dengan baik:

Support for the Government

19. Lippo Malls Indonesia provided a 740 square meter
Public Service Mall (MPP) at Lippo Plaza Keboen Raya
Bogor, to provide facilities for the public to access 145
services and permits from 14 government agencies.

RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

Best services to customers are Lippo Karawaci's priority. To
gain trust and feedback on product quality and measure
consumer satisfaction, the Company implements a
Customer Complaint Handling mechanism.

In 2019, various complaints submitted to the Company
from townships which have been resolved properly:

10 Jenis Keluhan Terbanyak 2019 | 10 Biggest Complaints in 2019
Jenis Keluhan Type of Complaint

Utilitas-Meter Air

Utility-Water Meter

Taman/Kebersihan-Pemangkasan Pohon

Park/Cleaning-Tree Pruning

Penerangan Jalan Umum-Mati

Public Street Light-Off

Masalah Hewan-Hewan Liar

Wild Animals Issues

Kebersihan-Saluran Air

Cleaning-Waterways

Taman/Kebersihan-Pemotongan Rumput

Park/Cleaning-Grass Cutting

Taman/Kebersihan-Penebangan/Pemotongan Pohon

Park/Cleaning-Tree Cutting

Kebersihan-Landscape

Cleaning-Landscape

Infrastruktur -Kualitas Jalan

Infrastructure-Road Quality

Sampah-Tidak Diangkut

Trash-Not Picked Up

Dalam pembangunan proyek yang dimiliki, Perseroan
telah memikirkan yang terbaik bagi penggunanya, mulai
dari infrastruktur, public utilities, block plan, pemanfaatan
lahannya, tata ruang, dan lain seterusnya. Setelahnya,
Perseroan menciptakan konsep Town Management
Development (TMD).

TMD menjaga agar kota yang telah dibangun dengan
baik dapat terus berjalan dengan baik dan tetap terjaga
sesuai dengan perencanaannya, agar manfaat utilitas
yang dirancang dapat digunakan dengan optimal. TMD
mengoperasikan infrastruktur kota seperti pengelolaan
air bersih, kebersihan, renovasi bangunan hingga
memberikan jasa-jasa bantuan yang secara berkala
dibutuhkan penghuni. TMD siap membantu mereka
mulai dari mengurus Pajak Bumi dan Bangunan hingga
menyediakan tenaga-tenaga teknis yang dapat segera
membantu memperbaiki kerusakan di properti yang telah
dibeli.

In developing the projects, the Company has carefully
planned for the best for customers, from infrastructure,
public utilities, block plans, land use, spatial planning, and
so on. Afterwards, the Company put forward the concept of

Town Management Development (TMD).

TMD is responsible in maintaining the developed city to
continuously run well and still align to its planning, so that
the benefits of the designed utilities can be used optimally.
TMD operates city infrastructure such as clean water
management, cleaning, building renovation to providing
assistance services that are regularly needed by residents.
TMD is ready to help them fromn managing Land and
Building Taxes to providing technical personnel who can
immediately help repairing damages to property that has
been purchased.
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Corporate Social Responsibility

Sistem informasi dirancang Perseroan untuk mengetahui
sudah sampai di mana bantuan yang diberikan kepada
masing-masing penghuni. Catatan historis setiap layanan
ini sangat berharga bagi pengelola pemukiman, sebagai
masukan dalam pengembangan layanan berikutnya.

Salah satu layanan utama yang dikelola TMD adalah
pengelolaan air bersih di lingkungan proyek-proyek
pengembangan. Perseroan menyadari bahwa sanitasi
merupakan elemen penting dalam pembangunan
kawasan. Sistem pengelolaan air limbah melalui

fasilitas Water Treatment Plant (WTP) milik Perseroan
memberikan berbagai keuntungan yang tidak ternilai
bagi penghuni maupun lingkungan, termasuk mencegah
berbagai penyakit yang disebabkan buruknya sanitasi
seperti disentri, kolera, demam berdarah, leptospirosi dan
berbagai penyakit lain.

Kegiatan untuk Pelanggan

Pada 2019, Lippo Malls Indonesia melakukan kegiatan-

kegiatan yang melibatkan para pelanggan dan tenant,

yaitu:

1. Mengadakan National Tenant Gathering pada 28
Februari dengan tema 3 Dekade yang dihadiri 85% dari
tenant mal Perusahaan.

2. Berkolaborasi dengan PT Aira Mitra Media untuk
mengadakan bazaar dengan partisipasi 21 industri
mikro di Lippo Mall Kuta, Bali.

3. Mengadakan acara yang melibatkan anak-anak down
syndrome sebagai bagian dari perayaan Hari Down
Syndrome Dunia.

4. Berpartisipasi dalam Earth Hour dengan mematikan
lampu-lampu di mal-mal Lippo selama satu jam dari
pukul 20.30 pada 30 Maret. Acara ini melibatkan para
penggerak kepedulian lingkungan.

5. Mengadakan acara ngabuburit bersama lebih dari
4.000 anak yatim piatu di berbagai mal Lippo sebagai
bagian dari bulan puasa.

6. Mengadakan tenant gathering di Gajah Mada Plaza
untuk mendiskusikan perihal cashless payment
dengan NOBU National Bank yang dihadiri 94 tenant.

7. Pluit Village mengadakan Wonderful Indonesia
Culinary & Shopping Festival 2019 yang merupakan
acara tahunan APPBI.
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Information system is designed to notify the position of
assistance to residents. Historical records of each service
are very valuable for residential managers as input in
development of subsequent services.

One of the main services managed by TMD is clean water
management in all development project locations. The
Company realizes that sanitation is an important element
in development areas. Wastewater management system
through the Water Treatment Plant (WTP) facilities of the
Company provides intangible benefits to the residents or
environment, including to prevent various types of illness
caused by sanitation, like diarrhoea, cholera, blood fever,

leptosphyrosi and other illnesses.

Activity for Customers
In 2019, Lippo Malls Indonesia held activities involving

customers and tenants:

1. Holding the National Tenant Gathering in February 28
with the theme 3 Decade participated by 85% of the
Company's tenants.

2. Collaborated with PT Aira Mitra Media to hold bazaar
with participation of 25 micro industries in Lippo Mall
Kuta, Bali.

3. Holding events with down syndrome children as part of
the World Down Syndrome Day.

4. Participated in Earth Hour by turning off lights in Lippo
malls for one hours from 8:30 pm in March 30. The
events involved environmental activitists.

5. Holding fast breaking event with more than 4,000

orphansin Lippo malls as part of the fasting month.

6. Holding tenant gathering in Gajah Mada Plaza to
discuss on cashless payment with NOBU National Bank
participated by 94 tenants.

7. Pluit Village holding the 2019 Wonderful Indonesia